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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sejak  1971  sebagai  jurnal  berkala  untuk  menyajikan  tullsan-tu- 
lisan  tentang  berbagai  masalah  naslonal  dan  internasional.  ANALISIS 
CSIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk  para  staf  peneliti  CSIS  sen- 
diri.  Tetapi  sumbangan  tulisan  darl  luar  CSIS  akan  dipertlmbangkan 
untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Is!  tulisan-tulisan  yang  di- 
muat  dalam  ANALISIS  CSIS  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  pri- 
badi  penulls  masing-masing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung 
berukiran  bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran 
orang  tanpa  busana  duduk  memangku  buku  terbuka  ber- 
alaskan  kain  lampin.  Tangan  kiri  menunjuk  ke  buku  dan 
tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  menggambarkan  orang 
yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang  ditlmba  dari  buku.  Ketelan- 
jangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan  keterbukaan  budi 
—  tiadanya  sikap  a  priori  —  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan 
belajar  dan  mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis 
CSIS  melakukan  studi  dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja 
yang  membutuhkannya.  Sedangkan  bola  dunia  melambangkan  alam  Jagad 
raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup  CSIS  berada  dan  berkarya.  Ka- 
limat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada  lingkaran  piringan  adalah 
surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  untuk  menandai 
suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai 
itu.  Nalar  menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan 
berwatak  9,  dan  Budi  berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca 
dalam  urutan  terbalik:  1971,  tahun  CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi 
Juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat  kegiatan  CSIS.  CSIS  se- 
bagai lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas  individu, 
pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban 
sosialnya.  Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  ber- 
nalar,  belajar  serta  menguraikan  pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi 
yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  dalam  wujud  piringan  perunggu  oleh  G. 
Sidharta. 
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PENGANTAR  REDAKSI 


PEMILU  paling  rumit  yang  pernah  dilakukan  telah  usai.  Dengan  ber- 
harap-harap  cemas  rakyat  menunggu  apakah  wakil  dan  pemimpin  baru 
akan  membawa  perubahan-perubahan  serta  perbaikan  yang  selama  ini 
tak  kunjung  nampak  meski  pemilu  sudah  berulang  kali  diadakan.  Perubahan  yang 
terpenting  adalah  dalam  hal  penyelenggaraan  tata  kepemerintahan  yang  me- 
ngedepankan  demokratisasi  dan  kepentingan  masyarakat  selain  penyelesaian 
masalah-masalah  masa  transisi  yang  masih  tersisa.  Tinjauan  perkembangan  poli- 
tik  CSIS  menunjukkan  bahwa  dalam  proses  demokrasi  telah  terjadi  tarik-menarik 
antara  kepentingan  nasional  dan  golongan.  Sedangkan  kilas  balik  penyelengga- 
raan pemilu  menyoroti  tentang  pengaturan  keamanan  serta  hambatan  maupun 
kekurangan  logistik  yang  dihadapi  oleh  KPU.  Di  bidang  ekonomi,  Analisis  CSIS 
menunjukkan  bahwa  perekonomian  Indonesia  di  tahun  2003  cenderung  stabil 
dan  moderat,  yang  akan  membuka  peluang  bagi  bangkitnya  dunia  usaha. 

Keadaan  ekonomi  yang  membaik  pada  tahun  2003,  nampaknya  belum  di- 
imbangi  dengan  perbaikan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Kepentingan  golong- 
an dan  kelompok  yang  dikedepankan  oleh  elite  partai  menjadi  penghambat  uta- 
ma  terciptanya  Democratic  Governance  pasca  pemilu.  Menurut  Gregorius  Sahdan, 
penyelenggaraan  Democratic  Governance  hanya  dimungkinkan  jika  didukung 
oleh  penegakan  hukum  yang  kuat.  Dalam  hal  ini  kekuasaan  kehakiman  yang 
independen  serta  impartial  merupakan  salah  satu  faktor  yang  penting.  A..  Ahsin 
Thohari  mengemukakan  perlunya  segera  dibentuk  komisi  yudisial  sebagai  bagian 
trien  baru  dalam  pelaksanaan  ketatanegaraan  dan  menjadi  bagian  dari  paket  re- 
formasi  di  bidang  peradilan.  Tantangan  baru  juga  berasal  dari  masyarakat 
internasional,  yaitu  tentang  tanggung  jawab  Indonesia  untuk  melindungi  ma- 
syarakatnya  dari  bencana  kemanusiaan.  Persoalan  yang  rumit  adalah  terbuka- 
nya  intervensi  masyarakat  internasional  terhadap  tragedi  kemanusiaan  di 
suatu  negara,  yang  semula  hanya  dianggap  sebagai  tanggung  jawab  negara  yang 
bersangkutan.  Implikasinya  adalah  bahwa  negara  berkembang  termasuk  Indo- 
nesia harus  bersiap  menerima  banyak  intervensi  negara  lain,  khususnya  nega- 
ra maju,  karena  konflik  dan  ancaman  kemanusiaan  banyak  terjadi  di  negara  ber- 
kembang. Hal  ini  dibahas  oleh  Landry  Haryo  Subianto.  Uraian  yang  lebih  men- 
dalam  tentang  hak  untuk  melindungi  dikemukakan  oleh  Mely  Caballero  Anthony. 

Gelombang  tantangan  baru  juga  dapat  berasal  dari  gerakan  Islam  militan 
yang  tengah  berlangsung  di  Asia  Tenggara.  Azyumardi  Azra  menulis  bahwa  upa- 
ya  umat  Islam  dalam  melakukan  pembaruan  atau  reformasi  praktek  ajaran  Islam 
tidak  hanya  dengan  cara  damai  tetapi  juga  dengan  kekerasan.  Tantangan  bagi  In- 
donesia semakin  berat  ketika  radikalisme  yang  identik  dengan  kekerasan  telah  me- 
lewati  batas  dan  kemudian  dikaitkan  dengan  gerakan  terorisme. 

Meski  secara  umum  pemilu  telah  berjalan  dengan  lancar  dan  aman,  ma- 
sih ada  beberapa  tahapan  yang  memerlukan  kewaspadaan  dan  pengamanan. 
Tulisan  Una  A.  Alexandra  dan  Andi  Widjayanto  tidak  hanya  membahas  peran  mili- 
ter  dalam  mengamankan  pemilu,  tetapi  juga  menyoroti  posisi  militer  dalam 
kehidupan  politik,  terlebih  jika  dikaitkan  dengan  munculnya  dua  jenderal  ang- 
katan  darat  sebagai  kandidat  presiden. 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  POLITIK 

Proses  Demokrasi,  Tarik-menarik 
Antara  Kepentingan  Nasional 

dan  Golongan 


PERKEMBANGAN  politik  pada 
semester  pertama  tahun  2004 
ini  terasa  hangat,  tetapi  masih 
berada  dalam  koridor  yai\g  disepa- 
kati  bersama  untuk  tidak  berkembang 
mcrvjadi  tindak  kekerasan  maupuri 
konflik  nasional.  Ada  riak-riak  kecil 
tetapi  belum  bisa  dikatakan  sebagai 
usaha  untuk  menggagalkan  pemilu,. 
namun  demikian  kesulitan  teknis,  khu- 
susnya  dalam  pendistribusikan  surat 
suara  yang  tidak  sesuai  dengan  jad- 
wal  sebagaimana  ditegaskan  dalam 
Undang-undang  Pemilu,  telah  menim- 
bulkan  kritik-kritik  yang  dialamatkan 
kepada  KPU. 

Di  samping  persiapan  Pemilu  2004, 
perkembangan  politik  dalam  triwulan 
pertama  tahun  2004  ini  ditandai  pu- 
la  oleh  perkara  judicial  review,  kasus 
Ketua  Umum  DPP  Partai  Golkar  Akbar 
Tandjung,  kasus  Tempo,  dan  kasus  pem- 
berhentian  Bupati  Kampar,  Jefri  Noer. 


Anton  Djawamaku  &  M.  Sudibjo 


TEROBOSAN  MAHKAMAH  KON- 
STITUSI 

Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dalam 
sidangnya  pada  tanggal  30  Desember 
2003  melakukan  terobosan  baru  saat 
memeriksa  perkara  judicial  review  UU 
No.  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah 
Agung  (MA).  Dalam  pemeriksaan  perka- 
ra ini  MK  mengabaikan  pembatasan 
waktu  yang  dipersyaratkan  dalam  pa- 
sal  50  UU  NO.  24/2003  tentang  Mah- 
kamah Konstitusi.  Dalam  pasal  terse- 
but  tercantum  bahwa  UU  yang  dapat 
dimohonkah  untuk  diuji  adalah  UU 
yang  diundangkan  setelah  amande- 
men  pertama  UUD  1945  pada  tanggal 
19  Oktober  1999.  Menurut  Ketua  MK 
Jimmly  Asshidiqie,  terobosan  baru  ini 
bisa  menjadi  preseden  hukum  bagi 
pengujian  UU  lainnya.  Pasal  50  UU 
No.  24/2003  dipandang  telah  mere- 
duksi  kewenangan  MK  yang  diberi- 
kan  oleh  UUD.  MK  bukanlah  organ 
UU  melainkan  UUD.  Pasal  50  UU 
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No.  24/2003  itu  menjadi  pasal  band, 
bukan  ditiadakan,  tetapi  hanya  menge- 
sampingkannya. 

Sedangkan  Menkeh  &  HAM  Yusril 
Ihza  Mahendra  tanggal  2  Januari  2004 
berpehdapat  bahwa  MK  bisa  inenin- 
jau  sendiri  UU  No.  24/2003  bila  pa- 
sal  50  UU  tersebut  bertentangan  de- 
ngan  konstitusi.  Hal  itu  sebaiknya  di- 
lakukan  daripada  MK  secara  terang- 
terangan  melanggar  UU  MK  yang  ber- 
laku. 

Terobosan  lain  dilakukan  MK  ada- 
lah  dalam  judicial  review  terhadap  UU 
No.  12/2003  tentang  Pemilu,  khusus- 
nya  terhadap  pasal  60  huruf  g  yang 
menganut  diskriminasi  terhadap  eks 
anggota  PKI.  Lengkapnya  ketentuan 
tersebut  berbunyi:  "Calon  anggota  DPR, 
DPD  dan  DPRD  harus  memenuhi  sya- 
rat:  hukan  bekas  anggota  organisasi  ter- 
larang  PKI,  termasuk  ormasnya  atau  hu- 
kan orang  yang  terlihat  langsung  atau- 
pun  tak  langsung  dalam  G.30.S/PKI,  atau 
organisasi  terlarang  lainnya" .  Putusan 
ini  diambil  dalam  Sidang  Pleno  MK 
tanggal  24  Februari  2004.  Isinya  MK 
menyatakan  bahwa  pasal  60  huruf  g 
UU  No.  12/2003  bertentangan  dengan 
UUD  1945.  Karerm  itu  MK  menyatakan 
pula  bahwa  pasal  60  huruf  g  terse- 
but tidak  mempunyai  kekuatari  hukum 
mengjkat. 

KASUS  AKBAR  TANDJUNG 

Dalam  putusan  peradilan  tanggal 
12  Februari  2004  yang  dibacakan  se- 
cara terbuka,  majelis  hakim  tingkat 
kasasi  yang  dipimpin  oleh  Paulus 


Effendi  Lotulung  menerima  permo- 
honan  kasasi  Akbar  Tandjung  dan  me- 
nyatakan yang  bersangkutan  tidak  ber- 
salah  melakukan  korupsi  dengan  me- 
nyalahgunakan  wewenang  sebagai 
Menteri  Sekretaris  Negara.  Hal  itu 
berdasarkan  alasan  bahwa  perbuatan 
yang  dUakukan  Tandjung  adalah  dalam 
rangka  melaksanakan  perintah  jabat- 
an  dari  Presiden  B.J.  Habibie.  Meski- 
pim  divonis  bebas,  dalam  putusan  ter- 
sebut seorang  dari  lima  hakim,  yakni 
Abdul  Rachman  Saleh  mengajukan 
perbedaan  pendapat  {dissenting  opinion) 
yang  dibacakan  sesaat  setelah  vonis 
bebas  terhadap  Akbar  Tandjung  diba- 
cakan. Isi  perbedaan  pendapat  terse- 
but ialah  agar  permohonan  kasasi 
Tandjung,  Dadang  Sukandar  (Ketua  Ya- 
yasan  Raudlatul  Jannah)  dan  kontrak- 
tor  Winfried  Simatupang  ditolak. 

Selanjutnya  diputuskan  juga  agar 
terdakwa  Tandjung  dipulihkan  dalam 
kemampuan,  kedudukan  dan  harkat 
serta  martabatnya.  Selain  itu  majelis 
hakim  kasasi  juga  membebaskan  ter- 
dakwa Dadang  Sukandar  dan  Winfried 
Simatupang  dari  dakwaan  primer, 
yaitu  bersama-sama  melakukan  ko- 
rupsi bersama  Akbar  Tandjung.  Wa- 
laupun  demikian  kedua  terdakwa  ter- 
akhir  itu  dinyatakan  terbukti  bersama- 
sama  melakukan  tindak  pidana-  korap- 
si,  menguasai  dana  non-budgetair  Bu- 
log  senilai  Rp.  40  milyar  yang  seharus- 
nya  disalurkan  untuk  bantuan  sem- 
bako  bagi  rakyat  miskin.  Dana  terse- 
but ternyata  hanya  disalurkan  Rp.  5 
milyar  dan  sisanya  mereka  kuasai  se- 
lama  2  tahun.  Dana  itu  baru  dikem- 
balikan  ketika  proses  penyidikan  ber- 
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jalan.  Keduanya  dijatuhi  hukum  1  ta- 
hun  6  bulan  atau  sama  dengan  vo- 
nis  di  tingkat  pengadilan  negeri. 

Saat  sidang  pembacaan  vonis  ber- 
langsung,  ribuan  mahasiswa  berunjuk 
rasa  di  depan  gedung  Mahkamah 
Agving  (MA)  menuntut  agar  MA  tidak 
mengabulkan  kasasi  Akbar.  Aksi  ini 
diwamai  bentrokan  fisik  antara  maha- 
siswa dan  aparat  keamanan.  Akibatnya 
sekitar  70  mahasiswa  dan  10  anggota 
aparat  keamanan  mengalami  luka  se- 
rius  dan  ringan.  Aksi  serupa  juga  di- 
gelar  di  berbagai  daerah,  antara  lain 
di  Bandung,  Purwokerto,  Yogya,  Ma- 
lang,  Surabaya,  Jember,  Solo,  Mataram 
dan  Makasar. 

Menurut  jaksa/penuntut  umum  per- 
kara  korupsi  Akbar  Tandjimg,  Fachmi, 
tanggal  12  Februari  2004,  putusan  MA 
tidak  fair.  MA  hanya  mencari  alasan 
pembenar  untuk  membebaskan  Akbar. 
Mereka  hanya  mengutip  pendapat  ahli 
hukum  Ismail  Sunny  untuk  memper- 
kuat  argumentasinya.  Majelis  hakim 
kasasi  sama  sekali  tidak  menyentuh 
kontramemori  kejaksaan  atas  permo- 
honan  kasasi  Akbar.  Keterangan  Ha- 
bibie dan  saksi  lain  sama  sekali  ti- 
dak disinggung.  Padahal  dalam  berita 
acara  pemeriksaan,  terungkap  bahwa  - 
Akbar  tidak  mematuhi  perintah  Ha- 
bibie untuk  memenuhi  Keppres  No.  16/ 
1994  tentang  mekanisme  pengelolaan 
dana  APBN,  berkenaan  dengan  peng- 
gunaan  dana  non-budgetair  Bulog  itu. 
Selain  pihak  kejaksaaan,  kekecewaan 
terhadap  putusan  kasasi  MA  itu  juga 
meliputi  berbagai  lapisan  masyarakat. 


Ketua  DPP  PDIP  Arifin  Panigoro 
dan  Wakil  Ketua  Fraksi  PDIP-MPR 
Didi  Supriyanto  tanggal  13  Februari 
2004  mendesak  agar  Kejaksaan  Agung 
mengajukan  peninjauan  kembali  (PK) 
atas  putusan  pembebasan  Akbar  Tan- 
djung.  Walaupun  pasal  263  KUHP  me- 
nyebutkan  bahwa  yang  berhak  meng- 
ajukan PK  adalah  terdakwa  atau  ahli 
warisnya,  namun  ada  yurisprudensi 
bahwa  PK  dapat  dilakukan  oleh  Ke- 
jaksaan Agung,  yaitu  dalam  perkara 
Mochtar  Pakpahan  dan  Gandhi  Memorial 
School.  Sedangkan  praktisi  hukvim  Hen- 
dardi  berpendapat  bahwa  langkah  yang 
bisa  dilakukan  adalah  melakukan  pe- 
ngusutan  dana  non-budgetair  Bulog  de- 
ngan menelusuri  kembali  aliran  dana 
yang  masuk  ke  kas  Golkar.  Dengan  de- 
mikian  kasus  ini  tidak  terkena  kate- 
gori  pengulangan  dua  kasus  serupa. 
Sedangkan  praktisi  hukum  Todung 
Mulya  Lubis  tanggal  26  Februari  ber- 
pendapat, Kejaksaan  Agung  tidak  per- 
lu  melakukan  PK,  karena  hal  itu  akan 
merusak  tatanan  hukum  yang  telah 
ada.  PK  yang  pernah  dibuat  Kejak- 
saan Agung  merupakan  kesalahan 
hukum  yang  fatal.  Karena  saat  itu 
Orba  masih  berkuasa  sehingga  bisa 
berbuat  apa  saja.  Dalam  kasus  Akbar, 
tidak  ada  upaya  hukum  lain  yang 
bisa  dilakukan,  kecuali  menerima  saja. 
PK  itu  milik  terpidana,  bukan  milik 
Kejaksaan  Agimg. 

Menyikapi  pro-kontra  atas  masa- 
lah  tersebut,  Kejaksaan  Agung  dalam 
rapat  kerja  dengan  Komisi  II  DPR 
tanggal  4  Maret  menyatakan  bahwa 
pihaknya  telah  membentuk  tim  ka- 
jian  untuk  menjajagi  kemungkinan  PK 
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atas  pembebasan  Akbar  Tandjung.  Tim 
ini  beranggotakan  13  orang,  terdiri  da- 
ri  10  jaksa  senior  dan  tiga  orang  pakar 
hukum.  Bagaimana  hasil  pengkajian 
tim,  hingga  tulisan  ini  dibuat  belum 
diperoleh  kejelasan  mengenai  hal  itu. 

Akibat  lain  dari  vonis  bebas  terha- 
dap  Akbar  Tandjung  pada  tingkat  ka- 
sasi  MA  adalah  muiidumya  Amiruddin 
Zakaria  sebagai  hakim.  Beliau  adalah 
Ketua  Majelis  Hakim  Pengadilan  Ne- 
geri  Jakarta  Pusat  yang  memeriksa 
perkara  korupsi  Akbar  Tandjung  dan 
menjatuhkan  hukuman  tiga  tahun  pen- 
jara  kepada  yang  bersangkutan,  kini 
ia  berkedudukan  sebagai  Ketua  Penga- 
dilan Tinggi  Kendari.  Adapun  alasan 
pengunduran  dirinya  adalah  karena 
kekecewaan  yang  mendalam  terhadap 
putusan  kasasi  MA  tersebut. 

Meskipun  sudah  dinyatakan  bebas 
oleh  MA,  Ketua  Umum  Partai  Golkar 
Akbar  Tandjung  masih  tersandimg  per- 
kara penyalahgunaan  dana  non-budgetair 
Bulog.  Kali  ini  Akbar  Tandjung  harus 
menghadapi  gugatan  perdata  dari  Jak- 
sa Kito  Irkhamni  yang  telah  mendaf- 
tarkan  gugatannya  tanggal  25  Maret 
di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan. 

Dalam  surat  gugatan  itu  Kito  me- 
nilai  Akbar  Tandjung  ingkar  janji.  Kito 
diminta  bantuan  jasanya  untuk  meng- 
ikuti  setiap  perkembangan  lalu  mem- 
berikan  informasi  mengenai  persidang- 
an  hingga  kasus  itu  diputus  oleh  MA. 
Selain  itu  Kito  diminta  untuk  memper- 
juangkan  kepetingan  Akbar  dengan 
meyakinkan  pemeriksa  perkara  bahwa 
Akbar  tidak  melakukan  kesalahan  da- 
lam kasus  penyalahgunaan  dana  non- 


budgetair  Bulog.  Kito  menyanggupinya 
dan  memperoleh  dua  lembar  cek  seni- 
lai  Rp.  325  juta  dari  Akbar  Tandjimg  un- 
tuk biaya  operasional.  Selain  itu  Akbar 
masih  menjanjikan  imbalan  kepada 
Kito  sebesar  Rp.  1  milyar  setelah  per- 
karanya  diputus  bebas  pada  tingkat 
kasasi  di  MA.  Akan  tetapi  setelah  di- 
vonis  bebas,  Akbar  tidak  menepati  jan- 
jinya  itu,  meskipun  Kito  sudah  me- 
nagihnya  berulang  kali. 

Menanggapi  gugatan  itu,  Akbar  Tan- 
djung melalui  kuasa  hukumnya  Atma 
Jaya  Salim,  tanggal  26  Maret  2004 
menggelar  jumpa  pers  di  Hotel  Mulia, 
Jakarta  dan  membantah  semua  tuduh- 
an  itu.  Kito  dianggap  bebohong  besar 
dan  mengada-ada. 

KASUS  TEMPO 

Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri 
Jakarta  Pusat  yang  diketuai  oleh  Su- 
naryo  pada  tanggal  18  Maret  2004 
mengabulkan  gugatan  Tommy  Winata 
atas  pencemaran  nama  baiknya  oleh 
Tempo.  Putusan  yang  diambil  ialah 
bahwa  Tempo  harus  membayar  ganti 
rugi  immateriil  sebesar  Rp.  500  juta  dan 
memasang  iklan  setengah  halaman 
selama  tiga  hari  berturut-turut  di  ha- 
rian  Koran  Tempo,  Media  Indonesia  dan 
Yfarta  Kota.  Isinya  adalah  pencabutan 
berita  majalah  Tempo  edisi  3  Maret 
2003  yang  berjudul  "Ada  Tommy  di 
Tanah  Abang?"  dan  penyesalannya.  Ma- 
jelis hakim  juga  memutuskan.  Tempo 
harus  membayar  uang  paksa  sebesar 
Rp.  300  ribu  per  hari  atas  keterlambat- 
an  atau  kelalaian  melaksanakan  putus- 
an tersebut.  Putusan  ini  merupakan 
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kedua  kalinya.  Sebelumnya  Pengadilan 
Negeri  Jakarta  Selatan  pada  akhir  Ja- 
nuari  2004  juga  menghukum  Tempo 
dengan  ganti  rugi  sebesar  $1  juta  AS 
kepada  Tommy  Winata,  uang  paksa 
Rp.  10  juta  per  hari  dan  permintaan 
maaf  melalui  delapan  koran,  enam 
majalah  serta  12  stasiim  televisi  selama 
tiga  hari  berurut-tunit. 

Atas  putusan  tersebut  di  atas,  baik 
pihak  tsrgugat  yaitu  Tempo  maupun 
penggugat  yaitu  Tommy  Winata  me- 
nyatakan  naik  banding.  Menurut  kua- 
sa  hukum  Tempo,  Todung  Mulia  Lu- 
bis,  putusan  majelis  hakim  menunjuk- 
kan  apresiasi  yang  sangat  rendah  ke- 
pada pers,  terhadap  kebebasan  pers 
dan  terhadap  fungsi  pers  sebagai  alat 
kontrol  sosial.  Putusan  majelis  hakim 
itu  tidak  memperhatikan  argumenta- 
si  yang  diajukan  penasihat  hukum 
Tempo.  Majelis  hakim  tidak  memper- 
timbangkan  pemberitaan  yang  sudah 
berimbang  dengan  adanya  bantahan 
Tommy  Winata.  Sebaliknya  kuasa  hu- 
kum Tommy  Winata  berpendapat  bah- 
wa  putusan  tersebut  tidak  lain  un- 
tuk  mendidik  pers  agar  menggunakan 
kebebasannya  secara  benar. 

Terlepas  dari  sikap  pro-kontra  atas 
putusan  .tersebut,  dari  peristiwa  ini 
muncul  sebuah  fenomena  baru  berupa 
pengekangan  terhadap  kebebasan  pers 
yang  lahir  dari  politik  peradilan.  Hal 
ini  jelas  sebuah  langkah  mundur  ba- 
gi  pemajuan  dan  penegakan  HAM  dan 
demokratisasi  pada  umumnya.  Kare- 
na  itu,  tidak  hanya  kalangan  pers,  te- 
tapi  juga  berbagai  lapisan  masyarakat 
melakukan  protes  atas  putusan  ini. 


Selain  itu  ketidakpahaman  hakim  atas 
delik  pers  dan  kompleksitas  persoal- 
an  yang  terkait  dengan  delik  pers, 
juga  menjadi  sebab  dari  keputusan 
majelis  hakim  yang  tidak  adil. 

PELENGSERAN  BUPATI  KAM- 
PAR 

Tanggal  5  Februari  2004  Bupati 
Kampar,  Jefri  Noer  mengusir  Kepala 
Sekolah  SMUN  2  Air  Tiris,  Abdul  La- 
tif  Hasyim  dari  acara  dialog  antara 
Bupati  dan  seluruh  guru  di  Kampar. 
Tindakan  ini  dianggap  melecehkan 
profesi  guru.  Oleh  karena  itu  127  gu- 
ru se-kabupaten  Kampar  yang  terga- 
bung  dalam  PGRI  Kampar  pada  tang- 
gal 9  Februari  melakukan  pertemu- 
an  dan  memutuskan  untuk  menuntut 
mundur  Bupati  Jefri  Noer.  Pada  tang- 
gal 10-13  Februari  2004  ribuan  guru 
dan  ratusan  ribu  pelajar  melakukan 
unjuk  rasa  menuntut  mundur  Bupati 
Jefri  Noer.  Aksi  ini  mengakibatkan  ak- 
tivitas  pendidikan  di  Kampar  lumpuh 
total.  Selanjutnya,  pada  tanggal  13 
Februari  2004  pimpinan  DPRD  Kam- 
par dan  perwakilan  guru  bertemu 
Wakil  Gubemur  Riau  Wan  Abu  Bakar 
meminta  pemerintah  provinsi  Riau 
mengambil  alih  pemerintahan  di  Ka- 
bupaten  Kampar.  -  - 

Menanggapi  tuntutan  mundur  ter- 
sebut, dalam  sidang  paripurna  DPRD 
Kampar  tanggal  14  Februari,  Bupati 
Jefri  Noer  menolak  untuk  mundur,  bah- 
kan  mengancam  akan  memberhentikan 
sekitar  7.000  guru  yang  berunjuk  rasa. 
Akibatnya  pada  tanggal  17  Februari 
2004  aksi  unjuk  rasa  makin  membe- 
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sar,  dengan  tambahan  dukungan  dari 
tetua  adat  dan  ninik  mamak  di  Kena- 
garian  Kabupaten  Kampar  serta  ke- 
luarga  besar  mahasiswa  dan  pelajar 
asal  Kampar  di  perantauan.  Semen- 
tara  itu  rapat  Pansus  Hak  Interpelasi 
DPRD  Kampar  tanggal  18  Februari 
2004  memutuskan  untuk  memberikan 
rekomendasi  pemberhentian  Jefri  Noer 
dan  A.  Zakir  dari  jabatan  Bupati  dan 
Wakil  Bupati  Kampar.  Lalu  pada  tang- 
gal 21  Februari  2004,  DPRD  Kampar 
memberhentikan  Jefri  Noer  dan  A. 
Zakir  dengan  Surat  Keputusan  DPRD 
Kampar  Nomor  07/KPTS/DPRD/2004. 
Akan  tetapi  pemberhentian  ini  belum 
disetujui  oleh  pemerintah  pusat,  bah- 
kan  Mendagri  Hari  Sabarno  menyata- 
kan  bahwa  pihaknya  akan  menurun- 
kan  tim  untuk  mengkaji  keputusan 
DPRD  Kampar  tersebut. 

Menghadapi  ketidakpastian  yang 
terus  berlanjut,  tanggal  24  Februari 
2004  ratusan  pegawai  negeri  sipil 
(PNS)  dari  berbagai  kantor  dinas  yang 
ada  di  Kampar  menggelar  Pawai  Taamf 
sebagai  bukti  ketidakpercayaan  mereka 
terhadap  kepemimpinan  Bupati  Jefri 
Noer.  Melihat  kenyataan  ini,  tanggal 
27  Februari  2004  Mendagri  Hari  Sa- 
barno meluarkan  surat  perintah  agar 
Bupati  Jefri  Noer  tidak  mengeluarkan 
kebijakan  strategis  hingga  ada  kepu- 
tusan tetap  dari  pemerintah  pusat.  Pa- 
da  saat  yang  sama,  Tim  Investigasi 
Departemen  Dalam  Negeri  mulai  men- 
jalankan  tugasnya  meneliti  masalah 
pemberhentian  Jefri  Noer  dan  A.  Zakir. 
Selanjutnya  pada  tanggal  3  Maret 
2004  Perwakilan  guru  di  Kampar 
mengancam  akan  menggelar  kembali 


aksi  mogok  mengajar,  jika  Mendagri 
Hari  Sabarno  tetap  tidak  memberhen- 
tikan Jefri  Noer  dari  jabatan  Bupati 
Kampar.  Ancaman  berlanjut  ketika  pa- 
da tanggal  7  Maret  sekitar  7000  guru 
yang  tergabung  dalam  PGRI  Kampar 
menyatakan  akan  mengundurkan  diri, 
jika  Mendagri  Hari  Sabarno  menolak 
memberhentikan  Jefri  Noer. 

Pada  tanggal  8  Maret  2004  ribuan 
guru,  PNS  serta  kepala-kepala  badan 
dan  dinas  teknis  di  Kampar  mengge- 
lar apel  akbar  sebagai  bentuk  kekece- 
waan  mereka  terhadap  sikap  Mendagri 
Hari  Sabarno  yang  belum  memberikan 
persetujuan  memberhentikan  Bupati 
Jefri  Noer.  Tanggal  16  Maret  ujuk  ra- 
sa terus  berlanjut.  Selain  membakar 
boneka  dan  miniatur  keranda  mayat, 
massa  guru  dan  PNS  Kampar  juga 
menggalang  aksi  stempel  darah  yang 
dibubuhkan  pada  selembar  kain  putih 
menuntut  pemberhentian  Bupati  Jefr? 
Noer.  Selanjutnya  sekitar  300  perwa- 
kilan masyarakat  Kampar  tanggal  22 
Maret  2004  berangkat  ke  Jakarta,  men- 
desak  Mendagri  mencopot  Jefri  Noer. 
Pada  tanggal  23  Maret  2004  terjadi  la- 
gi  aksi  unjuk  rasa  besar-besaran  di 
halaman  gedung  Mahligai  Bungsu, 
Kampar.  Unjuk  rasa  ini  berakhir  rusuh 
setelah  terjadi  bentrokan  antara  massa 
dan  petugas  kepolisian  yang  berusa- 
ha  membubarkan  pengunjuk  rasa.  Lima 
orang  terluka  akibat  tembakan  dan  dua 
orang  polisi  terluka  akibat  lemparan 
batu. 

Akhirnya  pada  tanggal  25  Maret 
2004  Mendagri  Hari  Subamo  menge- 
luarkan Surat  Keputusan  No.  131.  24- 
329  Tahun  2004  memberhentikan  Bu- 
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pati  dan  Wakil  Bupati  Kampar  perio- 
de  2001-2004  atas  nama  Jefri  Noer  dan 
A.  Zakir.  Gubemur  Riau  Rusli  Zaenal 
ditunjuk  untuk  melaksanakan  tugas 
dan  tanggung  jawab  sebagai  Bupati 
Kampar.  Dalam  melaksanakan  tugas 
tersebut  Gubernur  Riau  dapat  meng- 
angkat  pelaksana  harian  untuk  me- 
nyelenggarakan  pemerintahan  di  Kam- 
par. Menurut  Mendagri  keputusan  yang 
diambil  merupakan  keputusan  politik 
dengan  latar  belakang,  mencegah  me- 
luasnya  gejolak  keresahan  masyara- 
kat.  Dengan  demikian  untuk  pertama 
kali  dalam  masa  reformasi,  seorang 
Bupati  dan  Wakil  Bupati  berhasil  di- 
lengserkan  atas  dasar  tuntutan  rakyat. 

PERSIAPAN  PEMILU  2004 

Antara  Netralisme  dan  Profe- 
sionalisme 

Persiapan  Pemilu  2004  ini  ditandai 
dengan  kekhawatiran-kekhawatiran,  se- 
perti  kemungkinan  sulitnya  pelaksana- 
an pemilu  secara  serentak,  penunda- 
an  pelaksanaan  pemilu  (pencoblosan), 
maupun  indikasi  usaha  untuk  meng- 
gagalkan  pemilu  sebagaimana  diinfor- 
masikan  oleh  Panglima  TNI,  bahkan 
ada  isu  yang  tersebar  di  kalangan  ma- 
syarakat  bahwa  pemilu  akan  menjadi 
ajang  kerusuhan  besar. 

Kekhawatiran  mengenai  pelaksana- 
an pemilu  yang  tidak  serentak,  dan 
mungkin  penundaan  pelaksanaan  pe- 
milu, masuk  akal  mengingat  persiapan 
pemilu  yang  tidak  dapat  dilakukan 
secara  maksimal,  hal  ini  nampak  an- 
tara lain  dari  tersendatnya  proses  pro- 


duksi  dan  distribusi  logisltik  pemilu, 
terutama  untuk  daerah  daerah  terpen- 
cil.  Untuk  mengantisipasi  hal  itu,  Pre- 
siden  Megawati  memerintahkan  kepa- 
da  Menko  Polkam  ad  interim  untuk 
melakukan  cek  dan  re-cek  kesiapan  lo- 
gistik  pemilu  kepada  KPU-KPU  Daerah. 
Di  samping  itu,  pemerintah  juga  me- 
nyiapkan  payung  hukum  untuk  meng- 
antisipasi kemungkinan  pelaksanan 
pemilu  yang  tidak  serentak  sebagai- 
mana ditetapkan  dalam  UU  Pemilu, 
tanggal  5  April  2004,  karena  alasan 
ketidaksiapan  logistik. 

Diakui  bahwa  pemilu  2004  meru- 
pakan starting  point  untuk  membangun 
kehidupan  demokrasi  dan  memperbaiki 
nasib  bangsa  yang  terus-menerus  di- 
dera  oleh  aneka  krisis,  serta  imtuk  me- 
nyelesaikan  konflik  secara  damai.  Oleh 
sebab  itu  pemilu  untuk  memilih  ang- 
gota  legislatif  maupun  Presiden  se- 
cara tepat  waktu  menjadi  sangat  pen- 
ting  imtuk  menumbuhkan  kembali  rasa 
percaya  diri  bangsa  di  samping  me- 
ngembalikan    kepercayaan  masyarakat 
intemasional.  Atas  dasar  inilah,  pihak 
KPU  lewat  Ketuanya  (Nazauddin  Sjam- 
suddin)  meyakinkan  masyarakat  bah- 
wa pelaksanaan  pemilu  tidak  akan  di- 
tunda.  Tetapi  realitanya,  segala  tahapan 
imtuk  membangun  demokrasi  itu  bera- 
da  dalam  keadaan  rawaiv  ya^^g  ^isa 
lihat  dari  pergeseran  waktu  pelaksana- 
an sejumlah  program  dan  kegiatan  ta- 
hapan pemilu,  yang  antara  lain  dise- 
babkan  oleh  masalah  teknis  prosedural 
yang  menjadi  obyek  permainan. 


Saca,  "Mengapa  Pemilu  2004  Begitu 
Ruwet",  Kompas,  27  Maret  2004. 
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Tentang  kemungkinan  penundaan 
pelaksanaan  pemilu  itu  telah  juga  me- 
nimbulkan  polemik  di  kalangan  para 
pengamat  politik.  Di  satu  pihak  tetap 
bersikeras  bahwa  pelaksanaan  pemilu 
hams  tepat  waktu  sesuai  dengan  atur- 
an  perundangan  yang  telah  disepa- 
kati.  Masalah  ini  menyangkut  hukum, 
apa  dasar  hukumnya  bila  pelaksana- 
an pemilu  ditunda.  Sebaliknya,  mun- 
cul  pula  suatu  pemikiran,  yang  pen- 
ting  bukan  menyelamatkan  waktu  pen- 
coblosan  tetapi  menyelamatkan  pemi- 
lunya.  Oleh  karena  itu  penundaan  pemi- 
lu bukan  sesuatu  yang  tidak  mungkin. 

Melihat  kenyataan  di  lapangan,  in- 
dikasi  kalau  KPU  tidak  dapat  melaksa- 
nakan  pemilu  secara  serentak  semakin 
jelas,  karena  penyediaan  logistik  be- 
nar-benar  tidak  sesuai  jadwal  yang 
telah  ditentukan,  terutama  untuk  dae- 
rah-daerah  yang  sulit  transportasinya. 
Hal  ini  ditandai  dengan  keluarnya 
Perpu  No.  2/2004,  tanggal  2  April 
2004,  untuk  mengamandemen  UU  No. 
12/2003  tentang  Pemilu.  Dengan  Per- 
pu ini,  ketersediaan  logistik  bisa  di- 
toleransi  hingga  satu  hari  menjelang 
pemimgutan  suara. 

Persiapan  pemilu  yang  tersendat- 
sendat  itu  terutama  dialamatkan  kepa- 
da  KPU  yang  antara  lain  dikatakan  ti- 
dak profesional.  Dalam  beberapa  hal, 
pernyataan  ini  ada  benarnya,  karena 
sebagaian  besar  anggota  KPU  yang  in- 
dependen  itu  adalah  pengamat  poli- 
tik, dan  bukan  aparatur  negara  yang 
mempunyai  aparat  sampai  ke  bawah, 
yang  mempunyai  aparatur  sampai  di 
tingkat  bawah  adalah  Departemen 


Dalam  Negeri.  Hal  semacam  iiu  mem- 
bawa  dampak  kurang  maksimalnya, 
bahkan  kurang  profesionalnya  pena- 
nganan  kegiatan-kegiatan  yang  berhu- 
bungan  dengan  proses  pemilu,  seperti 
pendaftaran  pemilih.  Para  anggota  pa- 
nitia  pemilihan  yang  bertugas  mendaf- 
tar  pemilih  yang  direkrut  oleh  KPUD 
sangat  mungkin  tidak  menguasai  tu- 
gas  yang  akan  dijalankan,  karena  ter- 
batas  pengetahuannya.  Faktor  inilah 
yang  memungkinkan  banyak  anggota 
masyarakat  yang  belum  terdaftar  se- 
bagai  pemilih  atau  belum  mendapat- 
kan  kartu  pemilih.  Di  samping  itu,  ke- 
pasifan  masyarakat  untuk  mendaftar- 
kan  diri  sebagai  pemilih,  menjadi  fak- 
tor yang  sulit  dielakkan. 

Para  anggota  KPU  juga  terbatas  pe- 
ngetahuannya tentang  masalah-masa- 
lah  teknis.  Oleh  sebab  itu  dapat  di- 
maklumi  bila  KPU  kurang  mengetahui 
"permainan"  bisnis  percetakan.  Akibat- 
nya  KPU  menjadi  "permainan"  konsor- 
sium  percetakan,  banyak  perusahaan 
percetakan  yang  "bodong",  yang  baru 
belakangan  ketahuan  tidak  memiliki 
mesin  cetak  sesuai  dengan  kualifikasi 
atau  bahkan  sekadar  broker.  Rendah- 
nya  itikad  baik  dimia  usal^  untuk  me- 
nyukseskan  pemilu  inilah  yang  men- 
jadi faktor  utama  terlambatnya  penye- 
diaan logistik  untuk  pemilu. 

Sentralisasi  pencetakan  surat  sua- 
ra diindikasikan  ada  permainan  uang. 
Untuk  menghadapi  tuntutan  masya- 
rakat mengenai  hal  ini,  keterbukaan 


Baca  pernyataan  anggota  KPU  Hamid 
Awaluddin,  di  harian  Kompas,  27  Maret  2004. 
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KPU,  khususnya  mengenai  masalah 
dana,  menjadi  sangat  penting,  agar 
KPU  terhindar  dari  tuduhan  yang 
menjatuhkan  namanya.  Meskipun  de- 
mikian,  KPU  melalui  anggotanya,  Ha- 
mid  Awaluddin,  mengakui,  "Memang 
tidak  ada  jaminan  bahwa  KPU  sepe- 
nuhnya  bebas  dari  KKN,  jadi  silahkan 
saja,  kami  ini,  anggota-anggota  KPU, 
dimintai  pertanggungjawaban." 

Para  anggota  KPU  umumnya  juga 
bukan  oraiig  partai,  oleh  sebab  itu 
ada  kemungkman  tidak  mengetahui 
permainan  partai  untuk  meloloskan  ke- 
pentingan  sempitnya.  Hal  ini  nampak 
misalnya  dalam  pengundurar\  waktu 
pengumuman  daftar  caleg.  Masalah 
pengunduran  pengumuman  daftar  ca- 
leg di  samping  dampak  pengunduran 
jadwal  yang  berantai,  ada  kemung- 
kinan  disebabkan  olah  beberapa  partai 
yang  belum  melengkapi  syarat-syarat 
administrasi  caleg. 

Lepas  dari  faktor-faktor  di  atas,  per- 
lu  diketahui  bahwa  pemilu  itu  adalah 
selain  penuh  masalah,  masalahnya  ju- 
ga sangat  kompleks,  serta  Pemilu  2004 
ini  dipersiapkan  dalam  waktu  yang 
singkat,  periapan  yang  sangat  ter- 
gesa-gesa  begitu  nampak.  Oleh  sebab 
itu,  porsi  pekerjaan  sembilan  orang 


Idem.  Dapat  ditambahkan  pula  bahwa 
Pemilu  2004  membutuhkan  660  juta  lembar 
surat  suara,  termasuk  untuk  melayani  147.652 
juta  pemilih.  Di  samping  itu  seluruh  proses 
produksi  dan  distribusi  logistik  dilakukan  me- 
lalui tender.  Dana  yang  terlibat  dalam  ten- 
der mencapai  trillunan  rupiah.  Pemilu  1999 
menghabiskan  dana  kurang  dari  Rp.  1  triliun, 
tetapi  Pemilu  2004  telah  menghabiskan  dana 
Rp.  4  triliun  lebih,  dan  kemungkinan  membang- 
kak  lag!  dapat  terjadi. 


anggota  KPU  yang  ada  di  Jakarta  itu 
sangat  luar  biasa  bcratnya.  Belum 
lagi,  adanya  beberapa  pasal  UU  No. 
12/2003  itu  mengindikasikan  bahwa 
UU  itu  lebih  memihak  kepada  kepen- : 
tingan  partai  "besar"  yang  ada  di 
DPR  daripada  netral.  Kalau  titik  to- 
laknya  seperti  ini,  hal  ini  memang 
bukan  kesalahan  KPU  seluruhnya, 
selain  anggota  KPU  bukan  robot  hi- 
dup,  kekacuan  agenda  legislasi  nasio- 
nal  ikut  menjadi  faktornya.  UU  No. 
12/2003  itu  sendiri  dibahas  dalam 
waktu  yang  singkat,  yang  memung- 
kinkan  dangkalnya  pemahaman  ten- 
tang  materi-materi  yang  dikandung- 
nya,  termasuk  yang  sifatnya  substansial. 

Sistem  pemilu  dibuat  demikian  ru- 
mit.  Pemakaian  sistem  proporsional 
dengan  daftar  terbuka  mengisyarat- 
kan  surat  suara  berbeda  untuk  tiap- 
tiap  daerah  pemilihan,  baik  tingkat 
provinsi  maupun  kabupaten/kota,  ter- 
masuk juga  nama  caleg.  Hal  ini  ku- 
rang mendapatkan  perhatian,  kalau 
tidak  boleh  dikatakan  tidak  ada,  dari 
pihak  eksekutif  maupun  legislatif.  Sua- 
sana  perdebatan  di  gedung  DPR  le- 
bih diwarnai  oleh  politik  dagang 
sapi  daripada  kepentingan  nasional. 
Sehingga  berbagai  masalah  substansial 
lepas  dari  perhatian. 

Ada  kelemahan  dari  pihak  KPU, 
tetapi  netralitas  KPU,  untuk  tidak  me- 
mihak partai  yang  berkuasa  maupun 
suatu  partai  atau  suatu  kekuatan  so- 
sial  politik  yang  ingin  mempengaruhi 
jalannya  proses  demokrasi  patut  un- 
tuk dijaga.  Persoalan  selanjutnya  ada- 
lah seberapa  jauh  keberahian  KPU, 
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dalam  hal  ini  Panitia  Pengawas  Pe- 
milu,  untuk  menindak  partai-partai 
yang  melanggar  aturan  permainan 
yang  telah  disepakati  bersama. 

Merijgantispasi  Kekerasan  Kam- 
panye 

Memasuki  hari  terakhir  kampa- 
nye,  apa  yang  ditegaskan  oleh  Pangli- 
ma  TNI  Jenderal  Endriartono  Sutarto, 
di  DPR,  tanggal  11  November  2003, 
tidak  menjadi  kenyataan,  dalam  arti 
usaha  menggagalkan  pemilu  dari  pi- 
hak  parpol  tidak  nampak  nampak. 
Penegasan  Panglima  TNI  itu  sebenar- 
nya  memuat  tiga  hal  pokok,  yakni:  (1) 
ada  upaya  dari  berbagai  pihak  untuk 
terus  mempersoalkan  aturan  main  pe- 
milu, seperti  upaya  judicial  review  atas 
UU  No.  12/2003  tentang  Pemilu;  (2) 
ada  usaha  adu  domba  massa  inter- 
nal partai  atau  antar  massa  partai. 
Khususnya  bentrokan  massa  fanatik 
antar  partai,  misalnya  antara  massa 
PDIP  dan  massa  Partai  Golkar,  tidak 
dapat  dibayangkan  apalagi  bila  ter- 
jadi  dalam  massa  kampanye;  dan  (3) 
money  politics,  misalnya  dilakukan  oleh 
suatu  partai  kepada  petugas  perhi- 
tungan  suara,  yang  berakibat  terjadi- 
nya  maiupulasi  penghitungan  suara. 

Sebaliknya,  justru  dijumpai  kesepa- 
katan  partai-partai,  tanggal  6  Februari 
2004,  untuk  menghindari  kekerasan 
dalam  pemilu,  termasuk  dalam  kam- 
panye. Apakah  ini  sebagai  tangkisan 
atas  pernyataan  Panglima  TNI  di 
atas  belum  jelas,  tetapi  setidaknya 
dapat  dikatkan  baiiwa  parpol  ingin 
menunjukkan  bahwa  dirinya  tidak  me- 


nyukai  kekerasan.  Isi  kesepakatan  itu 
antara  lain:  (1)  Prinsip  kesetaraan;  ti- 
dak saling  mengklaim  wilayah;  (2) 
Menghindari  kekerasan;  satgas  parpol 
tidak  mengambil  kewenangan  polisi; 
penyelesaian  masalah  lewat  jalur  hu- 
kum  atau  musyawarah;  (3)  Menghar- 
gai  kebebasan  pers;  tidak  menoleran- 
si  intimidasi  dan  kekerasan  terhadap 
pers;  (4)  Tidak  menggimakan  dana  dan 
fasilitas  publik;  (5)  Tidak  menoleran- 
si  jual  beli  suara  dan  penyuapan 
kepada  penyelenggara  pemilu;  (6) 
Menghormati  keputusan  penyelengga- 
ra pemilu  kampanye;  menghindari  in- 
trik  dan  intimidasi,  provokasi,  pele- 
cehan,  pencemaran  nama  baik,  har- 
kat,  dan  penghinaan  satu  sama  lain; 
tidak  melakukan  prakampanye  sebe- 
lum  masa  yang  ditentukan;  (8)  Me- 
nyampaikan  aturan  main  parpol,  pro- 
ses, dan  mekanisme  pemilu  kepada 
rakyat;  dan  (9)  Menghormati  dan 
menghargai  hasil  Pemilu  2004, 

Penegasan  KSAD  Jenderal  Ryami- 
zaid  Ryacudu  pada  Hari  Kartika  Juang, 
dapat  dibaca  bahwa  pihak  TNI  tidak 
akan  mentolelir  adanya  kekerasan  da- 
lam pelaksanaan  pemilu.  Penegasan 
KASAD  itu  antara  lain  bahwa  TNI  ti- 
dak akan  membiarkan  pelaksanaan 
Pemilu  2004  sampai  berdarah-darah. 
Seberapa  besar  pengaruh  penegasan 
KASAD  ini  atas  ketenangan  dalam 
masa  kampanye  sulit  dihitung  secara 
matematis.  Tetapi  yang  terasa  seper- 
tinya  justru  terdapat  ketidaksinkron- 
an  sikap  antara  Panglina  TNI  dan 
KASAD  tentang  pemilu. 

Memang  muncul  judicial  review  atas 
UU  Pemilu  yang  diprakarsai  Deliar 
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Nur,  tetapi  hasil  judicial  review  ini 
baru  akan  berlaku  pada  Pemilu  2009. 
Juga  ada  bentrok  waktu  kampanye,  se- 
perti  yai^g  terjadi  aritara  pengjikut  kam- 
panye  Partai  Golkair  dan  sekelompok 
massa  yang  menamakan  mahasiswa 
di  Jalan  Diponegoro.  Tetapi  bentrokan 
itu  tidak  meluas,  dan  tidak  menggang- 
gu  jalannya  kampanye  selanjutnya. 

Khusus  tentang  money  politics.  Bu- 
kan  menjadi  rahasia  lagi  bahwa  da- 
lam  kampanye  bulan  Maret  2004,  ter- 
jadinya  politik  uang  tidak  terhin- 
darkan  lagi.  Ada  yang  mengibarat- 
kan  pemilu  kali  ini  sebagai  'Testa 
Demokrasi,  Pesta  Duit".  Untuk  mena- 
rik  massa  agar  bersedia  ikut  kampa- 
nye, partai-partai  harus  mengeluarkan 
uang,  sekitar  Rp.  20.000  sampai  de- 
ngan  Rp.  50.000  per  orang,  bila  ingin 
mendapatkan  massa  kampanye.  Be- 
lum  lagi  menyediakan  kaos  dan  gam- 
bar  partai,  ataupun  iklan.  Berdasar- 
kan  pemantauan  Transparency  Interna- 
tional (IT)  Indonesia,  selama  pekan  per- 
tama  kampanye  di  15  persen  daerah 
pemilihan,  PDIP  mengeluarkan  dana 
kampanye  terbanyak,  mencapai  Rp.  3,6 
milyar.  Nilai  ini  masih  ditambah  de- 
ngan  biaya  iklan  di  televisi  yang  bia- 
ya  penayangannya  saja  hingga  ming- 
gu  kedua  kampanye  mencapai  Rp.  7 
milyar.  Kemudian  disusul  PAN:  Rp.  1,9 
milyar;  PPP:  Rp.  1,8  milyar;  PKB:  Rp.  1,4 
milyar;  PKS:  Rp.  1,3  milyar;  Partai  Gol- 
kar: Rp.  836  juta;  PKPB:  Rp.  508  juta; 
dan  PBB:  Rp.  284  juta. 


Baca  "Pesta  Demokrasi,  Pesta  Duit",  di 
harian  Kompas,  17  Maret  2004. 


Banyaknya  dana  yang  dikeluarkan 
oleh  partai  politik  dalam  usahanya 
memenangkan  pemilu,  maupun  oleh 
negara  untuk  membiayai  pemilu,  me- 
nuhjukkan  bahwa  pemilu  sebagai  ba- 
gian  dari  proses  pemilu  itu  mahal 
harganya.  Tetapi  demokrasi  telah  men- 
jadi pilihan  sebagai  dasar  kehidupan 
politik  di  Indonesia  oleh  sebab  itu 
pemilu  perlu  disukseskan,  artinya  de- 
ngan  segala  kekurangannya  pemilu 
harus  menghasilkan  wakil  rakyat  yang 
dapat  dipertanggungjawabkan,  baik 
secara  politis,  moral,  maupun  hukum, 
serta  menghasilkan  pemerintahan  de- 
ngan  visi  masa  depan  yang  jelas  se- 
hingga  mampu  membawa  bangsa  ini 
ke  luar  dari  krisis. 

Masalah  Moral  Caleg 

Kegaduhan  protes  terhadap  penyu- 
sunan daftar  caleg  semakin  marak. 
Tidak  hanya  marah-marah  atau  de- 
monstrasi  kepada  partainya,  tetapi  te- 
lah diikuli  dengan  ancaman  untuk 
menyeberang  ke  partai  lain.  Meski- 
pun  pemyataan-pemyataan  untuk  me- 
nyeberang dari  satu  partai  ke  partai 
lain  sebenarnya  telah  mulai  sejak  ta- 
hun  2003,  termasuk  anggota  PDIP 
yang  merasa  tidak  puas  dengan  pe- 
merintahan Megawati.  Bahkan  ketidak- 
puasan  pada  pimpinan  suatu  partai 
telah  melahirkan  partai-partai  baru, 
seperti  PNBK  sebagai  sempalart  dari 
PDIP,  atau  PBR  sebagai  sempalan  dari 
PPP. 

Setidaknya  ada  dua  masalah  da- 
lam pendaftaran  dan  penyusunan 
daftar  caleg,  yakni  berebut  menjadi 


caleg  dengan  nomor  urut  jadi,  dan 
pemalsuan  ijazah  caleg. 

Pertama,  perebutan  nomor  caleg  ja- 
di bermula  dad  sistem  pemilu,  yakni 
sistem  proporsional  dengan  daftar 
terbuka.  Masalah  ini  sebenarnya  da- 
pat  dihindari  bila  sejak  semula  par- 
pol  mendidik  anggotanya  dengan  be- 
nar.  Dengan  sistem  proporsional  ter- 
buka, nomor  urut  caleg  seharusnya 
bukan  lagi  persoalan,  bila  caleg  dekat 
dengan  pemilih  di  daerah  pemilih- 
annya,  mengerti  yang  dibutuhkan  pe- 
milihnya,  serta  mampu  meyakinkan 
pemilih  bahwa  ia  akan  memperjuang- 
kan  yang  dibutuhkan  daerah  pemilih- 
annya.  Tetapi  yang  terlihat  sekarang 
adalah  parpol  tidak  mau  kehilangan 
perannya.  Apalagi  UU  No.  12/2003 
tentang  Pemilu  itu  secara  ironis  me- 
netapkan  surat  suara  dianggap  tidak 
sah  kalau  hanya  mencoblos  nama  ca- 
leg, tanpa  mencoblos  tanda  gambar, 
bukan  sebaliknya.  Parpol  sengaja  me- 
nyepakati  aturan  seperti  itu  agar  da- 
pat   mengontrol   orang-orang  yang 
akan  didudukkan  di  parlemen,  sekali- 
gus  membuka  peluang  kepada  siapa 
yang  dapat  lebih  besar  menyumbang- 
kan  dana,  dialah  yang  berhak  atas 
kursi  DPR.  Kursi  DPR  tidak  diberikan 
kepada  siapa  yang  lebih  didukung 
rakpt  atau'siapa  yang  lebih  berkuali- 
tas,   melainkan  oleh  siapa  yang  mem- 
punyai  banyak  dana.  Sepertinya  me- 
milih  kucing  dalam  karung  masih 
akan  terjadi  pada  Pemilu  2004  ini. 


Baca  Tajuk  Rencana  harian  Kompas,  16 
Januari  2004. 


Kedua,  faktor  apakah  yang  menye- 
babkan  terjadinya  pemalsuan  ijazah? 
Bagaimanakah  jadinya  negara  Indo- 
nesia bila  dipimpin  oleh  mereka  yang 
berbohong,  atau  tidak  mempunyai  ha- 
ti  nurani?  Pemalsuan  ijazah  oleh  pa- 
ra caleg  merupakan  titik  nadir  dari 
morahtas  bangsa  Indonesia.  Untuk  tu- 
juan  yang  sangat  mulia,  orang  sam- 
pai  menghalalkan  segala  cara.  Sering 
terdengar  bahwa  menjadi  anggota  le- 
gislatif  sekarang  ini  telah  berubah 
menjadi  lapangan  pekerjaan.  Bukan  pe- 
kerjaan  biasa,  melainkan  sebagai  ajang 
bisnis  memperkaya  diri.  Oleh  sebab 
itu,  isu  bahwa  untuk  menjadi  caleg 
suatu  partai  diharuskan  menyerahkan 
ratusan  juta  kepada  partai,  bukan  se- 
suahi  yang  mustahil.  Selain  tidak  pan- 
tas  menjadi  wakil  rakyat,  tindakan 
hukum  harus  diberlakukan  bagi  mere- 
ka yang  memalsukan  ijazah  tersebut. 
Pemilu  2004  harus  menghasilkan  wa- 
kil rakyat  yang  bermoral,  tidak  cukup 
sekedar  nama  besar  dan  bertitel. 

Untuk  memastikan  faktor  apa  yang 
mendorong  terjadinya  pemalsuan  ija- 
zah perlu  ada  dasar-dasarnya  dulu. 
Ini  sebetulnya  yang  harus  ditentu- 
kan.  Tetapi  hal  ini  mungkin  bisa  dide- 
kati  dari  kelemahan  pembangunan 
yang  dilakukan  bangsa  ini,  yang  me- 
lupakan  pembangunan  SDM  nya.  Ka- 
rena  ukuran  keberhasilan  pembangun- 
an adalah  materi,  cara  untuk  men- 
dapatkannya  tidak  lagi  dipedulikan. 
Bangsa  ini  segerti  tidak  memahami 
arti  kepantasan. 


Baca  Tajuk  Rencana  harian  Kompas,  19 
Januari  2004. 
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Kampanye^  Sarana  Pembodohan 
Atau  Pendidikan  Politik 

Pelaksanaan  kampanye  telah  se- 
lesai,  suasana  keamanafi  relatif  tenang. 
Bentrokan  antar  massa  partai  atau  tin- 
dak  kekerasan  lainnya  ada,  tetapi  re- 
latif kecil,  dan  tidak  meluas  menjadi 
konflik  yang  lebih  besar  atau  meng- 
ganggu  pelaksanaan  kampanye  selan- 
jutnya.  Meskipun  demikian,  terdapat 
beberapa  catatan  yang  perlu  diperha- 
tikan.  Di  samping  itu  muncul  fenome- 
na  baru,  munculnya  Paitai  Demokrat 
(PD)  dan  Partai  Keadilan  Sejahtera 
(PKS),  yang  berusaha  ikut  bersaing 
dengan  partai-partai  lama  atau  "besar". 

Pertama,  tentang  isi  kampanye.  Pada 
umumnya  partai-partai  masih  mengum- 
bar  janji-janji,  belum  ada  partai  yang 
memaparkan  solusi  atau  program  meng- 
atasi  masalah  yang  ada.  Mereka  belum 
ada  yang  melontar  solusi-solusi  konkrit 
untuk  mangatasi  krisis  bangsa  ini. 

Kedua,  pelanggaran  tetap  terjadi, 
seperti  pemanfaatan  fasilitas  negara 
oleh  caleg  (seperti  Taufik  Kiemas,  da- 
ri  PDIP,  menginap  di  Istana  Negara, 
Yogyakarta,  Hamzah  Haz  dari  PPP 
mempergunakan  helikopter  milik  TNI 
AU),  dan  melanggar  aturan  kampanye, 
khususnya  tidak  menyerahkan  jadwal 
dan  tempat  kampanye  sampai  batas 
waktu  yang  ditetapkan,  atau  berkam- 
panye  di  luar  waktu  cuti.  Yang  mem- 
prihatinkan,  pelanggaran  ini  justru 
dilakukan  oleh  para  tokoh  partai  yang 
menjabat  pimpinan  negara,  seperti  Pre- 
siden  Megawati,  Wapres  Hamzah  Haz, 
Menko  Kesra  Yusuf  Kalla,  Menkim- 
praswil  Soenarno,  Menhut  Prakosa, 
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Menaker  Jacob  Nuwa  Wea,  Mensos 
Bachtiar  Hamsah,  Menneg  PPN  (ke- 
pala  Bappenas)  Kwik  Kian  Gie,  dan 
Menneg  BUMN  Laksamana  Sukardi, 
serta  Menkeh  &  HAM  Yusril  Ihza  Ma- 
hendra.  Pelanggaran  oleh  para  pejabat 
tinggi  negara  ini  mengindikasikan 
bahwa:  (1)  mereka  tidak  paham  dan 
tidak  menghormati  peraturan  perun- 
dangan  yang  berlaku.  Ini  sangat  mem- 
prihatinkan;  (2)  hukum  hanya  berlaku 
untuk  orang  lain  bukan  untuk  semua- 
nya.  Mereka  menyepelekan  dan  tidak 
peduli  dengan  aturan  yang  telah  di- 
sepakati.  Ini  salah  satu  tanda  lemah- 
nya  penegakan  hukum;  (3)  Perilaku 
sewenang-wenang  masih  menghing- 
gapi  para  pemimpin  bangsa  ini.  Di 
samping  itu,  pengerahan  masa  de- 
ngan cara  mendatangkan  massa  dari 
luar  daerah  juga  tetap  terjadi,  lebih- 
lebih  oleh  partai  "besar". 

Ketiga,  semaraknya  money  politics. 
Para  peserta  kampanye  dibagi-bagi 
uang  sekitar  Rp.  20.000,-  sampai  de- 
ngan Rp.  50.000,-.  Apakah  ini  sema- 
cam  bukti  ketidak  antusiasan.  warga 
masyarakat  pada  kampanye,  atau  se- 
bagai  bukti  munculnya  ketidakperca- 
yaan  warga  masyarakat  pada  partai 
politik,  masih  perlu  peneUtian. 

Keempat,  selain  PKS,  khususnya  di 
DKI  Jaya,  partai  baru  dan  "kecil"  be- 
lum mampu  menyaingi  massa  partai- 
partai  "besar".  Kampanye  melalui  me- 
dia elektronika  masih  juga  didomina- 
si  oleh  partai-partai  lama  dan  "besar", 
seperti  PDIP,  PAN,  PPP,  dan  PBB.  Ke- 
adaan  ini  semakin  membenarkan  in- 
dikasi  terbatasnya  dana  dan  kurang- 
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nya  persiapan  partai-partai  "kecil"  dan 
baru,  merupakan  faktor  yang  meng- 
hambat  gerak  mereka  mempersiapkan 
pemilu. 

Kelima,  beredar  edaran-edaran  daf- 
tar  nama  "politisi  busuk",  dan  anjur- 
an  untuk  tidak  memilih  "politisi  bu- 
suk". Apakah  ini  dapat  dijadikan  ja- 
minan  bahwa  mereka  dan  partai  yang 
mencalonkan  mereka  betul-betul  tidak 
dipilih,  masih  terlalu  awal  untuk  per- 
caya.  Tetapi  edaran  semacam  ini  se- 
tidaknya  mengingatkan  kepada  pemi- 
lih  benar-benar  cerdas  dalam  menen- 
tukan  pilihannya.  Di  samping  itu  ju- 
ga  muncul  edaran  yang  menjelekkan 
suatu  parpol  peserta  pemilu. 

Keenam,  munculnya  fenomena  baru 
tentang  PD  dan  PKS,  khususnya  di 
daerah  pemilihan  DKI  Jaya.  Mampu- 
kah  kedua  partai  ini  bersaing  dengan 
partai-partai  lama,  kiranya  beberapa 
faktor  yang  akan  ikui  menentukan. 
Tampilnya  PD,  yang  memanfaatkan 
pemunculan  Susilo  Bambang  Yudho- 
yono,  menyerupai  kasus  Megawati  pa- 
da  pemilu  1999.  Konflik  antara  Su- 
silo Bambang  Yudhoyono  dan  Taufik 
Kiemas/Megawati,  tentang  masalah 
pencalonan  Susilo  Bambang  Yudho- 
yono sebagai  capres,  diteruskan  de- 
ngan usaha  meminggirkan  Susilo  Bam-^ 
bang  Yudhoyono  dari  panggung  po- 
litik  (tidak  diikut  sertakan  dalam  si- 
dang  Kabinet),  kemudian  diakhiri  de- 
ngan pengunduran  Susilo  Bambang 
Yudhoyono  sebagai  Menko  Polkam. 
Peminggirannya  itu  justru  membawa 
berkah,  rakyat  mulai  simpati  pada 
Susilo  Bambang  Yudhoyono,  yang  me- 
nyerupai kasus  Megawati  yang  ingin 


disingkirkan  oleh  rezim  Soeharto.  Ka- 
lau  PD  cermat  dapat  memanfaatkan 
kasus  ini  untuk  mendapatkan  suara 
dalam  pemilu  nanti.  Demikian  juga 
dengan  pemunculan  PKS,  apakah  hal 
ini  sebagai  bukti  munculnya  ketidak- 
percayaan  masyarakat  pada  partai  la- 
ma yang  berasas  agama,  atau  kekri- 
tisan  masyarakat  untuk  menuntut  ada- 
nya  pemerintahan  yang  bersih  seba- 
gaimana  dilontarkan  oleh  PKS,  ma- 
sih perlu  dicermati.  Tetapi  yang  jelas 
unjuk  rasa  sebelum  kampanye  mau- 
pun  pemimculannya  dalam  kampanye, 
PKS  diikuti  banyak  massa. 

KONFLIK  INTERNAL  PARTAI 
GOLKAR 

Suatu  yang  menarik  adalah  mun- 
culnya sikap  yang  boleh  dianggap  se- 
bagai serangan  terhadap  Ketua  Umum 
Partai  Golkar,  oleh  orang  di  dalam 
Partai  Golkar  sendiri,  seperti  Wiranto, 
Prabowo,  dan  Surya  Paloh.  Mestinya 
mereka  berlomba  saling  mendukung 
untuk  mensukseskan  program  Partai 
Golkar,  tetapi  setidaknya  dalam  ben- 
tuk  luarnya  ternyata  tidak.  Ini  yang 
aneh.  Keadaan  semacam  ini  harus  di- 
baca  bagaimana.  Apakah  ada  skenario 
lain  untuk  menjatuhkan  Akbar  Tan- 
djung  dari  dalam  sendiri,  ataukah  ini 
juga  merupakan  Tjersaingan  antara 
mereka  menghadapi  konvensi  Partai 
Golkar  untuk  calon  presiden.  Belum 
ada  petimjuk  yang  pasti. 

Yang  pasti,  Wiranto,  Prabowo,  dan 
Surya  Paloh,  tetap  akan  mengikuti 
konvensi  Partai  Golkar  dalam  rangka 
pencalon  presiden.  Rencananya  kon- 
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vensi  ini  akan  dilaksanakan  pada 
akhir  bulan  April  2004.  Untuk  ini, 
Wiranto  telah  "mendesak"  DPD-DPD 
Partai  Golkar  untuk  mendukung  pen- 
calonnya  sebagai  Presiden. 

PENUTUP 

Kampanye  Pemilu  2004  telah  se- 
lesai  meskipun  masih  meninggalkan 
beberapa  catatan.  Sementara  itu,  ka- 
rena  ketentuan  atau  pasal  dalam  UU 
Pemilu,  khususnya  yang  berkaitan 
dengan  sistem  pemilu,  sulit  dilaksa- 
nakan, Pemilu  5  April  2004  nampak- 
nya  masih  akan  ditandai  dengan  "Me- 
milih  kucing  dalam  karung".  Agar 
hal  ini  tidak  terulang  lagi  untuk  pe- 
milu-pemilu  yang  akan  datang,  pen- 
didikan  politik  untuk  rakyat  menjadi 
penting.  Rakyat  didorong  untuk  kritis 
terhadap  perkembangan  agar  tidak 
menjadi  permainan  partai-partai.  Rak- 
yat harus  berani  menuntut  wakil-wa- 
kilnya  untuk  menyuarakan  dan  mem- 
perjuangkan  kebutuhannya,  rakyat  ha- 
rus berani  membuat  kontrak  sosial 
bam  dengan  wakil-wakilnya  yang  ada 
di  parlemen. 


Kekurangan-kekurangan  dalam  pe- 
laksanaan  Pemilu  2004  perlu  dijadi- 
kan  pelajaran  untuk  pelaksanaan  pe- 
milu mendatang,  termasuk  perlunya 
peningkatan  kualitas  anggota  panitia 
pemilihan  di  desa-desa  yang  langsung 
berhadapan  dengan  rakyat.  Persiapan- 
nya  harus  dalam  jangka  waktu  yang 
cukup,  termasuk  tersedia  waktu  un- 
tuk perbaikan  bila  ada  kekurangan 
atau  kesalahan.  Desentralisasi  pence- 
takan  surat  suara  mungkin  perlu  di- 
pertimbangkan,  asal  disertai  dengan 
itikad  baik  dari  semua  pihak,  dan 
adanya  kontrol  yang  netral. 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  EKONOMI 


Perekonomian  Indonesia  di 
Tahun  2003:  Stabil  dan  Moderat 

Tim  Departemen  Ekonomi  CSIS 


PERTUMBUHAN  EKONOMI  MU- 
LAI  MENINGKAT 

KONDISI  ekonomi  makro  In- 
donesia terus  menunjukkan 
perbaikan.  Produk  Domestik 
Bruto  (PDB)  meningkat  sebesar  4.1 
persen  di  tahun  2003,  dengan  kon- 
sumsi  dan  ekspor  sebagai  penggerak 
utama  pertumbuhan.  Angka  ini  dini- 
lai  cukup  mengesankan,  mengingat 
berbkgai  gangguan  eksternal  yang  tu- 
rut  mempengaruhi  jalannya  pereko- 
nomian, seperti  peristiwa  pembom- 
an  Hotel  Mariott,  Perang  di  Irak  dan 
merebaknya  wabah  penyakit  SARS. 
Meskipun  demikian,  ada  beberapa 
hal  yang  perlu  mendapat  perhatian, 
yaitu  kesenjangan  antara  pertumbuh- 
an ekonomi  makro  dan  sektor  riil, 
adanya  tanda-tanda  kebijakan  perda- 
gangan  intcrnasional  yang  proteksio- 
nis  dan  tekanan-tekanan  poUtik  men- 
jelang  Pemilu  2004.  Prediksi  prospek 
perekonomian  di  tahun  2004  cukup 
cerah,  semua  itu  dibantu  dengan  sen- 
timen  bisnis  yang  positif,  indikator 
makroekonomi  yang  sehat  dan  ling- 
kungan  eksternal  yang  mendukung 
perbaikan  ekonomi.  Beberapa  indika- 


tor dan  indeks  juga  menunjukkan 
bahwa  kondisi  makroekonomi  yang 
membaik  telah  membuka  kesempatan 
bagi  bangkitnya  dunia  usaha.  Kami 
meramalkan  pertumbuhan  ekonomi 
untuk  tahun  2004  sebesar  4,5-5  persen. 


Konsumsi  Masih  Menjadi  Sumber 
Utama  Pertumbuhan  Ekonomi 

Data  PDB  untuk  tahun  2003  me- 
nunjukkan konsumsi  swasta  dan  pe- 
merintah  masih  menjadi  sumber  per- 
tumbuhan ekonomi  (Tabel  1).  Konsum- 
si swasta,  terutama  konsumsi  bukan 
maka,nan,  tumbuh  sebesar  4  persen 
di  tahun  2003,  dan  mengkontribtisi- 
kan  sekitar  68  persen  dari  PDB.  Se- 
dangkan  total  konsumsi  mengkontri- 
busikan  80  persen  dari  pertumbuhan 
PDB  di  tahun  2003. 

Laju  inflasi  yang  melambat,  ting- 
kat  suku  bunga  yang  rendah  dan  eks- 
pansi  kredit  merupakan  faktor-faktor 
yang  mendukung  naiknya  konsumsi. 
Faktor-faktor  ini,  jika  terus  berlanjut, 
ditambah  lagi  dengan  meningkatnya 
pengeluaran  partai-partai  politik  di 
masa  kampanye  diperkirakan  akan  se- 
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Tabell 

PERTUMBUHAN  PDB  MENURUT  PENGELUARAN  4003 
(Dalam  Persentase) 

Kwartal     Kwartal    Kwartal     Kwartal  2003 
1  2  3  4  Total 


PertumbuhanPDB 


Konsumsi  Swasta 

39 

Mokanon 

22 

2  1 

1  8 

0  1 

Bukan  Makanun 

5  6 

o,z. 

Q 

o,y 

X                   UCIA. Cll. I  X^CxIOLUlLOl  X  CXXICXXXlLCIXl 

10  1 

Pembentukan  Nlodal  Tetao  Domestik 

43 

0  7 
u,/ 

1  A 

Perubahan  Stok 

6,1 

16,1 

11,3 

Ekspor 

2,9 

2,8 

6,5 

4,0 

impor 

0,0 

1  O 

1,8 

2,0 

PDB 

4,4 

4,0 

4,4 

4,1 

%  Kontribusi  terhadap  PDB 

Konsumsi  Swasta 

61 

71 

67 

68 

hAakamn 

17 

18 

15 

18 

BukanMakamn 

44 

53 

53 

50 

Pengeluaran  Konsumsi  Pemerintah 

11 

20 

26 

20 

Pembentukan  Modal  Tetap  Domestik 

21 

4 

7 

Perubahan  Stok 

18 

Ekspor 

18 

19 

42 

27 

Im{x>r 

PDB 

100 

100 

100 

100 

Sumber.  BPS. 


Gambar  1 

INDEKS  SENTIMEN  BISNIS  DAN  KEPERCAYAAN  KONSUMEN 


Indeks  Sentimen  Bisnis 
(Danareksa) 

indeks  Kepercayaan  Konsumen 

114  1 

113  • 
112- 
111  - 
110  - 
109  - 

100 1 

■  ra. 
so- 

86- 
80. 
75- 
70- 
66- 
BO- 
SS- 
50- 

108  - 

— ♦ 

Jan  1  F«b  1  Mar|  A(ir  1  KM  1  Jul  1  Jul  1  At«  1  Sap  1  OM  1  Nov  1  Dm  1  Jan 
2003 

Jan|Mar|M*<|  Ju4  |s«p|nov 

Jan  1  Mar  1  KM  |  Jul  |sep|Nov 

2002 

-  2003  - 

Bank  Indonesia  -•-Danareksa| 

Sumber.  Danareksa,  Bank  Indonesia,  BPS. 
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makin  mendorong  tingkat  konsumsi 
(pada  Pemilu  tahun  1999  konsumsi 
makanan  meningkat  sebesar  5  per- 
sen).  Perkiraan  ini  juga  didukung  oleh 
meningkatnya  indeks  kepercayaan  kon- 
sumen.  Survei  yang  dilakukan  Bank 
Indonesia  dan  Danareksa  menunjuk- 
kan  bahwa  tingkat  kepercayaan  kon- 
sumen  terus  meningkat  sejak  Januari 
2003  (Gambar  1). 

Investasi  Masih  Lemah  di  Tahun 
2003,  Namun  Diharapkan  Me- 
ningkat di  Tahun  2004 

Meskipvm  tahun  2003  telah  ditetap- 
kan  sebagai  'Tahun  Investasi'  oleh  pe- 
merintah  Indonesia,  pengeluaran  in- 
vestasi, yang  diukur  dengan  pertum- 
buhan  modal  tetap  domestik  bruto 
(Tabel  1)  masih  sangat  lemah.  Inves- 
tasi di  tahun  2003  hanya  meningkat 
sebesar  1,4  persen  dibandingkan  ta- 
hun sebelumnya  dan  memberikan  kon- 
tribusi  sebesar  7  persen  terhadap  per- 
tumbuhan  PDB. 

Di  tahun  2004,  prospek  investasi 
diharapkan  lebih  cerah  dengan  ada- 
nya  beberapa  tanda-tanda  positif.  In- 
deks Sentimen  Bisnis  yang  diperoleh 
melalui  survei  Danareksa  terus  me- 
nunjukkan  peningkatan  sejak  bulan 
Juli  2003.  (Gambar  1).  Hasil  survei  Da- 
nareksa tersebut  juga  menunjukkan 
bahwa  para  tingkat  kepercayaan  pe- 
laku  bisnis  akan  pemulihan  ekonomi 
sangat  tinggi.  Di  samping  itu,  angka 
persetujuan  investasi,  terutama  in- 
vestasi dalam  negeri,  juga  menunjuk- 
kan peningkatan.  Nilai  persetujuan 
investasi  dalam  negeri  naik  hampir 
dua  kali  lipat,  dari  sebesar  25  tril- 


yun  Rupiah  di  tahun  2002  menjadi 
49  trilyun  Rupiah.  Sementara  itu;  ni- 
lai persetujuan  investasi  asing  {For- 
eign Direct  Investment-FDl)  juga  me- 
ningkat, dari  sebesar  9,8  milyar  dolar 
AS  menjadi  13,2  milyar  dolar  AS  di 
tahun  2003.  Meskipun  demikian,  bila 
tidak  disertai  dengan  perbaikan  yang 
mendasar  pada  iklim  investasi,  diper- 
kirakan  pertumbuhan  investasi  akan 
tetap  lemah. 

Ekspor  dan  Impor  Perlahan  Me- 
ningkat 

Setelah  mengalami  tingkat  pertum- 
buhan yang  amat  lambat  sepanjang 
tiga  triwulan  pertama  di  tahun  2003 
(sebesar  3-4  persen),  pada  triwulan 
terakhir  kinerja  ekspor  Indonesia  mu- 
lai  meningkat  dengan  lebih  signifikan. 
Ekspor  di  triwulan  keempat  mening- 
kat sebesar  6,5  persen  dan  memberi- 
kan kontribusi  sebesar  42  persen  ter- 
hadap pertumbuhan  PDB  (Tabel  1). 
Dalam  Laporannya,  Bank  Dunia  me- 
nyebutkan  bahwa  penjelasan  di  ba- 
lik  lambatnya  pertumbuhan  ekspor 
antara  lain  karena  lemahnya  kinerja 
ekspor  industri  pengolahan,  hengkang- 
nya  perusahaan-perusahaan  asing  da- 
ri Indonesia,  dan  apreasiasi  nilai  tu- 
kar  Rupiah  terhadap  dolar  ^AS  yang 
berlangsung  sejak  tahun  2001. 


^Catatan  tambahan  yang  harus  dicermati 
di  sini,  yaitu  set)agian  besar  dari  nilai  perse- 
tujuan FDI  di  tahun  2003  merupakan  akui- 
sisi  aset  domestik  oleh  pihak  asing,  dan  bu- 
kan  investasi  baru. 

hhe  World  Bank  (2003),  "Indonesia:  Beyond 
Marco-Economic  Stability",  World  Bank  Brief 
for  The  CGI  on  Indonesia. 
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Menanggapi  kekhawatiran  akan  me- 
nurunnya  daya  saing  ekspor  Indone- 
sia akibat  kalah  bersaing  dengan  Cina, 
kami  masih  tetap  optimis.  Di  bebera- 
pa  sektor,  terutama  di  sektor-sektor 
produksi  yang  menggunakan  tenaga 
kerja  berkwalitas  rendah  {low-skilled- 
manufacturing  products),  Cina  memang 
lebih  unggul  dibandingkan  Indonesia, 
tetapi  ada  banyak  peluang  yang  bisa 
dimanfaatkan.  Cina  saat  ini  tengah 
muncul  sebagai  pusat  untuk  jaringan 
produksi  regional.  Indonesia  bisa  me- 
metik  banyak  manfaat  dengan  berparti- 
sipasi  di  dalam  jaringan  tersebut. 


Sisi  Produksi:  Industri  Manufaktur 
Masih  Tetap  Lemah 

Dari  sisi  produksi,  kinerja  tiga  sek- 
tor utama  perekonomian,  yaitu  perta- 
nian,  industri  manufaktur  serta  sek- 
tor perdagangan,  hotel  dan  restoran, 
masih  tetap  lemah.  Industri  manufak- 
tur tumbuh  dengan  sangat  perlahan, 
dari  3,1  persen  di  triwulan  pertama 
menjadi  3,9  persen  di  triwulan  ke- 
empat,  atau  rata-rata  sebesar  3,5  per- 
sen di  tahun  2003  (Tabel  2).  Sebelum 
krisis,  angka  pertumbuhan  sektor  ini 
bisa  mencapai  12-13  persen  per  ta- 


Tabel2 


PERTUMBUHAN  PDB  MENURUT  PRODUKSI,  2003 


Kwartal 

Kwartal 

Kwartal 

Kwartal 

2003 

1 

2 

3 

4 

Total 

Pertumbuhan  PDB 

1.  Pertanian 

5,5 

1,2 

3,1 

-0,2 

2,5 

2.  Pertambangan 

-1,1 

1,0 

-1,3 

3,2 

0,5 

3;  Industri  Manufaktur 

3,1 

3,4 

3,6 

3,9 

3,5 

4.  Listrik,  Gas  &  Air  Bersih 

4,8 

5,6 

7,1 

9,5 

6,8 

5.  Konstruksi 

5,8 

6,5 

7,3 

7,1 

6,7 

6.  Perdagangan,  Hotel  &  Restoran 

4,4 

3,6 

3,0 

4,1 

3,7 

7.  Transportasi  &  Komunikasi 

11,1 

7,8 

10,8 

13,0 

10,7 

8.  Keuangan  dan  Jasa-jasa  Perusahaan 

7,9 

7,0 

6,3 

4,1 

6,3 

9.  Jasa-jasa 

3,0 

3,3 

3,5 

3,9 

3,4 

PDB 

4,4 

3,6 

4,0 

4,4 

4,1 

%  Kontribusi  terhadap  Pertumbuhan 

1.  Pertanian 

20,4 

5,3 

13,2 

-0,6 

9,7 

2.  Pertambangan 

-2,2 

2,5 

-3,0 

..   .7,0  . 

,  ,1,1 

3.  Industri  Manufaktur 

18,4 

24,6 

23,3 

23,7' 

22,4"  ~ 

4.  Listrik,  Gas  &  Air  Bersih 

1,9 

2,7 

3,1 

4,0 

2,9 

5.  Konstruksi 

7,6 

10,5 

10,8 

10,3 

9,8 

6.  Perdagangan,  Hotel  &  Restoran 

15,8 

15,6 

12,0 

15,2 

14,6 

7.  Transportasi  &  Komunikasi 

19,0 

16,9 

21,4 

24,9 

20,7 

8.  Keuangan  dan  Jasa-jasa  Perusahaan 

12,7 

13,5 

lU 

6,9 

11,0 

9.  Jasa-jasa 

6,5 

8,4 

8,1 

8,6 

7,9 

PDB 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Sumber:  BPS. 
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hun.  Sementara  itu,  sektor-sektor  lain- 
nya,  yaitu  seperti  transportasi  dan 
komunikasi,  konstruksi,  serta  listrik, 
gas  dan  air  bersih  meningkat  secara 
signifikan,  bahkan  dengan  laju  yang 
lebih  tinggi  dibandingkan  pertumbuh- 
an  PDB  secara  keseluruhan  untuk 
tahun  2003. 

Di  tahun  2003,  sektor  industri  ma- 
nufaktur,  yang  sebelum  krisis  men- 
jadi  lokomotif  penggerak  pertumbuh- 
an,  kinerjanya  n\asih  lemah.  Hal  ini 
disebabkan  lambatnya  pertumbuhan 
di  sub-sektor  utama  dari  industri  ma- 
nufaktur,  yaitu  produk  makanan  olah- 
an,  tekstil  dan  garmen,  industri  kayu 
dan  produk  kayu  serta  industri  besi 
dan  baja.  Sementara  itu,  kinerja  bebe- 
rapa  sub-sektor  seperti  industri  kimia, 
kertas  dan  percetakan,  semen  serta 
produk  lain-iain  cukup  baik  di  tahun 
2003,  tetapi  kontribusinya  terhadap 
industri  manufaktur  secara  keseluruh- 
an tidak  begitu  besar,  sehingga  tidak 
cukup  mengimbangi  jatuhnya  kinerja 
sub-sektor  lainnya  seperti  yang  dise- 
but  di  atas. 


PERKEMBANGAN  MONETER 

Inflasi  yang  Rendah  di  Tahun  2003 

Inflasi  di  tahun  2003  mencatat  sa- 
lah  satu  angka  terendah  dalam  seja- 
rah,  yaitu  5,06  persen.  Kemampuan 
Bank  Indonesia  untuk  menjaga  disi- 
plin  moneter,  rendahnya  tingkat  suku 
bunga,  ditambah  dengan  stabilnya  ni- 
lai  tukar  Rupiah,  adalah  faktor-fak- 
tor  utama  yang  menahan  tingkat  laju 


inflasi  di  sepanjang  tahun  2003.  Mes- 
kipun  demikian,  tahun  2003  merupa- 
kan  tahun  yang  rendah  inflasi  bagi 
dunia.  Bahkan,  Indonesia  menduduki 
peringkat  pertama  tingkat  laju  inflasi 
tertinggi  di  seluruh  Asia  Tenggara, 
disusul  oleh  Filipina  di  peringkat  kedua. 

Memasuki  dua  bulan  pertama  di  ta- 
hun 2004,  tingkat  laju  inflasi  masih 
tetap  rendah,  yaitu  4,82  persen  di  bu- 
lan Januari  dan  4,60  persen  di  bulan 
Februari.  Meskipun  demikian,  akan  ada 
tekanan-tekanan  bagi  inflasi  di  triwulan 
pertama  2004,  oleh  karena  naiknya 
permintaan  di  masa  kampanye  untuk 
Pemilu.  Tekanan-tekanan  ini  akan  me- 
nimbulkan  tantangan  bagi  Bank  Indo- 
nesia dalam  mencapai  target  inflasi- 
nya  di  tahun  2004,  yaitu  5,5  persen. 
Kami  memperkirakan  inflasi  akan  ber- 
ada  di  kisaran  5,0  -  6,0  persen  di  tahun 
2004. 


Pertumbuhan  Uang  Primer  di  Atas 
Target 

Didorong  oleh  meningkatnya  per- 
mintaan akan  uang  karena  musim  ha- 
ri  raya,  posisi  uang  primer  di  bulan 
November  dan  Desember  2003  bera- 
da  di  atas  target  indikatif  Bank  Indo- 
nesia, yaitu  secara  berturut-turut  ada- 
lah Rp  175,5  trilyun  dan  Rp  166,5 
trilyun,  atau  17,6  persen  dan  13,6  per- 
sen di  atas  pertumbuhan  uang  primer 
mencapai  pimcaknya  di  bulan  Novem- 
ber (25,2  persen).  Tingginya  perminta- 
an juga  telah  meningkatkan  pertum- 
buhan indikator  uang  beredar  lainnya 
seperti  Ucing  kartal  dan  M2. 
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Tingkat  Suku  Bunga  Terus  Turun, 
Tetapi  Kredit  Perbankan  Masih 
Belum  Optimal 

Rendahnya  inflasi  dan  kondisi  ni- 
lai  tukar  Rupiah  yang  stabil  telah  me- 
mungkinkan  berlanjutnya  tren  penu- 
runan  tingkat  suku  bunga  Sertifikat 
Bank  Indonesia  (SBI)..  Tingkat  suku  bu- 
nga SBI  untuk  jangka  waktu  1  bulan 
berada  pada  posisi  7,48  persen  di 
akhir  Februari  2004,  cukup  rendah  di- 
bandingkan  dengan  awal  tahun  2003, 
di  mana  tingkat  suku  bunga  SBI  satu 
bulan  masih  berada  pada  posisi  8,24 
persen.  Saat  ini  terjadi  gejala  penu- 
runan  tingkat  laju  inflasi  dengan  laju 
yang  lebih  cepat  dibandingkan  penu- 
runan  tingkat  suku  bunga,  sehingga 
tingkat  suku  bunga  riil  menjadi  tinggi. 
Dengan  demikian  terdapat  ekses  li- 
kuiditas  di  dalam  sistem  perbankan 
kita.  Sayangnya  ekses  likuiditas  terse- 
but  belum  bisa  diterjemahkan  menja- 
di kesempatan  yang  lebih  besar  bagi 
dunia  usaha  untuk  memperoleh  kredit. 
Tingkat  suku  bunga  kredit  modal  ker- 
ja  masih  tetap  tinggi,  yaitu  15,07  per- 
sen. Sektor  perbankan  masih  enggan 
untuk  melepaskan  kredit  dan  menu- 
runkan  tingkat  suku  bunga  pinjaman, 
karena  keimtungan  yang  mereka  nikmati 
dengan  berinvestasi  di  SBI.  Spread  atau 
selisih  antara  tingkat  suku  bunga  SBI 
satu  bulan  dan  suku  bunga  deposito 
untuk  jangka  waktu  yang  sama  terus 
meningkat,  dari  0,99  persen  di  bulan 
September  menjadi  1,69  persen  di  bu- 
lan Desember  2003. 

Bila  kita  cermati  komposisi  porto- 
folio  kredit  sektor  perbankan,  terlihat 


jelas  bahwa  sebagian  besar  kredit  yang 
dilepaskan  perbankan  bukanlah  kredit 
investasi  atau  kredit  bagi  dunia  usa- 
ha, melainkan  kredit  konsumsi.  Per- 
sentase  kredit  konsumsi  terhadap  total 
kredit  meningkat  dari  23,9  persen  di 
bulan  September  menjadi  25,6  persen 
di  bulan  Desember  2003.  Sementara  itu, 
dalam  periode  yang  sama,  pertumbuh- 
an  kredit  untuk  investasi  dan  modal 
kerja  turun  dari  17,4  persen  menjadi 
16,9  persen. 

Maraknya  Pasar  Obligasi  dan 
Pasar  Modal,  serta  Nilai  Tukar 
yang  Stabil 

Rendahnya  tingkat  suku  bunga  telah 
menjadikan  pasar  obligasi  sebagai  in- 
strumen  investasi  yang  semakin  atrak- 
tif.  Sampai  tanggal  25  Januari  2004,  ti- 
dak  kurang  dari  Rp  159,1  trilyun  obli- 
gasi pemerintah  dengan  fixed  rate  ma- 
sih diperdagangkan  di  pasar,  lebih 
tinggi  dibandingkan  nilai  yang  diper- 
dagangkan per  bulan  Oktober  2003, 
yaitu  Rp  153,3  trilyun.  Sementara  itu, 
nilai  obligasi  yang  bersifat  variable  rate, 
turun  dari  Rp  230,7  trilyun  di  bulan 
Oktober,  menjadi  Rp  225,6  trilyun.  Pa- 
da tanggal  24  Februari  2004,  peme- 
rintah kembali  mengeluarkan  obligasi 
fixed  rate  senilai  Rp  2,5  trilyun  yang 
mendapat  sambutan  hangat  dari  pa- 
sar, sampai  kelebihan  permintaan  se- 
besar  2,14  kali. 

Rendahnya  tingkat  suku  bunga,  di- 
tambah  dengan  sentimen  bisnis  yang 
positif,  juga  memicu  aktivitas  di  pasar 
modal.  Di  akhir  tahun  2003,  Indeks 
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Harga  Saham  Gabungan  (IHSG)  di  Bur- 
sa Efek  Jakarta  melaju  pesat  dan  naik 
sebesar  69  persen  dibandingkan  de- 
ngan  awal  tahun.  Memasuki  awal  tahun 
2004,  IHSG  semakin  kuat  dan  menca- 
pai  785,9  di  pertengahan  Februari,  atau 
naik  sebesar  13,4  persen  dibanding- 
kan Desember  2003. 

Sementara  itu,  sentimen  positif  dan 
keadaan  ekonomi  makro  yang  kondusif 
telah  menjaga  nilai  tukar  Rupiah  tetap 
stabil  di  sepanjang  triwulan  keempat 
2003.  Rupiah  berfluktuasi  di  kisaran 
Rp  8.350-Rp  8.570  per  dolar  AS.  StabiU- 
tas  Rupiah  ini  berlanjut  sampai  pada 
dua  bulan  pertama  di  tahun  2004,  mes- 
kipun  sempat  diwarnai  oleh  speku- 
lasi  tentang  merebaknya  wabah  penya- 
kit  flu  burung  dan  ketegangan  meng- 
hadapi  Pemilu. 

NERACA  PEMBAYARAN 

Perkembangan  Ekspor 

Ekspor  di  tahun  2003  berhasil  me- 
nembus  angka  di  atas  60  milyar  dolar 
AS,  tepatnya  61  milyar  dolar,  dan  tum- 
buh  hampir  sebesar  6  persen  diban- 
dingkan tahun  2002.  Peningkatan  pen- 
dapatan  ekspor  ini  antara  lain  dise- 
babkan  oleh  naiknya  harga  minyak 
dunia  dan  peningkatan  volume  ekspor 
barang  manufaktur,  terutama  untuk 
peralatan  mesin  dan  elektrik,  lemak 
hewani/nabati,  garmen,  dan  sepatu. 
Ekspor  migas,  yang  nilainya  menca- 
kup  22  persen  dari  total  ekspor,  me- 
ningkat  sebesar  12,6  persen,  semen- 
tara ekspor  non-migas,  atau  barang 


manufaktur  (66  persen  dari  total  eks- 
por), meningkat  sebesar  4,7  persen, 
dibandingkan  tahun  sebelumnya. 

Di  tahun  2003,  Amerika  Serikat,  Je- 
pang  dan  Singapura  tetap  menjadi  tu- 
juan  utama  ekspor  Indonesia.  Ketiga- 
nya  menyerap  sekitar  39  persen  dari 
total  ekspor  non-migas  Indonesia.  Urut- 
an  keempat  ditempati  oleh  Cina,  yang 
menyerap  sekitar  6  persen  total  ekspor 
Indonesia,  dan  menunjukkan  pening- 
katan sebesar  22  persen  dibandingkan 
tahun  2002.  Ekspor  di  tahun  2004  di- 
perkirakan  akan  membaik,  seiring  de- 
ngan  naiknya  permintaan  dunia.  Mes- 
kipun  demikian,  lemahnya  investasi 
untuk  pengembangan  kapasitas  ekspor 
akan  menjadi  faktor  penghambat  bagi 
pertumbuhan  ekspor  yang  signifikan. 
Kami  memperkirakan  ekspor  akan  tum- 
buh  sebesar  6-7  persen  di  tahun  2004. 

Impor  Barang  Konsumsi  dan  Ba- 
rang Mentah  Meningkat 

Impor  tumbuh  sebesar  3,5  persen 
di  tahun  2003,  dan  mencapai  nilai 
32.4  milyar  dolar  AS.  Kenaikan  ini  di- 
akibatkan  meningkatnya  impor  ba- 
rang konsumsi,  dan  bahan  baku.  Se- 
mentara nilai  impor  barang  modal  di 
tahun  2003  terus  mengalami  penu- 
runan.  Pehurunan  tersebut  mencapai 
9  persen  dibandingkan  tahim  2002. 

Dengan  nilai  tukar  yang  relatif  sta- 
bil, pertumbuhan  impor  diperkirakan 
akan  terus  meningkat  di  enam  bulan 
pertama  di  tahun  2004,  terutama  im- 
por barang-barang  konsumsi  untuk  ke- 
butuhan  kampanye  dan  Pemilu,  Seba- 
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liknya,  impor  barang  modal  akan  tetap 
lemah  untuk  jangka  waktu  dekat  ini. 

Surplus  Neraca  Modal  Meningkat 

Sampai  dengan  triwulan  ketiga  di 
tajiun*  2003,  surplus  neraca  modal  men- 
capai  6,9  milyar  dolar  AS,  atau  me- 
ningkat ,  sebesar  8  persen  dibanding- 
kan  dengan  periode  yang  sama  ta- 
hun  lalu.  Kenaikan  ini  disebabkan  oleh 
meningkatnya  surplus  neraca  perda- 
gangan  barang  dan  turunnya  defisit 
neraca  perdagangan  jasa.  Surplus  ne- 
raca barang  diperkirakan  akan  me- 
ningkat di  tahun  2003,  mengingat  po- 
sisi  surplus  neraca  perdagangan  ba- 
rang yang  cukup  tinggi  dibandingkan 
tahun  lalu,  yaitu  sebesar  28,6  mil- 
yar dolar  AS. 

FDI  Stagnan  di  Tahun  2003 

Perkembangan  arus  modal  swasta 
di  sembilan  bulan  pertama  di  tahun 
2003  tidak  menunjukkan  perbaikan 
yang  berarti.  Arus  netto  FDI  masih 
negatif,  yaitu  0,35  milyar  dolar  AS. 
Arus  modal  ke  luar  terjadi  untuk  ke- 
perluan  pembayaran  utang.  Meskipun 
defisit  arus  FDI  ini  relatif  kecil,  hal 
ini  menandakan  sifat  investor  asing 
masih  diam  dan  menunggu  {wait  and 
see)  dalam  meng^aabil  keputusan  un- 
tuk berinvestasi  di  Indonesia.  Penga- 
matan  ini  didukung  oleh  data  Perse- 
tujuan  Investasi  dari  Badan  Koordi- 
nasi  Penanaman  Modal  (BKPM).  Nilai 
persetujuan  FDI  di  tahun  2003  me- 
mang  menunjukkan  peningkatan  se- 
besar 50  persen  dibandingkan  tahun 
sebelumnya  dan  mencapai  147  milyar 


dolar  AS,  tetapi  nilai  aktual  investa- 
si, atau  realisasi  dari  FDI  ini  hanya 
sebesar  5  milyar  dolar  AS. 

Sementara  itu,  investasi  portofolio 
masih  berada  dalam  posisi  surplus. 
Dalam  periode  9  bulan  pertama  di  ta- 
hun 2003,  arus  modal  investasi  porto- 
folio mencapai  0,8  milyar  dolar  AS. 

ISU  nSKAL  :  REFORMASI  PAJAK 
DAN  FRIVATISASI 

Amandemen  Undang-undang  Per- 
pajakan 

Guna  meningkatkan  penerimaan  da- 
ri sektor  pajak,  pemerintah  berencana 
untuk  mereformasi  sistem  perpajakan 
nasional,  dengan  mengajukan  berba- 
gai  revisi  terhadap  penmdang-undang- 
an  yang  berlaku  saat  ini.  Direktorat 
Jendral  (Dirjen)  Perpajakan  telah  me- 
rancang  draf  amandemen  tiga  undang- 
undang  perpajakan,  yaitu:  UU  No. 
16  Tahun  2000  tentang  Perpajakan 
Umum,  UU  No.  17  tahun  2000  ten- 
tang Pajak  Pendapatan  dan  UU  No.  18 
tahun  2000  tentang  pajak  nilai  tam- 
bah  barang  dan  jasa  serta  pajak  pen- 
jualan  barang  mewah.  Tujuan  dari 
amandemen  ini  adalah  untuk  memu- 
dahkan  sistem  perpajakan  dan  mem- 
perluas  basis  pembayar  pajak.  Rang- 
kuman  dari  revisi-revisi  tersebut  dapat 
dilihat  di  Tabel  3  berikut  ini. 

Inti  dari  revisi  tentang  Perpajakan 
Umum  adalah  diperluasnya  otoritas 
Dirjen  Perpajakan,  untuk  memberikan 
basis  legal  bagi  pemungutan  pajak, 
simplifikasi  prosedur  pembayaran  dan 
restitusi  pajak,  serta  pajak  amnesti. 


ANAUSIS  PERISTIWA:  PliKKJ: 
Tabel3 

PERUBAHAN  TERHADAP  UNDANG-UNDANG  PAJAK  PENGHASILAN 

Peratiiran  yang'Berlaku 
'  '  ■  'Saatini 

Peratiiran  Parii 

Pajak  Reksadana 

Penerimaan  dari  reksadana  ti- 
dak  dikenai  pajak  pendapatan 

Penerimaan  fekisadanaakan' 
dikeriai  pajak  pendapatan 

Pajak  untuk  Perusahaan 
dan  Lembaga 

10%  -  30%  berdasarkan 
kelompok  pendapatan 

28%              •     .  ■; 

Pajak  Perorangan  dengan 
Penghasilan  Tahunan: 

Peraturan  yang  Berlaku 
Saat  Ini 

Peraturan  Baru 

Wajib  Pajak         Wajib  Pajak 
Terdaftar  TidakTerdaftar 

Sampai  dengan  Rp  25  Juta 
Rp25  -  50Juta 
Rp  50 -100  Juta 
Rp  100  -  200  Juta 
>Rp  200  Juta 


5% 
10% 
15% 
25% 
35% 


10% 

15% 
25% 
35% 


20% 

25% 
35% 
45% 


Kantor  pajak  juga  akan  memperoleh 
wewenang  untuk  melakukan  investi- 
gasi  terhadap  kejahatan  pajak,  tanpa 
terlebih  dahulu  berkonsultasi  dengan 
polisi. 

Di  saat  yang  sama,  revisi  dari  pa- 
jak pendapatan  dilakukan  untuk  me- 
ningkatkan  penerimaan  dari  pajak 
pendapatan,  sekaligus  meningkatkan 
kesadaran  pembayar  pajak.  Dalam 
amandemen  UU  No.  17  Tahun  2000 
ini,  semua  perusahaan  dan  kelemba- 
gaan  akan  dikenakan  tarif  pajak  yang 
sama  (lihat  Tabel  3).  Selain  itu,  fasili- 
tas  bebas  pajak  bagi  investasi  reksa- 
dana akan  dicabut.  Penerimaan  dari 
reksadana,  menurut  draf  amandemen 
UU  ini,  akan  dikenai  pajak. 

Guna  meningkatkan  kesadaran  pem- 
bayar pajak  akan  pentingya  nomor  re- 


gistrasi  pajak,  atau  Nomor  Pokok  Wa- 
jib Pajak  (NPWP),  individu-individu 
wajib  pajak  yang  tidak  memiliki  NPWP 
akan  dikenai  sanksi  dengan  tarif  pa- 
jak yang  lebih  tinggi.  Sebagai  contoh, 
seorang  wajib  pajak  yang  mempunyai 
penghasilan  kurang  dari  Rp  50  juta 
per  tahun,  yang  tidak  memiliki  NPWP 
akan  dikenai  tarif  Pajak  Pendapatan 
sebesar  20  persen,  atau  dua  kali  lipat 
dari  mereka  yang  memiliki  NPWP. 
Saat  ini  diperkirakan  hanya  sedikit 
di  atas  1  persen  dari  total  penduduk 
Indonesia  yang  memiliki  NPWP. 

Sementara  itu,  amandemen  UU  No. 
18  Tahun  2000  mengusulkan  bahwa 
pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai 
dan  Barang  Mewah  (PPN-BM)  sebesar 
10  persen  (VAT),  akan  diperluas  ke- 
pada  emas  dan  jasa  perparkiran. 
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Beberapa  pasal  dari  revisi  ini,  ter- 
utama  revisi  UU  tentang  Perpajakan 
Umum  dan  Pajak  Pendapatan,  menda- 
patkan  sorotan  dan  kritikan  yang  ta- 
jam.  Dikhawatirkan  bahwa  petugas  pa- 
jak yang  tidak  kredibel  akan  menya- 
lahgunakan  wewenang  mereka  yang 
lebih  besar.  Sudah  menjadi  rahasia 
umum,  bahwa  banyak  petugas  pajak 
yang  selama  ini  memanfaatkan  we- 
wenang mereka,  akibat  lemahnya  kon- 
trol  dan  sanksi.  Pasal  mengenai  sanksi 
atau  disinsentif  bagi  wajib  pajak  tan- 
pa  NPWP  juga  mendapat  kritikan.  Ba- 
nyak yang  menilai  bahwa  langkah  pem- 
berian  sanksi  bagi  wajib  pajak  yang 
tidak  memiiiki  NPWP  itu  kurang  te- 
pat,  karena  akan  besar  kemungkinan- 
nya  akan  dijadikan  obyek  pemerasan 
oleh  petugas  pajak  yang  nakal.  Mem- 
berikan  insentif  bagi  yang  memiiiki 
NPWP  merupakan  cara  yang  lebih 


tepat  untuk  meningkatkan  kesadaran 
wajib  pajak  akan  pentingnya  memi- 
iiki NPWP.  Selain  itu,  peningkatan 
pelayanan  publik  secara  keseluruhan 
juga  akan  meningkatkan  kesadaran 
masyarakat  akan  pentingnya  peranan 
pajak  bagi  perekonomian. 

Sampai  akhir  bulan  Februari  2004, 
pemerintah  masih  belum  menyerahkan 
draf  amandemen  ke  DPR.  Menunda 
implementasi  dari  perangkat  perun- 
dang-undangan  yang  baru  ini  tidak 
baik  bagi  program  pemerintah  untuk 
menggalakkan  pajak  sebagai  sektor  pe- 
nerimaan  utama. 


Privatisasi  Berjalan  Lambat 

Selain  dari  sektor  paja,  pemerintah 
juga  bergantung  kepada  penerimaan 
dari  privatisasi  BUMN  untuk  menu- 


TabeU 

DAFTAR  BUMN  YANG  AKAN  DIPRIVATISASI 


Nama  Perusahaan 

Industri 

Metode  Privatisasi 

Kimia  Farma 

Farmasi 

Strategic  Placement 

Indofarma 

Farmasi 

Strategic  Placement 

Garuda  Indonesia 

Penerbangan 

IF*0/Strategic  Placement 

Merpati  Nusantara 

Penerbangan 

IPO/Strategic  Placement 

Angkasa  Pura  I 

Operator  Bandara 

Strategic  Placement 

Angkasa  Pura  II 

Curator  Bandara 

Strategic  Placement 

Pupuk  Kaltim 

Pupuk 

IPO 

Perkebunan  III 

Perkebunan 

IPO 

Perkebunan  IV 

Perkebunan 

IPO 

Perkebunan  V 

Perkebunan 

DPO 

Aneka  Tambang 

Pertambangan 

Secondary  Offering 

Timah 

Pertambangan 

Secondary  Offering 

Batubara  Bukit  Asam 

Pertambangan 

Secondary  Offering 

Bank  BNI 

Perbankan 

Secondary  Offering 

BankMandiri 

Perbankan 

Secondary  Offering 

Sumber:  Situs  Menteri  Negara  BUMN. 
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tupi  defisit  anggaran.  Tahun  2003, 
program  privatisasi  sukses  mengan- 
tongi  penjualai\  seiiilai  7,34  trilyun 
Rupiah,  lebih  tinggi  dari  target  se- 
mula,  yaitu  Rp  6,3  trilyun.  Sukses  ini 
didoror\g  oleh  penjualai\  sebagian 
aset  dari  beberapa  bank  BUMN  di 
tahun  3003.  Meskipun  demikian,  bila 
dilihat  dari  target  jumlah  perusaha- 
an  yang  akan  diprivatisasi,  kinerja 
MenNeg  BUMN  tidak  begitu  baik. 
Hanya  4  dari  30  perusahaan  yang 
ditargetkan  untuk  privatisasi  di  ta- 
hun 2003,  berhasil  dijual. 

Tahun  2004,  pemerintah  mengusul- 
kan  untuk  menjual  aset  dari  peru- 
sahaan-perusahaan  yang  tersisa,  ser- 
ta  menambahkan  beberapa  perusaha- 
an lainnya.  Pemerintah  menargetkan 
untuk  memperoleh  penerimaan  sebe- 
sar  Rp  5  trilyun  dari  privatisasi  28 
BUMN,  termasuk  perusahaan  pener- 
bangan,  PT  Garuda  Indonesia,  ope- 


rator bandara  PT  Angkasa  Pura  dan 
beberapa  bank  BUMN  seperti  Bank 
BNI  dan  Bank  Mandiri,  yang  sebe- 
lumnya  telah  juga  diprivatisasi  se- 
bagian 15  dari  28  BUMN  tersebut 
bisa  dilihat  di  Tabel  4. 

Besamya  rulai  ciset  pemerintah  yang 
akan  diprivatisasi  serta  jadwal  pen- 
jualan  masih  belum  ditetapkan.  Seperti 
tahun  sebelumnya,  privatisasi  di  ta- 
hun 2004  ini  tidak  mengikuti  suatu 
skema  tertentu  dan  tidak  meletakkan 
prioritas  di  BUMN  tertentu.  Meski- 
pun demikian,  pemerintah  sangat  op- 
timis  bahwa  program  ini  akan  berlang- 
sung  dengan  sukses.  Pengalaman  se- 
lama  ini  menunjukkan  bahwa  jalan 
menuju  privatisasi  tidak  pernah  mu- 
lus.  Khusus  dalam  penjualcm  aset-aset 
yang  dinilai  strategis,  akan  timbul  ba- 
nyak  protes  dan  penolakan  keras,  baik 
dari  DPR  ataupim  masyarakat  umum. 


Tantangan  dan  Peluang  Democratic 
Governance  Pasca  Pemilu  2004 


Gregorius  Sahdan 


Pemilu  200^  sebenarnya  merupakan  starting  point  perubahan  menuju 
democratic  governance  (tata  kelola  pemerintahan  yang  detnokratis)  dan  ba- 
bak  baru  perwujudan  agenda  reformasi  1998.  Perubahan  ke  democratic  govern- 
ance telah  mengalami  kegagalan  selama  pemerintahan  transisional  di  bawah  Ha- 
bibie, Gus  Dur  dan  Megawati  yang  kian  menenggelamkan  agenda  reformasi.  Pem- 
berantasan  korupsi,  pembersihan  birokrasi,  penerapan  hukum,  kemakmuran  rakyat 
dan  sebagainya  semakin  sulit  terpenuhi.  Namun  Pemilu  2004  sendiri  sebagai  awal 
reinventing  pembaharuan  ke  democratic  governance  menghadapi  sejumlah  per- 
soalan  sistemik,  transisional  dan  konsensual.  Semua  persoalan  tersebut  terangkum 
dalam  bentuk  tantangan  democratic  governance  yang  ditandai  oleh  kehadiran 
partai  politik  rhasa  lalu,  munculnya  calon  anggota  legislatif  yang  terbukti  tidak 
serius  mengemban  agenda  reformasi  dan  sebagainya.  Tetapi  perlu  diakui  bahwa 
masih  ada  peluang  untuk  mewujudkan  agenda  democratic  governance  jika  kita 
mulai  kritis  mengamati  dinamika  Pemilu  2004  termasuk  capaian-capaiannya. 


PENDAHULUAN 

PEMILU  2004  menjadi  harapan 
banyak  orang  {common  peoples) 
di  republik  ini,  sebagai  tong- 
gak  awal  terwujudnya  good  governance 
dalam  real  penyelenggaraan  peme- 
rintahan kita.  Harapan  tersebut  mun- 
cul  berdasarkan  penilaian  bahwa  se- 
jak  pergantian  rezim  Orde  Baru  ke 
Orde  Reformasi  yang  telah  mengha- 
silkan  tiga  presiden  (Habibie,  Gus 
Dur,  Megawati)  dengan  masa  kekua- 
saan  yang  teramat  pendek,  belum 
menghasilkan  good  governance  dalam 
proses  penyelenggaraan  pemerintah- 
an kita. 

Manajemen  {governance)  penyeleng- 
garaan pemerintahan  kita  masih  sa- 


ngat  buruk.  Korupsi  menyebar  luas 
dari  pusat  hingga  ke  daerah.  Sentrali- 
sasi  kekuasaan  yang  dulu  menetap  di 
Jakarta,  kini  berpindah.  tempat  ke  ka- 
bupaten  dan  daerah  kota.  Raja-raja 
korupsi  bertebaran  di  daerah.  Bupati 
menjadi  sentrum  kebijakan  politik  dan 
ekonomi  di  daerah.  Pertumbuhan  par- 
tisipasi  (demokratisasi  dari  bawah) 
jauh  dari  realitas  semangat  untuk 
menciptakan  pemerintahan  yjmg  baik. 
Sementara  demokratisasi  dari  atas 
(desentralisasi),  digerogoti  oleh  perta- 
rungan  particular  interest  antara  pe- 
jabat  di  tingkat  pusat  dengan  daerah, 

Padahal  agenda  utama  reformasi 
tahun  1998  adalah  bagaimana  mengu- 
bah  authoritarian  governance  ke  democratic 
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governance  yang  menuntut  pembaruan 
perilaku  pejabat  (etika  dalam  penye- 
lenggaraan  pemerintahan)  dan  pem- 
baruan manajemen  penyelenggaraan 
pemerintahan  kita.  Pemerintahan  ma- 
sa  lalu  yang  dikelola  dengan  me- 
kanisme  authoritarian  governance  telah 
menghasilkan  aneka  macam  persoal- 
an  mulai  dari  ekonomi  biaya  tinggi, 
korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN) 
yang  menggunung,  sampai  dengan 
persoalan  hak  asasi  manusia  Indo- 
nesia yang  tidak  mendapat  space  per- 
lindungan  hukum  yang  jelas.  Pokok- 
pokok  persoalan  tersebut  menjadikan 
Orde  Baru  diganyang  gerakan  pem- 
baruan yang  menuntut  segera  dila- 
kukan  liberalisasi  politik,  membuka 
jalan  lebar  ke  democratic  governance. 

Dalam  konteks  Pemilu  2004,  pemi- 
lu  diharapkan  sebagai  starting  point 
perubahan  menuju  democratic  govern- 
ance. Pemilu  2004  merupakan  landas- 
an  fundamental  menuju  perubahan 
penyelenggaraan  pemerintahan  kita 
yang  semakin  demokratis,  menjun- 
jung  tinggi  penerapan  hukum  dan 
capaian-capaian  hasilnya  mampu  me- 
lahirkan  pemerintahan  yang  kuat,  me- 
miliki  kapasitas  dalam  menyelesai- 
kan  seluruh  persoalan  bangsa,  mam- 
pu menegakkan  hukum  untuk  membe- 
rantas  korupsi  dan  sebagainya. 

Namun  harapan-harapan  pemilu 
sebagai  salah  satu  pintu  masuk  ke 
perwujudan  agenda  demokrasi  bisa  ja- 
di  akan  sangat  mengecewakan  meng- 
ingat  beberapa  alasan  berikut  ini:  (1) 
sebagian  besar  rakyat  Indonesia  ting- 
kat  pendidikannya  masih  sangat  ren- 


dah  sehingga  mudah  untuk  diman- 
faatkan  dalam  pemilu  2004  dan  sua- 
ranya  bisa  dibeli  dengan  uang  oleh 
aktor-aktor  yang  memiliki  kepenting- 
an  politik;  (2)  sebagian  besar  elite  po- 
litik yang  berpartisipasi  dalam  Pe- 
milu 2004  masih  mengedepankan  ke- 
pentingan  kelompok  dan  golongan- 
nya  sendiri,  sehingga  pemilu  dapat 
dijadikan  sebagai  instrumen  untuk  me- 
manipulasi  kepentingan  negara  dengan 
kecenderungan  memobilisasi  massa 
sebanyak-banyaknya;  (3)  tampilnya  kc- 
kuatan-kekuatan  politik  lama  (Orde 
Baru)  yang  memiliki  basis  sumber  ke- 
uangan  yang  jelas,  dapat  saja  meng- 
gunakan  pemilu  sebagai  arena  un- 
tuk membeli  suara  rakyat  guna  men- 
dapatkan  legitimasi  dan  keabsahan 
atas  kekuasaan  politik  yang  telah 
hilang  selama  satu  periode  di  ba- 
wah  kekuasaan  transisional  (Habibie, 
Gus  Dur  dan  Megawati);  (4)  corak  dan 
varian  ideologi  partai  peserta  Pemi- 
lu 2004  sangat  beranekaragam,  men- 
cerminkan  serakan  kepentingan  da- 
lam masyarakat  kita  yang  butuh  di- 
akomodasi  dalam  sistem  politik. 


DEMOCRATIC  GOVERNANCE 

Democratic  governance^  merupakan 
pradigma  -  baru  yang  diusung  oleh 
gerakan  pembaruan  (reformasi)  1998 


Governance  sebenarnya  merupakan  isti- 
lah  dan  fenomena  lama,  tetapi  governance 
baru  populer  dalam  studi  pembangunan  dan 
perbandingan  politik  tahun  1989.  Untuk  per- 
tama  kalinya  konsep  governance  diadopsi  oleh 
para  praktisi  dan  agen-agen  pembangunan 
intemasional  yang  awalnya  dimaknai  secara 
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yang  meliputi:  (1)  cara  pandang  ba- 
ru  terhadap  pengelolaan  tata  peme- 
rintahan  maupun  relasi  negara-ma- 
syarakat-pasar;  (2)  dinamika  empiris 
dan  wacana  akademis  pengelolaan  ne- 
gara  berhadapan  dengan  masyarakat 
dan  pasar,  dalam  konteks  globalisa- 
si,  demokratisasi  dan  desentralisasi; 
(3)  isu-isu  governance  reform  yang  ber- 
kaitan  dengan  konsep  good  govern- 
ance maupun  reinventing  government 
yang  kini  tengah  menjadi  bahan  per- 
bincangan  di  Indonesia. 

Secara  prinsipiil  democratic  govern- 
ance merupakan  mekanisme  baru  da- 
lam proses  penyelenggaraan  pemerin- 
tahan  yang  didasarkan  atas  interaksi 
yang  intens  antara  para  penyeleng- 
gara  negara  (pemerintah)  dengan  ber- 
bagai  pihak  yang  berada  di  luar  ling- 
kungan  pemerintahan.  Governance  ada- 
lah  proses  interaksi  di  mana  kita  se- 
cara kolektif  memecahkan  persoalan 
kita,  serta  menemukan  kebutuhan  ma- 
syarakat kita.  Pemerintah  adalah  in- 
strumen  yang  kita  gunakan.  Govern- 
ance bisa  juga  diartikan  sebagai  pe- 
ngelolaan struktur  rezim  dengan  se- 
buah  pandangan  untuk  memperkuat 
legitimasi  penyelenggaraan  kekuasa- 
an  di  mata  kehidupan  publik  atau 
pengelolaan  pemerintahan  yang  le- 
bih  berorent^r  kepada  kehidupan 
publik  (Heyden,  1992:  7). 


terbatas  sebagai  kinerja  pemerintahan  yang 
efektif.  Memasuki  tahun  1980-an  dengan  ka- 
sus  di  Afrika,  konsep  governance  dipahami  se- 
bagai institutional  capacity  building.  Lihat  The 
World  Bank  (1992);  Bratton  and  Rothchild 
(1992:  264-265);  dan  Eko  (2003). 


Beberapa  prinsip  utama  democratic 
governance  yang  lahir  dari  kegagalan 
authoritarian  governance  adalah:  (1)  me- 
nempatkan  negara  sebagai  pemain 
kunci  bukan  dalam  pengertian  domi- 
nasi  dan  hegemoni,  tetapi  negara  ada- 
lah aktor  setara  {primus  inter  pares) 
yang  mempunyai  kapasitas  memadai 
untuk  memobilisasi  aktor-aktor  ma- 
syarakat dan  pasar  untuk  mencapai 
tujuan  besar;  (2)  tidak  lagi  menem- 
patkan  negara  sebagai  sentrum  "ke- 
kuasaan  formal"  tetapi  sebagai  sen- 
trum "kapasitas  politik".  Kekuasaan 
negara  harus  ditransformasikan  dari 
kekuasaan  atas  {power  over)  menuju 
kekuasaan  untuk  {power  to);  (3)  nega- 
ra harus  berbagi  kekuasaan  dan  pe- 
ran  pada  tiga  level,  yaitu  ke  atas  pa- 
da  organisasi  transnasional,  ke  sam- 
ping  pada  LSM  dan  swasta,  serta 
ke  bawah  pada  masyarakat  lokal;  (4) 
negara  harus  melonggarkan  kontrol 
Dolitik  dan  kesatuan  organisasinya 
agar  mendorong  segmen-segmen  di 
luar  negara  untuk  mampu  mengem- 
bangkan  pertukaran  dan  kemitraan 
secara  kokoh,  otonom  dan  dinamis;  (5) 
negara  harus  melibatkan  unsur-un- 
sur  masyarakat  dan  swasta  dalam 
agenda  pembuatan  keputusan  dan 
pemberian  layanan  publik;  (6)  penye- 
lenggara  negara  harus  memiliki  ke- 
mampuan  responsif,  adaptatif,  akun- 
tabilitas  publik,  transparansi,  adil  dan 
memiliki  kapasitas  memadai  dalam 
menerapkan  rule  of  law. 

Penyelenggaraan  pemerintahan  ki- 
ta pasca  Pemilu  2004  minimal  men- 
cerminkan  keenam  prinsip  democratic 
governance  tersebut.  Prinsip-prinsip  ter- 
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sebut  menyangkut  bagaimana  penge- 
lolaan  pemerintahan  kita  oleh  aktor- 
aktor  yang  dihasilkan  lewat  Pemilu 
2004  dapat  mewujudkan  democratic 
governance.  Hal  tersebut  bisa  dilihat 
dalam  beberapa  hal  sebagai  berikut: 

(1)  siapa  pun  yang  dipilih  dan  di- 
percaya  memimpin  Indonesia  pasca 
Pemilu  2004  hendaknya  menghilang- 
kan  karakter  dan  corak  kekuasaan  yang 
selama  ini  terbentuk  melalui  domi- 
nasi  dan  hegemoni  atas  seluruh  ha- 
jat  kepentingan  rakyat  banyak.  Presi- 
den  yang  dipilih  dalam  Pemilu  2004 
hendaknya  merupakan  tokoh  yang  me- 
miliki  kapasitas  untuk  bekerja  sama 
dengan  semua  stakeholders  (masyara- 
kat,  negara,  pasar,  LSM  dan  swasta); 

(2)  presiden  terpilih  tidak  akan  tam- 
pil  lagi  sebagai  sentrum  kekuasaan 
formal,  di  mana  segala  keputusan 
dan  kebijakan  publik  selalu  dihasil- 
kan oleh  monopoli  keputusan  dan  ke- 
bijakan yang  berpusat  di  tangan  pre- 
siden. Presiden  sebagai  kepala  nega- 
ra harus  mampu  mentransformasikan 
kekuasaarmya  dengan  memberi  ruang 
yang  lebih  luas  kepada  semua  elemen 
dalam  masyarakat  untuk  ikut  ambil 
bagian  dalam  proses  politik  dan  ke- 
bijakan publik;  (3)  presiden  harus 
berbagi  kekuasaan  dan  peran  pada 
tiga  tataran,  yakni  ke  atas  pada  or- 
ganisasi  transnasional,  ke  samping 
pada  LSM  dan  swasta,  serta  ke  baweih 
pada  masyarakat  lokal.  Desentralisa- 
si  politik  sebagai  mekanisme  kekua- 
saan formal  untuk  menghidupkan  de- 
mokrasi  di  tingkat  lokal  perlu  dike- 
lola  dengan  memadukan  preferensi 
kepentingan  masyarakat  lokal  dengan 
kepentingan  nasional  mereka;  (4)  pre- 


siden harus  melonggarkan  kontrol  po- 
litik dan  mendororig  segmen-segmen 
di  luar  negara  agar  mampu  mengem- 
bangkan  pertukaran  dan  kemitraan 
secara  kokoh,  otonom  dan  dinamis; 
(5)  presiden  harus  melibatkan  unsur- 
unsur  masyarakat  dan  swasta  dalam 
agenda  pembuatan  keputusan  dan 
pemberian  layanan  publik;  (6)  presi- 
den harus  memiliki  kemampuan  re- 
sponsif,  adaptatif,  akuntabilitas  pu- 
blik, transparansi,  adil  dan  memiliki 
kapasitas  memadai  dalam  menerap- 
kan  rule  of  law. 

Dengan  sejumlah  prinsip  democratic 
governance  kita  harapkan  agar  Pemi- 
lu 2004  mampu  melahirkan  pemim- 
pin  yang  mampu  mengelola  negeri  ini 
dengan  mekanisme  democratic  govern- 
ance. Untuk  mewujudkan  semua  itu 
perlu  sekali  mengawal  Pemilu  2004 
agar  menghasilkan  pemimpin  yang 
berkualitas,  memiliki  visi  dan  misi, 
memiliki  program  kerja  yang  teren- 
cana  dan  yang  paling  penting  ada- 
lah  komitmen  politiknya  terhadap 
pembaruan  pengelolaan  pemerintah- 
an kita  dari  authoritarian  governance 
yang  belakangan  ini  masih  kita  lihat 
ke  democratic  governance  yang  masih 
merupakan  cita-cita  reformasi  1998 
yang  belum  sepenuhnya  diwujudkan. 
Untuk  itu,  kita  perlu  mencermati  be- 
berapa tantangan  Pemilu  2004  dan 
bagaimana  strategi  kita  mengawalnya 
mulai  dengan  sekarang  ini. 

BEBERAPA  TANTANGAN 

Democratic  governance  bukanlah  se- 
buah  mekanisme  dan  proses  penge- 
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lolaan  pemerintahan  yang  sama  se- 
kali  akan  berjalan  mulus  pasca  Pe- 
milu  2004.  Sejak  dini,  berbagai  rin- 
tangan  dan  persoalan  legalitas  for- 
mal telah  menjadi  bahan  gunjingan 
dan  pesimisme  yang  menenggelamkan 
semangat  democratic  governance.  Per- 
soalan yang  paling  kontroveisial  ada- 
lah  menyangkut  kehadiran  UU  Poli- 
tik  yakni  UU  Pemilu  No.  31/2003 
dan  UU  Partai  Politik  No.  12/2002 
yang  tetap  memberikan  kedaulatan  im- 
tuk  menentukan  figur  presiden  pada 
pilihan  partai  dan  koalisi  yang  akan 
dibangun  di  antara  lingkaran  partai. 
Dengan  kedaulatan  menentukan  calon 
presiden  pada  partai  ini,  maka  rakyat 
yang  nota  bene  tidak  masuk  dalam 
mekanisme  internal  partai  "dipaksa" 
memilih  kandidat  presiden  yang  di- 
hasilkan  oleh  konsensus  internal  dan 
koalisi  yang  dibangun  oleh  partai. 
Sementara  secara  empiris  kiia  me- 
nyaksikan  beberapa  persoalan  riil 
berikut  iru: 

Pertama,  persoalan  organisasi  par- 
tai politik  yang  belum  dikelola  se- 
cara profesional,  belum  memiliki  plat- 
form yang  jelas  dan  terjebak  pada 
pragmatisme  kekuasaan.  Persoalan  ini 
menjadi  masalah  fundamental  menga- 
pa  partai  politik  di  Indonesia  bingung 
mengambii  posisi  setelah  mengikuti 
proses  pemilu.  Partai  politik  yang  ke- 
luar  sebagai  pemenang  selalu  me- 
nampakkan  wajah  ketaksiapan  un- 
tuk  memerintah,  tidak  memiliki  visi 
yang  jelas  dalam  membangun  bang- 
sa  Indonesia,  dan  bersikap  semi  au- 
thoritarian dalam  menjalankan  peme- 
rintahan. Sementara  itu,  partai  yang 


kalah  tidak  mau  mengambii  fungsi 
sebagai  oposan  yang  selalu  siap  mem- 
berikan kritik  konstruktif  terhadap 
berbagai  kegagalan  yang  dilakukan 
oleh  partai  yang  berkuasa.  Fenome- 
na  partai  politik  di  Indonesia  juga 
ditandai  oleh  kecenderungan  partai 
untuk  "menunjukkan  muka"  menje- 
lang  pemilu  dilaksanakan.  Setelah 
pemilu  usai  antara  janji  dan  prak- 
tek  politik  yang  dilakukan  partai  po- 
litik di  parlemen  tidak  sesuai  dan 
bahkan  bertentangan  dengan  nurani 
pemilihnya.  Bahkan  kini,  berkembang 
"gebyar  pendapat  umum"  yang  me- 
ngatakan  bahwa  sebagian  besar  par- 
tai yang  mengikuti  Pemilu  2004  me- 
rupakan  partai  "kagetan"    yang  se- 
cara spontan  muncul  ketika  ruang 
pemilu  memberikan  kesempatan  _ba- 
gi  mereka  untuk  mengambii  bagian 
di  dalamnya.  Belum  lagi  ditambah 
persoalan  adanya  caleg  partai  yang 
menderita  sakit  jiwa,  memalsukan 
ijasah,  dan  KTP  serta  adanya  tabiat 
menghalalkan  segala  cara  untuk  men- 


Ketidakprofesionalan  partai  politik  di  In- 
donesia nampak  dengan  jelas  dalam  hal  tidak 
adanya  calon  anggota  legislatif  yang  benar- 
benar  siap  memenuhi  persyaratan  dan  keten- 
tuan  KPU  yang  bertugas  menyelenggarakan 
pemilu  di  Indonesia  [Kompas,  9  Januari  2004). 
Ketidakprofesionalan  partai  ini  menyebabkan 
partai  politik  di  Indonesia  dicap  oleh  Ikrar 
Nusa  Bhakti  sebagai  organisasi  tukang  ojek 
yang  sangat  tradisional  dan  tidak  profesior^al. 

^Gejala  partai  kagetan  ini  dapat  dilihat 
dari  kepemilikan  kantor  fiktif,  ketidaksiap- 
an  kandidat  memenuhi  tenggang  waktu  yang 
ditetapkan  KPU,  caleg  partai  yang  mende- 
rita penyakit  kejiwaan  {skizofrenia)  dan  seba- 
gainya,  sampai  dengan  persoalan  pemalsu- 
an  KTP  dan  surat-surat  penting  lainnya  se- 
perti  ijasah  {Kompas,  10  Januari  2004). 
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dapatkan  dukungan  pemilih  dalam 
Pemilu  2004.  Kalau  partai  ingin  men- 
jadi  partai  modem  yang  penting  ada- 
lah  penyelesaian  masalah  keuangan 
partai  yang  selalu  menjadi  ganjalan. 
Sumber  dana  berupa  iuran  partai  su- 
dah  harus  digalakkan  sebagai  sum- 
ber pendanaan  yang  sah.  Ini  untuk 
mencegah  misalnya  bakal  calon  sam- 
pai  dipungut  dana  Rp  10  juta.  Belum 
lagi  problem  sumbangan  dana  bakal 
calon  yang  sampai  ratusan  juta  ru- 
piah.  Kalau  hal  ini  yang  terjadi,  ma- 
ka  pasca  Pemilu  tahun  2004  kita  ti- 
dak  akan  menghasilkan  pemerintahan 
yang  democratic  governance,  karena  ke- 
banyakan  wakil-wakil  kita  yang  ma- 
suk  parlemen  dan  eksekutif  nanti- 
nya  harus  bekerja  ekstra  keras  un- 
tuk mengembalikan  modal.  Fungsi- 
fungsi  artikulasi,  agregasi,  rekrutmen 
dan  sebagainya  yang  dilakukan  oleh 
partai  hanya  tampak  pada  saat  men- 
jelang  pemilu,  sebagaimana  yang  ki- 
ta alami  selama  ini.  Tidak  ada  partai 
yang  memiliki  agenda  pembaruan  pe- 
merintahan yang  jelas  dan  bagai- 
mana  pemerintahan  di  negeri  ini  di- 
kelola  dengan  mekanisme  democratic 
governance. 

Kedua,  corak  dan  keragaman  ideo- 
logi  partai.  Secara  umum  dapat  di- 
pelakan  ciri  yang  mev/arnai  partai 
politik  peserta  Pemilu  2004  berda- 
sarkan  preferensi  politiknya  terdiri 
dari:  (1)  partai  yang  memiliki  basis 
kepentingan  dengan  pemerintahan 
masa  lalu  (Orde  Lama  dan  Orde  Ba- 
ru).  Ciri  yang  paling  menonjol  dari 
partai  ini  adalah  visi  dan  misi  po- 
litiknya yang  sangat  kental  dengan 


mengusung  agenda  warisan  peme- 
rintahan masa  lalu  serta  adanya  kan- 
didat  presiden  yang  dijagokan  oleh 
masing-masing  partai  yang  mengu- 
tamakan  aristokrasi  kerajaan  keluar- 
ga  (Orde  Baru  dan  Orde  Lama);  (2) 
partai  yang  berbasis  pada  kepen- 
tingan nasional  dalam  tanda  kutip 
(masih  diragukan).  Sampai  dengan 
saat  ini  (menjelang  Pemilu  2004)  su- 
lit  sekali  mendeteksi  partai  yang  ma- 
sih mengusung  kepentingan  nasio- 
nal. Warna  ideologi  nasional  yang 
dipakai  oleh  partai  seperti  itu  tidak 
sesuai  dengan  agenda  dan  kepen- 
tingan politik  yang  mereka  peliha- 
ra.  Kepentingan  politik  mereka  sa- 
ngat bertentangan  dengan  kepenting- 
an nasional  dan  bahkan  ada  kecen- 
derungan  kepentingan  nasional  dija- 
dikan  jalan  pintas  untuk  mempero- 
leh  kepentingan  kelompok  (juga  pri- 
badi);  (3)  partai  yang  berbasis  pada 
kepentingan  reformasi.  Partai  yang 
masuk  dalam  kategori  ini  pun  masih 
mengundang  sejumlah  persoalan  ter- 
utama  seputar  agenda-agenda  refor- 
masi yang  selama  ini  mereka  usung. 
Jika  ditilik  dari  praktek  politik  yang 
mereka  jalankan  selama  ini,  partai- 
partai  politik  yang  masuk  dalam  ka- 
tegori ini  sebenarnya  tidak  ada.  Hal 
ini  bisa  dilihat  dari  agenda  reforma- 
si seperti  pemberantasan  korupsi  dan 
sebagainya  yang  tidak  pernah  diper- 
juangkah  oleh  kelompok  partai  ini 
secara  tegas.  Bahkan  sejumlah  sum- 
ber membuktikan  bahwa  partai  yang 
mengatasnamakan  dirinya  sebagai 
"partai  reformasi"  justru  menjadi  pe- 
laku  korupsi  dalam  pemerintahan 
pasca  Orde  Baru;    (4)  partai  yang  ber- 
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basis  pada  kepentingan  agama  (Is- 
lam). Partai  dengan  corak  kepenting- 
an Islam  kiranya  lebih  mudah  un- 
tuk dibaca  ketimbang  ketiga  kate- 
gori  partai  sebelumnya.  Ciri  yang 
menonjol  dengan  partai  kategori  ini 
adalah  kentalnya  nuansa  kepenting- 
an agama  (Islam)  untuk  diangkat  ke 
tataran  kepentingan  nasional.  Me- 
nurut  partai  ini,  Islam  menjadi  sub- 
stansi  segala  jalan  untuk  menyele- 
saikan  semua  persoalan  yang  diha- 
dapi  oleh  negeri  ini. 

Berikutnya  adalah  varian  ideologi 
yang  turut  membentuk  partai  peser- 
ta  Pemilu  2004,  terdiri  dari:  (1)  Mar- 
haenisme  Ajaran  Bung  Karno;  (2) 
Pancasila;  (3)  Islam;  dan  (4)  Keadilan, 
Demokrasi  dan  Kemajemukan.  Va- 
rian ideologi  ini  di  satu  sisi  menun- 
jukkan  bahwa  politik  adalah  sebuah 
arena  di  mana  semua  kepentingan 
kelompok  dan  golongan  diakomoda- 
si  dalam  sistem  politik,  diberikan 
ruang  untuk  berekspresi  dan  di  sisi 
lain  dapat  menjadi  instrumen  sum- 
ber  konflik  yang  paling  "ganas"  di 
masa  depan  (pasca  Pemilu  2004). 

Sejauh  ini,  koriflik  di  Indonesia  di- 
hasilkan  oleh  pertarungan  ideologi 
yang  berbasis  pada  dua  kepentingan 
besar  yakni:  (1)  konflik  ideologi  yang 
berpusat  pada  kepentingan  nasional: 
(2)  konflik  ideologi  yang  berpusat 
pada  kepentingan  agama  (ras,  ke- 
lompok dan  golongan).  Konflik  po- 
litik yang  berbasis  pada  kepenting- 
an nasional  tercipta  melalui  berba- 
gai  bentuk  pemberontakan  pada  ma- 
sa lalu  (Orde  Baru)  yang  mencoba 
menggantikan  ideologi  Pancasila  de- 


ngan ideologi  komunis.  Sementara 
pertarungan  ideologi  yang  berpusat 
pada  kepentingan  agama  ditandai 
oleh  pergolakan-pergolakan  yang  mun- 
cul  di  setiap  daerah  (DII/TII)  yang 
mencoba  mengusung  ideologi  (Islam) 
sebagai  satu-satunya  ideologi  yang 
perlu  diakomodasi  dalam  sistem  po- 
litik nasional.  Antara  yang  satu  de- 
ngan yang  kedua  dapat  dipatah- 
kan  dengan  gerakan  nation  state  yang 
menggalang  kesadaran  akan  "Panca- 
sila" sebagai  satu-satunya  ideologi 
politik  nasional.  Kehadiran  partai  de- 
ngan berbagai  corak  dan  warna 
ideologi  dikhawatirkan  akan  mem- 
bangkitkan  kembali  semangat  dan 
sentimen  primodml  ke  atas  panggung 
politik  nasional.  Tabel  1  di  bawah 
ini  menggambarkan  corak  dan  ideo- 
logi yang  diusung  oleh  partai  politik 
peserta  Pemilu  2004. 

Dari  Tabel  1  tersebut  di  bawah,  Mar- 
haenisme  Ajaran  Bung  Karno  meru- 
pakan  ideologi  politik  lama  yang  kem- 
bali bangkit  di  era  sekarang.  Ideolo- 
gi politik  Marhaenisme  Ajaran  Bung 
Karno  dianut  oleh  dua  partai  atau 
sekitar  8,33  persen  dari  total  partai 
politik  peserta  Pemilu  2004.  Partai 
Nasional  Indonesia  Marhaenisme  dan 


Bayangkan  ke  depan  kalau  Marhaenisme 
dan  Islam  akan  menggantikan  Pancasila  se- 
bagai ideologi  nasional.  Indonesia  tentu  sa- 
ja  akan  berhadapan  dengan  gejolak  politik 
baru  yang  ditandai  oleh  kecenderungan  un- 
tuk "memaksakan"  pengakuan  masyarakat 
secara  menyeluruh  atas  ideologi-ideologi  iru. 
Tatanan  pemerintahan  yang  demokratis  dan 
berkeadilan  kemudian  hanyalah  menjadi  mim- 
pi  pemilu  yang  sulit  untuk  dicapai  dan  di- 
reaUsasikan  pasca  Pemilu  2004. 
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Tabel  1 

PENGGOLONGAN  PARPOL  PESERTA  PEMILU  2004  BERDASARKAN  IDEOLOGI 


INO. 

iNairia  railal 

THpTiloo'i 

Profprprisi 

X  XCXCXCXIOX 

Politik 

01 

Partai  Nasional  Indonesia  Marhaenisme 

Marhaenisme  Ajaran  Bung  Kamo 

Orde  Lama 

02 

Partai  Buruh  Sosial  Demokrat 

Pancasila  dan  UUD 1945 

Nasional 

Partai  Riilan  Bintanc 

Islam 

Islam 

04. 

\r± 

Partai  M^prHpWa 

Pancasila,  berasaskan  gotong 

Nasional 

royong  dan  kekeluargaan 

05 

Partai  Persatuan  Penribanffunan 

Islam 

Islam 

06 

Partai  Persatuan  Demokrasi  Kebanssaan 

Pancasila 

Nasional 

07 

Parfai  Pprhimminan  TnHonPsia  Bam 

Pancasila  (Keadilan,  Demokrasi 

Nasional 

dan  Kemajemukan) 

OS 

Partai  Nasional  Banteng  Kemerdekaan 

Marhaenisme  Ajaran  Bung  Kamo 

Orde  Lcima 

09 

Partai  Demokrat 

Pancasila 

Nasional 

10 

Partai  Kpadilan  dan  Persatuan  Indonesia 

Pancasila 

Nasior\al 

11 

X  X 

Partai  Ppnepak  Demokrasi  Indonesia 

X  ox  MIX  X  CXlCB^n^  X^wXX        XVX  O^X  XX  IVXWX  i^tJXU 

Pancasila 

Nasional 

12 

X^ 

Partai  Persatuan  TsIaHdlatul  UmmaH 

X  ox  LOX  X  CX  0O  1 1  lO  1  L  X  ^  OX  l^iXXO  I UX    \J  XX  tXX  lOX  L 

Islciin 

Islam 

TnHonpsia 

13 

Partai  Amanat  Nasional 

X   UX  U4X  *.  XXX  tXtX  MX      A  ^  (AtJA VA  &UX 

Agama 

Islam 

14 

Pat^'ai  Ti^ai*i7a  Po/Hiili  T^^ncrca 
r  ai  icii  JXcix yd  xcuu.ii  LHtiigdd 

1  CIXL^CIOXICI 

Orde  Baru 

It; 

1  di  ICll  xxCUdll^lViLclXl  LHtll^OCl 

Panf  a  Qila 
X  cix  i^cioixct 

Nasional 

X  ^  \Jk>jM.\Jh,  (MX 

1  ctx  Ictl  XVCClLXllCtll  (HTCjClXlldCl 

Tel  am 

Islam 

17 

Partai  Bintang  Reformasi 

Islam 

Islam 

18 

Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan 

Pancasila 

Nasional 

19 

Partai  Damai  Sejahtera 

Pancasila 

Nasional 

20 

Partai  Golongan  Karya 

Pancasila 

Nasional 

■21 

Partai  Patriot  Pancasila 

Pancasila 

Nasional 

22 

Partai  Sarikat  Indonesia 

Pancasila 

Nasional 

23 

Partai  Persatuan  Daerah 

PaiKasila 

Lokal 

24 

Partai  Pelopor  ^HHI^ 

Orde  Lama 

Sumber.  Diolah  dari  berbagai  penerbitan. 


Partai  Nasional  Banteng  Kemerdeka- 
an  merupakan  dua  partai  politik  yang 
secara  tegas  mengusung  ideologi  Mar- 
haenisme Ajaran  Bung  Karno.  Ideo- 
logi Pancasila  sendiri  diusung  oleh 
16  partai  atau  sekitar  55,66  persen 
dan  Islam  oleh  enam  partai  atau 
sekitar  25  persen.  Varian  ideologi 
ini  tentu  saja  mencerminkan  polari- 
sasi  kepentingan  politik  partai  pe- 
serta  Pemilu  2004. 


Jika  kita  memetakan  preferensi  po- 
litik partai  peserta  Pemilu  2004,  maka 
akan  ditemukan  sedikitnya  lima  ke- 
ragaman  kepentingan,  yakni:  (1)  pre- 
ferensi kepentingan  Orde  Lama  yang 
diusung  oleh  tiga  partai  atau  12,5 
persen  dari  total  partai  yang  ada; 

(2)  preferensi  kepentingan  Orde  Ba- 
ru mencakup  4,16  persen  (1  partai); 

(3)  preferensi  kepentingan  nasional 
mencapai  29,16  persen  (13  partai); 
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(4)  preferensi  kepentingan  lokal  4,16 
persen  (1  partai);  (5)  preferensi  ke- 
pentingan Islam  mencapai  25  persen 
(6  partai)  dan  hampir  tidak  ada  yang 
memiliki  preferensi  kepentingan  po- 
litik  reformasi  (0,0  persen).  Dengan 
demikian  dapat  dikatakan  bahwa 
partai  politik  peserta  Pemilu  2004 
tidak  ada  yang  mengusung  agenda 
reformasi  dan  memiliki  komitmen  un- 
tuk  terus  memperjuangkan  agenda 
demokratisasi,  pemberantasan  korup- 
si  dan  pembersihan  politisi  dari  ber- 
bagai  jenis  kepentingan  sempit  me- 
reka  (kepentingan  kelompok).  Ketiga, 
jika  ditinjau  dari  komposisi  jumlah 
peserta  pemilu,  maka  Pemilu  2004 
merupakan  pemilu  keempat  yang  di- 
ikuti  oleh  banyak  partai  politik  sete-, 
lah  Pemilu  1955,  1971  dan  Pemilu 
1999  (lihat  Tabel  2). 

^ecara  teoretis,  pemilu  yang  di- 
ikuti  oleh  banyak  partai  politik  me- 
miliki dua  kecenderungan  yang  men- 


dasar:  Pertama,  pemilu  yang  diikuti 
oleh  banyak  peserta  menunjukkan 
ruang  keterbukaan  dan  demokrasi 
memberikan  tempat  yang  leluasa  ke- 
pada  partai  untuk  berekspresi  dalam 
sistem  politik.  Dengan  partisipasi  ba- 
nyak partai,  maka  dimungkinkan  ba- 
gi  dihasilkannya  pemerintahan  yang 
demokratis  yang  merepresentasi  ke- 
pentingan rakyat  banyak.  Kedua,  pe- 
serta pemilu  yang  banyak  akan  mem- 
buka  ruang  konflik  elite  politik  me- 
rembes  ke  tingkat  massa.  Perebutan 
kekuasaan  yang  melibatkan  banyak 
partai  dan  terjadi  di  tingkat  elite  me- 
miliki kecenderungan  yang  sangat 
besar  untuk  memanfaatkan  massa 
ikut  bertarung  dalam  perebutan  ke- 
kuasaan. Implikasinya,  partai  poli- 
tik yang  memiliki  basis  massa- yang 
luas  dengan  jumlah  yang  banyak 
akan  tampil  sebagai  pemenang  da- 
lam proses  pertarungan  politik.  Pe- 
merintahan yang  dihasilkan  oleh  me- 
kanisme  dan  prosedur  seperti  itu  ten- 


Tabel2 

TABEL  PERBANDINGAN  JUMLAH  PESERTA  PEMILU  1955-1999 
Pemilu  Peserta  Pemilu  Jumlah  Penduduk        Jumlah  Pemilih 


1955 

118  kontestan  (pemilu  DPR)  dan 
91  kontestan  (pemilu  konstituante) 

77.654.492 

43.104.464 

1971 

10 

114.690.347 

58.558.776 

1977 

3 

129.977.596 

69.871.092 

1982 

3 

146.532.397 

82.134.195 

1987 

3 

162.851.993 

93.737.633 

1992 

3 

177.489.800 

107.565.413 

1997 

3 

1%.286.613 

125.640.987 

1999 

48 

208.498.000 

117.738.682 

2004 

24 

214.831.403* 

143.192.489* 

*Data  sementara  per  Oktober  2003. 
Sumber:  Dikutip  dari  berbagai  penerbitan. 
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tu  saja  tidak  memiliki  legitimasi  yang 
kuat  dan  tidak  bisa  diharapkan  akan 
menghasilkan  sistem  politik  yang 
stabil  dan  dapat  menunjang  beker- 
janya  good  governance  dalam  pemerin- 
tahan  kita  yang  terbentuk  melalui 
Pemilu  2004. 

Pengalaman  Pemilu  1955  yang  di- 
ikuti  oleh  banyak  partai  hingga  se- 
karang  dapat  menjadi  catatan  seja- 
rah  yang  seharusnya  tidak  boleh  di- 
lupakan  begitu  saja.  Pemilu  1955  da- 
ri  perspektif  demokrasi  dianggap  se- 
bagai  pemilu  pertama  di  Indonesia 
yang  sangat  demokratis.  Tetapi  Pemi- 
lu 1955  menghasilkan  government  by 
parties  yang  menciptakan  konflik  politik 
di  lingkaran  elite  dan  merembes  ke 
tingkat  massa.  Pemerintahan  yang  di- 
hasilkan  oleh  Pemilu  1955  tidak  bisa 
menjalankan  programnya  dengan  baik, 
instabilitas  politik  berskala  luas  ter- 
jadi  di  setiap  daerah  dan  birokrasi 
pemerintah  terpolarisasi  berdasarkan 
kepentingan  partai  politik. 

Pemilu  1999  juga  dianggap  se- 
bagai  pemilu  kedua  yang  paling  de- 
mokratis. Tetapi  hasil  dari  pemilu  ter- 
sebut  adalah  sebuah  pemerintahan 


yang  menghimpun  banyak  partai  da- 
lam kabinet.  Dalam  pemerintahan 
Gus  Dur,  nuansa  konfliknya  sangat 
kental  dan  sempat  menularkan  ke- 
pentingan politik  elite  itu  ke  ting- 
kat massa  dalam  bentuk  konflik  ho- 
risontal  yang  terjadi  di  berbagai  dae- 
rah. Di  bawah  pemerintahan  Mega- 
wati, kohesi  dan  keharmonisan  sa- 
ngat penting  untuk  menjaga  solidi- 
tas  pemerintahan  yang  tercampur  da- 
ri berbagai  kepentingan  politik  par- 
tai ketimbang  menegakkan  demokra- 
si, mewujudkan  good  governance  dan 
melestarikan  agenda  reformasi.  Keta- 
kutan  terhadap  ketegangan  politik  sa- 
ngat menonjol,  sehingga  upaya  pem- 
berantasan  korupsi  dan  menggiring 
pelaku  korupsi  ke  penjara  menjadi 
keputusan  yang  sulit  untuk  diambil 
dalam  pemerintahan  Megawati.  Kita 
menyaksikan  sendiri  bagaimana  peme- 
rintahan Megawati  membiarkan  pe- 
laku korupsi  dan  pelanggar  HAM  di 
masa  lalu  tidak  tersentuh  oleh  hukum 
(impunity). 

Ketiga,  sampai  dengan  sekarang  ini 
Indonesia  masih  merupakan  salah 
satu  negara  yang  terkorup  di  dunia 
(lihat  label  3).  Pemilu  2004  merupa- 


Tabel3 


PERINGKAT  KORUPSI  INDONESIA 


Tahun 

Peringkat  Korupsi  Dunia 

Peringkat  Berdasarkan  IPK 

NilailPK 

1998 

6 

80  dari  85  negara 

2,00 

1999 

3 

96  dari  98  negara 

1,7 

2000 

6 

85  dari  90  negara 

1,7 

2001 

4 

88  dari  91  negara 

1,9 

2002 

7 

96  dari  102  negara 

1,9 

2003 

12 

122  dari  133  negara 

1,9 

Sumber:  Dikutip  dari  berbagai  penerbitan. 
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kan  salah  satu  instrumen  untuk  mem- 
perbaiki  peringkat  korupsi  Indonesia. 
Jika  selama  ini,  peringkat  korupsi 
Indonesia  sangat  tinggi  yakni  sela- 
lu  berada  di  urutan  teratas  dari  ne- 
gara-negara  yang  masuk  dalam  ka- 
tegori  korupsi,  urutan  ke-6  tahun 
1998,  ke-3  tahun  1999,  ke-6  tahun 
2000,  ke-4  tahun  2001,  ke-7  tahun 
2002  dan  ke-12  tahun  2003,  maka  de- 


ngan  Pemilu  2004  kita  harapkan  akan 
memperbaiki  reputasi  korupsi  negara 
kita.  Pemerintahan  yang  dihasilkan 
oleh  Pemilu  2004  diharapkan  memi- 
liki  komitmen  yang  tinggi  untuk  mem- 
perbaiki wajah  buruk  Indonesia.  Pe- 
merintahan perlu  dikelola  dengan  se- 
mangat  democratic  governance,  meng- 
hindari  praktek  korupsi  dan  dengan 
serius  memberantas  korupsi  yang  ter- 


Tabel4 


BEBERAPA  NAMA  CALON  ANGGOTA  DPD 
YANG  LOLOS  VERIFIKASI  FAKTUAL  KPU  DAERAH 


Provinsi 


Nama  Calon 


DKI  Jakarta 


Jateng 


Sulsel 


Lampving 

Bangka  Belitung 
Bengkulu 

Kaltim 

Jambi 


Kemala  Motik  Abdul  Gafur  (mantan  peserta  konvensi  Partai  Golkar) 
Pontjo  Sutowo  (mantan  Anggota  MPR) 

Sarwono  Kusumaatmadja  (mantan  Anggota  Dewan  Pembina  Golkar) 
H.B.L.  Mantiri  (mantan  Kepala  Staf  Umum  ABRI) 
Mooiyati  Soedibyo  (Presiden  Direktur  PT  Mustika  Ratu) 
Aberson  Marie  Sihaloho  (Anggota  DPR/PDI  Perjuangan) 
Bambang  Warih  Koesoema  (mantan  Anggota  DPR) 

S.P.  Mangkoenagoro  IX  (wiraswasta) 
Budi  Santoso  (Pemimpin  Umum  Harlan  Suara  Merdeka) 
Ahmad  Mustofa  Bisri  (Pengasuh  f)ondok  pesantren) 
Subiakto  Tjakrawerdaya  (mantan  Menteri  Koperasi) 
Djoko  Soedijarto  (Direktur  RSU  Dr.  Suharso,  Surakarta) 

A.A.  Baramuli  (mantan  Wakil  Ketua  Dewan  Pembina  Golkar) 
Tanri  Abeng  (mantan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  BUMN) 
Beddu  Amang  (mantan  Kepala  Bulog) 
Rival  Siata  (mantan  Anggota  DPR) 

Santori  Hasan  (mantan  Bupati  Tulang  Bawang) 

Al  Husniduki  Hamim  (mantan  Rektor  Universitas  Lampung) 

Amin  Fauzy  A.T.  (mantan  Anggota  DPRD  Provinsi  Lampung/Golkar) 

Subki  Elyas  Harun  (mantan  Wakil  Gubemur  Lampung) 

Rusman  Johar  (mantan  Walikota  Pangkal  Pinang) 

Wahidun  Djangjaya  (mantan  Bupati  Rejang  Lebong) 
Bambang  Suroso  (Anggota  MPR) 

Sulaiman  Ismail  (mantan  Bupati  Pasir) 
Eka  Komariah  (mantan  Anggota  MPR/DPR) 

H.  Hasan  (mantan  Bupati  Bungotebo) 

H.M.  Saman  Khatib  (mantan  Bupati  Batanghari) 


Sumber:  Dikutip  dari  t>erbagai  p)enerbitan. 


TANTANGAN  &  PELUANG  DEMOCRATIC  GOVERNANCE  (Sahdan) 


43 


Tabel  5 

CALON  ANGGOTA  DPD  TIAP  PROVINSI  UNTUK  PEMILU  5  APRIL  2004* 


No. 

Provinsi                             JumlahDPD  JumlahPemilih 

01 

NAD 

27 

2.689.836 

02 

Svonatera  tJtara 

49 

7.297.615 

03 

Sumatera  Barat 

23 

2.812.802 

04 

Riau 

29 

2.752.567 

05 

KepulauanRiau 

13 

801.528 

06 

Jambi 

16 

1.658.173 

07 

Sumatera  Selatan 

31 

4.164.606 

08 

Benckulu 

18 

961.884 

09 

Lampung 

34 

4.485.550 

10 

Bangka  Belitung 

22 

640.446 

11 

DKI  Jakarta 

38 

6.177.598 

12 

Jawa  Barat 

42. 

25.141.019 

13 

Jawa  Tengah 

55 

22.217.886 

14 

DI  Yogyakarta 

33 

2.400.847 

15 

Jawa  Timur 

45 

25.992.782 

16 

Banten 

47 

5.677.211 

17 

Bali 

38 

2.383.728 

18 

Nusa  Ter\ggara  Barat 

35 

2.524.654 

19 

Nusa  Tenggara  Timur 

19 

2.401.033 

20 

Kalimantan  Barat 

34 

2.490.703 

21 

Kalimantan  Tengah 

26 

1.153.994 

22 

Kalimantan  Selatan 

27 

2.096.191 

23 

Sulawesi  Selatan 

44 

5.255.319 

24 

Kalimantan  Tmiur 

29 

l./o4.uzo 

25 

Sulawesi  Tenggara 

31 

1.134.273 

26 

Sulawesi  Tengah 

25 

1.392.398 

27 

Sulawesi  Utara 

41 

1.442.490 

28 

Maluku 

23 

755.706 

29 

Maluku  Utara 

12 

511.044 

30 

Gorontalo 

21 

562.758 ... 

31 
32 

Papua 

Irian  Jaya  Barat 

13 

1.086.816"' 
345.00/"^ 

Jumlah 

940 

143.192.489 

Keterangan: 

i 

Data  sementara  per  Oktober  2003. 

ii 

Masih  merupakan  angka  estimasi:  Pegunungan  Bintang  dan  Tolikara,  Sorong 

Selatan  dan  Raja  Ampat. 

iii 

Tiga  kabupaten  masih  merupakan  angka  sementara:  Yahukimo. 

iv 

Tiga  kabupaten  masih  merupakan 

angka  estimasi:  Sorong. 

Sumber:  Diolah  dari  berbagai  penerbitan. 
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jadi  di  lembaga-lembaga  negara  (le- 
gislatif,  yudikatif,  eksekutif,  perbank- 
an  dan  sebagainya). 

Keempat,  kalau  kita  melihat  nama- 
nama  calon  anggota  DPD  yang  lolos 
yerifikasi  faktual  KPU,  terlihat  de- 
ngan  jelas  tampilnya  kembali  wajah- 
wajah  lama  yang  dididik  oleh  kul- 
tur  politik  Orde  Baru.  Pergeseran  sis- 
tem  pemilu  proporsional  stelsel  ter- 
daftar  sebagaimana  yang  diberlaku- 
kan  selama  ini  ke  sistem  distrik  ber- 
wakil  banyak  dan  proporsional  daf- 
tar  terbuka,  telah  memberikan  ruang 
baru  kepada  mereka  untuk  mengam- 
bil  bagian  dalam  Pemilu  2004  (lihat 
Tabel  4). 

Kelima,  jika  kita  melihat  kompo- 
sisi  anggota  DPD  yang  diusulkan 
oleh  masing-masing  provinsi,  tampak- 
nya  daerah  memiliki  sumber  daya 
manusia  yang  berlimpah  dibanding- 
kan  dengan  sumber  daya  manusia 
yang  ada  di  pusat.  Tetapi  sistem  po- 
litik baru  kita,  terutama  yang  di- 
tuangkan  dalam  UU  Pemilu,  membe- 
rikan legitimasi  kepada  anggota  DPD 
yang  terpilih  untuk  "naik  kelas"  dari 
daerah  ke  pusat.  Dengan  demikian, 
sistem  politik  kita  masih  memiliki 
kecenderungan  yang  sangat  besar  un- 
tuk menata  dan  mengelola  pemerin- 
tahan  mulai  dari  atas,  ketimbang 
melakukan  pergeseran  pengelolaan 
pemerintahan  dari  bawah  ke  atas. 
Padahal  kita  tahu  bahwa  sumber  se- 
gala  persoalan  yang  ada  di  daerah 
adalah  tersedotnya  sumber  daya 
alam  dan  sumber  daya  manusia  ke 
pusat  yang  disebabkan  oleh  sistem 


politik  yang  sentralistis  dan  tata  ke- 
lola  pemerintahan  yang  authoritarian 
governance  (lihat  Tabel  5). 

Implikasi  dari  penciptaan  sistem 
politik  seperti  itu  akan  menciptakan 
birokrasi  dan  elite  politik  lokal  te- 
tap  berperilaku  coming  up  (menengok 
ke  atas)  ketimbang  melihat  dan  meng- 
apresiasi  apa  yang  terjadi  di  daerah 
sendiri.  Dengan  sistem  seperti  itu 
juga,  maka  desentralisasi  politik  (de- 
mokratisasi  dari  atas)  yang  diciptakan 
setelah  kejatuhan  Orde  Baru  mengha- 
ruskan  terjadinya  perubahan  total  da- 
ri atas;  melingkupi  perbaikan  peri- 
laku  elite  pusat  yang  korup  ke  peru- 
bahan perilaku  pejabat-pejabat  po- 
litik lokal.  Demokratisasi  yang  dige- 
rakkan  dari  bawah  melalui  gerakan 
ekstraparlementer  tetap  akan  terben- 
tur  dengan  kepentingan  elite  dalam 
memelihara  komoditas  politik  yang 
selama  ini  mereka  peroleh. 

Keenam,  Pemilu  2004  masih  meng- 
hadirkan  kembali  wajah-wajah  ang- 
gota legislatif  hasil  Pemilu  1999 
yang  telah  mengabaikan  kedaulatan 
rakyat.  Dari  24  partai  politik  peser- 
ta  Pemilu  2004,  masih  ada  partai 
yang  memberikan  kursi  khusus  ke- 


Padahal  kita  tahu  bahwa  gerakan  pemba- 
ruan  dari  atas  tidak  mengalami  perubahan 
apa-apa  bagi  perilaku  KKN  yang  dilakukan 
oleh  pejabat-pejabat  negara  dari  pusat  sam- 
pai  ke  daerah.  Selama  Orde  Baru  dan  juga 
sampai  dengan  saat  ini,  pemerintah  pusat 
terus  mengupayakan  pembaruan  politik  dari 
atas,  tetapi  hasilnya  tidak  pemah  sukses  me- 
nyentuh  pejabat  yang  melakukan  korupsi 
baik  di  pusat  maupun  di  daerah. 
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pada  bangsawan  partai  (elite  partai) 
yang  selama  menjalankan  tugas  dan 
kewajibannya  di  parlemen  terbukti 
lalai  mempertanggiingjawabkan  keper- 
cayaan  rakyat  dengan  mengabaikan 
kehadiran  di  rapat-rapat  komisi  yang 
menggodok  mekanisme  aspirasi  dan 
penyelesaian  awal  terhadap  tuntutan 
dan  kepentingan  rakyat.  Para  wakil 
rakyat  ini  telah  melakukan  pelang- 
garan  absensi  dalam  rapat-rapat  ko- 
misi dengan  merutipkan  tanda  tangan, 
jarang  hadir,  meninggalkan  rapat  se- 
beliim  jadwal  rapat  selesai,  dan  absen 
dalam  rapat-rapat  komisi. 

Suatu  yang  sangat  disayangkan 
bahwa  Pemilu  2004  yang  diharapkan 
menjadi  titik  awal  perubahan  ke  de- 
mocratic governance  menghadirkan  kem- 
bali  calon-calon  anggota  legislatif 
yang  terbukti  tidak  bisa  dipercaya, 
mengabaikan  kedaulatan  rakyat,  ha- 
nya  tahu  menerima  gaji  sebagai  ang- 
gota legislatif  dan  yang  lebih  parah 
lagi  bahwa  kehadiran  mereka  ke  pen- 
tas  Pemilu  2004  tanpa  didasarkan 
oleh  semangat  pembaruan  dan  peru- 
bahan ke  pemerintahan  yang  demo- 
kratis,  tetapi  semata-mata  untuk  meng- 
akumulasi  kemenangan  dan  dengan 
demikian  memperoleh  kekuasaan.  De- 
ngan begitu   akumulasi  kekuasaan 


Koordinator  Forum  Komunikasi  Massa 
(FKM)  (9/1/2004)  mengumumkan  nama-na- 
ma  anggota  DPR  yang  tidak  pernah  hadir 
dalam  rapat-rapat  komisi  DPR.  FKM  me- 
nyayangkan  Pemilu  2004  yang  diikuti  oleh 
24  partai  politik  menghadirkan  kembali  "po- 
litisi  malas"  menjadi  calon  anggota  legisla- 
tif dalam  Pemilu  2004  (Lihat,  antara  lain, 
Simr  Harapan,  10  Januari  2004). 


yang  diperoleh  calon-calon  anggota 
legislatif  seperti  ini  dalam  Pemilu  2004 
hanya  mencerminkan  penggunaan  dan 
pemanfaatan  kekuasaan  untuk  meme- 
nuhi  kebutuhan  kelompok,  golongan 
dan  diri  sendiri.  Kekuasaan  yang  di- 
capai  diragukan  pemanfaatarmya  un- 
tuk kepentingan  banyak  orang.  Tabel 
6  menggambarkan  tentang  bagaima- 
na  Pemilu  1999  menghasilkan  ang- 
gota legislatif  yang  sebagian  di  an- 
taranya  merasa  diri  sebagai  "tokoh 
reformasi",  tetapi  tidak  menunjukan 
aspek  ketokohan  itu  dengan  serius 
menyuarakan  agenda  reformasi  da- 
lam rapat-rapat  komisi  DPR.  Bahkan 
tokoh  reformasi  yang  dipilih  dalam 
Pemilu  1999  justru  tidak  pemah  meng- 
hadiri  rapat-rapat  komisi.  Jika  pe- 
nyelenggaraan  dan  pengelolaan  peme- 
rintahan pasca  Pemilu  2004,  masih 
digantungkan  pada  kehadiran  wakil 
rakyat  yang  malas  bersidang  ini,  ma- 
ka  perubahan  ke  democratic  govern- 
ance hanya  menjadi  sebuah  cita-cita 
utopis  dari  sebagian  besar  rakyat  di 
negeri  kita. 

Ketujuh,  sebagian  besar  pejabat 
publik  di  daerah  yang  dihasilkan 
Pemilu  1999  berafiliasi  dengan  par- 
tai politik.  Akibatnya,  segala  produk 
kebijakan  publik  yang  menyangkut 
nasib  dan  kehidupan  masyarakat 
daerah  tidak  luput  dari  kepentingan 
partai  politik.  Dari  kasus  gerak  jalan 
yang  menggunakan  seragam  partai, 
sampai  dengan  kasus  temu  kader, 
senam  massal,  penyebaran  buku,  bo- 
nus sepeda  motor  dan  sebagainya 
merupakan  intrik-intrik  politik  partai 
yang  meracuni  kebijakan  publik  pe- 
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01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16. 


ANGGOTA  DPR  YANG  TIDAK  PERNAH  HADIR  DALAM  RAPAT  KOMISI 

Penode  Januari,  Februari,  Maret  2003  '^^iviiai 

Nama 


Fraksi  Komisi  Jumlah 


M.  Taufik  Kiemas 
Prof.  Dr.  Amien  Rais* 
H.  Amien  Aryoso  SH 
H.  T.B.  Mamas  Chaerudin 
H.  Much.  Nawir 
Ir.  Benny  Pasaribu 
KH.  Fuad  Amin  Imron*** 
Dadang  Rukmana  Mulya 
Ir.  Sutjipto* 

REffendyYusufSH 
Arifin  Panigoro 
Rodjil  Gufron  SH 
Drs.  H.M.  Husnie  Thamrin* 
Indira  Damayanti** 
Ir.  Bambang  Pranoto 
Ir.  Meilono  Soewondo 

KeterangaTT 

Merangkap  pemimpin  MPR 
**  SudahmundurdariPDIP 
***  Sudah  menjadi  Bupati  Bangkalan 


 Rapat 

JrUl-P 

I 

21 

Keformasi 

I 

21 

PDI-P 

II 

14 

PDI-P 

in 

19 

PPP 

m 

19 

1  Ul-r 

IV 

23 

KB 

V 

18 

PDI-P 

VI 

18 

PDI-P 

VI 

18 

PG 

VI 

18 

PDI-P 

VII 

19 

KB 

VII 

19 

PPP 

vm 

25 

PDI-P 

IX 

15 

PDI-P 

IX 

15 

PDI-P 

IX 

15 

14 
19 

12 


I 


19 

1 
4 


14 
19 
19 
25 


21 
21 


22 
14 

6 
18 

4 


15 
15 
15 


Tabel  7 


PETA  AFILIASI  POLITIK  KEPALA  DAERAH 


No.  Aiiliasi 


01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

12 


Partai  Golkar 
Birokrat/PNS 
PDI-Perjuangan 
PKB 
PPP 

,TNI/Polri/Pumawirawan 
~  P  AN 
PDKB 

Partai  Indonesia  Baru 
Partai  Bulan  Bintang 
Partai  Bhinneka  Tunggal  Ika 

Indonesia 
Tidak  ada  data 

Total 


Gubemur     Persentase     Bupati /Walikota  Persentase 


14 
3 
2 

3 
6 
1 


43^ 
9,4 
6,3 

9,4 
18,8 
3,1 


32 


9,4 
100 


152 
130 
68 
16 
12 
11 
5 
1 
1 
1 

1 
17 

415 


36,6 
313 
16,4 
3,9 
2,9 
2,7 
1,2 
0,2 
0,2 
0,2 

0,2 
4,1 

100 


Sumber:  Dikutip  dari  berbagai  penerbitan. 
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merintah  daerah.  Dari  data  yang  ber- 
hasil  penulis  kumpulkan  dari  ber- 
bagai  sumber,  mayoritas  gubernur 
yang  sedang  menjabat  saat  ini  me- 
miliki  afiliasi  politik  dengan  partai 
Golkar.  Sebanyak  14  orang  gubernur 
dari  sekitar  32  provinsi  yang  ada  ber- 
afiliasi  politik  dengan  Golkar  dan 
sisanya  dengan  PPP  9,4  persen  (3 
orang  gubernur),  PDI  Perjuangan  6,3 
persen  (2  orang  gubernur)  dan  seba- 
gainya.  Demikian  pula  untuk  jabat- 
an  bupati  dan  wali  kota.  Untuk  ja- 
batan  bupati  dan  wali  kota,  Golkar 
dan  PDI-Perjuangan  memperoleh  pe- 
ringkat  tertinggi.  Sebanyak  152  orang 
(36,6  persen)  bupati/wali  kota  di 
Indonesia  berafiliasi  ke  partai  Golkar 
dan  sebanyak  68  orang  (16,4  persen) 
berafiliasi  ke  PDI  Perjuangan  (Tabel  7). 

Data  tersebut  menunjukkan  bah- 
wa  afiliasi  politik  kepala  daerah  akan 
sangat  mempengaruhi  dan  menen- 
tukan  pilihan-pilihan  politik  massa 
(partai),  terutama  melalui  kebijakan- 
kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  ke- 
pala daerah.  Kebijakan  gerak  jalan, 
apel  akbar  dan  sebagainya  yang 
menggunakan  simbol  partai  dan  di- 


Ratusan  guru  dari  Taman  Kanak-kanak 
sampai  dengan  guru  Sekolah  Lanjutan  Ting- 
kat  Atas  di  Demak,  Jawa  Tengah  melakukan 
gerak  jalan  menggunakan  pakaian  olahraga 
berwama  merah,  sementara  di  Cilacap  Jawa 
Tengah  setiap  murid  Sekolah  Dasar  diwajib- 
kan  membeli  buku  bersampul  merah.  Masih 
di  Provinsi  Jawa  Tengah,  ada  bupati  yang 
rajin  memobilisasi  Kepala  Desa  dan  Lurah 
yang  belum  jelas  afiliasi  politiknya  dengan 
memberikan  bonus  Sepeda  Motor.  Sementara 
di  Jawa  Timur,  ada  bupati  yang  memobilisasi 
massa  guna  mengikuti  pengajian  massal  {Kom- 
pas,  16  Januari  2003). 


jalankan  berdasarkan  keputusan  ke- 
pala daerah  jelas  merupakan  mekanis- 
me  dan  prosedur-prosedur  yang  me- 
manipulasi  kepentingan  politik  massa, 
dipertukarkan  dengan  kepentingan 
politik  kepala  daerah.  Berdasarkan 
data  di  atas,  partai  Golkar  merupa- 
kan salah  satu  partai  yang  diuntung- 
kan  oleh  afiliasi  politik  kepala  dae- 
rah dalam  pemilu  mendatang.  De- 
ngan afiliasi  seperti  itu,  maka  besar 
sekali  kemungkinan  bagi  kepala  dae- 
rah untuk  memberikan  instruksi  ke- 
pada  rakyatnya  untuk  memilih  par- 
tai yang  dikehendaki  oleh  kepala 
daerah,  bukan  partai  yang  dikeh^en- 
daki  oleh  massa  dalam  Pemilu  2004. 

PELUANG  DALAM  PEMILU  2004 

Di  samping  tantangan-tantangan 
tersebut  di  atas,  Pemilu  2004  memi- 
liki  sejumlah  peluang  yang  dapat 
mengatasi  berbagai  persoalan  dan 
kerawanan-kerawanan  dalam  mencip- 
takan  democratic  governance  pasca  pe- 
milu. Peluang-peluang  yang  nyata 
kita  lihat  adalah  munculnya  berbagai 
gerakan  pembaruan  tata  pemerintah- 


Hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak 
Damasus  Ebot,  seorang  kepala  desa  di  Ke- 
camatan  Cibal  Kabupaten  Manggarai  dalam 
Pemilu  1999  memperlihatkan  adanya  instruksi 
terselubung  yang  dilakukan  oleh  kepala  dae- 
rah untuk  memilih  GOLKAR  dalam  Pemi- 
lu 1999.  Hasil  dari  instruksi  tersebut  Desa 
Bangka  Ara  yang  dikepalai  oleh  Bapak  Da- 
masus Ebot  100  persen  memilih  GOLKAR 
dan  desa  tersebut  merupakan  satu-satunya 
desa  yang  memilih  100  persen  GOLKAR  di 
daerah  Pemilihan  Kabupaten  Manggarai  (Wa- 
wancara dilakukan  Juni  1999). 
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an  yang  berserakan  di  luar  parlemen 
dan  di  luar  lingkaran  birokrasi  pe- 
merintah: 

Pertama,  adanya  ikrar  politik  NU 
dan  Muhammadyah  untuk  membe- 
rantas  korupsi.  Munculnya  ikrar  po- 
litik ini  dapat  menjadi  salah  satu 
instrumen  yang  akan  menegakkan 
democratic  governance  dalam  pemerin- 
tahan  kita  pasca  Pemilu  2004.  Walau- 
pun  gerakan  ini  masih  belum  me- 
nyentuh  tataran  sentral  korupsi  di 
birokrasi  pemerintah,  legislatif,  yu- 
dikatif,  perbankan  dan  sebagainya, 
tetapi  ke  depan  gerakan  ini  dapat 
menjadi  psychological  pressure  yang 
dapat  menekan  mental  dan  jiwa  me- 
reka  yang  berkeinginan  dan  melaku- 
kan  KKN.  Massa  NU  dan  Muham- 
madyah yang  relatif  besar  dapat 
menjadi  "banser"  yang  mengancam 
para  koruptor.  Dengan  demikian,  ma- 
sih ada  peluang  bagi  kita  untuk  men- 
dorong  basis-basis  gerakan  massa  di 
luar  parlemen  untuk  menekan  elite- 
elite  politik  nasional  baik  di  legis- 
latif,  eksekutif,  yudikatif  maupun  di 
perbankan  yang  melakukan  tindakan 
korupsi  dan  penggelapan  uang  negara. 

Kedua,  mimculnya  gerakan  anti  po- 
litisi  busuk  yang  dikampanyekan  oleh 
berbagai  lembaga  di  sejumlah  daetah 
serta  beredarnya  nama-nama  politisi 
busuk  dapat  menjadi  rekomendasi  ke- 
pada  pemilih  untuk  tidak  memilih 
orang  yang  salah  dalam  pemilu-pe- 
milu  mendatang.  Gerakan  anti  po- 
litisi busuk  jelas  akan  mengancam 
eksistensi  elite-elite  politik  baik  yang 
ada  di  parlemen  maupun  di  ekseku- 


tif, yudikatif  dan  badan-badan  negara 
di  luarnya,  termasuk  perbankan.  Ge- 
rakan ini  jika  diikuti  oleh  massa  yang 
luas  dengan  agenda  perubahan  yang 
jelas  akan  mampu  memberantas  pe- 
laku-pelaku  korupsi  baik  yang  ber- 
cokol  di  tingkat  pusat  maupun  yang 
ada  di  daerah.  Politisi-politisi  busuk 
tentu  saja  tidak  akan  memperoleh  ak- 
ses  dan  kesempatan  yang  luas  un- 
tuk mengambil  bagian  di  dalam  lem- 
baga-lembaga  politik  yang  selama  ber- 
tahun-tabun  telah  direpotkan  oleh 
ulah  mereka  yang  menghalalkan  prak- 
tek  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme. 

Ketiga,  berdasarkan  ketentuan  aman- 
demen  ketiga  UUD  1945,  di  dalam 
parlemen  kita  tahun  2004  akan  ber- 
fusi  dua  kekuatan  politik  besar  yang 
masing-masing  memiliki  represeritasi 
politik  yang  berbeda-beda:  (1)  kekuat- 
an yang  berpusat  di  daerah  yang 
terakomodasi  oleh  Dewan  Perwakii- 
an  Daerah;  (2)  kekuatan  yang  berpu- 
sat di  partai  yang  terakomodasi  oleh 
DPR.  Pertarungan  antara  dua  kekuat- 
an ini  di  parlemen  akan  menimbul- 
kan  pertukaran  politik  yang  berim- 
bas  pada  kepentingan  partai  dan 
kepentingan  daerah.  Jika  kekuatan 
DPD  berhasil  mengacaukan  kekuat- 
an DPR,  maka  eksploitasi  terhadap 
'daerah  akan  berlcurafvg»«dan  perhati- 
an  pemerintah  dalam  pemerintahan 
yang  dihasilkan  oleh  Pemilu  2004  akan 
mengutamakan  daerah.  Dengan  demi- 
kian  akan  menutup  kesenjangan  ma- 
terial (ekonomi)  yang  terlalu  luas  an- 
tara pusat  dengan  daerah.  Hal  ini  ju- 
ga  akan  mendorong  democratic  govern- 
ance dalam  penyelenggaraan  peme- 
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rintahan  kita  yang  didasarkan  atas 
kepentingan  lokal  (local  msdom).  Un- 
tuk  mencapai  itu,  DPD  yang  diusul- 
kan  oleh  daerah  hendaknya  DPD 
yang  berkualitas  dan  memiliki  kapa- 
sitas  intelektual  sebagai  modal  perta- 
rungan  mereka  dengan  wakil  partai 
di  parlemen. 

Keempat,  diterapkannya  mekanisme 
dan  prosedur  pemilihan  langsung  ba- 
gi  kandidat  presiden.  Penerapan  me- 
kanisme dan  prosedur  pemilihan  lang- 
sung ini  akan  membawa  sejumlah 
peluang  penting:  (1)  walaupun  da- 
lam  pemilihan  anggota  DPR  dalam 
Pemilu  2004  akan  menghasilkan  ke- 
menangan  yang  berpusat  pada  par- 
tai, tetapi  partai  tidak  memiliki  le- 
gitimasi  untuk  mengangkat  presiden. 
Partai  bisa  saja  menang  mutlak  da- 
lam pemilihan  anggota  DPR  dan  de- 
ngan demikian  suatu  partai  memper- 
oleh  mayoritas  di  parlemen,  tetapi  ma- 
yoritas  di  parlemen  tidak  kongruen 
dengan  kekuasaan  untuk  mengangkat 
presiden.  Kewenangan  untuk  meng- 
angkat dan  memilih  presiden  tetap 
berada  di  tangan  pemilih  (rakyat).  De- 
ngan demikian,  Pemilu  2004  sebe- 
narnya  memiliki  peluang  yang  sa- 
ngat  besar  untuk  menghasilkan  pre- 
siden yang  berkualitas,  bermoral,  ber- 
martabat,  m.emiliki  kapasitas  untuk 
mengambil  keputusan,  berani  membe- 
rantas  KKN  dan  ringkasnya  presi- 
den yang  dihasilkan  mampu  mene- 
rapkan  democratic  governance;  (2)  Pemi- 
lu 2004  bisa  saja  menghasilkan  tam- 
pilnya  kembali  wajah-wajah  Orde  Ba- 
ru  dan  memunculkan  politisi  busuk 
di  parlemen,  tetapi  mereka  akan  ber- 


hadapan  dengan  presiden  pilihan 
rakyat  yang  bersiK  dari  KKN.  De- 
ngan demikian,  pemilu  2004  sebenar- 
nya  berpeluang  menghasilkan  parle- 
men yang  buruk  {bad  parlement)  dan 
pemerintahan  yang  baik  (good  govern- 
ment). Hasil  dari  parlemen  yang  bu- 
ruk merupakan  konsekuensi  dari  ke- 
daulatan  politik  yang  diletakkan  di 
tangan  partai  dan  pemerintahan  yang 
bersih  merupakan  konsekuensi  dari 
kedaulatan  yang  diletakkan  di  tangan 
rakyat  (pemilihan  langsung). 


PENUTUP 


Dengan  berbagai  model  pendekat- 
an  sekalipun,  Pemilu  2004  tentu  sa- 
ja sulit  untuk  diprediksi  akan  meng- 
hasilkan perubahan  yang  paling  men- 
dasar  ke  democratic  governance.  Tetapi 
dengan  kejelian  melihat  tantangan  dan 
persoalari-persoalan  bawaan  yang  di- 
hasilkan oleh  regulasi  dan  berbagai 
mekanisme  yang  sengaja  dimanipu- 
lasi  oleh  aktor-aktor  yang  berperan 
dalam  Pemilu  2004,  pemilu  tidak  ha- 
nya  akan  menghasilkan  pemerintah- 
an yang  berbasis  pada  democratic  gov- 
ernance, tetapi  agenda  dan  arah  re- 
formasi  sebagaimana  diperjuangkan 
oleh  kelompok  pembaruan  selama  ini 
akan  tercapai.  -^i^ 

Agenda-agenda  pokok  untuk  me- 
wujudkan  democratic  governance  dalam 
pemerintahan  kita  pasca  Pemilu  2004 
adalah: 

1.  Mengawal  pemilu  agar  seluruh  me- 
kanisme dan  prosedur  pemilu  meng- 
hasilkan individu-individu  yang 
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bertanggung  jawab,  bermoral,  me- 
miliki  kapasitas  dan  yang  paling 
penting  agar  Pemilu  2004  tidak 
menghasilkan  orang-orang  yang  me- 
miliki  peluang  melakukan  KKN. 

2.  Dalam  pemilihan  DPR  dan  par- 
pol,  hendaknya  kita  tidak  hanya 
memilih  partai  saja,  tetapi  juga 
dianjurkan  untuk  memilih  calon 
DPR  yang  sesuai  dengan  harapan 
kita.  Dengan  memilih  partai  dan 
kandidat  DPR  unggulan  kita,  kita 
tidak  menyerahkan  kekuasaan  un- 
tuk mengangkat  anggota  DPR  ber- 
dasarkan  pilihan  partai.  Sebalik- 
nya  jika  kita  hanya  memilih  partai 
saja  itu  berarti  kita  menyerahkan 
kedaulatan  kita  pada  partai. 

3.  Dalam  pemilihan  presiden  hendak- 
nya kita  konsisten  untuk  hanya  me- 
milih individu  atau  kandidat  yang 
bersih  dari  KKN,  memiliki  kapasi- 
tas, bermoral  dan  bertanggung  jawab 
dalam  menjalankan  agenda  reformasi. 

4.  Mengusahakan  agar  gerakan  pem- 
baruan  terutama  gerakan  anti  ko- 
rupsi  yang  berpusat  di  luar  parle- 
men  hendaknya  perlu  didukung 
dengan  komitmen  yang  serius  un- 
tuk tidak  melakukan  korupsi  di  ka- 
langan  pelaku-pelakunya,  karena 
detigaif^demikian  gerakan  itiT'lSS^rr" 
sangat  efektif  memukul  keterlibat- 
an  politisi  busuk  dalam  pemerin- 
tahan  dan  dalam  pemilu  mendatang. 

5.  Perlu  juga  memperhatikan  partai- 
partai  peserta  pemilu  yang  meng- 
usung  agenda  reformasi  dengan 
partai-partai    yang    hanya  mau. 


mengail  keuntungan  dari  pemilu. 
Partai  yang  memiliki  program  ker- 
ja  yang  jelas  dan  konsisten  untuk 
memperjuangkan  pemberantasan  ko- 
rupsi, kiranya  dapat  dilihat  dari 
praktek  politik  yang  selama  ini 
dilakukan  oleh  elite-elitenya.  Jika 
antara  program  kerja  yang  dita- 
warkan  dalam  pemilu  dan  kon- 
sistensi  pemberantasannya  tidak 
ada  realisasinya  dalam  praktek  pe- 
nyelenggaraan  pemerintahan,  ma- 
ka  partai  tersebut  dipertimbangkan 
untuk  tidak  dipilih  mengingat  an- 
tara janji  dan  kampanye  yang  di- 
lakukan oleh  partai  selama  ini 
selalu  tidak  sejalan  dengan  praktik 
politik  mereka  dalam  penyelengga- 
raan  pemerintahan. 

6.  Perlu  juga  menyatukan  tekad  dan 
langkah  untuk  mengambil  bagian 
penting  di  dalam  menciptakan  demo- 
cratic governance  melalui  berbagai 
gerakan  pembaruan  yang  berada 
di  luar  parlemen, 

Dengan  serangkaian  langkah  ter- 
sebut, Pemilu  2004  akan  menjadi 
agenda  yang  memenangkan  "kedau- 
latan rakyat"  yang  selama  ini  di- 
monopoli  dan  dimanipulasi  oleh  partai. 
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Pelembagaan  Komisi  Yudisial 
dalam  Struktur  Kekuasaan 
Kehakiman  Indonesia 

A.  Ahsin  Thohart 

Pasal  24B  Perubahan  Ketiga  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  ditetapkan 
pada  tanggal  9  November  2001  mengamanatkan  terbentuknya  lembaga  yang  di- 
sebut  Komisi  Yudisial  Sampai  saat  ini,  lembaga  ini  belum  terbentuk.  Padahal,  lem- 
baga ini  memegang  peran  signiftkan  dalam  rangka  mengaktiialisasikan  gagasan 
kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dari  campur  tangan  kekuasaan  lain  di  luarnya 
dan  tidak  memihak  (independent  and  impartial  judiciary).  Cetak  biru  terhadap 
lembaga  tersebut  secara  tepat  di  Indonesia  saitgat  diperlukan  agar  buruknya  ki- 
nerja  kekuasaan  kehakiman  selama  ini  bisa  diatasi. 

Penelitian  ini  membukiikan  bahwa  Komisi  Yudisial  yang  ideal  di  berbagai 
negara  mempunyai  lima  peran  utama,  yaitu:  (1)  melakukan  monitoring  secara  in- 
tensif  terhadap  kekuasaan  kehakiman;  (2)  menjadi  perantara  atau  penghubung 
antara  Departemen  Kehakiman  dan  HAM  dengan  kekuasaan  kehakiman;  (3)  me- 
ningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  kekuasaan  kehakiman;  (4)  menjaga  konsistensi 
putusan  lembaga  peradilan;  dan  (5)  meminimalisasi  — kalau  bukan  mengeli- 
minasi —  terjadinya  politisasi  terhadap  perekrutan  hakim  (agung).  Komisi  Yudi- 
sial yang  akan  dibentuk  di  Indonesia  perlu  mempertimbangkan  lima  hal  tersebut. 


PENDAHULUAN 

KEKUASAAN  kehakiman  di  In- 
donesia seperti  tidak  pernah 
beranjak  dari  fungsinya  yang 
hanya  sebatas  etalase  demokrasi  tan- 
pa  m^na  substantifnya.  Kekuasaan 
kehakiman  di  Indonesia  jauh  dari 
idealisasi  Montesquieu  terhadapnya 
sebagaimana  disebutkan  dalam  buku 
The  Spirit  of  the  Laws.  Perjuangan  me- 
nuju  kekuasaan  kehakiman  yang  mer- 
deka  {independent  judiciary)  di  Indone- 
sia ibarat  menegakkan  benang  basah. 
Baik  pada  masa  Orde  Lama,  Orde 


Baru  maupun  Orde  Reformasi,  ga- 
gasan kekuasaan  kehakiman  yang  mer- 
deka  hanya  menjadi  wishful  thinking 
belaka.  Berbagai  usaha  untuk  men- 
capai  gagasan  tersebut  telah  dilaku- 
kan,  .tetapi  hasil  vanp  optimal  tidak 
kunjung  menjadi  kenyataan. 

Beberapa  aspek  yang  dituding  se- 
bagai  akibat  dependennya  kekuasa- 
an kehakiman  (terutama  kepada  ke- 
kuasaan pemerintah)  saat  ini  ada- 
lah  buruknya  beberapa  aspek  pen- 
ting,  yaitu:  (1)  pola  rekrutmen  hakim; 
(2)  mutasi  dan  promosi  hakim;  (3) 
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pengawasan  terhadap  hakim;  (4)  ad- 
ministrasi  peradilan;  (5)  manajemen 
peradilan;  dan  (6)  anggaran  belanja. 
Enam  aspek  tersebut  tidak  menun- 
tun  ke  arah  penciptaan  kekuasaan 
kehakiman  yang  merdeka. 

Sistem  yang  ada  hanya  mampu 
memproduksi  hakim-hakim  yang  ha- 
nya berkualitas  "biasa-biasa  saja" 
{mediocre).^  Dalam  kondisi  seperti  ini- 
lah  kehadiran  lembaga  yang  disebut 
dengan  Komisi  Yudisial  diharapkan 
mampu  mengatasi  persoalan-persoal- 
an  tersebut,  sehingga  gagasan  ke- 
kuasaan kehakiman  yang  merdeka  ti- 
dak hanya  berhenti  sebagai  salah 
satu  pasal  yang  ada  dalam  konsti- 
tusi.  Akan  tetapi,  sebagai  lembaga 
baru  di  Indonesia,  sosok  Komisi  Yu- 
disial masih  berada  dalam  tahap 
pencarian  bentuknya  yang  ideal.  Tu- 
lisan  ini  bermaksud  membahas  be- 
berapa  peran  yang  dapat  dilakukan 
oleh  Komisi  Yudisial  dalam  rang- 
ka  merealisasikan  gagasan  kekuasa- 
an kehakiman  yang  merdeka. 

AKAR  HISTORIS  KOMISI  YU- 
DISIAL DI  INDONESIA 

Secara  historis,  gagasan  pemben- 
tukan  lembaga  yang  kurang  lebih 
mempunyai  tugas  yang  sama  de- 
ngan Komisi  Yudisial  dapat  dilacak 
pada   saat   pembahasan  Rancangan 


Salah  satu  aspek  yang  selalu  menjadi 
sorotan  adalah  rendahnya  kualitas  putusan 
hakim  akibat  cara  pandang  hakim  terhadap 
hukum  yang  sangat  normatif-prosedural. 
Lihat  Thohari  (2002). 


Undang-undang  (RUU)  tentang  Ke- 
tentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan 
Kehakiman  pada  akhir  tahun  1960- 
an.  Pada  saat  itu,  sempat  muncul 
usulan  mengenai  pembentukan  suatu 
lembaga  yang  disebut  Majelis  Per- 
timbangan  Penelitian  Hakim  (MPPH) 
yang  bertugas  mempertimbangkan  dan 
mengambil  keputusan  terakhir  me- 
ngenai saran-saran  dan/atau  usul- 
usul  yang  berkenaan  dengan  pengang- 
katan,  promosi,  kepindahan,  pember- 
hentian,  dan  tindakan/hukuman  pa- 
ra hakim  yang  diajukan  baik  oleh 
Mahkamah  Agung  maupun  Menteri 
Kehakiman  (Saleh,  2002:  2).  Akan  te- 
tapi, gagasan  ini  tidak  diakomodasi 
ketika  RUU  tersebut  telah  disahkan 
menjadi  UU  No.  14  Tahun  1970  (Re- 
publik  Indonesia,  1970).  Tidak  ada 
satu  pasal  pun  dalam  undang-un- 
dang tersebut  yang  menyinggung  ten- 
tang MPPH. 

Gagasan  kembali  muncul  setelah 
terjadinya  gelombang  reformasi.  Kali 
ini,  gagasan  tersebut  memperoleh  ako- 
modasi  yang  cukup  memberikan  ha- 
rapan  ketika  disahkan  UU  No.  35 
Tahun  1999  tentang  Perubahan  atas 
Undang-undang  Nomor  14  Tahun 
1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Po- 
kok Kekuasaan  Kehakiman  (Republik 
Indonesia,  1999).  Dalam  Penjelasan 
Umum  undang-undang  tersebut  dika- 
takan,  "Untuk  meningkatkan  check  and 
balances  terhadap  lembaga  peradilan 
antara  lain  perlu  diusahakan  agar 
putusan-putusan  pengadilan  dapat  di- 
ketahui  secara  terbuka  dan  transpa- 
rin  oleh  masyarakat  dan  dibentuk 
Dewan  Kehormatan  Hakim  yang  ber- 
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wenang  mengawasi  perilaku  hakim, 
memberikan  rekomendasi  mengenai 
perekrutan,  promosi  dan  mutasi  ha- 
kim serta  menyusun  kode  etik  {code 
of  conduct)  bagi  para  hakim".  Akan 
tetapi,  hal  ini  dianggap  belum  cukup 
karena  masih  mengidap  beberapa  ke- 
lemahan  prinsipiil. 

Selain  itu,  yang  juga  merupakan 
semacam  pintu  awal  bagi  terbukanya 
gagasan  dibentuknya  Komisi  Yudisial 
di  Indonesia  adalah  Ketetapan  Maje- 
lis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) 
Nomor  X/MPR/1998  tentang  Pokok- 
pokok  Reformasi  Pembangunan  dalam 
Rangka  Penyelamatan  dan  Normali- 
sasi  Kehidupan  Nasional  sebagai  Ha- 
luan  Negara  (Republik  Indonesia,  1998: 
38)  yang  menilai  perlunya  pemisah- 
an  secara  tegas  fungsi  dan  wewe- 
nang  aparatur  penegak  hukum  agar 
dapat  dicapai  proporsionalitas,  pro- 
fesionalitas,  dan  integritas  yang  utuh. 

Istilah  Komisi  Yudisial  benar-be- 
nar  muncul  secara  eksplisit  dalam 
UU  No.  25  Tahun  2000  tentang  Pro- 
gram Pembangunan  Nasional  (PRO- 
PENAS)  Tahun  2000-2004  (Republik 
Indonesia,  2000).  Salah  satu  hal  yang 
menjadi  concern  undang-undang  ter- 
sebut  adalah  program  pemberdaya- 
an  -lembaga  peradilan  dan  lembaga^ 
penegak  hukum  lainnya  yang  meng- 
amanatkan  perlunya  dibentuk  Komi- 
si Yudisial  yang  mempunyai  fungsi 
pengawasan  terhadap  lembaga  per- 
adilan  dan  lembaga  penegak  hukum 
lainnya.  Sasaran  program  ini  ada- 
lah terciptanya  lembaga  peradilan 
dan  lembaga  penegak  hukum  lain- 


nya yang  mandiri  dan  bebas  dari 
pengaruh  ekstemaL  Last  but  not  least, 
gagasan  pembentukan  Komisi  Yudi- 
sial ini  kemudian  memperoleh  le- 
gitimasi  konstitusional  pada  9  No- 
vember 2001  setelah  Perubahan  Ke- 
tiga  UUD  1945  mengaturnya  secara 
eksplisit  dalam  Pasal  24B. 

Mengingat  Komisi  Yudisial  meru- 
pakan lembaga  baru,  terjadinya  trial 
and  error  dalam  mengimplementasi- 
kan  gagasan  Pasal  24B  UUD  1945 
tersebut  tampaknya  tidak  bisa  dihin- 
darkan.  Pada  akhirnya,  RUU  yang 
telah  dipersiapkan  masih  sekadar 
"meraba-raba"  bentuk  Komisi  Yudisial 
yang  ideal.  Oleh  karena  itu,  sum- 
bangan  pemikiran  dari  semua  ele- 
men  bangsa  sangat  diperlukan  agar 
RUU  Komisi  Yudisial  bisa  hadir  da- 
lam bentuk  terbaiknya. 

TUJUAN  PEMBENTUKAN  KO- 
MISI YUDISIAL 

Hadirnya  Komisi  Yudisial  dapat 
dikatakan  sebagai  trend  yang  relatif 
baru  dalam  ketatanegaraan  suatu  ne- 
gara dan  merupakan  bagian  dari  pa- 
ket  reformasi  di  bidang  peradilan.  Pa- 
ket  reformasi  ini  biasanya  berkaitan 
dengan  struktur  dan  administrasi  per- 

2 

adilan.  Di  Eropa,  negara  yang  per- 
tama  kali  membentuk  Komisi  Yudisial 
adalah  Perancis  pada  tahun  1946. 
Setelah  itu,  Italia  pada  1947,  Swedia 


Gazell  (1978:  5)  mengatakan,  "Reformers 
have  sought  to  change  the  structure  and  adminis- 
tration of  state  courts  for  most  of  the  twentieth 
century". 
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pada  1975,  Irlandia  pada  1998,  Den- 
mark dan  Ceko  pada  1999,  dan  Be- 
landa  pada  2002.  Dengan  fakta  ini, 
tidak  mengherankan  apabila  studi 
tentang  Komisi  Yudisial  belum  mem- 
punyai  establishment  yang  cukup  baik. 
Hal  ini  dibuktikan  dengan  masih  lang- 

3 

kanya  penelitian  terhadapnya. 

Munculnya  gagasan  pembentukan 
Komisi  Yudisial  dalam  suatu  negara 
sekurang-kurangnya  diakibatkan  oleh 
salah  satu  atau  beberapa  keadaan, 
yaitu:  (1)  lemahnya  monitoring  secara 
intensif  terhadap  kekuasaan  keha- 
kiman,  karena  monitoring  hanya  di- 
lakukan  secara  internal  saja;  (2)  tidak 
adanya  lembaga  yang  menjadi  peng- 
hubung  antara  kekuasaan  pemerin- 
tah  — dalam  hal  ini  Departemen  Ke- 
hakiman  (dan  HAM) —  dan  kekuasaan 
kehakiman;  (3)  kekuasaan  kehakiman 
(dan  HAM)  dianggap  tidak  mempu- 
nyai  efisiensi  dan  efektivitas  yang 
memadai  dalam  menjalankan  tugas- 
nya  apabila  masih  disibukkan  dengan 
persoalan-persoalan  teknis  non-hukum; 
dan  (4)  pola  rekrutmen  hakim  agung 
selama  ini  dianggap  terlalu  bias  de- 
ngan masalah  politik,  karena  lembaga 
yang  mengusulkan  dan  merekrutnya 
adalah  lembaga-lembaga  politik,  yaitu 
presiden  atau  parlemen  (Thohari,  2003: 
42-43). 

Oleh  karena  itu,  setelah  Komisi  Yu- 
disial terbentuk  diharapkan  akan  ada 
perubahan-perubahan.  Pertama,  Komi- 
si Yudisial  dibentuk  agar  monitoring 


Salah  satu  studi  tentang  Komisi  Yudisial 
adalah  hasil  penelitian  ahli  hukum  Belanda 
Wim  Voerman.  Lihat  Voerman  (2002). 


secara  intensif  terhadap  lembaga  per- 
adilan  dapat  dilakukan  dengan  cara 
melibatkan  unsur-unsur  masyarakat 
dalam  spektrum  yang  seluas-luasnya 
dan  bukan  hanya  monitoring  secara 
internal  saja.  Monitoring  secara  inter- 
nal dikhawatirkan  menimbulkan  se- 
mangat  korps  {esprit  de  corps),  sehing- 
ga  objektivitasnya  sangat  diragukan. 

Kedua,  Komisi  Yudisial  bisa  men- 
jadi perantara  antara  lembaga  pera- 
dilan  dengan  Departemen  Kehakiman. 
Dengan  demikian,  lembaga  peradilan 
tidak  perlu  lagi  mengurus  persoal- 
an-persoalan teknis  non-hukum,  ka- 
rena semuanya  telah  ditangani  oleh 
Komisi  Yudisial.  Sebelumnya,  lemba- 
ga peradilan  harus  melakukan  sen- 
diri  hubungan  tersebut,  sehingga  hal 
ini  mengakibatkan  adanya  hubungan 
pertanggungjawaban  dari  lembaga  per- 
adilan kepada  Departemen  Kehakiman. 
Hubungan  pertanggungjawaban  ini 
menempatkan  lembaga  peradilan  se- 
bagai  subordinasi  Departemen  Keha- 
kiman yang  membahayakan  indepen- 
densinya. 

Ketiga,  dengan  adanya  Komisi  Yu- 
disial, tingkat  efisiensi  dan  efektivi- 
tas lembaga  peradilan  akan  semakin 
tinggi  dalam  banyak  aspek,  karena 
tidak  lagi  disibukkan  dengan  hal-hal 


Hal  ini  juga  terjadi  di  Indonesia.  Se- 
belum  diubah  dengan  UU  No.  35  Tahun 
1999,  Pasal  11  UU  No.  14  Tahun  1970  menem- 
patkan organisasi,  administrasi,  dan  finan- 
sial  badan-badan  peradilan  di  bawah  depar- 
temen masing-masing.  Dengan  alasan  ini, 
Pompe  (1996:  79)  mengatakan  bahwa  un- 
dang-undang  tersebut  sebenamya  tidak  mem- 
fasilitasi  hadirnya  kekuasaan  kehakiman 
yang  merdeka. 
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yang  tidak  berkaitan  langsung  de- 
ngan  aspek  hukum  seperti  rekrutmen 
dan  monitoring  hakim  serta  pengelo- 
laan  keuangan  lembaga  peradilan. 
Dengan  demikian,  lembaga  peradil- 
an dapat  lebih  berkonsentrasi  un- 
tuk  meningka.tkan  kemampuan  inte- 
lektualitasnya  yang  diperlukan  un- 
tuk  memutus  suatu  perkara. 

Keempat,  dengan  adanya  Komisi  Yu- 
disial,  dapat  diminimalisasi  adanya 
politisasi  rekrutmen  hakim  agung,  ka- 
rena  lembaga  yang  mengusulkan  dan 
merekrutnya  adalah  bukan  lagi  lem- 
baga-lembaga  politik,  yaitu  presiden 
atau  parlemen.  Asumsinya  adalah 
bahwa  semakin  sedikit  pengaruh  po- 
litik terhadap  rekrutmen  hakim  agung, 
maka  tingkat  independensi  hakim 
agung  semakin  tinggi.^  Hal  ini  ka- 
rena  hakim  agung  tidak  perlu  merasa 
berutang  budi  kepada  lembaga  politik 
yang  merekrutnya  (presiden  dan  par- 
lemen), karena  kewenangan  merekrut- 
nya telah  beralih  kepada  Komisi  Yu- 
disial. 

Di  beberapa  negara,  Komisi  Yudi- 
sial  mempunyai  peran  yang  sangat 
strategis  dalam  pengangkatan  se- 
orang  hakim  agung.  Secara  tradisi, 
pengangkatan  seorang  hakim,  khu- 
susnya  hakim  agung,  sangat  diwar- 
nai  oleh  kepentingan  politik  apabila 


Menurut  Lane  (1999:  4),  "The  constitu- 
tional aspects  of  judicial  'independence'  refers  to  an 
independence  in  at  least  five  ways  -  in  non-polit- 
ical appoinmenls  to  a  court,  in  a  guaranteed  tenure 
and  salary  for  the  judges,  in  executive  and  legislative 
non-interference  with  court  proceedings  or  office 
holders,  in  budgetary  and  administrative  au- 
thonomy" . 


pola  rekrutmennya  lebih  didomina- 
si  oleh  lembaga-lembaga  politik  se- 
perti presiden  sebagai  pengangkat 
dan  parlemen  sebagai  pengusul.  Hal 
ini  dapat  diminimalisasi  jika  Komi- 
si Yudisial  yang  mengusulkan  hakim 
agung,  karena  Komisi  Yudisial  bukan 
lembaga  poHtik,  sehingga  diidealkan 
tidak  mempunyai  kepentingan-kepen- 
tingan  yang  bersifat  politik  jangka 
pendek. 

Bagaimanapun  juga,  kekuasaan  po- 
litik mempunyai  energi  yang  sangat 
besar  untuk  melakukan  intervensi 
terhadap  lembaga  peradilan  dengan 
memanfaatkan  posisinya  sebagai  pi- 
hak  yang  terlibat  secara  intens  da- 
lam perekrutan  hakim  agung.  Karak- 
teristik  kekuasaan  politik  selalu  mem- 
punyai kecenderungan  ingin  meng- 
intervensi  kekuasaan  kehakiman.  Oleh 
karena  itu,  kekuasaan  kehakiman  ha- 
rus  menghindari  keterlibatannya  da- 
lam fungsi  pembuatan  kebijakan  yang 
dilakukan  oleh  pemerintah  (ekseku- 
tif).   Dalam  konteks  inilah,  eksistensi 


Tentang  besamya  pengaruh  presiden  ter- 
hadap proses  pengangkatan  seorang  hakim 
(agung)  ini.  Smith  (1993)  mengatakan,  "Pres- 
idents have  specific  purposes  in  mind  when  they 
nominate  an  individual  to  become  a  Supreme  Court 
justice.  Generally,  presidents  seek  to  nominate 
someone  whose  political  ISeology  and  policy  pre- 
ferences comfort  with  theirs.  In  nominating  new 
justices,  presidents  also  seek  to  please  political  con- 
stituencies (through  the  demographic  or  political 
characteristics  of  nominee)". 

''Mason  (1990:  181)  mengatakan,  "Judiciary 
should  avoid  involving  themselves  in  issues 
located  directly  within  the  policy  making  function 
of  executive  government.  This  protocol  is  based 
on  the  philosophy  that  insulation  from  contro- 
versy requires  that  yourself  do  not  invite  it." 
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Komisi  Yudisial  dapat  meminimali- 
sasi  — kalau  bukan  mengeliminasi— 
campur  tangan  kekuasaan  politik  ter- 
hadap  kekuasaan  kehakiman. 

KOMISI  YUDISIAL  MENURUT 
UUD  1945 

Pasal  24B  Perubahan  Ketiga  Un- 
dang-Undang   Dasar    1945  menjadi 
payung  konstitusional  bagi  eksisten- 
si  Komisi  Yudisial.  Pasal  ini  berisi 
empat  ayat,  yaitu:  (1)  Komisi  Yudi- 
sial bersifat  mandiri  yang  berwe- 
nang  mengusulkan  pengangkatan  ha- 
kim agung  dan  mempunyai  wewe- 
nang   lain   dalam   rangka  menjaga 
dan  menegakkan  kehormatan,  kelu- 
huran  martabat,  serta  perilaku  hakim; 
(2)  anggota  Komisi  Yudisial  harus 
mempunyai  pengetahuan  dan  penga- 
laman  di  bidang  hukum  serta  me- 
miliki  integritas  dan  kepribadian  yang 
tidak  tercela;  (3)  anggota  Komisi  Yu- 
disial  diangkat   dan  diberhentikan 
oleh  Presiden  dengan  persetujuan  De- 
wan  Perwakilan  Rakyat;  (4)  Susun- 
an,  kedudukan,  dan  keanggotaan  Ko- 
misi Yudisial  diatur  dengan  undang- 
imdang.^ 


Sementara  itu,  Grossman  and  Wells  (1988: 
11)  mengatakan,  "If  cUUrts  do  not  preserve  their 
distinctiveness  from  other  political  bodies,  if  they 
cease  being  'courts',  than  their  claim  to  legitim- 
acy-and  their  power-will  erode" . 

^Menurut  Asshiddiqie  (2002:  42),  maksud 
dibentuknya  Komisi  Yudisial  adalah  agar 
warga  niasyarakat  di  luar  struktur  resmi  lem- 
baga  parlemen  dapat  dilibatkan  dalam  pro- 
ses pengangkatan,  penilaian  kinerja  dan  ke- 
mungkinan  pemberhentian  hakim.  Semua  ini 
dimaksudkan  untuk  menjaga  dan  menegak- 


Gagasan  yang  dapat  ditangkap 
dari  pasal  tersebut  adalah  bahwa 
Komisi  Yudisial  dibentuk  dengan  tu- 
juan  untuk:  (1)  mengusulkan  pengang- 
katan hakim  agung  (lihat  Bagan  1); 
dan  (2)  menjaga  dan  menegakkan 
kehormatan,  keluhuran  martabat,  ser- 
ta perilaku  hakim  (lihat  Bagan  2  dan 
3).  Oleh  karena  itu,  untuk  mengem- 
ban  dua  amanat  tersebut,  Komisi 
Yudisial  harus  bersifat  mandiri  atau 
independen  dari  pengaruh-pengaruh 
di  luarnya,  khususnya  kekuasaan  ke- 
hakiman. 

Dengan  demikian,  sepanjang  ber- 
kaitan  dengan  fungsi  mengusulkan 
pengangkatan  hakim,  hanya  hakim 
agung  saja  yang  dapat  diusulkan  oleh 
Komisi  Yudisial.  Sedangkan  pengu- 
sulan  pengangkatan  hakim  konstitusi, 
hakim  peradilan  pertama,  dan  hakim 
banding  tidak  menjadi  kewenangan 
Komisi  Yudisial.  Pasal  24A  ayat  (3) 
Perubahan  Ketiga  UUD  1945  secara 
eksplisit  menyatakan,  "Calon  hakim 
agung  diusulkan  Komisi  Yudisial  ke- 
pada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  un- 
tuk mendapatkan  persetujuan  dan  se- 
lanjutnya  ditetapkan  sebagai  hakim 
agimg  oleh  Presiden". 

Akan  tetapi,  sepanjang  berkaitan 
dengan  tugas  menjaga  dan  menegak- 
kan kehormatan,  keluhuran  marta- 
bat, serta  perilaku  hakim,  tugas  yang 
diemban  Komisi  Yudisial  cukup  luas. 
Hal  ini  karena  kata  "hakim"  yang  di- 
sebut  dalam  Pasal  24B  ayat  (1)  Peru- 


kan  kehormatan  serta  keluhuran  martabat  dan 
perilaku  hakim. 
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Baganl 


KomisiYudisial 


Bagan2 


Komisi 
Yudisial 


Kehormatan 


Keluhuran 
Martabat 


Perilaku 


Hakim: 

1.  Hakim  Agung 

2.  Hakim  Peradilan 
Pertama  dan 

Hakim  Banding 


BaganS 


Komisi 
Yudisial 


Men^^kkan 


Kehormatan 


Keluhuran 
Martabat 


Perilaku 


Hakim: 

1.  Hakim  Agimg 

2.  Hakim  Peradilan 
Pertama  dan 
Hakim  Bemding 


bahan  Ketiga  Undang-Undang  Da- 
sar  1945  mencakup  semua  jents  dan 
tingkatan  hakim,  yaitu  hakim  agung, 
hakim  peradilan  pertama,  dan  ha- 
kim peradilan  banding.  Tugas  berat 
ini  harus  didukung  oleh  anggota  yang 
memadai. 

Pada  titik  ini,  terdapat  persoalan 
krusial    yang    patut  dikemukakan. 


yaitu  bahwa  Komisi  Yudisial  harus 
mempunyai  cabang-'cab'kng  di  daerah 
untuk  menjalankan  tugas  menjaga  dan 
menegakkan  kehormatan,  keluhuran 
martabat,  serta  perilaku  hakim.  Tentu 
saja  hal  ini  tidak  dapat  diwujudkan 
dalam  waktu  singkat.  Akan  tetapi,  ta- 
hapan-tahapan  yang  jelas  harus  di- 
buat  untuk  mengarah  ke  sana.  Pasal 
24B  tidak  menyinggung  hal  ini,  ka- 
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rena  susunan,  kedudukan,  dan  ke- 
anggotaan  Komisi  Yudisial  diatur  le- 
bih  lanjut  dengan  undang-undang. 

Sebagai  tindak  lanjut  atas  amanat 
Pasal  24B  ayat  (4)  Perubahan  Ketiga 
Undang-Undang  Dasar  1945,  saat  ini 
telah  dipersiapkan  Rancangan  Un- 
dang-Undang (RUU)  tentang  Komisi 
Yudisial  yang  memuat  beberapa  ke- 
tentuan  yang  perlu  mendapatkan  per- 
hatian  bersama.  Salah  satunya  ber- 
kaitan  dengan  status  Komisi  Yudisial. 
Dalam  Pasal  3  RUU  tersebut  dikata- 
kan  bahwa  Komisi  Yudisial  adalah 
lembaga  negara  yang  bersifat  man- 
diri.  Ketentuan  ini  tampaknya  ingin 
mengarahkan  Komisi  Yudisial  men- 
jadi  state  auxiliary  institution  (lembaga 
negara  yang  bersifat  mandiri).  Menu- 
rut  penulis,  ketentuan  ini  kurang 
memberikan  pengertian  yang  kompre- 
hensif  sehingga  dapat  menimbulkan 
persoalan  serius  di  kemudian  hari. 
Di  sini  dapat  diajukan  pertanyaan, 
dengan  statusnya  sebagai  lembaga 
negara  yang  bersifat  mandiri,  apa- 
kah  Komisi  Yudisial  termasuk  ba- 
gian  dari  cabang  kekuasaan  ekseku- 
tif  ataukah  kekuasaan  yudikatif?  Ke- 
jelasan  jawaban  terhadap  pertanya- 
an  ini  sangat  penting  mengingat  hal 
ini  dapat  menimbulkan  hubungan 
pertanggungjawaban  bagi  Komisi  Yu-  ' 
disial  yang  dapat  mempengaruhi  in- 
dependensinya. 

Setiap  state  auxiliary  institution  (lem- 
baga negara  yang  bersifat  mandiri) 
dapat  dikatakan  semi  kekuasaan  ek- 
sekutif  sekaligus  semi  kekuasaan  le- 
gislatif,  meskipun  hal  ini  tidak  bo- 


leh  mengurangi  independensinya.  Di 
Indonesia,  lembaga-lembaga  yang  da- 
pat dikelompokkan  sebagai  state  aux- 
iliaries institution  adalah  lembaga  yang 
nama  depannya  diawali  dengan  kata 
"komisi",  seperti  Komisi  Pemilihan 
Umum  (KPU),  Komisi  Nasional  Hak 
Asasi  Manusia  (Komnas  HAM),  Ko- 
misi Penyiaran  Indonesia  (KPI)  dan 
masih  banyak  lagi  komisi  yang  lain. 
Sekali  lagi  perlu  ditegaskan  di  sini 
bahwa  komisi-komisi  ini  semi  kekua- 
saan eksekutif  sekaligus  semi  kekua- 
saan legislatif.  Sementara  itu,  Komisi 
Yudisial  tidak  didesain  sebagai  state 
auxiliary  institution  yang  merupakan 
semi  kekuasaan  eksekutif  sekaligus 
semi  kekuasaan  legislatif.  Hal  ini  di- 
buktikan  dengan  keberadaan  Komi- 
si Yudisial  yang  diatur  dalam  Bab 
IX  Kekuasaan  Kehakiman  Perubahan 
Ketiga  UUD  1945.  Oleh  karena  itu, 
meskipun  lembaga  ini  diawali  de- 
ngan kata  "komisi",  tetapi  ia  bukan 
merupakan  state  auxiliary  institution 
yang  merupakan  bagian  dari  kekua- 
saan eksekutif  atau  legislatif,  tetapi 
merupakan  bagian  dari  kekuasaan 
kehakiman. 

Meskipun  proses  trial  and  error  da- 
lam mengimplementasikan  gagasan 
Pasal  24B  Perubahan  Ketiga  UUD  1945 
lidak  bisa  dihindarkan,  terbentuknya 
Komisi  Yudisial  harus  menjadi  sema- 
cam  momentum  dan  pintu  awal  ter- 
ciptanya  hakim  yang  berkualitas,  per- 


Asshiddiqie  (2003:  28)  bahkan  memasuk- 
kan  Komisi  Yudisial  ini  ke  dalam  lembaga 
tinggi  negara  selain  Presiden,  DPR,  DPD,  MK, 
MA  dan  BPK. 
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adilan  yang  dihormati,  dan  hilang- 
nya  praktek  judicial  corruption. 
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Konsep  the  Responsibility 
to  Protect:  Tantangan  Baru 

Bagi  Indonesia? 

Landry  Haryo  Subianto 

Pemikiran  tentang  Responsibility  to  Protect  (P.TP)  yang  diprakarsai  oleh 
ICISS  bertolak  dari  adanya  keyakinan  akan  perlunya  suatu  pendekatan  yang  baru 
dan  lebih  segar  dalam  memecahkan  beragam  permasalahan  kemanusiaan  global,  yang 
selama  ini  berusaha  untuk  dipecahkan  melalui  operasi  intervensi  kemanusiaan.  Pada 
prakteknya,  upaya  intervensi  untuk  tujuan  kemanusiaan  kerap  mendapatkan  kritik 
dan  penentangan  yang  amat  keras,  khususnya  berkenaan  dengan  masalah  kedau- 
latan  dan  prinsip  hukum  internasional.  Untuk  memecahkan  masalah  legal  ini,  ma- 
ka  ICISS  secara  tegas  menjelaskan  bahwa  kedaulatan  suatu  negara  berarti  pula  tang- 
gung  gugat  terhadap  dua  entitas,  yakni  domestik  dan  internasional.  Secara  cerdas, 
ICISS  mencoba  untuk  menggeser  ide  "hak  masyarakat  internasional"  untuk  melaku- 
kan  intervensi  manakala  muncul  problem  kemanusiaan  menjadi  "kewajiban  dari  ma- 
syarakat internasional"  untuk  melakukan  suatu  tindakan  manakala  terjadi  bencana 
kemanusiaan  yang  masif  dan  pemerintah  negara  yang  bersangkutan  tidak  mam- 
pu  melakukan  tindakan  apa  pun  untuk  menghentikan  atau  mencegah  bencana  terse- 
but.  Tulisan  ini  mengupas  masalah  prinsip-prinsip  dasar  dari  RTP,  serta  menyoroti 
pandangan  dan  opini  masyarakat  di  Indonesia  atas  ide  ini. 


PENDAHULUAN 

SEMENJAK  pertama  kali  diper- 
kenalkan  pada  tahun  2001,  kon- 
sep the  Responsibility  to  Protect 
(RTP)  telah  mengundang  perdebatan 
hangat  di  antara  para  akademisi  dan 
praktisi  hubungan  internasional.  Di 
satu  sisi,  the  International  Commission  on 
Intervention  and  State  Sovereignty  (ICISS) 
— yang  bertugas  untuk  merumuskan 
prinsip-prinsip,  kriteria  dan  bahkan 
aplikasi  operasional  konsep  interven- 
si kemanusiaan  di  lapangan —  ber- 


keyakinan  akan  perlunya  suatu  pen- 
dekatan yang  baru  dan  lebih  segar  da- 
lam memecahkan  beragam  permasa- 
lahan kemanusiaan  global,  yang  de- 
wasa  ini  semakin  meningkat  bukan 
saja  daiam  jumlah  kasus,  tetapi  juga 
kualitas  permasalahan  yang  semakin 
kompleks. 

Salah  satu  masalah  yang  sulit  un- 
tuk diatasi  adalah  adanya  kenyataan 
bahwa  hampir  semua  penderitaan  dan 
bencana  kemanusiaan  terjadi  di  dalam 
wilayah   kedaulatan    suatu  negara. 
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khususnya  negara  dengan  pemerin- 
tahan  yang  bukan  saja  tidak  mampu 
menyelesaikan  problem  kemanusiaan 
itu  tetapi  bahkan  menjadi  sumber  da- 
ri  munculnya  penderitaan  kemanusia- 
an yang  hebat.  Dalam  hal  ini,  keterli- 
batan  masyarakat  internasional  gu- 
na;  menghentikan  penderitaan  masya- 
rakat sipil  serta  menghindari  terja- 
dinya  penyebaran  bencana  dan  dam- 
paknya  terhadap  negara-negara  di  se- 
kitarnya  dipandang  sebagai  suatu  hal 
yang  amat  perlu  dan  mutlak  untuk 
dilakukan,  baik  dalam  bentuk  bantu- 
an  kemanusiaan  serta  bentuk  dukung- 
an  lairmya,  dan  bahkan  intervensi  po- 
litik-militer. 

Di  sisi  lain,  ICISS  pun  mencatat 
bahwa  keterlibatan  masyarakat  inter- 
nasional di  negara  tertentu,  di  mana 
penduduk  sipilnya  berada  dalam  kon- 
disi  yang  sangat  terancam,  berbaha- 
ya  serta  kritis,  akan  membawa  bebe- 
rapa  dampak  yang  cukup  serius  ter- 
hadap — serta  dibatasi  oleh —  kedau- 
latan  dari  negara  yang  bersangkutan. 
Hal  ini  tercermin  nyata  dalam  bebe- 
rapa  kasus  intervensi  kemanusiaan 
yang  dilakukan  dalam  satu  dekade 
terakhir  ini,  di  mana  pro-kontra  atas 
berbagai  operasi  kemanusiaan  umum- 
nya  bermuara  pada  pertanyaan  sepu- 
tar  kedaulatan,  legitimasi,  serta  ukur- 
an  kesuksesan  dari  operasi  yang  di- 
lakukan. Bagi  banyak  kalangan,  inter- 
vensi dan  kedaulatan  adalah  — dan 
akan  selalu  dipandang  sebagai —  dua 
hal  yang  terpisah  dan  tidak  dapat 
dengan  mudah  disatukan.  Hal  ini  ter- 
lihat  jelas  misalnya  melalui  pidato 
Presiden  Aljazair  selaku  Presiden  dari 


the  Organisation  for  African  Unity  (OAU) 
pada  Majelis  Umum  PBB  tahun  1999, 
di  mana  ia  menyatakan  bahwa  "kedau- 
latan adalah  pertahanan  terakhir  kita 
[negara  berkembang.  Red.]  dari  aturan- 
aturan  dunia  yang  tidak  berkeadilan 
(sovereignty  is  our  final  defence  against  the 
rules  of  an  unjust  world)"  (ICISS,  2001:  7). 

Diprakarsai  oleh  Pemerintah  Kana- 
da,  ICISS  memiliki  tiga  tujuan  utama, 
yaitu:  (1)  mempromosikan  perdebatan 
publik  tentang  intervensi  kemanusia- 
an; (2)  menciptakan  kesalingpengerti- 
an  serta  konsensus  politik  yang  lebih 
luas  tentang  cara  memadukan  prin- 
sip-prinsip  intervensi  untuk  tujuan 
perlindungan  kemanusiaan  dengan 
kedaulatan;  dan  (3)  membangun  suatu 
konser\sus  politik  di  tingkat  global  ten- 
tang bagaimana  mengubah  polemik 
— dan  bahkan  paralisis —  menjadi  sua- 
tu aksi  dalam  sistem  internasional, 
utamanya  melalui  lembaga  Perserikat- 
an  Bangsa-Bangsa  (PBB)  (ICISS  Report, 
2001:  2;  Welsh,  et.al.,  2002:  490-491). 
Meski  prakarsa  Kanada  ini  diterima 
dengan  skeptis  dan  bahkan  penuh 
kritik,  namun  pengakuan  ICISS  akan 
perlunya  upaya  untuk  membangun 
"konsensus  politik  di  tingkat  global" 
layak  mendapat  perhatian  — ^jika  bu- 
kan penghargaan —  khusus.  Pengaku- 
an ini  secara  teoretis  membuka  ke- 
sempatan  yang  amat  langka  dimiliki 
oleh  negara-negara  kecil/lemah  dan 
menengah  — yang  selama  ini  selalu 
melihat  dan  mempersepsikan  dirinya 
sebagai  target  potensial  suatu  aksi  in- 
tervensi—  untuk  menegosiasikan  pra- 
syarat-prasyarat  serta  aturan  (terms 
and  conditions)  bagi  suatu  intervensi 
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yang  umumnya  dilakukan  oleh  ne- 
gara  besar/kuat.  Meski  demikian,  di- 
sadari  penuh  bahwa  efektivitas  dari 
negosiasi  ini  amat  bergantung  pada 
upaya  dari  setiap  negara  dalam  mem- 
perbaiki  kondisi  domestiknya  masing- 
masing. 

Tulisan  ini  berupaya  untuk  menyo- 
roti  persepsi  dari  banyak  individu  ter- 
kemuka  di  Indonesia  — akademisi  dan 
praktisi —  atas  laporan  ICISS  tentang 
RTF.  Secara  umum,  penulisan  dida- 
sarkan  pada  hasil  diskusi  kelompok 
yang  diadakan  di  Jakarta  pada  perte- 
ngahan  April  2003,  yang  dihadiri  oleh 
sekitar  30  peserta. 

Tulisan  ini  terbagi  menjadi  tiga  ba- 
gian  utama.  Bagian  pertama  mengupas 
secara  ringkas  laporan  ICISS  tentang 
RTF,  serta  membahas  keterkaitan  an- 
tara  RTF  dengan  ide  klasik  tentang  in- 
teivensi  kemanusiaan  dan  kedaulatan. 
Bagian  kedua  mencoba  untuk  mengu- 
raikan  serta  menjelaskan  sikap  dan 
respons  Indonesia  — atau  orang  Indo- 
nesia—  terhadap  inisiatif  RTF,  serta 
mendiskusikan  bagaimana  langkah 
terbaik  yang  dapat  dilakukan  oleh 
Indonesia  guna  mengeksploitasi  ke- 
untungan  yang  dapat  diperoleh  de- 
ngan terbukanya  kesempatan  untuk 
menegosiasikan  aturan  permainan  ba- 
ru  intervensi,  mengingat  kenyataan 
bahwa  Indonesia  secara  teoretis,  se- 
perti  halnya  kekuatan  kecil  dan  me- 
nengah  lainnya  di  dunia,  amatlah 
rentan  untuk  dijadikan  target  inter- 
vensi oleh  negara  lain.  Bagian  ter- 
akhir  dari  tulisan  ini  akan  mengu- 
pas kesulitan-kesulitan  yang  mung- 


kin  dialami  dalam  mengaplikasikan 
konsep  RTF,  khususnya  jika  dikait- 
kan  dengan  argumen  bahwa  kampa- 
nye  global  melawan  terorisme  yang 
dipimpin  AS  dewasa  ini  sangat  mung- 
kin  menghilangkan  batas-batas  ba^ 
gi  — serta  hambatan-hambatan  atas — 
suatu  intervensi,  yang  tentu  saja  akan 
menciptakan  tantangan  baru  khusus- 
nya atas  isu-isu  legitimasi  dan  ke- 
daulatan. 


"THE  RESPONSILITY  TO  PRO- 
TECT": KONSEP  LAMA  ATAU- 
KAH  TEROBOSAN  BARU? 

Ide  Dasar^ 

Seperti  telah  disinggung  sebelum- 
nya,  konsep  RTF  lahir  dari  adanya 
kekhawatiran  yang  mendalam  atas 
dua  istilah  dasar  yang  seolah  tidak 
dapat  dipersatukan,  yaitu  intervensi 
untuk  tujuan  kemanusiaan  —  yang  kini 
dipercaya  sebagai  alat  guna  melin- 
dungi  keamanan  dan  keselamatan  pen- 
duduk  di  wilayah  yang  diintervensi, 
dan  prinsip  kedaulatan  yang  selama 
ini  dijaga  dengan  ketat  oleh  negara. 
Harus  diakui  bahwa  telah  ada  begitu 
banyak  perdebatan  dan  diskusi  men- 
dalam seputar  ide  intervensi  kemanu- 
siaan dan  kontroversi  yang  ditimbul- 
kannya,  khususnya  atas  isu  kedau- 
latan negara  target  dan  masalah  ke- 
jelasan  otoritas  serta  legitimasi  yang 
ada  pada  negara  yang  melakukan  in- 


Sebagian  besar  tulisan  dalam  bagian  ini 
diambil  dari  tulisan  terdahulu  tentang  in- 
tervensi. Lihat  Subianto  (2003). 


64 


ANALISIS  CSIS,  Vol.  33,  No.  1,  2004:  61-78 


tervensi.  Pada  tingkat  yang  lebih 
operasional,  diskusi  tentang  interven- 
si  kini  lebih  terfokus  pada  isu-isu 
praktis  seperti  misalnya  tujuan,  ling- 
kup  dan  kejelasan  mandat,  alokasi 
sumber  daya  serta  manajemen  yang 
sesuai  dengan  mandat  yang  diberikan, 
batas-batas  intervensi,  aturan  pelibat- 
an  {rules  of  engagement)  serta  koordinasi. 

Sejak  awal,  telah  cukup  jelas  bah- 
wa  intervensi  kemanusiaan  merupa- 
kan  sebuah  terminologi  dan  konsep 
yang  amat  hangat  diperbincangkan. 
Di  satu  sisi,  kalangan  pemerintah  pada 
umumnya  memiliki  kecurigaan  yang 
tinggi  terhadap  ide  ini  karena  mereka 
beranggapan  bahwa  intervensi  kema- 
nusiaan hanyalah  alat  bagi  pihak 
asing  untuk  mengganggu  kedaulatan 
nasionakiya,  untuk  menempatkan  agen 
negara  asing  di  negara  target,  atau 
merusak  tatanan  ekonomi  dan  politik 
masyarakat  lokal.  Tetapi  di  sisi  lain, 
harus  pula  diakui  bahwa  tak  jarang 
terjadi  pembantaian  {atrocities)  di  satu 
negara,  yang  amat  mengguncangkan 
rasa  kemanusiaan  serta  akhirnya  me- 
micu  seruan  akan  suatu  intervensi 
gima  menyelamatkan  masyarakat  yang 
tidak  berdaya  dari  penderitaan,  kela- 
paran  serta  dari  kondisi-kondisi  yang 
tidak  manusiawi. 

Tidak  diragukan  lagi  bahwa  dunia 
dewasa  ini  menghadapi  suatu  situasi 
yang  lebih  kompleks.  Kita  menyaksi- 
kan  bahwa  masyarakat  telah  menjadi 
sangat  rentan  dalam  situasi-situasi  da- 
rurat.  Kompleksitas  masalah  darurat 
kemanusiaan,  yang  seringkali  disebut 
sebagai  complex  emergency  memberi- 


kan  kita  sebuah  ilustrasi  bahwa  ben- 
cana  kemanusiaan  yang  muncul  saat 
ini  terasa  lebih  kompleks,  rumit  dan 
merupakan  hasil  perpaduan  antara 
masalah-masalah  sosial,  politik,  eko-^ 
nomi,  serta  ekologi  yang  amat  kritis. 
Selanjutnya,  bencana  kelaparan,  keke- 
rasan,  serta  pengusiran  telah  memper- 
sulit  keseluruhan  proses  penanganan 
yang  tepat.  Besarnya  magnitude  per- 
masalahan  serta  lemahnya  proses  pe- 
rumusan  dan  pelaksaan  respons  yang 
tepat  ini  tercermin  dari  banyaknya 
jumlah  pengungsi  yang  tinggal  di 
luar  wilayah  atau  negara  asal  me- 
reka, juga  tergambar  dari  banyaknya 
jumlah  korban  yang  berjatuhan  da- 
lam konflik  antar  —  dan  khususnya 
intranegara,  terutama  di  negara-ne- 
gara  dengan  pemerintahan  yang  le- 
mah  {failed  or  collapsed  states). 

Pada  bulan  Agustus  1995,  UN  De- 
partment of  Humanitarian  Affairs  menyi- 
dik  sekurangnya  13  situasi  darurat 
yang  sangat  kompleks  dan  rumit  — 
meski  umumnya  internal,  yang  hanya 
dapat  ditanggulangi  melalui  suatu 
aksi  internasional  bersama.  Keselu- 
ruhan situasi  ini  tercipta  karena  ada- 
nya  problem  politik,  termasuk  di  da- 
lamnya  perang,  kediktatoran  serta  ke- 
runtuhan  sosial. 

Intervensi  yang  dilakukan  pada  era 
pasca  Perang  Dingin  umurimya  karena 
adanya  konflik-konflik  internal  —  atau 


■^Ketigabelas  situasi  ini  antara  lain  Su- 
dan, Rwanda,  Angola,  Caucasus,  Haiti,  bekas 
Yugoslavia,  Afghanistan,  Somalia,  Liberia, 
Iraq,  Tajikistan,  Sierra  Leone/Guinea,  serta 
Chechnya. 
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yang  muncul  belakangan  ini  karena 
adanya  pelanggaran  HAM  berat,  Ber- 
tolak-belakang  dengan  situasi  pada 
masa  Perang  Dingin,  dewasa  ini  inter- 
vensi  yang  dilakukan  oleh  suatu  ne- 
gara  tidak  lagi  ditujukan  untuk  —  atau 
setidaknya  sedikit  sekali  terkait  de- 
ngan unsur  kepentingan  negara  terse- 
but  dalam  memelihara  keunggulan 
komparatif  atas  rival-rival  mereka.  Se- 
perti  dilaporkan  oleh  mantan  Sekre- 
taris  Jenderal  PBB  dalam  laporannya 
yang  amat  terkenal,  an  Agenda  for 
Peace,  hakikat  dari  konflik  bersenjata 
kini  telah  mengalami  beberapa  peru- 
bahan.  Pertama,  seperti  telah  berulang 
kali  diulas,  konflik-konflik  intra-negara 
kini  semakin  mengemuka.  Dari  data 
statistik  terungkap  bahwa  di  tahun 
1988,  hanya  satu  dari  lima  konflik  di 
dunia  bersifat  internal,  namun  angka 
ini  berubah  dengan  sangat  drastis  pa- 
da  periode  1988-1992,  di  mana  13  dari 
21  konflik  yang  terjadi  adalah  konflik 
internal. 

Lebih  lanjut,  konflik-konflik  inter- 
nal yang  terjadi  di  berbagai  belahan 
dunia  ini  umumnya  terjadi  karena 
adanya  sentimen  negatif  yang  sangat 
tajam  atas  etnik  dan  agama  sehing- 
ga  mengarah  pada  perang  saudara 
yang  amat  brutal.  Perang  kini  tidak 
lagi  dilakukan  oleh  tentara  reguler, 
tetapi  oleh  sekelompok  sipil  dan  mi- 
lisi  bersenjata.  Pihak-pihak  yang  ber- 
perang  ini  umumnya  tidak  harus  tun- 
duk  pada  garis  komando  tertentu.  Kon- 
disi  ini  menciptakan  suatu  situasi  di 
mana  otoritas  pemerintah  dan  fungsi- 
fungsi  yang  seharusnya  dijalankan 
tidak  lagi  diakui  secara  efektif.  Pada 


titik  ini,  hampir  dapat  dipastikan  bah- 
wa sebagian  besar  dari  korban  yang 
jatuh  berasal  dari  kalangan  penduduk 
sipil  yang  tidak  bersenjata  dan  tidak 
berdosa.  Walhasil,  tidak  ada  satu  pun 
kekuatan  nyata  di  wilayah  konflik  yang 
dapat  menghentikan  eskalasi  konflik. 
Karenanya,  humanitarianisme,  yang 
didorong  oleh  motif  altruistis  untuk 
menghentikan  segala  bentuk  pelang- 
garan HAM  dan  untuk  mengakhiri  pen- 
deritaan  penduduk  setempat,  termasuk 
di  dalamnya  upaya  untuk  mendorong 
munculnya  pemerintahan  yang  demo- 
kratis,  kerap  digunakan  sebagai  raison 
d'etre  oleh  negara  yang  melakukan  in- 
tervensi. 

Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  pe- 
riode pasca  Perang  Dingin  ini  diwar- 
nai  oleh  merebaknya  konflik  internal 
di  negara-negara  tertentu,  berakhimya 
Perang  Dingin  juga  telah  membawa 
perubahan  substansial  atas  ide  inter- 
vensi  kemanusiaan,  baik  pada  tatar- 
an  konseptual  maupun  praktis.  Salah 
satu  faktor  yang  berperan  dalam  meng- 
hadirkan  perubahan  ini  adalah  beru- 
bahnya  hakikat  dan  struktur  sistem 
intemasional,  di  mana  berakhirnya  ri- 
valitas  antarnegara  adidaya  dengan 
AS  sebagai  "pemenangnya"  mampu  me- 
ngurangi  — ^jika  bukan  menghapuskan — 
hambatan  sistemik  terhadap  suatu 
tindakan  intervensi  dalam  masalah 
domestik  suatu.  negara.  Hal  ini  teru- 
tama  sekali  berlaku  bagi  AS  (dan  se- 
kutunya)  selaku  pemenang  Perang  Di- 
ngin. Jika  era  Perang  Dingin  telah  men- 
jadikan  prinsip  non-intervensi  sebagai 
suatu  norma  universal,  maka  sebalik- 
nya  berakhirnya  Perang  Dingin  mem- 
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buka  peluang  bagi  diterimanya  nor- 
ma dan  seruan  bagi  adanya  perlin- 
dungan  terhadap  hak-hak  individual 
secara  lebih  luas,  terutama  di  negara- 
negara  Barat.  Muncul  pula  semangat 
untuk  memperluas  penerimaan  norma 
perlindimgan  individual  ini  ke  negara- 
negara  lain  di  luar  AS  dan  Eropa,  ter- 
masuk  melalui  praktek  intervensi.  Ti- 
dak  dapat  disangkal  lagi  bahwa  era  ba- 
rn ini  telah  menghadirkan  atmosfer  po- 
litik  yang  lebih  kondusif  bagi  perwu- 
judan  ide-ide  intervensionistis  dalam 
bidang  kemanusiaan  (Kardas,  2001:  127). 

Selanjutnya,  disadari  pula  bahwa 
hampir  sebagian  besar  intervensi  yang 
dilakukan  di  era  pasca  Perang  Dingin 
ini  merupakan  intervensi  regional  dan 
global,  dan  umumnya  memperoleh  per- 
setujuan  atau  mandat  dari  Dewan  Ke- 
amanan  PBB.  Hal  ini  boleh  jadi  mun- 
cul seiring  dengan  menguatnya  sen- 
timen  dan  seruan  agar  intervensi  di- 
lakukan dalam  kerangka  multilateral, 
dengan  keterlibatan  dan  peran  PBB 
yang  lebih  diperluas  dan  diperdalam. 
Multilateralisme,  seperti  yang  diper- 
cayai  oleh  banyak  pihak,  merupakan 
harapan  sekaligus  perubahan  baru 
di  era  ini  (Kardas,  2001:  128-129).  Pada 
kenyataannya,  banyak  pengamat  yang 
bersepakat  bahwa  tidak  seperti  hal- 
riya  era  Perang  Dingin,  di  mana. 
multilateralisme  amat  sulit  untuk  di- 
wujudkan,  era  pasca  Perang  Dingin 
memungkinkan  dijadikannya  multila- 
teralisme sebagai  kondisi  mutlak  bagi 
pelaksanaan  suatu  intervensi  kemanu- 
siaan. Bahkan  terdapat  pandangan 
yang  menyatakan  bahwa  "seandainya 
intervensi  kemanusiaan  memihki  masa 


depan,  maka  hal  itu  tentulah  melalui 
multilateralisme"  ( Kardas,  2001). 

Meski  demikian,  keinginan  untuk 
menciptakan  suatu  perlindungan  bagi 
berjuta-juta  individu  yang  terancam 
oleh  perang  saudara,  insurgensi,  re- 
presi  aparat  negara  serta  kejatuhan 
negara  tidaklah  tanpa  hambatan.  Se- 
tiap  tindakan  intervensi  haruslah  di- 
lakukan oleh  aktor  yang  telah  mem- 
peroleh otorisasi.  Bahkan  dalam  kasus 
intervensi  dengan  dalih  kemanusiaan 
yang  telah  mendapatkan  justifikasi 
dan  diotorisasi  pun  masih  muncul 
satu  masalah  serius,  yakni  implikasi 
intervensi  atas  kedaulatan  negara  yang 
diintervensi.  Situasi  ini  menciptakan 
tantangan  yang  amat  serius  khusus- 
nya  bagi  bentuk  kedaulatan  ala  West- 
phalia, dan  prinsip  utama  yang  melekat 
dalam  sistem  ini,  yakni  prinsip  non- 
intervensi. 

Tidak  dapat  dipungkiri  lagi  bahwa 
prinsip  non-intervensi  ini  kini  menda- 
patkan kritik  dan  tekanan  yang  amat 
besar,  khususnya  jika  terkait  dengan 
masalah-masalah  domestik  yang  kare- 
na  berubahnya  sifat  dan  hakikat  tran- 
saksi  dan  interaksi,  dapat  menimbul- 
kan  implikasi  negatif  terhadap  nega- 
ra-negara  dan  kawasan  di  sekitarnya, 
dan  bahkan  pada  tingkat  global.  Seper- 
ti telah  secara  tajam  disinyalir  oleh 
ICISS,  "kedaulatan  telah  dierosi  oleh 
faktor-faktor  ekonomis,  budaya  dan 
lingkungan  kontemporer.  Campur  ta- 
ngan  atas  beragam  persoalan  yang 
dulu  dianggap  sebagai  urusan  inter- 
nal — baik  oleh  negara  lain,  sektor 
privat,  maupun  aktor  non-negara — 
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telah  menjadi  suatu  hal  yang  lumrah 
(sovereignty  has  been  eroded  by  contempor- 
ary economic,  cultural  and  environmental 
factors.  Interference  in  what  would  he  pre- 
viously have  been  regarded  as  internal 
affairs-by  other  states,  the  private  sector, 
and  non-state  actors-has  become  routine)" 
(ICISS  Report,  2001:  8). 

ICISS  Report  (2001)  selanjutnya  men- 
catat  bahwa  telah  muncul  setidaknya 
empat  tantangan  terhadap  kedaulatan 
negara.  Keempat  tantangan  tersebut 
adalah:  (1)  menebalnya  tuntutan  untuk 
menentukan  nasib  sendiri  (self-deter- 
mination); (2)  meluasnya  konsepsi  per- 
damaian  dan  keamanan  internasional, 
hingga  mencakup  ancaman  non-tradi- 
sional;  (3)  runtuhnya  otoritas  negara; 
dan  (4)  merungkatnya  arti  penting  da- 
ri kedaulatan  rakyat  (popular  sovereignty). 

Dari  kacamata  akademik,  Krasner 
(1999)  menyebutkan  adanya  empat  mak- 
na  dan  sumber  kedaulatan  yang  se- 
baiknya  diperhatikan  oleh  suatu  ne- 
gara, yaitu:  (1)  kedaulatan  domestik; 
(2)  kedaulatan  interdependensi;  (3)  ke- 
daulatan menurut  hukum  internasio- 
nal; dan  (4)  kedaulatan  Westphalian. 
Krasner  selanjutnya  menerangkan  bah- 
wa kedaulatan  domestik  pada  intinya 
adalah  suatu  "organisation  of  public  au- 
thority within  a  state  to  the  level  of  effect- 
ive control  exercised  by  those  holding  au- 
thority". Sementara  itu,  kedaulatan  in- 
terdependensi mengacu  pada  "the  abil- 
ity of  public  authority  to  control  transborder 
movements".  Dalam  pengertian  yang  le- 
bih  umum  dan  klasik,  kedaulatan  yang 
bersumber  dari  hukum  internasional 
mengandung  pengertian  bahwa  ke- 


daulatan suatu  negara  dicapai  dan 
terpelihara  melalui  adanya  pengakuan 
(mutual  recognition)  dari  suatu  negara 
atau  entitas  lain.  Sebagai  konsekuen- 
sinya,  negara  itu  memperoleh  kedau- 
latan Westphalian,  yang  dalam  hal  ini 
mengacu  kepada  ekslusi  campur  ta- 
ngan  aktor-aktor  eksternal  dalam  kon- 
figurasi  kebijakan  dan  otoritas  do- 
mestik (Krasner,  1999). 

Hingga    saat    ini,  negara-negara 
umumnya  mengadopsi  makna  kedau- 
latan menurut  dua  pengertian  dan  sum- 
ber terakhir,  yakni  hukum  dan  West- 
phalian. Negara-negara  ini  tidak  mau  — 
atau  setidaknya  kurang  mengakui  ke- 
beradaan  dan  arti  penting  dari  dua 
pengertian  lainnya,  yaitu  domestik  dan 
interdependensi.  Pengalaman  belakang- 
an  ini  menunjukkan  bahwa  ketidakpe- 
dulian  negara  akan  arti  penting  dua 
pengertian  kedaulatan  itu  kerap  berpo- 
tensi  menempatkan  negara  yang  ber- 
sangkutan  dalam  daftar  negara  target 
yang  dapat  diintervensi.  Tampaknya 
tantangan  tersulit  yang  harus  diatasi 
kini  adalah  menemukan  cara  yang  te- 
pat  untuk  memperkenalkan  serta  me- 
nanamkan  kesadaran  baru  di  kalang- 
an  aparat  pemerintah  bahwa  menja- 
di berdaulat  bukanlah  suatu  status 
yang  apa  adanya.  Lebih  dari  sekadar 
hak  untuk  mengatur  diri  sendiri,  ke- 
daulatan negara  dan  legitimasi  rakyat 
yang  diberikan  kepada  pemerintah  ha- 
ruslah  dipelihara  melalui  peningkatan 
kemampuan  negara  dalam  menyedia- 
kan  serta  menjamin  pemenuhan  ke- 
butuhan  dasar  penduduknya,  baik  itu 
kebutuhan  jasmani  maupun  rohani, 
khususnya  rasa  aman  dan  nyaman. 
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Pada  titik  ini,  arti  penting  dari  ke- 
daulatan  rakyat  menjadi  semakin  re- 
levan,  ICISS  sepakat  bahwa:  "kedau- 
latan  itu  bukanlah  menjadi  tidak  atau 
kurang  relevan;  kedaulatan  akan  te- 
tap  menjadi  prinsip  pengaturan  uta- 
ma  dalam  hubungan  internasional". 
Namun,  seperti  ditegaskan  oleh  Kofi 
Annan  dalam  artikelnya  yang  berta- 
juk  "Two  Concepts  of  Sovereignty":  "...ke- 
daulatan rakyat  lebih  penting  dalam 
hubungan  internasional  dewasa  ini  di- 
bandingkan  dengan  kedaulatan  negara" 
(ICISS  Report,  2001:  8). 

ICISS  pun  menyinggung  bahwa  ca- 
va pendekatan  lain  dalam  memandang 
arti  penting  dari  kedaulatan  rakyat 
adalah  dengan  melihat  "kedaulatan  se- 
bagai  kewajiban  atau  tanggung  jawab", 
yang  selanjutnya  menjadi  landasan 
bagi  konsep  RTF.  Doktrin  ini  menegas- 
kan  bahwa  ketika  suatu  negara  atau 
pemerintahan  tidak  mampu  untuk  me- 
lindungi  keselamatan  jiwa  serta  tidak 
mampu  membantu  penduduknya,  ma- 
ka  negara  tersebut  diharapkan  untuk 
dapat  memohon  bantuan  kepada  serta 
menerima  bantuan  yang  ditawarkan 
oleh  pihak  luar.  Lebih  lanjut,  terdapat 
suatu  kewajiban  internasional  untuk 
memberikan  respons  seandainya  ne- 
gara tertentu  menolajc  aJt^u  secara 
sengaja  mengganggu  akses  bantuan 
bagi  populasi  yang  terusir  atau  ter- 
kena  dampak  dari  konflik,  yang  kare- 
nanya  keselamatan  mereka  dapat  ter- 
ancam  (ICISS  Report,  2001:  11). 

Senada  dengan  definisi  Krasner  ten- 
tang  kedaulatan,  ICISS  pun  meyakini 
bahwa  kedaulatan  berarti  pula  tang- 


gung gugat  (accountability)  terhadap  dua 
entitas  yang  berbeda:  secara  internal, 
kepada  populasi  domestik  negara  yang 
bersangkutan,  dan  secara  internasio- 
nal, kepada  "komunitas  negara-negara 
yang  bertanggung  jawab".  Tanggung 
gugat  tersebut  dapat  pula  berupa  ke- 
patuhan  kepada  perjanjian-perjanjian 
HAM  dan  kemanusiaan.  Para  pendu- 
kung  ide  RTP  bahkan  menuntut  agar 
kedaulatan  suatu  negara  dibekukan 
manakala  pemerintahnya  secara  nyata 
terbukti  melakukan  pelanggaran  hak-hak 
dasar  dari  warganya  (ICISS  Report, 
2001:  17).  Tentu  saja,  cara  kita  mende- 
firusikan  HAM  masih  saja  menjadi  ba- 
han  perdebatan  khususnya  di  kalangan 
pembuat  kebijakan,  tetapi  haruslah  pu- 
la disadari  bahwa  upaya  untuk  me- 
rumuskan  serta  menyepakati  dasar-da- 
sar  penghormatan  atas  HAM  telah 
menjadi  suatu  kebutuhan  yang  amat 
mendesak  untuk  dilakukan. 

Setelah  membahas  keseluruhan  ar- 
gumen  tentang  meningkatnya  kebutuh- 
an dan  tuntutan  atas  terjaminnya  ke- 
amanan  manusia  melalui  aksi  bersa- 
ma,  serta  implikasinya  terhadap  kedau- 
latan, telah  menjadi  semakin  jelas  bah- 
wa melalui  laporannya,  ICISS  menco- 
ba  untuk  mencari  keseimbangan  di 
antara  beragam  faktor.  Strategi  yang 
diadopsi  guna  mencapai  tujuan  terse- 
but adalah  dengan:  (1)  mengubah  ter- 
minologi  dan  menggeser  perdebatan 
dari  "hak  untuk  melakukan  intervensi" 
— yang  selama  ini  digaungkan  oleh 
negara  besar  yang  demokratis  menja- 
di "kewajiban  untuk  melindungi"— 
yang  oleh  banyak  pihak  dipandang  ti- 
dak terlampau  sensitif  bagi  kedaulat- 
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an;  dan  (2)  memformulasikan  prinsip- 
prinsip  perlindungan  yang  ideal,  yang 
didasarkan  pada  denominasi  terendah 
yang  dapat  disepakati  oleh  sebanyak 
mungkin  negara  dan  aktor.  Hal  lain 
yang  membuat  upaya  ICISS  layak  un- 
tuk  mendapat  perhatian  dan  kredit 
serta  mampu  meningkatkan  kredibili- 
tas  laporan  mereka.  adalah  adanya 
dialog  serta  konsultasi  yang  intensif 
dengan  beragam  pihak  di  berbagai  be- 
lahan  dunia,  yang  disertai  pula  oleh 
adanya  program  riset  yang  ekstensif. 

Elemen  dan  Prinsip  Dasar 

Berkenaan  dengan  adanya  perge- 
seran  fokus  perdebatan,  ICISS  meya- 
kini  bahwa  perubahan  terminologi  ber- 
arti  pula  adanya  perubahan  cara  pan- 
dang.  Tiga  cara  pandang  atau  per- 
spektif  baru  diharapkan  muncul  dari 
perubahan  terminologi  ini.  Pertama, 
terminologi  RTP  "menuntut  adanya 
evaluasi  atas  isu-isu  menurut  kaca- 
mata  mereka  yang  mencari  atau  mem- 
butuhkan  dukungan  ketimbang  dari 
kacamata  aktor  pelaku  intervensi".  Ke- 
dua,  RTP  "mengakui  sepenuhnya  bah- 
wa tanggung  jawab  dan  kewajiban 
utama  untuk  melindungi  berada  pada 
pihak  negara  yang  bersangkutan,  dan 
intervensi  sebagai  refleksi  dari  kewa- 
jiban masyarakat  internasional  hanya 
dapat  dilakukan  jika  negara  tersebut 
tidak  mampu  atau  tidak  mau  meme- 
nuhi  kewajibannya,  dan/atau  jika  ne- 
gara malah  merupakan  sumber  an- 
caman  bagi  warganya",  Ketiga,  RTP  ti- 
dak hanya  mencakup  kewajiban  un- 
tuk melindungi,  serta  kewajiban  un- 


tuk memberikan  reaksi  (responsibility  to 
react)  terhadap  penderitaan  dan  ben- 
cana  kemanusiaan  yang  masif,  na- 
mun  meliputi  pula  kewajiban  untuk 
mencegah  (responsibility  to  prevent)  ser- 
ta kewajiban  untuk  membangun  kem- 
bali  (responsibility  to  rebuild). 

Lebih  jauh,  ICISS  berkeyakinan  bah- 
wa upaya  mereka  untuk  memperke- 
nalkan  serta  memformulasikan  pende- 
katan  yang  lebih  segar  atas  intervensi 
kemanusiaan,  dengan  menggunakan 
istilah  Responsibility  to  Protect  adalah 
untuk  mencapai  empat  sasaran  uta- 
ma, yakni:  (1)  guna  menciptakan  atur- 
an,  prosedur  serta  kriteria  yang  lebih 
jelas  dalam  menentukan  apakah  sua- 
tu  intervensi  perlu,  bila,  dan  bagai- 
mana  dapat  dilakukan;  (2)  guna  mem- 
berikan legitimasi  atas  suatu  inter- 
vensi militer  manakala  dibutuhkan, 
khususnya  pada  saat  semua  opsi  dan 
pendekatan  lain  gagal  untuk  diterap- 
kan;  (3)  guna  memberikan  jaminan 
bahwa  tatkala  suatu  intervensi  mili- 
ter diperlukan,  maka  intervensi  itu 
dijalankan  secara  efektif  serta  hanya 
bertujuan  untuk  meminimalisir  jatuh- 
nya  korban  jiwa  dan  kerusakan  insti- 
tusional  yang  lebih  besar;  dan  (4)  gu- 
na membantu  menghilangkan  sejauh 
mungkin  semua  sebab  dari  konflik 
seraya  mempertiriggi  prospek  tercip- 
tanya  perdamaian  yang  langgeng  dan 
berkelanjutan  (ICISS  Report,  2001:  11). 

Untuk  itu,  maka  ada  dua  prinsip 
dasar  yang  disepakati  dalam  propo- 
sal RTP.  Pertama,  "kedaulatan  negara 
menunut  adanya  tanggung  jawab,  dan 
negara   adalah   pihak   yang  paling 
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bertanggung  jawab  dalam  menyedia- 
kan  perlindungan  bagi  warganya".  Ke- 
dua, "manakala  suatu  populasi  berada 
dalam  kondisi  bahaya,  sebagai  hasil 
dan  adanya  perang  internal,  insur- 
gensi,  represi,  atau  runtuhnya  peme- 
rintahan,  dan  negara  yang  bersang- 
kutan  tidak  mampu  untuk  menghen- 
tikannya,  maka  masyarakat  interna- 
sional  berkewajiban  untuk  mengam- 
bil  alih  tanggung  jawab  negara  dalam 
memberikan  perlindungan"  (ICISS  Re- 
port, 2001:  xi). 

Karenanya,  dalam  konsep  RTP  di- 
sebutkan  adanya  tiga  elemen  tang- 
gung jawab  dan  kewajiban  dari  ma- 
syarakat internasional.  Pertama,  kewa- 
jiban untuk  mencegah,  yang  dituju- 
kan  untuk  mengatasi  segenap  akar 
permasalahan  dari  konflik  internal 
serta  krisis-krisis  lain  yang  dicipta- 
kan  oleh  manusia,  yang  membahaya- 
kan  keselamatan  penduduk  dan  war- 
ganya. Kedua,  kewajiban  untuk  mem- 
berikan reaksi  sebagai  respons  terha- 
dap  situasi  yang  amat  membahaya- 
k^n  keselamatan  penduduk  dan  war- 
ga,  termasuk  melalui  tindakan-tindak- 
an  koersif  seperti  misalnya  sanksi, 
penuntutan  dan  bahkan  intervensi  mi- 
liter.  Ketiga,  kewajiban  untuk  memba- 
ngun  kembali,  di  mana  pihak  yang 
melakukan  intervensi  dituntut  untuk 
dapat  memberikan  bantuan  penuh  ba- 
gi upaya  pemulihan,  rekonstruksi  ser- 
ta rekonsiliasi,  khususnya  setelah  in- 
tervensi militer  dilakukan. 

Banyak  pihak  di  Indonesia,  seper- 
ti pula  halnya  di  belahan  dunia  lain- 
nya,  menganggap  bahwa  intervensi 


militer  menciptakan  kekhawatiran  yang 
lebih  mendalam,  dan  lebih  kontro- 
versial,  dibandingkan  dengan  inter- 
vensi non-militer.  Menyadari  adanya 
kekhawatiran  ini,  maka  ICISS  lebih 
lanjut  mengelaborasi  prinsip  yang  se- 
cara  spesifik  berkaitan  dengan  inter- 
vensi militer.  Seperti  diuraikan  da- 
lam laporannya,  ICISS  mengakui  bah- 
wa "intervensi  militer  guna  melin- 
dungi  manusia  adalah  langkah  yang 
eksepsional  serta  luar  biasa"  (ICISS 
Report,  2001:  xii).  Intervensi  militer 
ini  hanya  dapat  dilakukan  melalui 
ambang  alasan  keadilan  (just  cause 
threshold)  yang  amat  ketat,  yang  di- 
dasarkan  pada  adanya  "bahaya  yang 
sangat  serius  dan  tidak  tertanggu- 
langi"  yang  mengancam  keselamatan 
jiwa  manusia,  atau  bahaya  yang  sa- 
ngat mungkin  terjadi,  yang  berupa: 
(1)  jatuhnya  korban  jiwa  yang  sangat 
besar  serta  masif;  dan  (2)  pembersih- 
an  etnis  besar-besaran  dan  sistematis. 

Menyadari  pula  adanya  tingkat 
sansitivitas  yang  sangat  tinggi  atas 
konsep  RTP  iiu,  maka  ICISS  menetap- 
kan  serangkaian  prinsip  precautionary 
atas  beragam  bentuk  dan  skala  inter- 
vensi militer.  Pertama,  ICISS  mene- 
gaskan  bahwa  intervensi  militer  ha- 
ruslah  didasarkan  pada  "intensi  yang 
tepat,  yang  dapat  dijamin  secara  le- 
bih pasti  melalui  operasi  multilate- 
ral, serta  didukung  secara  nyata  oleh 
opini  regional  serta  oleh  para  kor- 
ban di  wilayah  yang  bersangkutan". 
Kedua,  intervensi  militer  hendaklah 
dimaknai  dan  dijustifikasi  sebagai 
langkah  terakhir  setelah  semua  cara 
dan  opsi  pencegahan  dan  resolusi  da- 
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mai  dieksplorasi  dan  gagal.  Namun, 
di  samping  itu  diperlukan  pula  ada- 
nya  dasar  yang  kuat  dalam  memas- 
tikan  gagalnya  langkah-langkah  atau 
opsi  yang  lebih  halus  dan  damai, 
sehingga  intervensi  militer  perlu  di- 
lakukan.  Ketiga,  seluruh  operasi  mili- 
ter di  lapangan  haruslah  secara  se- 
rius  memperhatikan  serta  menerap- 
kan  cara-cara  yang  proporsional.  Ter- 
akhir,  intervensi  militer  tidak  dapat 
dilakukan  selama  tidak  ada  jaminan 
dan  kesepakatan  yang  kuat  bahwa 
operasi  militer  dapat  menghentikan 
atau  mencegah  bencana  kemanusia- 
an.  Meski  demikian,  dengan  merujuk 
pada  beragam  kasus  seperti  Rwan- 
da, harus  dilakukan  suatu  perhitung- 
an  yang  tajam  dan  teliti,  bahwa  "kon- 
sekuensi  dari  suatu  aksi  tidaklah  bo- 
leh  lebih  buruk  daripada  konsekuen- 
si  inaksi"  (ICISS  Report,  2001). 

Pada  tingkat  operasional,  ICISS 
berargumen  bahwa  Dewan  Keaman- 
an  PBB  (DKPBB)  merupakan  badan 
tertinggi  dan  satu-satunya  yang  da- 
pat memberikan  otorisasi  atas  suatu 
intervensi  dengan  dalih  kemanusia- 
an.  ICISS  menuntut  agar  anggota  te- 
tap  DK-PBB  (P-5)  tidak  menggunakan 
hak  veto  mereka  untuk  menggagal- 
kan  suatu  resolusi  yang  mengotorisa- 
si  suatu  tindak  intervensi.  Sayangnya, 
ICISS  mengindikasikan  bahwa  lang- 
kah  di  atas  dapat  diterapkan  sepan- 
jang  tidak  menyangkut  kepentingan 
vital  dari  negara  P-5  ini.  Sebagai  lang- 
kah  antisipasi  atas  munculnya  peno- 
lakan  dari  para  anggota  DK-PBB  ter- 
hadap  suatu  intervensi,  maka  ICISS 
mengusulkan  penggunaan  Sesi  Daru- 


rat  Khusus  {Emergency  Special  Session) 
melalui  prosedur  Uniting  for  Peace,  ser- 
ta mendorong  keterlibatan  aktif  dari 
beragam  organisasi  regional  dan  sub- 
regional  agar  dapat  melakukan  lang- 
kah  yang  dianggap  perlu  guna  meng- 
atasi  bencana  kemanusiaan  yang  ter- 
jadi  di  kawasan  masing-masing. 

Akhirnya,  selaras  dengan  saran 
yang  pernah  diajukan  oleh  Komisi 
Brahimi  tentang  upaya  untuk  mere- 
formasi  misi  PBB,  ICISS  mengajukan 
enam  prinsip  operasional  dalam  RTP. 
Keenam  prinsip  tersebut  adalah  se- 
bagai berikut:  (1)  misi  intervensi  hen- 
daknya  memiliki  tujuan  yang  jelas, 
mandat  yang  jelas  serta  tegas  se- 
panjang  waktu  pelaksaan  misi,  serta 
sumber  daya  yang  cukup  untuk  me- 
nunjang  pelaksanaan  mandat;  (2)  pen- 
dekatan  militer  yang  sama  di  antara 
mitra  yang  terlibat,  kesatuan  koman- 
do,  komunikasi  serta  rantai  komando 
yang  jelas  serta  tidak  terputus;  (3)  pe- 
nerimaan  akan  limitasi,  serta  grada- 
si  penggunaan  kekuatan,  dan  tujuan 
dari  penggunaan  kekuatan  ini  ada- 
lah untuk  melindungi  penduduk  dan 
bukan  untuk  mengalahkan  suatu  ne- 
gara; (4)  aturan  pelibatan  {rules  of  en- 
gagement) yang  sesuai  dengan  kon- 
sep  operasional,  tepat,  serta  mencer- 
minkan  proporsionalitas,  dan  tun- 
duk  serta  mengacu  sepenuhnya  ke- 
pada  hukum  humaniter  internasio- 
nal;  (5)  penerimaan  bahwa  perlindung- 
an  melalui  kekuatan  tidak  dapat  di- 
jadikan  sebagai  tujuan  utama;  dan 
(6)  koordinasi  yang  erat  dan  terjaga 
semaksimal  mungkin  dengan  bera- 
gam organisasi  kemanusiaan. 
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POSISI  INDONESIA:  MEMILIH 
DI  ANTARA  YANG  MUNGKIN 
DAN  YANG  DIINGINKAN 

Setelah  menguraikan  logika  serta 
operasionalisasi  konsep  RTP,  bagian 
ini  akan  mengulas  posisi  serta  per- 
spektif  Indonesia  atas  konsep  itu.  Se- 
perti  telah  disinggung  sejak  awal, 
respons  terhadap  konsep  dan  him- 
bauan  RTP  ini  sangatlah  beragam. 
Salah  seorang  mantan  pejabat  senior 
menjabarkan  secara  ringkas  penilai- 
annya  atas  konsep  RTP  dan  laporan 
ICISS  sebagai  berikut:  "...sulit  sekali 
rasanya  untuk  tidak  sepakat  dengan 
konsep  yang  sangat  ideal  ini,  tetapi 
kenyataan  menunjukkan  bahwa  se- 
telah berakhirnya  Perang  Dingin,  ter- 
dapat  lebih  kurang  111  konflik  intra-  - 
negara,  dan  sebagian  besar  dari  kon- 
flik ini  pernah  terjadi  dan  masih  ber- 
langsung  di  negara-negara  berkem- 
bang.  Ini  berarti  bahwa  sebagian  be- 
sar dari  intervensi  akan  terjadi  di 
negara-negara  ini,  dan  negara  yang 
akan  melakukan  intervensi  sebagian 
besar  adalah  negara  maju". 

Selanjutnya,  ditegaskan  bahwa 
"...mengacu  terlalu  kuat  kepada  ke- 
absolutan  suatu  kedaulatan  tidaklah 
lagi  menjadi  mode  dunia  dewasa  ini, 
dan  bahkan  dapat  menempatkan  ne- 
gara dalam  posisi  yang  sulit.  Tetapi 
untuk  menerima  secara  langsung  ide 
RTP  tanpa  adanya  pemahaman  yang 
mendalam  dan  tepat  hanya  akan  ber- 
ujung  pada  kebingungan.  Disemina- 
si  ide  ini,  yang  hingga  kini  dirasa- 
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kan  masih  kurang,  boleh  jadi  me- 
rupakan  kunci  bagi  munculnya  pe- 
ngertian  yang  lebih  baik".  Pemyata- 
an  ini  jelas  menunjukkan  bahwa  In- 
donesia, seperti  halnya  banyak  ne- 
gara kecil  dan  menengah  lainnya, 
dihadapkan  pada  suatu  dilema  an- 
tara  menerima  sepenuhnya  konsep 
RTP  ini,  ataukah  hanya  sebagian 
saja.  Tampaknya  akan  sia-sia  bagi 
negara  seperti  Indonesia  untuk  se- 
cara keras  menolak  ide  ini  karena 
Indonesia  tidak  memiliki  kekuatan  ta- 
war  yang  cukup  kuat  saat  ini.  Se- 
tiap  keputusan  akan  membawa  kon- 
sekuensinya  sendiri,  dan  dukungan 
dari  konstituen  domestik  amatlah  di- 
butuhkan  saat  ini.  Sayangnya,  Indo- 
nesia tengah  mengalami  suatu  pro- 
ses demokratisasi,  di  mana  suatu  kon- 
sensus  nasional  yang  solid  kerap  di- 
pandang  sebagai  suatu  kemewahan. 
Kebebasan  yang  ada  pada  setiap  war- 
ga  bangsa  dari  beragam  aliran  dan 
kepentingan  menghadirkan  beragam 
opini  dan  persepsi,  sehingga  konsen- 
sus  dan  pengertian  bersama  atas  kon- 
sep ini  akan  semakin  sulit  untuk  diraih. 

Meski  demikian,  berbeda  dengan 
reaksi  dan  persepsi  awal  banyak  ka- 
langan  di  Indonesia  atas  konsep  in- 
tervensi kemanusiaan,  yang  diyakini 
amat  sarat  dengan  nilai-nilai  Barat; 
serta  kerap  dicurigai  sebagai  alat  da- 
ri negara  besar  untuk  memasukkan 
dan  meneguhkan  pengaruh  mereka, 
konsep  RTP  ini  mendapat  sambutan 
dan  reaksi  yang  lebih  seimbang  jika 


Disarikan  dari  Diskusi  Kelompok  Infor- 
mal, 17  April  2003. 


KONSEP  THE  RESPONSIBILTTY  TO  PROTECT  (Subianto) 


73 


bukan  positif.  Alasannya  cukup  se- 
derhana,  bahwa  konsep  ini  secara 
teoretis  memberikan  kesempatan  yang 
amat  langka  bagi  negara  kecil  un- 
tuk  bernegosiasi,  khususnya  melalui 
forum  PBB  karena  sebagian  kalangan 
di  negara  kecil  dan  berkembang  me- 
nuntut  adanya  elaborasi  dan  diskusi 
yang  lebih  mendalam  di  dalam  dan 
melalui  forum  PBB  tersebut.  Adanya 
kemungkinan  untuk  bernegosiasi  gu- 
na  mencapai  kesepakatan  dan  kon- 
sensus  bersama  atas  prinsip-prinsip 
serta  aturan  main  baru  bagi  suatu 
intervensi  diharapkan  mampu  mening- 
katkan  rasa  kepemilikan  dan  kepedu- 
lian  pihak-pihak  yang  berkepenting- 
an  dengan  ide  ini,  yang  pada  akhir- 
nya  mampu  mengurangi  ketegangan 
antara  negara  kecil  dan  berkembang 
dengan  negara  maju. 

Pertanyaan  sesungguhnya  dan  pa- 
ling mendasar  bagi  Indonesia  kini 
adalah,  "Apakah  kita  dapat  meneri- 
ma  norma  baru  ini?"  Pada  umum- 
nya,  negara-negara  berkembang  akan 
mempertimbangkan  dua  prinsip  uta- 
ma  sebelum  negara-negara  ini  me- 
nerima  serta  mengakui  norma-norma 
baru  atas  intervensi,  termasuk  RTP. 
Kedua  prinsip  tersebut  adalah:  (1) 
prinsip  legitimasi;  dan  (2)  prinsip 
ve  universalitas  atau  non-diskriminatori. 
Bagi  banyak  kalangan  di  Indonesia, 
kedua  prinsip  tersebut  perlu  untuk 
diuji  secara  cermat  sebelum  Indo- 
nesia menerima  aturan-aturan  baru 
intervensi. 
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Sesuai  dengan  prinsip  legitima- 
si, jelas  sekali  bahwa  PBB  seharus- 
nya  merupakan  satu-satunya  institu- 
si  yang  secara  legal  dapat  diterima 
oleh  semua  negara  sebagai  pihak 
yang  memberi  otorisasi  atas  segala 
tindakan  intervensi.  Karenanya,  se- 
mua upaya  untuk  menghilangkan 
sentralitas  PBB  tidaklah  mungkin  da- 
pat diterima.  Untuk  itu,  kepentingan 
terbesar  dari  Indonesia  adalah  un- 
tuk memperkuat  serta  mendayaguna- 
kan  PBB,  khususnya  dalam  memba- 
has  konsep  RTP.  Meski  art:  penting 
dan  sentralitas  PBB,  khususnys  DK- 
PBB  telah  secara  jelas  diakui  oleh 
proposal  RTP,  namun  tidak  terdapat 
jaminan  bahwa  pengakuan  ini  akan 
sepenuhnya  berlaku  di  tingkat  ope- 
rasional.  Aksi  intervensi  sepihak  yang 
baru-baru  ini  dilakukan  oleh  negara- 
negara  besar  dan  adidaya  di  banyak 
wilayah  semakin  melemahkan  asum- 
si  bahwa  PBB  merupakan  sumber  le- 
gitimasi. 

Berkenaan  dengan  prinsip  univer- 
salitas atau  non-diskriminatori,  se- 
bagian besar  kalangan  di  Indonesia 
meyakini  bahwa  prinsip  ini  harus- 
lah  diterapkan  secara  konsisten,  khu- 
susnya dalam  perumusan  norma- 
norma  baru  seperti  yang  terangkum 
dalam  laporan  ICISS  tentang  RTP. 
Prinsip  ini  merupakan  garansi  bagi 
negara-negara  berkembang  seperti  In- 
donesia bahwa  intervensi  seharusnya 
dapat  pula  dilakukan  di  seluruh  ba- 
gian  dunia  tanpa  ada  pengecualian, 
dan  bukan  semata  dikenakan  terha- 
dap  negara-negara  lemah  atau  nega- 
ra berkembang.  Tentu  saja,  sebagian 
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besar  negara  masih  khawatir  dengan 
adanya  upaya  selektivitas  tindakan 
{selectivity  of  action)  dari  negara  be- 
sar. Pertanyaan  besar  yang  kerap  di- 
akukan  — dan  belum  terjawab  hingga 
kini —  adalah  apakah  aksi  interven- 
si  dapat  diterapkan  kepada  negara 
manapun,  termasuk  negara  besar,  dan 
apakah  yang  dapat  dan  perlu  dila- 
kukan  oleh  masyarakat  internasional 
seandainya  negara-negara  besar  ini 
menolak  aksi  intervensi  masyarakat 
internasional? 

Inisiatif  RTF  sebagai  suatu  kon- 
sep  intervensi  kemanusiaan  yang  te- 
lah  diperbarui  ini,  seperti  pula  bera- 
gam  jenis  tindakan  politik  lainnya, 
jelas  masih  memiliki  beberapa  keter- 
batasan.  Salah  satunya  adalah  dalam 
mengidentifikasi  kriteria  dan  bentuk 
perilaku  yang  memungkinkan  kita 
untuk  dapat  membedakan  intervensi 
sebagai  suatu  tindak  agresi  dan  in- 
tervensi sebagai  tindak  proteksi  yang 
sesungguhnya.  Sejauh  ini,  kita  tidak 
dapat  — dan  mungkin  tidak  akan  per- 
nah  mampu —  untuk  menetapkan  se- 
rangkaian  kriteria  atau  ukuran  yang 
bisa  digunakan  untuk  menguji  mo- 
tif sesungguhnya  di  balik  suatu  aksi 
intervensi  kemanusiaan.  Dengan  de- 
mikian,  setiap  aksi  intervensi,  sekali- 
pun  atas  dalih  "kemamisiaan,  akan 
senantiasa  mengundang  kecurigaan, 
khususnya  dari  negara-negara  kecil 
dan  menengah. 

Selanjutnya,  komplikasi  di  atas  di- 
perparah  lagi  oleh  problem  lainnya 
yang  terkait  dengan  praktek  inter- 
vensi kemanusiaan,  yaitu  selektivi- 


tas tindakan.  Banyak  kalangan  ber- 
argumen  bahwa  intervensi  kemanu- 
siaan seharusnya  diterapkan  mana- 
kala  terjadi  bencana  kemanusiaan 
yang  serius,  baik  itu  yang  disebab- 
kan  oleh  alam  maupun  pelanggaran 
HAM,  dan  diperparah  lagi  oleh  ke- 
tiadaan  otoritas  karena  lumpuhnya 
sistem  pemerintahan  dan  kenegaraan 
{failing  or  collapsed  state).  Meski  demi- 
kian,  pandangan  ini  tidakiah  selalu 
hadir  dan  benar  {omnipresent).  Catat- 
an  menunjukkan  bahwa  temyata  enam 
dari  sebelas  kasus  intervensi  kema- 
nusiaan di  era  pasca  Perang  Dingin 
ini  justru  terjadi  di  negara-negara 
yang  pemerintahannya  (seharusnya) 
masih  memiliki  kontrol  yang  cukup 
kuat  atas  administrasi,  serta  penegak- 
an  ketertiban  dan  stabilitas. 

Pertanyaan  yang  muncul  selanjut- 
nya adalah,  mengapa  negara-negara 
melakukan  intervensi  di  suatu  tem- 
pat  di  dunia  ini,  dan  tidak  melaku- 
kan hal  yang  sama  di  tempat  lain 
dengan  derajad  bencana  kemanusia- 
an yang  relatif  sama  atau  bahkan 
lebih  dahsyat?  Dalam  menanggapi 
kenyataan  ini,  kita  hanya  bisa  meli- 
hat  aspek  selektivitas  tindakan  ini 
berdasarkan  dua  faktor  utama,  yak- 
ni:  (1)  kepentingan  dan  proksimitas 
kekuata:n  besar  dunia  {major  powers); 
dan  (2)  kapabilitas  untuk  melakukan 
tindakan  bersama.  McDougall  (nd.:  5) 


Kesebelas  kasus  ini  antara  lain  Irak  Uta- 
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bahkan  lebih  tajam  menyatakan  bah- 
wa  masalah  selektivitas  ini  dengan 
sangat  terkait  dengan  perhatian  pem- 
bentukan  dan  opini  publik  barat  oleh 
media  {CNN  Factor),  serta  adanya  ke- 
nyataan  bahwa  masalah  pertimbang- 
an  politis  antarnegara  besar.  Dalam 
situasi  ini,  apakah  yang  bisa  dilaku- 
kan  oleh  masyarakat  internasional  se- 
andainya  negara-negara  besar  yang 
memihki  kapabilitas  untuk  melakukan 
intervensi  tidak  tertarik  untuk  menja- 
lankan  kewajiban  mereka  dalam  me- 
lindungi  penduduk  sipil  yang  tidak 
berdosa  di  suatu  negara  karena  ne- 
gara-negara besar  ini  tidak  memiliki 
kepentingan  (politis)  untuk  melaku- 
kannya?  Dengan  logika  yang  sama, 
apakah  yang  bisa  dilakukan  oleh  ma- 
syarakat internasional  seandainya  ne- 
gara-negara besar  yang  memiliki  ke- 
kuatan  yang  dominan  memutuskan 
untuk  melakukan  aksi  intervensi  ter- 
hadap  negara  lain  dengan  dalih  un- 
tuk melindungi  penduduk  sipil  atau 
sebagai  langkah  preventif,  dan  bah- 
kan untuk  menjaga  keamanan  dunia, 
sekalipun  aksinya  tersebut  tidak  men- 
dapat  persetujuan  dari  dunia  interna- 
sional atau  PBB? 

Masalah  lain  yang  terkait  dengan 
intervensi  kemanusiaan  tentu  saja 
adalah  pada  upaya  untuk  nuenentu- 
kan  keseimbangan  (striking  a  balance) 
antara  intervensi  militer  dan  huma- 
nitarianisme  sipil.  Seperti  telah  di- 
jelaskan  sebelumnya,  komponen  mi- 
liter  dipandang  penting  mengingat 
semakin  meningkatnya  ancaman  dan 
rasa  permusuhan  dari  penduduk  lo- 
kal  atau  pihak-pihak  yang  bertikai  di 


negara  target  terhadap  misi  kema- 
nusiaan internasional.  Tobias  Debiel 
mengamati  bahwa  antara  tahun  1991- 
1995,  terdapat  lima  kasus  intervensi 
militer  yang  seharusnya  dilakukan 
untuk  melindungi  masyarakat  yang 
tertindas  dan  menjadi  korban  kon- 
flik.  Beragam  operasi  ini  memperoleh 
tingkat  kesuksesan  yang  berbeda-beda, 
setidaknya  dalam  mengembalikan  sua- 
sana  dan  situasi  damai  untuk  jang- 
ka  pendek.  Tetapi,  harus  diakui  bah- 
wa di  samping  fingginya  resistensi 
atas  kehadiran  pasukan  asing,  tidak 
ada  satu  pun  operasi  dan  interven- 
si militer  yang  didorong  oleh  motif 
kemanusiaan  dapat  sepenuhnya  me- 
ngembalikan stabilitas  yang  perma- 
nen  di  negara  target.  Artinya,  inter- 
vensi kemanusiaan  yang  dilakukan 
oleh  unsur  non-militer  menjadi  fak- 
tor  pendorong  penting  dalam  upa- 
ya memajukan  stabilitas  yang  per- 
manen  tersebut.  Masalahnya,  tanpa 
adanya  dukungan  penuh  dari  kom- 
ponen militer,  humanitarianisme  si- 
pil ini  tidaklah  akan  berjalan  efektif 
dalam  situasi  yang  labil  dan  rawan. 

Kelemahan  lain  yang  kerap  dite- 
mukan  dalam  praktek  intervensi  ke- 
manusiaan adalah  apa  yang  disebut 
sebagai  the  twin-opposite  limitations, 
yakni  kepentingan  dan  keluguan  po- 
litik  {political  interests  and  political  in- 
nocence). Kepentingan  politis  menga- 
cu  pada   kenyataan  bahwa,  dalam 


Kelima  kasus  yang  diajukan  oleh  Tobias 
Debiel  itu  adalah  Irak  (1991),  Somalia  (1992), 
Boznia  Herzegovina  (1993),  Rwanda  (1994) 
dan  Haiti  (1994).  Untuk  lebih  jelas  dan  leng- 
kapnya,  periksa  Debiel  (nd.:  56). 
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banyak  kasus,  negara  target  kerap 
kali  tidak  merasa  nyaman  dengan  in- 
tervensi  kemanusiaan  karena  anggap- 
an  bahwa  aktivitas  ini  hanyalah  ken- 
daraan  bagi  negara  besar  untuk  me- 
ngendalikan,  atau  setidaknya  mena- 
namkan  pengaruh  di  negara  target, 
yang  akan  berdampak  negatif  pada 
politik  domestik  negara  yang  bersang- 
kutan.  Selanjutnya,  Keluguan  politik 
mengacu  pada  situasi  di  mana  ne- 
gara yang  melakukan  intervensi  cen- 
derung  mengabaikan  faktor  politis 
semisal  opresi  yang  dilakukan  oleh 
rezim  yang  represif,  yang  justru  men- 
jadi  penyebab  munculnya  tragedi  ke- 
manusiaan yang  terjadi  di  suatu  ne- 
gara. Hal  ini  boleh  jadi  muncul  ka- 
rena mereka  tidak  ingin  mengganggu 
atau  berkonfrontasi  dengan  rezim  ter- 
sebut  guna  menyelamatkan  segala  ke- 
pentingan  politis  dan  ekonomis  yang 
lebih  besar.  Di  samping  itu,  kelugu- 
an ini  disebabkan  pula  oleh  kurang- 
nya  kapabilitas  serta  lemahnya  man- 
dat  yang  dimiliki  oleh  negara  pelak- 
sana  intervensi  untuk  menyelesaikan 
kasus-kasus  penindasan  (oleh  suatu 
rezim  penguasa),  yang  justru  menja- 
di  penyebab  utama  lahirnya  masa- 
lah  kemanusiaan  di  negara  target. 

Melihat  segala  kelemahan  yang 
ada  pada  konsep-'^RTPj  maka  penting 
untuk  dicatat  bahwa  mayoritas  opini 
di  Indonesia  meyakini  peran  sentral 
dari  PBB  yang  telah  direformasi  dan 
direvitalisasi  sebagai  sarana  utama 
untuk  mencapai  konsensus  politik  di 
antara  bangsa-bangsa  tentang  bagai- 
mana  prosedur  operasional  dari  sua- 
tu intervensi  kemanusiaan  seharus- 


nya  dirumuskan.  Pada  titik  ini,  re- 
formasi  dan  revitalisasi  lembaga  in- 
ternasional  terutama  PBB  merupakan 
prasyarat  sebelum  konsensus  atas  pro- 
sedur intervensi  kemanusiaan  dapat 
dicapai.  Sistem  PBB  yang  lebih  baik 
dan  demokratis  akan  mampu  mem- 
pertinggi  peluang  kesuksesan  kita  da- 
lam  menerapkan  segala  prinsip  dan 
mekanisme  intervensi  seperti  yang 
dirumuskan  melalui  laporan  ICISS. 
Dengan  harapan  yang  sangat  kuat 
bahwa  inisiatif  RTP  ini  akan  di- 
iringi  oleh  komitmen  dan  upaya 
bangsa-bangsa  di  dunia  untuk  mem- 
perbaiki  lembaga  PBB  dan  menjadi- 
kannya  sebagai  sarana  dan  arena 
diplomatik  yang  lebih  demokratis, 
banyak  kalangan  di  Indonesia  yang 
memberikan  penilaian  positif  terha- 
dap  konsep  RTP. 

Tentu  saja,  tantangan  ke  depan 
bagi  para  pendukung  RTP  bukan 
saja  pada  aspek  peningkatan  kuali- 
tas  substansi,  tetapi  lebih  penting 
lagi  pada  perumusan  mekanisme  pe- 
nampungan  masukan-masukan  yang 
lebih  demokratis,  khususnya  dari  ne- 
gara kecil  dan  menengah.  Hal  ini 
hanya  dapat  dilakukan  melalui  pro- 
ses sosialisasi  dan  dialog  yang  intensif. 

Di  siniiah  semua  pihak,  termasuk 
Indonesia,  dituntut  untuk  dapat  me- 
milih  dan  menentukan  langkah-lang- 
kah  yang  mungkin  dilakukan  ketim- 
bang  yang  ingin  dilakukan.  Semua 
elemen  dalam  masyarakat  haruslah 
dilibatkan  didalam  proses  ini,  karena 
pada  akhirnya  merekalah  yang  menja- 
di  target  dari  semua  upaya  perlin- 
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dungan,  dan  bukan  sebaliknya.  Se- 
perti  telah  ditegaskan,  tugas,  tang- 
gung  jawab,  dan  kewajiban  terbesar 
dari  negara  dan  aparatnya  adalah 
untuk  menjamin  keamanan,  kesela- 
matan  dan  kesejahteraan  rakyatnya, 
karena  hilangnya  kondisi  aman  me- 
rupakan  entry  point  bagi  masuknya 
segala  bentuk  intervensi,  termasuk  in- 
tervensi  kemanusiaan. 


PENUTU?:  RTF  DALAM  ERA 
TERORISME 


Di  tengah  hangatnya  pembicara- 
an  tcntang  konsep  RTF,  guncangan 
yang  ditimbulkan  oleh  serangkaian 
aksi  terorisme  brutal,  serta  retaliasi 
yang  dilakukan  oleh  AS  terhadap 
berbagai  kelompok  teroris  dan  "nega- 
ra yang  dicurigai  menyokong  teror- 
isme" di  antaranya  melalui  doktrin 
pre-emptive  strike,  diakui  telah  menyu- 
rutkan  semangat  serta  kepercayaan 
internasional  akan  konsep  RTF.  Se- 
mua  tampak  jelas  bahwa  realpolitik 
masih  amat  dominan,  di  mana  ke- 
pentingan  nasional  menjadi  faktor 
utama  dalam  politik  dan  di  atas  se- 
galanya,  tampak  jelas  bahwa  FBB 
masih  berada  di  bawah  pengaruh 
negara-negara  besar  dan  kuat.  Situasi 
ini  menyiratkan  bahwa  sistem  inter- 
nasional masih  — dan  akan  selalu — 
bersifat  self-help,  dan  sedikit  sekali 
opsi  yang  tersedia  bagi  negara-ne- 
gara kecil  dan  lemah. 

Meski  demikian,  sebagian  kalang- 
an  memandang  bahwa  tragedi  11  Sep- 
tember dan  peristiwa-peristiwa  yang 
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terjadi  sesudahnya  membuka  peluang 
bagi  kita  untuk  menguji  relevansi 
konsep  RTF  dan  mengaitkan  konsep 
ini  dengan  kampanye  global  melawan 
terorisme.  Bahaya  yang  dimunculkan 
oleh  aksi  terorisme  seperti  instabili- 
tas  pemerintahan  dan  jatuhnya  kor- 
ban  jiwa,  dapat  merambat  ke  wila- 
yah  lain  dan  bahkan  ke  seluruh  du- 
nia,  dan  karenanya  konsep  RTF  men- 
jadi sangat  relevan.  Masyarakat  in- 
ternasional memiliki  kewajiban  untuk 
mencegah  munculnya  bahaya  ini.  Be- 
berapa  konsep,  seperti  Responsibility  to 
Rebuild  dapat  dipraktekkan  di  Afgha- 
nistan, di  mana  "intervensi"  yang  di- 
lakukan oleh  negara  adidaya  dan  ne- 
gara besar  lainnya  menyebabkan  ge- 
lombang  ratusan  ribu  pengungsi  yang 
kehilangan  tempat  tinggal  dan  kini 
berada  dalam  kondisi  yang  amat  kri- 
tis.  Belajar  dari  pengalaman  di  Irak 
dan  Afghanistan,  tentu  saja,  hal  ter- 
penting  yang  sesungguhnya  harus  di- 
upayakan  sebelum  adanya  keputus- 
an  untuk  melakukan  intervensi  (se- 
cara  militer)  adalah  mencari  solusi 
lain  yang  lebih  aman  bagi  masyara- 
kat yang  tidak  berdosa. 

Akhirnya,  dapat  disimpulkan  bah- 
wa sejauh  ini  kesuksesan  yang  ber- 
hasil  dicapai  oleh  ICISS  melalui  kon- 
sep RTF-nya  adalah  pada  upaya  pro- 
mosi  debat  yang  lebih  komprehensif 
tentang  intervensi  kemanusiaan,  khu- 
susnya  di  tingkat  publik.  Dua  peker- 
jaan  besar  yang  harus  dikerjakan  se- 
lanjutnya  adalah  membangun  kon- 
sensus  politik  yang  solid  di  antara 
berbagai  pihak,  serta  menerjemah- 
kan  konsep  RTF  dan  konsensus  poll- 
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tik  itu  ke  dalam  tindakan  nyata  yang 
konsisten. 
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Kewajiban  Untuk  Melindungi: 
Perspektif  dari  Asia  Tenggara* 

Mely  Cab allero -Anthony 


Tulisan  ini  membahas  kewajiban  untuk  melindungi  dari  perspektif  Asia 
Tenggara.  Argumen  tulisan  ini  adalah  bahwa  di  suatu  kawasan  yang  telah  di- 
landa  krisis,  termasuk  tragedi  kemanusiaan,  upaya-upaya  untuk  mengkaji  kem- 
bali  istilah  kedaulatan  dan  sisi  negatifnya  -asas  non-intervensi-  bukanlah  se- 
suatu  yang  baru.  Di  tingkat  pemerintah,  sejumlah  inisiatif  dilakukan  oleh  bebe- 
rapa  pemerintah  negara  ASEAN  untuk  merespqns  krisis-krisis  regional  yang 
membutuhkan  suatu  bentuk  intervensi.  Dalam  menghadapi  isu  tragedi  kemanu- 
siaan yang  sangat  buruk  yang  dapat  menciptakan  perpecahan  suatu  negara,  La- 
poran  Komisi  Internasional  untuk  Intervensi  dan  Kedaulatan  Negara  yang  dibe- 
ri  judul  "Kewajiban  untuk  Melindungi"  mengkaji  dilema  yang  dihadapi  masya- 
rakat  internasional,  dengan  mengedepankan  asas-asas  dasar  intervensi,  yang  me- 
liputi:  Pertama,  kedaulatan  negara  berarti  kewajiban  dan  kewajiban  tersebut  ter- 
dapat  dalam  negara  itu  sendiri.  Kedua,  kondisi  bagi  intervensi  internasional,  di 
mana  negara  dianggap  gagal  karena  tidak  mau  atau  tidak  dapat  menghentikan 
tragedi  kemanusiaan. 


PENDAHULUAN 

Dunia  Baru  yang  Suram? 

ACARA-ACARA  bersejarah  yang 
diadakan  setelah  diluncurkan- 
nya  Laporan  Komisi  Interna- 
sional untuk  Intervensi  dan  Kedau- 
latan Negara,  yang  diberi  judul  "Kewa- 


* 

Makalah  pada  17th  Asia-Pacific  Round- 
table  di  Kuala  Lumpur,  Malaysia,  7-9  Agustus 
2003.  Opini  yang  dimuat  dalam  makalah  ini 
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refleksikan  pandangan  lembaga  tempat  penu- 
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Syafiah  Fifi. 


jiban  untuk  Melindungi"  {the  Respons- 
ibility to  Protect/RTP),  sepertinya  diada- 
kan pada  waktu  yang  kurang  tepat. 
Dua  peristiwa  menjadi  alasaimya:  se- 
rangan  teroris  pada  11  September  2001 
di  Amerika  Serikat  dan  perang  di  Irak 
yang  disponsori  AS  pada  bulan  Mei 
2003.  Apabila  tujuan  dari  laporan  ter- 
sebut adalah  untuk  mencapai  kon- 
sensus  global  mengenai  isu  interven- 
si kemanusiaein  yang  kontroversial  itu, 
maka  peristiwa  kampanye  militer  me- 
lawan  Irak  selama  tiga  minggu  tidak 
hanya  membuat  perbedaan  pandang- 
an komunitas  internasional  tentang 
moralitas,  legitimasi,  dan  legalitas  in- 
tervensi semakin  lebar.  Lebih  penting 
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lagi,  perang  Irak  telah  secara  dras- 
tis  memundurkan  langkah  dalam  pro- 
ses menjembatani  perbedaan  pendapat 
mengenai  dan  menggalang  dukungan 
untuk  intervensi  kemanusiaan. 

Perang  Teluk  telah  menjadikan  ma- 
syarakat  internasional  sebagai  saksi 
— pada  waktu  yang  bersamaan —  atas 
superioritas  kekuatan  militer  AS  ke- 
tika  melawan  Irak.  Superioritas  ini  se- 
cara jelas  disiarkan  melalu  televisi, 
mulai  dari  konvoi  pasukan  yang  ke- 
banyakan  terdiri  dari  tentara  AS  me- 
lewati  padang  pasir  Irak  menuju  Bagh- 
dad, didukung  oleh  kekuatan  udara 
yang  menakjubkan,  yang  diturunkan 
secara  cepat  dan  tepat  dengan  kekuat- 
an yang  mematikan.  Dengan  keadaan 
itu,  berlawanan  dengan  berbagai  gam- 
baran  mengenai  keadaan  terakhir  di 
Timur  Tengah,  sangat  sulit  untuk 
menciptakan  persepsi  maupun  konsen- 
sus  mengenai  konsep  "Kewajiban  un- 
tuk Melindimgi".  Konsensus  juga  men- 
jadi  sulit  dikarenakan  kebijakan  uni- 
lyteralisme  AS  belakangan  ini,  ditam- 
bah  dengan  menipisnya  wewenang 
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB). 

Ketika  perang  global  melawan  te- 
rorisme  dilambangkan  dengan  slogan 
"pilih  mendukimg  kami  atau  melawan 
kami",  dan  juga  ketika  konflik-konflik 
dan  krisis-krisis  yang  tidak  berkesu- 
dahan  memenuhi  lingkungan  keaman- 
an  regional,  maka  muncul  pertanyaan 
—  bukankah  ini  gambaran  dunia  yang 
suram?  Muncul  pula  pertanyaan  me- 
ngenai bagaimana  kecenderungan  ke- 
amanan  global  berimbas  pada  upaya- 
upaya  Komisi  Internasional  untuk  In- 
tervensi dan  Kedaulatan  Negara  da- 


lam mempromosikan  gagasan  "kedau- 
latan sebagai  kewajiban  untuk  melin- 
dungi". 

Melihat  penolakan  dan  aksi  bung- 
kam  dari  negara-negara  berkembang 
terhadap  inisiatif-inisiatif  untuk  meng- 
ubah  norma-norma  internasional,  mun- 
cul pertanyaan-pertanyaan  mengenai 
implikasi  perang  teluk  yang  terjadi 
baru-baru  ini  dan  tujuannya  terhadap 
promosi  gagasan  "kewajiban  untuk 
melindungi".  Lebih  khusus  lagi,  dalam 
konteks  Asia  Tenggara,  beberapa  isu 
muncul.  Di  antaranya  adalah  perta- 
nyaan-pertanyaan mengenai:  (a)  pros- 
pek  bagi  gagasan  "kewajiban  untuk 
melindungi"  untuk  dapat  diterima  di 
kawasan;  (b)  faktor-faktor  yang  dapat 
menghalangi  gagasan  tersebut;  dan 
(c)  kemungkinan  terjadinya  kongruen 
antara  gagasan  tersebut  dengan  nor- 
ma-norma regioiul  yang  sudah  ada. 

Tujuan  utama  dari  tulisan  iiu  ada- 
lah untuk  meninjau  kembali  isu  in- 
tervensi kemanusiaan,  di  dalam  pris- 
ma "kewajiban  untuk  melindungi" 
sebagaimana  dimuat  dalam  laporan 
Komisi  Internasional  untuk  Interven- 
si dan  Kedaulatan  Negara.  Untuk  itu, 
tulisan  ini .  akan  mengulas  tiga  poin 
yang  akan  dibahas  dalam  tiga  ba- 
gian.  Pertama,  tulisan  ini  akan  menin- 
jau ulang  konsep  kedaulatan  dan 
menganalisis  bagaimana  konsep  ini 
telah  mengalami  perbaikan  dan/atau 
telah  disusun  kembali  ke  dalam  ke- 
rangka  "kewajiban  untuk  melindungi". 
Kedua,  tulisan  ini  akan  mengulas  res- 
pons-respons  regional  (yaitu  ASEAN) 
terhadap  isu-isu  yang  diangkat. dalam 
laporan  tersebut,  yang  didasari  atas. 
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antara  lain,  diskusi  meja  bundar  me- 
ngenai  laporan  tersebut  yang  diada- 
kan  di  Singapura  pada  bulan  Maret 
2003.  Ketiga,  analisis  tersebut  akan  pu- 
la  melihat  beberapa  tantangan  dalam 
mempromosikan  dan  mengoperasional- 
kan  konsep  tersebut  di  kawasan. 

"INTERVENSI  KEMANUSIAAN" 
VIS  A  VIS  ''KEWAJIBAN  UNTUK 
MEUNDUNGI" 

Sebelum  mencoba  untuk  merancang 
kembali  konsep  intervensi  kemanusia- 
an, akan  sangat  berguna  bila  dilihat 
kembali  sejarah  singkat  PBB.  Seba- 
gai  permulaan,  melihat  tragedi-tra- 
gedi  kemanusiaan  di  Somalia  dan 
Rwanda,  Bosnia,  Herzegovina,  Sre- 
brenica, dan  di  Kosovo,  Sekjen  PBB 
Kofi  Annan  menantang  masyarakat  in- 
ternasional  untuk  ikut  memusatkan 
perhatian  pada  icu-isu  intervensi  ke- 
manusiaan yang  penting.  Kofi  Arman, 
dalam  pidatonya  pada  Sidang  Umum 
PBB  ke-54  bulan  September  1999  me- 
mohon  badan  dunia  itu  untuk  "men- 
cari  dasar  yang  sama  untuk  menegak- 
kan  azas-azas  dalam  Piagam  PBB, 
dan  bertindak  dalam  rangka  membela 
kemanusiaan".  Setahun  kemudian,  da- 
lam Laporan  Mileniumnya  kepada  Si- 
dang Umum,  ia  meminta  PBB  untuk 
mempertimbangkan  "intervensi  bersen- 
jata"  sebagai  "pilihan  terakhir,  tetapi 
bila  pilihan  lainnya  adalah  mengha- 
dapi  pembunuhan  massal  maka  pi- 
lihan tersebut  tidak  dapat  dihindari". 
Ia  mengajukan  pertanyaan  yang  tajam: 

"...apabila  intervensi  kemanusiaan  ada- 
lah pelanggaran  terhadap  kedaulatan, 


bagaimana  kita  harus  merespons  pelang- 
garan berat  dan  sistematis  terhadap  hak 
asasi  manusia  di  Rwanda  atau  Srebre- 
nica, yang  melecehkan  ^setiap  aturan  da- 
lam hal  kemanusiaan?" 

Melanjutkan  seruan  dari  Selqen  PBB, 
tiga  studi  serta  laporan  besar  dan  sa- 
ling  terkait  dilakukan  untuk  mengkaji 
isu  intervensi  dan  operasi  perdamaian 
yang  kompleks  dan  saling  berhubung- 
an,  yaitu  Laporan  Panel  Operasi  Perda- 
maian PBB  atau  dikenal  dengan  La- 
poran Brahimi  (Agustus  2002),  Lapor- 
an Sekjen  PBB  mengenai  Penghindar- 
an  Konflik  Bersenjata  Quni  2001),  dan 
Laporan  Komisi  Internasional  atas  In- 
tervensi dan  Kedaulatan  Negara  atau 
RTP  (September  2001). 


Memahami  Konsep  Kewajiban 
untuk  Melindungi 

Laporan  RTP  mengkaji  dilema  yang 
dihadapi  masyarakat  internasional  da- 
lam menyikapi  tragedi  kemanusiaan 
yang  sangat  buruk  yang  dapat  me- 
ngikis  kedaulatan  negara.  Dalam 
menghadapi  isu  yang  menciptakan 
perpecahan  dan  sulit  ini,  laporan  ter- 
sebut mengedepankan  asas-asas  dasar 
intervensi.  Pertama,  laporan  tersebut 
mengklaim  bahwa,  "kedaulatan  nega- 
ra berarti  kewajiban"  dan  kewajiban 
tersebut  terdapat  dalam  "negara  itu 
sendiri".  Kedua,  laporan  tersebut  seca- 
ra  jelas  mengidentifikasi  kondisi  ba- 


Laporan  Milenium  Sekretaris  Jenderal 
PBB  pada  Sidang  Umum,  dikutip  dari  Kata 
Pengantar  dalam  Responsibility  to  Protect:  A 
Report  of  the  International  Commission  on  the 
Intervention  and  State  Sovereignty,  Desember 
2002  (selanjutnya  disebut  Laporan  RTP). 
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gi  intervensi  intemasional,  yaitu,  kon- 
disi  di  mana  negara  dianggap  gagal  ka- 
rena  negara  "tidak  mau  atau  tidak  da- 
pat  menghentikan  atau  mencegahnya". 

Laporan  tersebut  juga  mengusul- 
kan  agar  hak  intervensi  mencakup  ti- 
ga  kewajiban  khusus:  kewajiban  untuk 
mencegah,  kewajiban  untuk  bereaksi, 
dan  kewajiban  untuk  membangun  kem- 
bali.  Selain  itu  laporan  tersebut  mene- 
kankan  agar  hak  intervensi  harus  di- 
atur  oleh  empat  azas  kehati-hatian: 
niat  yang  henar,  yaitu  untuk  meng- 
hentikan kesengsaraan  sesama  manu- 
sia;  upaya  terakhir,  yaitu  setelah  se- 
tiap  kemungkinan  non-miUter  telah  di- 
upayakan;  sarana  yang  proporsional, 
yaitu  berdasarkan  kekerasan  minimal; 
dan  terakhir  prospek  yang  layak,  baik 
dalam  hal  kesuksesan  menghentikan 
kesengsaraan  maupun  dalam  hal  kon- 
sekuensi  tidak  boleh  lebih  buruk  dari- 
pada  apabila  tidak  melakukan  aksi  apa 
pun  (Laporan  RTP,  2002). 

Laporan  tersebut  layak  dipuji  ka- 
rena  mengisi  kesenjangan  antara  tu- 
juan  mulia  intervensi  kemanusiaan 
dan  implementasinya.  Isu  yang  lebih 
penting  adalah  bagaimana  RTP  telah 
mampu  merancang  ulang  konsep  in- 
tervensi kemanusiaan.  Hal  ini  didis- 
kusikan  secara  lebih  mendetail  di  ba- 
wah  ini. 


Menyusun  Ulang  Wacana  Me- 
ngenai  Intervensi  Kemanusiaan: 
Ketrampilan  Berbahasa  Belaka? 


menggunakan  terminologi  yang  tepat 
untuk  menjelaskan  tujuan-tujuan  "be- 
nar"  intervensi  dan  mencegah  ham- 
batan-hambatan  yang  mungkin  terja- 
di  dalam  mencapai  tujuan  tersebut. 
Laporan  tersebut  mengganti  istilah 
yang  umum  digunakan  yaitu  "hak 
untuk  mengintervensi"  dengan  termi- 
nologi "kewajiban  untuk  melindungi" 
(Laporan  RTP,  2002:  6).  Tiga  alasan 
diberikan  untuk  menjelaskan  perubah- 
an  istilah  ini: 

1.  "Istilah  'hak  untuk  menginterven- 
si' lebih  banyak  memfokuskan  per- 
hatian  kepada  klaim,  hak  dan  pre- 
rogatif  negara-negara  yang  berpo- 
tensial  mengintervensi  daripada  ke- 
pada kebutuhan  mendesak  para  pene- 
rima  aksi. 

2.  Dengan  berfokus  sempit  kepada 
aksi  intervensi,  istilah  umum  ter- 
sebut tidak  secara  mencukupi  mem- 
perhatikan  kebutuhan  atas  upaya- 
upaya  preventif  ...  yang  telah  diabai- 
kan  pada  prakteknya. 

3.  Istilah  umum  tersebut  melangkahi 
kedaulatan  dengan  intervensi  pada 
titik  awal  debat." 

Dua  poin  dapat  dibuat  dari  alasan- 
alasan  di  atas.  Pertama,  dengan  lebih 
memilih  untuk  memindahkan  fokus 
perdebatan  dari  masalah  intervensi 
menjadi  masalah  kewajiban  untuk  me- 
lindungi,  laporan  RTP  telah  mendefi- 
nisikan  gagasan  intervensi  kemanu- 
siaan. Maka,  tugas  yang  dilakukan  bu- 
kanlah  mengintervensi  (untuk  mence- 


Di  dalam  laporan  RTP,  berbagai 
upaya  hati-hati  telah  dilakukan  dalam 


^Lihat  Laporan  RTP  (2002:  16);  hum/  cetak 
miring  ditambahkan  untuk  penekanan. 


KEWAJIBAN  UNTUK  MEUNPUNGI  (Mely  Caballero-Anthony) 


83 


gah  pelanggaran  HAM  besar-besaran), 
melainkan  menjalankan  kewajiban.  La- 
poran  RTF  menjelaskan  bahwa  kewa- 
jiban (untuk  melindungi)  diemban  ne- 
gara  yang  bersangkutan,  dan  bila  ga- 
gal  maka  menjadi  kewajiban  masya- 
rakat  internasional.  Dampaknya  ada- 
lah,  pergeseran  istilah  itu  memper- 
halus  bahasa  "interVensi"  dan  mem- 
buatnya  menjadi  sesuatu  yang  timbul 
akibat  kebutuhan  (dari  mereka  yang 
mencari  atau  membutuhkan  perto- 
longan)  dan  bukan  lagi  merupakan 
sesuatu  yang  disuplai  (oleh  mereka 
yang  mempertimbangkan  melakukan 
intervensi).  Maka  dapat  dikatakan  bah- 
wa hal  ini  lebih  dari  hanya  sekadar 
masalah  semantik.  Dalam  artian  po- 
sitif,  masalah  semantik  perlu  untuk 
membangim  dasar  yang  memadai  agar 
dalam  intervensi  diemban  kewajiban 
untuk  melindungi. 

Kedua,  dengan  menempatkan  nega- 
ra  sebagai  pengemban  utama  kewajib- 
an untuk  melindungi  rakyatnya,  maka 
intervensi  tidak  melecehkan  kedaulat- 
an  negara.  Bahkan,  laporan  RTF  men- 
dukung  kedaulatan  negara.  Dengan 
menekankan  dengan  jelas  sejak  awal 
bahwa  kedaulatan  itu  penting,  lapor- 
an RTF  dapat  menghalau  reaksi-reaksi 
sinis  dari  negara-negara  yang  khawatir 
akan  kedaulatan  mereka  (Laporan  RTF, 
2002:  7).  Hanya  saja,  dampak  negatif- 
nya  adalah  kedaulatan  tidak  lagi  di- 
lihat  sebagai  hak  melainkan  kewajib- 
an.  Maka  sebagai  konsekuer\sinya,  ba- 


hasa yang  digunakan  menjadi  "ke- 
daulatan-sebagai-kewajiban"  dan  bu- 
kan "kedaulatan-sebagai-hak".  Dam- 
pak utama  dari  merancang  ulang  wa- 
cana  ini  dan  menggeser  terminologi 
yang  digunakan  dalam  debat  adalah, 
negara  diposisikan  sebagai  pengem- 
ban kewajiban  untuk  "melindungi" 
rakyatnya  dan  juga  melindungi  ke- 
daulatannya.  Kegagalan  "melindungi" 
keduanya  berarti  melegitimasi  "inter- 
vensi internasional".  Maka,  dapat  di- 
katakan bahwa  upaya-upaya  untuk 
merancang  ulang  bahasa  yang  digu- 
nakan telah  membuka  jalan  untuk  ter- 
jadinya  debat  mengenai  isu  interven- 
si kemanusiaan. 


Kriteria  Intervensi  Kemanusiaan 

Menyusun  ulang  konsep  intervensi 
menjadi  masalah  perlindungan  juga 
dipermudah  dengan  cara  terperinci 
yang  digunakan  laporan  RTF  untuk 
mendeskripsikan  peraturan,  prosedur, 
dan  kriteria  proses  perlindungan  (de- 
ngan kata  lain,  intervensi),  yaitu: 

1.  Wewenang  yang  tepat  -  yang  men- 
stipulasi  siapa  yang  dapat  meng- 
otorisasi  intervensi  militer.  Lapor- 
an tersebut  secara  jelas  menjelas- 
kan bahwa  hanya  FEB  yang  memi- 
liki  wewenang  sah  untuk  mengoto- 
risasi  intervensi  melalui  Dewan  Ke- 
amanan  FBB.  Menurut  laporan  ter- 
sebut, "Komisi  ini  sangat  yakin  bahwa 
tidak  ada  badan  yang  lebih  baik  mau- 


Untuk  diskusi  lebih  jelas  mengenai  rekon- 
septualisasi  istilah  kedaulatan,  Acharya  (nd.: 
373-381).  Untuk  poin-poin  khusus  mengenai 


rekonseptualisasi  kedaulatan,  lihat  Acharya 
(nd.:  374). 
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pun  lebih  layak  daripada  Dewan  Keaman- 
an  untuk  menangani  isu-isu  intervensi  mi- 
liter  dengan  tujuan  perlindungan  kema- 
nusiaan"  (Laporan  RTP,  2002:  49). 

2.  Alasan  tepat  -  yang  menjelaskan 
kesengsaraan  macam  apa  yang  cu- 
kup  untuk  melegitimasi  intervensi 
militer.  Yang  penting  dalam  hal  ini 
bukanlah  keadaan  apa  yang  terma- 
suk  layak  intervensi,  melainkan  ke- 
adaan apa  yang  menjadi  penge- 
cualian.  Laporan  RTP  mengecuali- 
kan  intervensi  untuk  menegakkan 
kembali  demokrasi  atau  untuk  meng- 
hentikan  pelanggaran  HAM  yang  ti- 
dak  melibatkan  pembunuhan  masal 
besar-besaran  dan  pemusnahan  et- 
nis  atau  intervensi  oleh  negara  im- 
tuk  melindungi  warga  negaranya  di 
wilayah  asing  (Laporan  RTP,  2002: 
34;  khususnya  bagian  4.24-4.27). 

3.  Niat  yang  tepat  -  yaitu  untuk  meng- 
hentikan  kesengsaraan  manusia.  La- 
poran RTP  secara  jelas  menstipu- 
lasi  bahwa  "menggusur  suatu  re- 
zim  bukanlah  tujuan  yang  sah,  mes- 
kipim  melumpuhkan  kapasitas  sua- 
tu rezim  untuk  menyengsarakan 
rakyatnya  mungkin  penting  untuk 
menunaikan  mandat  untuk  melin- 
dungi ...  berbeda  antara  satu  kasus 
dan  kasus  lainnya''  (Laporan  RTP, 
2002:  35). 

4.  Pilihan  terakhir  -  berarti  setiap  ca- 
ra  diplomatis  dan  non-militer  lain 
untuk  pencegahan  atau  penyele- 
saian  secara  damai  atas  krisis  ke- 
manusiaan  telah  dicoba.  Laporan 
RTP  menegaskan  bahwa  "kewajib- 
an  untuk  bertindak  —dengan  keke- 


rasan  militer —  hanya  dapat  dijus- 
tifikasi  ketika  kewajiban  untuk  men- 
cegah  telah  dijalankan"  (Laporan 
RTP,  2002:  36). 

5.  Sarana  yang  proporsional  -  yaitu 
yang  menerapkan  standar  yang 
tinggi  dalam  perencanaan  interven- 
si militer  untuk  menjamin  operasi 
yang  lebih  terfokus,  dengan  skala, 
durasi,  dan  inter\sitas  yang  minimum. 

6.  Prospek  yang  layak  -  yang  dapat 
menjamin  kemungkinan  sukses  dan 
tidak  akan  memicu  konflik  yang 
lebih  besar.  Dengan  demikian,  ope- 
rasi yang  melibatkan  biaya  tinggi 
(yang  melibatkan  conflagration  re- 
gional, termasuk  kekuatan-kekuatan 
militer  utama)  tidak  dapat  diterima 
(Laporan  RTP,  2002:  37). 

Sebagaimana  pernah  dibahas  oleh 
seorang  ahli  hubungan  internasional 
ternama,.  Amitav  Acharya,  "tidak  ada 
dokumen  kebijakan  lain  yang  pemah 
lebih  jelas  menspesifikasi  kriteria  ke- 
manusiaan"  daripada  laporan  RTP 
(Acharya,  nd.:  374). 

Meninjau  Kembali  Masalah  Ke- 
daulatan:  Menurut  RTP 

Secara  keseluruhan,  menyusuun  ulang 
perdebatan  dan  menjabarkan  secara 
jelas  pedoman  untuk  intervensi  inter- 
nasional memberikan  jalan  alterna- 
tif  dalam  meraih  tujuan  untuk  meng- 
hentikan  kesengsaraan  manusia.  Wa- 
cana  yang  telah  berubah  juga  mem- 
berikan gambaran  realitas  kedaulatan 
masa  ini  —  yaitu  kedaulatan  bukan 
lagi  sesuatu  yang  sempurna  atau  ab- 
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solut  sebagaimana  dideskripsikan  oleh 
model  Westphalia.  Krasner  (1995/1996: 
115-151)  berpendapat  bahwa  pernah 
ada  "masa  keemasan  negara  West- 
phalia" dan  pelanggaran  atas  kedau- 
latan  model  Westphalia  merupakan 
"karakteristik  abadi  lingkungan  in- 
ternasional".  Hal  yang  lebih  penting 
dan  konstruktif,  riienurut  Krasner, 
adalah  memahami  rentannya  model 
Westphaha  "bukan  hanya  karena  pe- 
langgaran-pelanggaran  atas  asas  te- 
ritorial  dan  otonomi  terjadi  dalam  se- 
tiap  peristiwa,  tetapi  juga  karena 
mengkompromikan  Westphalia  kadangkala 
menjadi  cara  terbaik  untuk  meraih  perda- 
maian  dan  stabilitas". 

Menurut  Krasner  (2001:  175  -  176), 
apabila  rasa  hormat  terhadap  kedau- 
latan  negara  datang  dari  hasil  logi- 
ka  atau  kelayakan  (tindakan  politis 
yang  didasari  peraturan,  peran,  dan 
identitas  yang  menentukan  sikap  yang 
layak),  maka  pelanggaran  atas  kedau- 
latan  merupakan  hasil  dari  logika 
konsekuensi  (hasil  dari  sikap  rasional 
yang  dirancang  untuk  memaksimalkan 


Tulisan  cetak  miring  ditambahkan  untuk 
penekanan.  Dalam  buku  terbarunya,  Krasner 
(2001:  167-172)  menjelaskan  bahwa  kedaulat- 
an  (baik  dilihat  dalam  artian  Westphalia — 
yaitu  tidak  dilibatkannya  aktor  ekstemal  da- 
ri teritori  suatu  negara  dijamin  oleh  asas  tra- 
disional  non-interference;  maupun  dalam  arti- 
an kedaulatan  legal  intemasional  —  berdasar- 
kan  pengakuan  mutual)  dapat  lebih  baik  dipan- 
dang  sebagai  suatu  "kemunafikan  yang  ter- 
organisir"  dalam  skala  besar,  karena  pada 
prakteknya  kedaulatan  telah  diabaikan  yaitu 
dengan  cara  kekerasan  antarnegara  maupun 
kontrak  dan  konvensi  sukarela. 


serangkaian  preferensi).  Dalam  se- 
tiap  sistem  intemasional,  Krasner  me- 
nambahkan  bahwa  negara  dapat  me- 
nerapkan  logika  kepatutan  dan  seca- 
ra  bersamaan  bertindak  secara  kon- 
sisten  dengan  logika  konsekuensi  — 
yaitu  istilahnya:  "kemunafikan  yang 
terorgarusir". 

Argumen  dari  Krasner  digunakan 
dalam  konteks  ini  karena  ini  merupa- 
kan contoh  yang  sangat  baik  bagai- 
mana  jalan  buntu  dapat  terjadi  apa- 
bila alasan  bagi  intervensi  intemasio- 
nal dibuat  tetapi  dirancang  secara 
berbeda,  misalnya  kasus  "kemunafik- 
an yang  terorganisir".  Intinya  adalah, 
dengan  mulai  mengabaikan  argumen- 
tasi  semacam  ini,  atau  masalah  su- 
sunan  bahasa  (atau  yang  disebut  de- 
ngan Krasner -way),  alasan  dilakukan- 
nya  intervensi  kemanusiaan  dapat  di- 
buat lebih  baik.  Dalam  konteks  ini, 
keterampilan  linguistik  yang  dipakai 
RTP  mungkin  merupakan  kontribusi 
terpentingnya. 

RESPONS  REGIONAL  TERHADAP 
RTP:  MENERIMA  NORMA  YANG 
BERUBAH? 

Sejak  RTP  diluncurkan,  belum  ada 
pernyataan  (resmi)  yang  merefleksikan 
sentimen  politis  di  wilayah  mengenai 
laporan  tersebut.  Meski  demikian  tidak 
berarti  tidak  terjadi  pergerakan  da- 
lam isu  ini.  Sering  dikatakan  bahwa 
isu  intervensi  kemanusiaan  merupakan 


Krasner  mengadaptasi  istilah  logika  kon- 
sekuensi {logics  of  consequence)  dan  kepatutan 
(Appropriateness)  dari  March  and  Olsen  (1989). 
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salah  satu  perbedaan  antara  dunia 
Barat  dan  Timur.  Tetapi,  pada  bagian 
ini,  penulis  berargumen  bahwa  pan- 
dangan  ini  terlalu  sederhana  dan  ga- 
gal  dalam  melibatkan  dinamika-dina- 
mika  yang  terjadi  di  Asia  Tenggara. 

Di  suatu  kawasan  yang  telah  di- 
landa  berbagai  krisis,  termasuk  trage- 
di  kemanusiaan,  upaya-upaya  untuk 
mengkaji  kembali  istilah  kedaulatan 
dan  sisi  negatifnya  — asas  non-inter- 
vensi —  bukanlah  sesuatu  yang  baru. 
Di  tingkat  pemerintah,  sejumlah  ini- 
siatif  dilakukan  oleh  beberapa  peme- 
rintah negara  ASEAN  untuk  meres- 
pons  krisis-krisis  regional  yang  mem- 
butuhkan  suatu  bentuk  "intervensi" 
dan  mencegahnya  terjadi  kembali.  Mi- 
salnya  pada  periode-periode  kritis  tak 
lama  sebelum  dan  sesudah  krisis  fi- 
nansial  Asia.  Pada  tahun  1997,  pada 
masa  setelah  krisis  politik  di  Kam- 
boja  akibat  perseteruan  politis  antara 
Perdana  Menteri  Pertama,  Ranarridh 
dan  Perdana  Menteri  Kedua,  Hun  Sen, 
mantan  Deputi  PM  Malaysia  Anwar 
Ibrahim  mengajukan  gagasan  "inter- 
vensi konstruktif".  Setahun  kemudian, 
mantan  Menlu  Thailand,  Surin  Pitsu- 
wan,  mengajukan  gagasan  "perjanjian 
fleksibel".  Pada  waktu  itu,  para  pe- 
mimpin  dan  pejabat  ASEAN  telah  m- 
nampung  dua  buah  proposal  dan  me- 
nindaknya,  gagasan  "interaksi  yang 
ditingkatkan"  menjadi  umum  diguna- 
kan  dan  menentukan  hubungan  an- 
tarnegara  dalam  ASEAN.  Semua  ini- 
siatif  dan  proses  untuk  menemukan 
modalitas  yang  lebih  dapat  diterima 
untuk  "mengintervensi"  ini  mengindi- 
kasikan  keinginan  negara-negara  di 


kawasan  untuk  merespons/bertindak 
menghadapi  masalah-masalah  — baik 
domestik  maupun  regional—  yang  akan 
berdampak  pada  lingkungan  mereka 
sendiri. 

Meski  demikian,  inisiatif-inisiatif 
"resmi"  ini  tidak  secara  langsung  me- 
nantang  asas  non-interference  dan  ke- 
daulatan negara.  Dalam  prakteknya, 
inisiatif  dan  proses  ini  juga  menyen- 
tuh  asas-asas  tersebut.  Beberapa  con- 
toh  dapat  diberikan  untuk  mendu- 
kung  argumen  ini.  Misalnya,  upaya- 
upaya  diplomatis  ASEAN  untuk  me- 
nyelesaikan  konflik  di  Kamboja  (1979- 
93);  tawaran  awal  yang  diplomatis  ke- 
pada  Myanmar  sebelum  Myanmar  se- 
cara resmi  menjadi  anggota  ASEAN; 
mekanisme-mekanisme  regional  yang 
dikembangkan  untuk  merespons  ma- 
salah  asap  (misalnya  Regional  Haze 
Action  Plan)  dan  krisis  keuangan  Asia 
(misabiya  Regional  Surveillance  Mechan- 
ism). Baru-baru  ini,  komunike  resmi 
ASEAN  yang  menekan  pemerintah 
Myanmar  untuk  menyelesaikan  masa- 
lah  politik  di  negara  tersebut  juga 
merupakan  sebuah  contoh  yang  le- 
bih nyata  dari  pendekatan  "turut  cam- 
pur"  oleh  ASEAN. 

Meski  demikian,  harus  diingat  bah- 
"*5v\ra  gagasan-gagasan  yang  diajukan^ 
dan  berbagai  contoh  upaya  regional 
di  atas  lebih  berkenaan  dengan  upa- 
ya menemukan  titik  tengah  pengako- 
modasian  masalah-masalah  regional. 
Tetapi  gagasan  dan  upaya  tersebut 
tidak  ditujukan  untuk  menekankan 
kedaulatan  negara.  Lebih  penting  lagi, 
gagasan  dan  upaya  tersebut  juga  ti- 
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dak  ditujukan  untuk  mengubah  nor- 
ma-norma  diplomatik  ASEAN.  Sejauh 
ini,  contoh  satu-satunya  upaya  regio- 
nal yang  dapat  memenuhi  definisi 
tujuan-tujuan  intervensi  kemanusia- 
an  adalah  partisipasi  ASEAN  dalam 
INTERFET  dan  UNTAET  selama  krisis 
di  Timor  Timur.  Maka,  isu  utama  dari 
semua  upaya  ini  (bila  kita  dapat  mem- 
bidik  tepat  ke  arah  tersebut)  adalah 
upaya  menghindari  masalah  non-inter- 
ference, dan  bukan  menjawab  tantang- 
an  masalah  intervensi  kemanusiaan 
yang  melibatkan  kekerasan  dan/atau 
tindakan  militer. 

Pada  tingkat  tidak  resmi  {track  two), 
juga  telah  membuat  sejumlah  inisiatif. 
Sebagai  respons  terhadap  debat-debat 
yang  muncul  akibat  intervensi  NATO 
di  Kosovo  pada  tahun  1999  dan  ope- 
rasi  perdamaian  di  Timor  Timur,  se- 
buah  kelompok  kerja  diadakan  oleh 
Council  for  Security  Cooperation  in  the  Asia 
Pacific  (CSCAP)  mengenai  Keamanan 
Komprehensif  dan  Kooperatif  untuk 
merefleksikan  tantangan-tantangan  yang 
dihadapi  oleh  asas  non-intervensi.  Te- 
muan-temuan  dalam  kelompok  kerja 
tersebut  penting  dalam  konteks  tulis- 
an  ini  untuk  memahami  implikasi  da- 
ri laporan  RTF  yang  mungkin  terjadi 
bagi  kawasan  Asia  Tenggara,  selain 
juga  untuk  meiuruskah  konsep-kon- 
sep  intervensi  kemanusiaan  dan  non- 
interference yang  sering  menjadi  ran- 
cu.  Kesimpulan  dari  diskusi  kelom- 
pok kerja  tersebut  mengedepankan 
poin-poin  penting  yang  didapat  dari 
upaya  menghubungkan  RTF  dan  kon- 
sep  non-intervensi,  yaitu  (Dickens  and 
Wilson-Roberts,  2000): 


1.  Menjelaskan  konsep  non-intervensi: 
menurut  dokumen  CSCAF  terse- 
but, intervensi  merujuk  pada  in- 
tervensi terhadap  urusan  domestik 
suatu  negara  di  luar  kehendak  ne- 
gara  tersebut.  Istilah  ini  tidak  sa- 
ma  dengan,  dan  tidak  boleh  diran- 
cukan  dengan,  konsep-konsep  alter- 
natif  seperti  "intervensi  konstruk- 
tif",  "keterlibatan  koristruktif",  "per- 
janjian  fleksibel"  atau  "interaksi 
yang  ditingkatkan"  yang  tak  lama 
sebelumnya  diajukan  oleh  bebera- 
pa  negara  di  ASEAN. 

2.  Syarat  intervensi:  intervensi  kemanu- 
siaan diperbolehkan  dalam  kasus- 
kasus  pelanggaran  HAM  berat,  te- 
tapi  harus  memenuhi  kriteria  berikut: 

•  Harus  ada  izin  dari  masyarakat 
lokal. 

•  Hams  ada  dukvmgan  dari  masya- 
rakat intemasional. 

•  Harus  ada  tujuan  yang  jelas  dan 
terbatas. 

•  Harus  ada  kemimgkinan  berhasil 
yang  tinggi.  ^gj^ 

3.  Isu-isu  yang  helum  diselesaikan:  yaitu 
pertanyaan-pertanyaan  penting  me- 
ngenai isu  intervensi  (militer),  me- 
liputi:  peran  dan  efektivitas  FBB 
dan  DK;  mekanisme  intervensi  (ba- 
gaimana  dan  dalam  bentuk  apa 
intervensi  tersebut);  waktu  dilaku- 
kannya  intervensi;  sumber  daya  dan 
peran  dan  legitimasi  organisasi 
intemasional. 

Sejumlah  observasi  mengenai  ini- 
siatif-inisiatif  resmi  dan  tidak  resmi 
tersebut  telah  dilakukan  di  wilayah. 
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Pertama,  berlawanan  dengan  kesan 
yang  didapat  dari  diskusi  mengenai 
non-intervensi  dan  kedaulatan  bahwa 
hal  itu  yang  tidak  diterima  dengan 
baik  di  kawasan,  atau  kesan  bahwa 
subjek  yang  dibahas  adalah  hal  ta- 
bu, sebenarnya  terjadi  pergerakan- 
pergerakan  dinamis  di  kawasan  me- 
nuju  pemahaman  dan  promosi  kon- 
sep  baru  tersebut.  Terjadi  kecende- 
rungan  untuk  mengadakan  debat  atas 
isu-isu  ini  pada  tingkat  resmi  mau- 
pun  tidak  resmi.  Bahkan,  pada  perte- 
muan  ASEAN  People's  Assemby  2002, 
dibuat  sesi  khusus  untuk  membahas 
gagasan-gagasan  yang  muncul  dari 
laporan  RTP  dan  mendapatkan  reaksi 
dari  masyarakat  di  kawasan. 

Kedua,  meskipun  belum  meraih  sua- 
tu  kongruen,  muncul  suatu  konsen- 
sus  mengenai  tujuan  dari  "kewajiban 
untuk  melindungi".  Ini  merupakan  hal 
yang  signifikan  bagi  kawasan  di  ma- 
na  pembangunan  politik  tidak  sesuai 
dengan  norma-norma  yang  muncul 
di  wilayah  lain  (Uni  Eropa  dan  Ame- 
rika  Utara).  Yang  muncul  adalah  iden- 
tifikasi  dengan  ide  keamanan  manu- 
sia,  yang  secara  luas  didefinisikan 
sebagai  keamanan  bagi  individu  dan 
masyarakat.  Gagasan  bahwa  keaman- 
an manusia  harus  dilindungi/dijamin 
menjembatani  kesenjangan  antara  ne- 
gara-negara  yang  menjunjung  "kewa- 
jiban untuk  melindungi" /intervensi 
kemanusiaan  dengan  negara-negara 
yang  menjadi  f)enerimanya. 

Ketiga,  terdapat  pula  kesepakatan 
luas  mengenai  isu  alasan  yang  tepat, 
niat  yang  tepat,  pilihan  terakhir,  pros- 


pek  yang  layak  dan  yang  terpenting 
—  weweiwig  yang  tepat.  Misalnya,  ga- 
ris  pedoman  yang  dibuat  oleh  CSCAP, 
yang  secara  luas  mencakup  asas-asas 
yang  sama  dengan  yang  dimuat  da- 
lam  laporan  RTP. 

Terakhir,  terdapat  kesepakatan  jelas 
bahwa  "kewajiban  untuk  melindungi" 
harus  merupakan  tindakan  multilate- 
ral dan  kewajiban  ini  harus  berada  di 
dalam  sistem  PBB.  Ini  juga  berarti  ha- 
nya  DK-PBB  yang  memiliki  wewenang 
tertinggi  untuk  memberi  sanksi  inter- 
vensi kemanusiaan. 

RESPONS  VS.  KENYATAAN 
"KEWAJIBAN  UNTUK  MELIN- 
DUNGI": PROSPEK  BAGI  KESE- 
PAKATAN ANTARA  NORMA- 
NORMA  YANG  ADA 

Meskipun  terdapat  contoh-contoh 
di  atas,  masih  harus  dikaji  lebih  lan- 
jut  apakah  intervensi  kemanusiaan  di- 
lihat  sebagai  hal  yang  berlawanan 
dengan  prisma  "kewajiban  untuk  me- 
lindungi" dapat  diterima  sebagai  ba- 
gian  dari  perkembangan  praktek  dan/ 
atau  norma  hubungan  antarnegara  di 
Asia  Tenggara.  Pada  tahap  ini,  sangat 
penting  untuk  mendefinisikan  apa  yang 
kita  maksud  dengan  norma.  Norma 
didefinisikan  sebagai  "pengharapan 
kolektif  atas  tingkah  laku  yang  tepat 
bagi  suatu  aktor  dengan  identitas  ter- 
tentu",  norma-norma  ini  — yang  meru- 
pakan norma  konstitutif,  yaitu  norma 
yang  mendefinisikan  identitas  aktor, 
dan  norma  regulatif,  yaitu  norma  yang 
mendefinisikan  standar  tingkah  l?ku — 
merefleksikan  pemahaman  bersama 


di  kalangan  para  anggota  suatu  ke- 
lompok  yang  membentuk  kerangka  kon- 
sep  dan  tujuan  interaksi  mereka. 

Intinya  di  sini  adalah,  ketika  meng- 
kaji  prospek  dari  membangun  norma- 
norma  "baru"  dalam  interaksi  interna- 
sional  kepada  negara-negara  dan  ka- 
wasan-kawasan  di  dunia,  yang  tidak 
hanya  akan  menjadi  objek  dari  nor- 
ma-norma  tersebut  tetapi  juga  akan 
menjadi  pelaku,  maka  bukan  arah  dari 
norma  tersebut  yang  menjadi  masa- 
lahnya,  Lebih  sering  lagi,  ketegang- 
an  justru  berada  pada  proses  "mene- 
rima"  atau  "mentransfer/mengadap- 
tasi"  norma-norma  tersebut.  Maka,  da- 
lam konteks  Asia  Tenggara,  "norma 
kewajiban  untuk  melindungi"  akan  ha- 
rus  berhadapan  dengan  tingkah  la- 
ku  yang  sudah  ada  di  kawasan.  Un- 
tuk menghadapi  isu  kompleks  ter- 
sebut, dibutuhkan  lebih  dari  sekadar 
satu  tulisan  belaka.  Tetapi  untuk  dis- 
kusi  ini,  penulis  akan  menggarisbawahi 
dua  poin  penting. 

Pertama,  mengenai  proses  politik 
yang  dilibatkan.  Meski  banyak  nega- 
ra  di  ASEAN  akan  merasa  simpa- 
ti  melihat  alasan-alasan  yang  mendo- 
rong  intervensi  kemanusiaan,  teruta- 
ma  dengan  adanya  kerangka  "kewa- 
jiban untuk  melindungi";  mengopera- 
sionalkan  hal  ini  akan  menemukan 
masalah  karena  sering  melibatkan 
politik  kekuasaan.  Negara-negara  yang 


Observasi  dalam  sesi  ini  didasari  oleh  ke- 
sah  yang  didapat  penulis  dari  Seminar  Rc- 
sponsibilihf  to  Protect:  Southeast  Asian  Perspective, 
yang  diadakan  di  Singapura  pada  tanggal  20 
Maret  2003. 


menyediakan  sumber  daya  imtuk  meng- 
intervensi  adalah  mereka  yang  mem- 
bangkitkan  kebencian  dan  rasa  tidak 
percaya  dari  negara  penerima.  Negara- 
negara  yang  kaya  sumber  daya  sering 
dianggap  melakukan  intervensi  bukan 
atas  dasar  tujuan  mulia  memberikan 
bantuan  kemanusiaan,  tetapi  atas  da- 
sar kepentingan  nasional  mereka.  Con- 
toh  kasus  paling  kontroversial  adalah 
Perang  Irak  yang  dimotori  oleh  AS. 
Meskipun  di  satu  sisi  tindakan  AS 
dapat  dikatakan  memenuhi  kriteria  in- 
tervensi yang  diperbolehkan  (rezim  di 
Irak  yang  keji,  pelanggaran  HAM  dan 
penderitaan  manusia)  upaya-upaya 
unilateral  untuk  tetap  melakukan  in- 
tervensi di  luar  kerangka  PBB  dan 
menyelesaikan  masalah  mengenai  jus- 
tifikasi-justifikasi  perang  (kecurigaan 
atas  kegiatan  Irak  mengembangkan 
senjata  pemusnah  massal  dan  keter- 
kaitan  Irak  dengan  kelompok-kelom- 
pok  teroris)  hanya  memperkuat  keben- 
cian dan  ketidakpercayaan  terhadap 
tindakan  intervensi  tersebut. 

Terlebih  lagi,  terdapat  pula  masa- 
lah peran  institusi-institusi  interna- 
sional.  Hanya  PBB,  melalui  DK,  yang 
dapat  mengizinkan  intervensi  kema- 
nusiaan. Tetapi  DK,  dengan  susunan 
dan  kekuatan  yang  dimilikinya  seka- 
rang,  bukan  suatu  badan  yang  diteri- 
ma  oleh  banyak  negara.  Lebih  penting 
lagi,  hak  veto  yang  dimiliki  para  ang- 
gota tetap  (lima  negara)  harus  dikaji 
untuk  mengembalikan  kepercayaan  ba- 
gi  badan  tersebut.  Kelima  anggota  te- 
tap DK  merupakan  tantangan  terha- 
dap asas  "karena  mereka  mencemooh 
asas-asas  tersebut,  menanamkan  pe- 
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ngaruh  mereka  dalam  hal  membuat 
peraturan  yang  menguntungkan  me- 
reka, atau  mereka  bertindak  untuk  meri- 
cegah  ^eraturan-peraturan  tertentu  di- 
buat."    Intervensi  kemanusiaan  akan 
tetap  menjadi  prerogatif  negara-r\e- 
gara  kuat  melawan  yang  lemah,  dan 
tidak  akan  dapat  digunakan  melawan 
negara  kuat.  Dengan  demikian,  mes- 
kipun  tantangan  reformasi  ini  mung- 
kin  tidak  dapat  dihadapi  dalam  wak- 
tu  dekat,  hal  ini  tetap  merupakan 
batu  penghalang  besar  dalam  proses 
mengubah  pola  pikir  politis  —  dan  ju- 
ga  kemungkinan  menciptakan  kong- 
ruen  antara  norma-norma.  Kurangnya 
reformasi  di  dalam  DK  semakin  mem- 
perdalam  kesenjangan  antara  negara 
maju  dan  negara  berkembang  di  da- 
lam PBB. 

Kedua,  proses/rincian  operasional 
yang  digunakan  dalam  intervensi  ke- 
manusiaan. Meskipun  banyak  pihak 
yang  setuju  dengan  alasan  yang  me- 
maksa  untuk  dilakukannya  intervensi 
kemanusiaan,  masalah-masalah  praktis 
seperti  waktu,  proses,  dan  Iain-lain 
tetap  ada.  Seorang  analis  yang  akrab 
dengan  operasi-operasi  perdamaian  PBB 
menggarisbawahi  pertanyaan-pertanya- 
an  semacam  itu  ketika  menentukan 
kapan  intervensi  dilakukan,  seperti: 
Apakah  tujuan  dapat  dicapai  secara 
militer  dan  apakah  sumber  daya  un- 
tuk itu  ada?  Apakah  dukungan  bagi 
operasi  tersebut  kuat  baik  dari  dalam 
kawasan  maupun  dari  masyarakat  in- 
temasional?  Apakah  prasyarat  inti  te- 


Lihat  Catalan  kaki  6. 


lah  dipenuhi,  mjsalnya,  peringatan 
awal,  perencanaan  awal,  dan  Iain-lain? 
(Banerjee,  2003).  Di  Asia  Tenggara,  isu- 
isu  praktis  mengenai  sumber  daya 
dan  penempatan  waktu  sangat  kritis 
sifatnya.  Pengalaman  Timor  Timur  me- 
rupakan contoh  nyata  betapa  belum 
siapnya  kawasan  ini  untuk  menjalan- 
kan  intervensi  kemanusiaan  dan  ber- 
tindak dalam  mengambil  keputusan, 
termasuk  juga  belum  ada  kemampuan 
untuk  menggalang  konsensus  regio- 
nal untuk  isu  tersebut.  Bisa  dibayang- 
kan  apa  yang  mungkin  saja  terjadi  bi- 
la  Indonesia  tidak  memberikan  restu 
untuk  intervensi  kemanusiaan  di  sana 
yang  berarti  menutup  pintu  bagi  para 
sesama  anggota  ASEAN  untuk  dapat 
berpartisipasi  di  INTERFET.  Dalam  ka- 
sus  demikian  maka  bukan  saja  kapan 
harus  dilakukan  intervensi  yang  men- 
jadi pertanyaan,  melainkan  bagaimana 
melakukannya. 

Satu  lagi  isu  yang  terkait  dengan 
dimensi  operasional  intervensi  kema- 
nusiaan adalah  titik  mula  yang  me- 
ngundang  intervensi.  Laporan  RTP  te- 
lah  secara  jelas  menjabarkan  krite- 
ria  "alasan  yang  tepat",  di  mana  apa- 
bila  tidak  ada  bukti  yang  jelas  me- 
ngenai terjadinya  pembunuhan  besar- 
besaran  dan  pemusnahan  etnis,  maka 
intervensi  kemanusiaan  t^ak  dapat 
dilakukan.  Di  ASEAN,  di  mana  laporan- 
laporan  mengenai  pelanggaran  HAM 
dan  rezim  yang  represif  sangat  banyak 
jumlahnya,  seperti  dalam  kasus  Myan- 
mar,  maka  nampaknya  mustahil  bah- 
wa  ASEAN  — ataupun  masyarakat  in- 
ternasional —  dapat  diharapkan  untuk 
bertindak  karena,  ironisnya,  interven- 


KEWAJIBAN  UNTUK  MELINDUNGI  (Mely  Caballero-Anthony) 


91 


si  dalam  kerangka  "kewajiban  untuk 
melindungi"  tidak  dapat  dijustifikasi. 

Ada  juga  faktor-faktor  lain  yang 
dapat  menghalangi  terciptanya  titik 
tengah  antara  norma-norma  yang  ada. 
Salah  satunya  adalah  faktor  keamanan 
manusia  —  premis  yang  menyokong 
asas  "kewajiban  untuk  melindungi".  Ke- 
amanan manusia  masih  merupakan 
konsep  yang  diperdebatkan  di  kawasan 
dan  sayangnya,  perdebatan  ini  telah 
disederhanakan  sehingga  hanya  me- 
rujuk  pada  "bebas  dari  rasa  takut"  vs. 
"bebas  dari  keinginan".  Di  ASEAN, 
penekanan  atas  konsep  ini  lebih  ke- 
pada  untuk  meraih  tujuan  "bebas  da- 
ri keinginan",  sehingga  modalitas  un- 
tuk mencapai  tujuan  tersebut  lebih 
dipusatkan  pada  bantuan  pembangun- 
an  dan  bukan  intervensi.  Dengan  de- 
mikian,  jika  kita  melihat  inisiatif-ini- 
siatif  awal  untuk  merespons  berbagai 
krisis  yang  muncul,  antara  lain  ga- 
gasan  "intervensi  konstruktif",  "per- 
janjian  fleksibel",  dan  "interaksi  yang 
ditingkatkan",  semua  itu  tidak  ber- 
ada  dalam  konteks  "kewajiban  untuk 
melindimgi".  Dengan  pola  pikir  regio- 
nal yang  seperti  ini,  menjalankan 
misi  intervensi  kemanusiaan,  meski 
dimotori  oleh  DK-PBB,  akan  sulit. 

Dengan  penjelasan  di  atas,  inisia- 
tif  Indonesia  untuk  mempromosikan 
gagasan  ASEAN  Security  Community 
menjadi  hal  yang  menarik.  Gagasan 
tersebut  diajukan  pada  Pertemuan 
Tingkat  Menteri  ASEAN  ke-37  bulan 
Juni  2003.  Salah  satu  gagasan  yang 
diajukan  untuk  memperbaiki  mekanis- 
me  penyelesaian  konflik  ASEAN  ada- 
lah kemungkinan  didirikannya  Unit 


Penjaga  Perdamaian  Kawasan.  Ketika 
gagasan  ASC  Indonesia  akhirnya  di- 
bahas  dalam  pertemuan  tersebut,  pro- 
posal dibentuknya  Unit  Penjaga  Per- 
damaian dilaporkan  ditolak  secara 
mencolok. 

Melihat  ketegangan-ketegangan  yang 
muncul  yang  dapat  menghalangi  ke- 
sepakatan  norma,  maka  dibutuhkan  le- 
bih dari  sekadar  diterimanya  gagasan 
"kewajiban  untuk  melindungi"  sebelum 
praktek  intervensi  kemanusiaan  dapat 
menjadi  norma  yang  diterima  di  ka- 
wasan. Bila  pembangunan  politik  di 
kawasan  ini  dan  juga  di  bagian-bagian 
dunia  yang  lain  terus  bertentangan 
dengan  peraturan-peraturan  normatik, 
maka  dilema  intervensi  internasional 
akan  terus  ada. 


KESIMPULAN 

Seperti  gagasan-gagasan  lain  yang 
baru  muncul,  agen  dan  proses  mem- 
promosikan menjadi  hal  yang  kritis. 
Sejak  diluncurkannya  Laporan  RTP  bu- 
lan Desember  2001,  sebagian  besar 
dari  dialog  dan  kelompok  kerja  yang 
dilaksanakan  di  kawasan  ini  terjadi  pa- 
da tingkat  pemerintah/negara.  Dengan 
meningkatnya  realisasi  "kekuatan  rak- 
yat",  baik  melalui  LSM,  m.asyarakat, 
maupun  konfigurasi  lainnya,  maka 
memperbanyak  aktor  yang  mendukung 
norma  baru  ini  menjadi  sangat  pen- 
ting.  Kelompok-kelompok  ini  harus  di- 
rangkul  dan  disosialisasikan  dengan 
tujuan-tujuan  intervensi  kemanusiaan 
karena  mereka  berada  lebih  dekat  de- 
ngan rakyat  daripada  pemerintah. 
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Pada  tingkat  ini,  masih  ada  kesem- 
patan  untuk  memajukan  proses  dialog 
ini  meskipun  terdapat  kesan  bahwa 
momentum  untuk  itu  sudah  hilang 
akibat  perang  di  Irak  dan  unilateral- 
isme  AS.  Apa  pun  upaya  yang  telah 
dilakukan  untuk  menyebarluaskan  la- 
poran  RTP  harus  dipertahankan.  Irusia- 
tif  yang  telah  diambil  oleh  ASEAN- 
ISIS  untuk  memperkenalkan  RTP  dalam 
ASEAN's  People's  Assembly  harus  di- 
teruskan.  Dengan  potensi  yang  dimi- 
liki  kekuatan  masyarakat  transnasio- 
nal  untuk  membentuk  norma  baru, 
maka  kerja  sama  dibutuhkan  untuk 
mempromosikan  gagasan  ini. 
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Gerakan  Islam  Militan 
di  Asia  Tenggara: 
Identitas  dan  Tantangan* 

Azyumardi  Azra 

Akar  penyebab  radikalisme  di  antara  umat  Muslim  sangat  kompleks,  ka- 
rena  banyak  faktor  pendorong  yang  mempengaruhi  arah  dari  masyarakat  Mus- 
lim secara  keseluruhan.  Di  masa  lalu,  sebelum  periode  modem,  faktor-faktor  ra- 
dikalisme umumnya  bersifat  internal,  yaitu  sebagai  respon  terhadap  berbagai 
masalah  internal  yang  dihadapi  oleh  umat  Muslim,  seperti  penyusutan  entitas 
politik  Muslim  secara  drastis  dan  konflik-konflik  di  antara  umat  Muslim.  Ba- 
nyak dari  umat  Muslim  di  masa  pra-kolonial  sangat  meyakini  bahioa  situasi 
yang  memprihatinkan  itu  terkait  dengan  kerusakan  moral-sosial  umat  Muslim 
sendiri  yang  merupakan  dampak  dari  keyakinan  dan  praktek-praktek  agama  yang 
keliru  dan  mengabaikan  ajaran  Islam  yang  murni  dan  sesungguhnya.  Akibat- 
nya,  sebagian  umat  Muslim  merasa  perlu  untuk  melakukan  pembaruan  atau  re- 
formasi  tidak  hanya  dengan  cam  damai,  tetapi  juga  dengan  menggunakan  ke- 
kerasan  dan  cara  radikal  lainnya  yang  dianggap  lebih  efektif  oleh  mereka  de- 
ngan mendeklarasikan  perang  terhadap  umat  Muslim  yang  dipandang  telah 
melewati  batas. 


PENDAHULUAN 

MUNGKIN  merupakan  suatu 
hal  yang  klise  jika  dikatakan 
bahwa  Islam  di  Asia  Teng- 
gara adalah  Islam  yang  unik,  yang 
memiliki  perwujudan  yang  berbeda 
dibandingkan  dengan  Islam  di  Timur 
Tengah  atau  di  mana  pun  di  dunia 


* 

Judul  asli  "Islamic  Militant  Movements 
in  Southeast  Asia:  Identities  and  Challenges". 
Makalah  yang  dipresentasikan  pada  Asia 
Pacific  Roundtable  ke-17  "Confidence  Building 
and  Conflict  Resolution",  Imtitute  of  Strategic 
and  International  Studies  (ISIS)  Malaysia 
Nikko  Hotel,  Kuala  Lumpur,  6-9  Agustus  2003. 
Alih  bahasa:  Una  A.  Alexandra. 


Islam.  Faktanya,  pada  dekade  1990-an 
media  intemasional  utama  seperti  ma- 
jalah  Newsweek  dan  Time  telah  mena- 
makan  Islam  di  Asia  Tenggara  seba- 
gai "Islam  dengan  wajah  senyuman". 
Islam  di  kawasan  ini  secara  umum 
telah  dipandang  sebagai  lambang  Is- 
lam, yang  damai  dan  moderat  yang  ti- 
dak memiliki  masalah  dengan  mcxienii- 
tas,  demokrasi,  hak  asasi  manusia  dan 
berbagai  kecenderungan  lain  di  dunia 
modem. 

Tetapi  saat  ini  bagi  pengamat-pe- 
ngamat  asing  termasuk  media  intema- 
sional, wajah  Islam  di  Asia  Tenggara 
sedang  mengalami  perubahan  yang 
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signifikan.  Saat  ini,  Islam  di  kawasan 
ini  sedang  menghadapi  tantangan  da- 
ri  pandangan  tersebut;  kawasan  ini 
mulai  dipandang  sedang  berada  di 
bawah  proses  radikalisasi  secara  ce- 
pat  dengan  munculnya  kelompok- 
kelompok  militan;  dan  semakin  biiruk 
dengan  adanya  persepsi  bahwa  kaum 
Muslim  di  Asia  Tenggara  merupakan 
"wilayah  subur  bagi  terorisme"  (hotbed 
of  terrorism)  yang  potensial.  Ada 
kemungkinan  bagi  potensi  radikalisme 
di  antara  Muslim  di  Asia  Tenggara,  te- 
tapi  terlalu  jauh  untuk  memandang 
kawasan  ini  sebagai  lahan  yang  subur 
bagi  terorisme. 


KELOMPOK-KELOMPOK 
MILITAN:  RADIKALISASI  SE- 
CARA PESAT 

Bagaimanapun  harus  diakui  bahw?. 
perubahan  politik  secara  cepat,  baik 
di  tingkat  nasional,  regional,  dan  in- 
ternasional,  khususnya  setelah  peris- 
tiwa  Tragedi  11  September  2001  di  AS, 
diikuti  dengan  kampanye  militer  AS 
di  Afghanistan  kemudian  di  Irak,  te- 
lah  menyaksikan  adanya  peningkatan 
radikalisme  Muslim  di  kawasan  ini. 
Sejumlah  penangkapan  terhadap  indi- 
vidu  dan  kelompok  di  negara-negara 
Asia  Tenggara,  seperti  Malaysia,  Singa- 
pura,  Filipina,  dan  Indonesia  menun- 
jukkan  bahwa  mereka  memiliki  keter- 
kaitan  regional  satu  sama  lain  yang 
sama  halnya  dengan  kelompok  teroris 
intemasional. 

Penyelidikan  yang  dilakukan  oleh 
pihak  kepolisian  Indonesia  terhadap 


pengeboman  di  Bali  pada  12  Oktober 
2002  contohnya,  sejauh  iiu  terlihat  ber- 
usaha  untuk  mengungkap  jaringan  kom- 
pleks  antara  individu-individu  militan 
dan  kelompok-kelompok  yang  melaku- 
kan  kegiatan  kekerasan  dan  teroris.  Gam- 
baran  yang  lebih  jelas  tentang  jaring- 
an radikal  tersebut  mulai  terlihat.  Seti- 
daknya  ada  dua  jenis  pola  yang  ber- 
hasil  diungkap  dari  hasil  penyeUdik- 
an  polisi  terhadap  kasus  bom  Bali.  Per- 
tama,  beberapa  dari  pelaku  pengebom- 
an merupakan  lulusan  dari  Pesantren 
Ngruki  di  Solo,  Jawa  Tengah,  dipim- 
pin  oleh  Abu  Bakar  Baasyir  yang  di- 
kenal  luas  sebagai  pemimpin  spiritual 
dari  Jama'ah  Islamiyah,  inti  dari  ke- 
lompok radikal  di  Asia  Tenggara.  Kedua, 
beberapa  pelaku  pemah  tinggal  di  Ma- 
laysia dalam  periode  ketika  pengung- 
sian  diri  Abu  Bakar  Baasyir,  melarikan 
diri  dari  tekanan  Presiden  Soeharto  ke- 
tika itu  (ICG,  Agustus  2002;  ICG,  De- 
sember  2002;  Nursalim,  2001). 

Persepsi  mengenai  munculnya  ra- 
dikalisme di  antara  kaum  Muslim  di 
Asia  Tenggara  terlihat  meningkat  se- 
telah Tragedi  di  New  York  dan  Wash- 
ington DC  pada  11  September  2001. 
Persepsi  tersebut  semakin  diperkuat  de- 
ngan terjadinya  beberapa  peristiwa  se- 
telah 11  September  2001,  yaitu  secara 
khusus  peristiwa  Bom  Bali  yang  me- 
nyebabkan  hampir  200  orang  tidak  ber- 
dosa  tewas.  Pengeboman  di  restoran 
McDonald  dan  show  room  kendaraan 
milik  Haji  Kalla  di  Makassar,  Sulawesi 
Selatan  pada  saat  Idul  Fitri  (5  Desem- 
ber  2002)  kemudian  semakin  memper- 
kuat  kecenderungan  terorisme  di  anta- 
ra individu-individu  dan  kelompok-ke- 
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lompok  tertentu  di  Indonesia.  Hal  ini 
sejalan  dengan  hasil  dari  penyelidik- 
an  polisi  di  Indonesia  yang  menunjuk- 
kan  bahwa  para  pelaku  dari  kegiatan 
teroris  tersebut  merupakan  individu- 
individu  yang  dikenal  sebagai  anggota 
dari  orang-orang  dan  kelompok-kelom- 
pok  radikal  tertentu. 

Ada  sedikit  keraguan  bahwa  Trage- 
di  11  September  2001  secara  cepat  te- 
lah  meradikalisasi  individu-individu 
dan  kelompok-kelompok  tertentu  di  an- 
tara  kaum  Muslim  di  Asia  Tenggara, 
khususnya  di  Indonesia.  Operasi  militer 
AS  di  Afghanistan  menyusul  serang- 
an  terhadap  gedung  World  Trade  Center 
di  New  York  dan  markas  Pentagon  di 
Washington  DC  secara  tidak  mengun- 
timgkan  telah  memberikan  momentum 
bagi  kaum  radikal  untuk  menempat- 
kan  diri  secara  lebih  jelas.  Kampanye 
militer  yang  dilakukan  pemerintahan 
Bush  di  Irak  semakin  menyulut  ke- 
bencian  di  antara  kaum  radikal.  Lebih 
jauh  lagi,  penangkapan  terhadap  se- 
jumlah  orang  yang  dicurigai  sebagai 
kaum  radikal  di  Malaysia,  Singapura, 
dan  Filipina  telah  menambah  kema- 
rahan  dcm  kebencian  terhadap  AS  dan 
simbol-simbol  yang  mereka  lihat  me- 
wakili  arogansi  AS  seperti  restoran-res- 
toran  McDonald  dan  Kentucky  Fried 
Chicken. 

Kita  tidak  seharusnya  dikacaukan 
dengan  perkembangan-perkembangan 
tersebut;  kenyataannya,  radikalisme  di 
antara  kaum  Muslim  di  Indonesia  bu- 
kanlah  sesuatu  hal  yang  baru.  Walau- 
pun  Islam  di  Indonesia  secara  umum 
dipandang  sebagai  Islam  moderat  dan 


damai,  tetapi  sejarah  Islam  di  kawasan 
ini  menunjukkan  bahwa  radikalisme 
di  antara  umat  Muslim  telah  ada  seti- 
daknya  selama  dua  abad,  ketika  gerak- 
an  Wahabi-Padri  di  Sumatera  Barat  pa- 
da  akhir  abad  ke-18  dan  awal  abad  ke- 
19  berusaha  untuk  mendorong  kaum 
Muslim  lairmya  di  kawasan  tersebut 
untuk  mendukung  pemahaman  literal 
mereka  terhadap  Islam.  Gerakan  keke- 
rasan  tersebut  bertujuan  menyebarkan 
Islam  yang  mumi  dan  mula-mula  se- 
perti yang  dijalankan  oleh  Nabi  Mu- 
hammad dan  para  pengikutnya  {salafs). 
Ternyata,  kaum  Padri  tersebut  gagal 
mendapatkan  dukimgan  dari  mayoritas 
Muslim;  dan  sebagai  akibatnya,  gerak- 
an Padri  tersebut  merupakan  satu-satu- 
nya  preseden  tentang  adanya  radikalis- 
me MusUm  di  Asia  Tenggara. 

Gerakan  Padri  merupakan  sebuah 
peralihan  dari  pengaruh  yang  terus- 
menerus  dari  Islam  Timur  Tengah  da- 
lam  kajian  Islam  di  Asia  Tenggara.  Se- 
perti yang  saya  kemukakan  di  tulisan 
yang  lain  (Azra  2003b),  sejak  abad  ke- 
16  hingga  abad  ke-18,  Islam  di  Timur 
Tengah  menerapkan  pengaruh  yang 
sangat  kuat  terhadap  intelektualisme 
Islam  dan  kehidupan  beragama  di  Asia 
Tenggara,  terutama  melalui  jaringan 
kompleks  antara  orang-orang  Timur  Te- 
ngah dan  kaum  ulama  Indonesia-Me- 
layu.  Kaum  ulama  Indonesia-Melayu, 
pada  giliraimya,  memainkan  peran  yang 
penting  dalam  perubahan  intelektual- 
isme dan  kehidupan  Islam  di  Asia  Teng- 
gara secara  damai.  Penulis  harus.  me- 
ngatakan  bahwa  menjelang  akhir  abad 
ke-18,  wacana  tentang  jihad  (perang) 
diperkenalkan  oleh  para  akademisi  In- 
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donesia-Melayu  terkenal  seperti  'Abd 
al-Samad  al-Palimbani  dan  Daud  ibn 
'Abd  Allah  al-Patani  sebagai  respons 
terhadap  penguasaan  yang  dilakukan 
oleh  kolonialisme  Eropa  di  Asia  Teng- 
gara;  jihad  tersebut  tidak  ditujukan 
terhadap  kamn  Muslim  lainnya.  Kare- 
na  ihi,  kaum  Padri  dari  Sumatera  Barat- 
lah  yang  merintis  titik  awal  di  Asia 
Tenggara  dengan  melimcurkan  gerakan 
jihad  terhadap  sesama  kaum  Muslim. 

AKAR  POLITIS-AGAMA  DARI 
RADIKALISME  DAN  TERORISME 

Akar  penyebab  dari  radikalisme  di 
antara  umat  Muslim  sangat  kompleks. 
Kompleksitas  tersebut  bahkan  sema- 
kin  bertambah  akhir-akhir  ini,  karena 
banyak  faktor  pendorong  yang  mem- 
pengaruhi  arah  dari  masyakat  Mus- 
lim secara  keseluruhan.  Di  masa  lalu, 
sebelum  periode  modem,  faktor-faktor 
radikalisme  umumnya  bersifat  internal, 
yaitu  sebagai  respons  terhadap  berba- 
gai  masalah  internal  yang  dihadapi 
oleh  kaum  Muslim  seperti  penyusut- 
an  entitas  politik  Muslim  secara  dras- 
tis  dan  konflik-konflik  di  antara  kaum 
Muslim.  Banyak  dari  kaum  Muslim  di 
masa  pra-kolor\ial  sangat  meyakini  bah- 
wa  situasi  yang  memprihatinkan  ter- 
sebut terkait  dengan  kerusakan  morai- 
sosial  umat  Muslim  sendiri  yang  me- 
rupakan  dampak  dari  keyakinan  dan 
praktek-praktek  agama  yang  keliru;  me- 
reka  telah  mengabaikan  ajaran  Islam 
yang  mumi  dan  sesungguhnya. 

Sebagai  akibatnya,  sebagian  dari 
kaum  Muslim  merasa  perlu  untuk  me- 


lakukan  tajdid  (p^mbaruan)  atau  islah 
(reformasi)  tidak  hanya  dengan  cara 
damai,  tetapi  juga  dengan  mengguna- 
kan  kekerasan  dan  cara  radikal  lain- 
nya yang  dianggap  lebih  efektif  oleh 
mereka,  dengan  mendeklarasikan  jihad 
(perang)  terhadap  kaum  Muslim  yang 
dipandang  telah  melewati  batas.  Islam 
tentu  saja  menekankan  tentang  per- 
lunya  umat  Muslim  untuk  memperba- 
rui  keyakinan  dan  tingkah  laku;  pada 
kenyataarmya,  dalam  salah  satu  hadith 
(tradisi),  Nabi  Muhammad  menyatakan 
bahwa  akan  ada  seorang  pembaharu 
(mujaddid)  Islam,  yang  datang  pada 
akhir  setiap  abad  untuk  memperba- 
rui  dan  menghidupkan  kembali  Islam. 
Tetapi  pada  waktu  yang  bersamaan, 
jelas  bahwa  Islam  melarang  penggu- 
naan  cara  radikal  dan  kekerasan  dalam 
upaya  untuk  memperbarui  dan  mere- 
formasi  Islam. 

Salah  satu  kecenderimgan  yang  pa- 
ling kuat  dalam  wacana  dan  gerakan 
pembaruan  dan  reformasi  Islam  ada- 
lah  orientasi  terhadap  kemurnian  dan 
originalitas  Islam  seperti  yang  dijalan- 
kan  oleh  Nabi  Muhammad  dan  para 
pengikutnya  (salafs).  Hal  ini  menjelaskan 
mengapa  sebagian  besar  gerakan  pem- 
baharu Islam  disebut  sebagai  "Salafiy- 
yah"  (Salafi  atau  Salafisme).  Ada  begi- 
tu  iuas  spektrum  dari  wacana  dan  ge- 
rakan Islam  yang  dapat  dimasukkan 
ke  dalam  Salafiyyah.  Salah  satunya 
adalah  pembedaan  antara  "Salafiyyah 
klasik"  dan  "Salafiyyah  baru";  atau  "Sa- 
lafiyyah damai"  dan  "Salafiyyah  radi- 
kal". Gerakan  Wahabi  di  Semenanjung 
Arab  yang  memperoleh  momentuiyi  pa- 
da akhir  abad  ke-18  dapat  dikategori- 


GERAKAN  ISLAM  MILITAN  PI  ASIA  TENGGARA  (Azra) 


97 


kan  sebagai  Salafiyyah  klasik  dan  ra- 
dikal.  Kasus  yang  sama  berlaku  pula 
pada  gerakan  Padri  di  Sumatera  Barat 
dalam  periode  peralihan  seperti  yang 
telah  dijelaskan  sebelumnya.  Gerak- 
an Wahabi-Padri  dapat  dengan  yakin 
dikategorikan  sebagai  "Salafisme  kla- 
sik" di  mana  faktor  internal  dengan 
ummah  Muslim  sebagai  faktor  pendo- 
rongnya. 

Spektrum  dari  wacana  dan  gerakan 
"Salafiyyah  baru"  jelas  sangat  kom- 
pleks.  Istilah  "baru"  {neo)  pertama-tama 
mengacu  pada  periode  modem,  dimu- 
lai  dengan  adanya  konflik  yang  tajam 
antara  masyarakat  Muslim  dengan 
kekuatan  kolonial  Eropa  sejak  abad 
ke-17  dan  seterusnya.  Selama  periode 
ini,  faktor-faktor  eksternal  -terutama 
berhubungan  dengan  dunia  Barat- 
yang  dapat  membangkitkan  radikalis- 
me  menjadi  semakin  dominan.  Kaum 
Muslim  menuduh  pihak  Barat  sebagai 
pihak  yang  bertanggung  jawab  atas 
berbagai  masalah  yang  dihadapi  oleh 
kaum  Muslim  selama  beberapa  abad 
terakhir.  Dalam  rangka  menentang  do- 
minasi  dan  hegemoni  Barat  yang  te- 
rus  berlangsung,  banyak  dari  kaum 
Muslim  yang  mengalami  tekanan  oleh 
psikologi  defensif  yang  mengarah  ke- 
pada,  salah  satu  di  antaranya,  keyakin- 
an  terhadap  apa  yang  disebut  sebagai 
"teori  konspirasi". 

Pada  periode  abad  ke-19  dan  se- 
belum  Perang  Dunia  II  terjadi  luapan 
radikalisme  Muslim  di  Asia  Tenggara, 
yaitu  ketika  puncak  kolonialisme  Ero- 
pa di  kawasan  ini.  Mereka  ini  adalah 
radikalisme  yang  berbeda;  mereka  ber- 


jihad  untuk  membebaskan  tanah  kaum 
Muslim  (dar  al-Islam)  dari  pendudukan 
pihak  musuh  dan  kafir  Eropa  yang 
datang  dari  tanah  peperangan  {dar  al~ 
harb).  Sesuai  dengan  doktrin  Islam 
klasik,  jihad  terhadap  pihak  musuh 
yang  kafir  dibenarkan  dan  dipandang 
sebagai  perang  yang  adil  (just  war); 
jihad  semacam  ini  diyakini  sebagai 
perang  dalam  cara  Allah  (jihad  fi  sabil 
Allah). 

Melihat  dari  keseluruhan  sejarah 
radikalisme  di  antara  kaum  Muslim, 
penulis  berpendapat  bahwa  radikalis- 
me di  antara  kaum  Muslim  lebih  ber- 
sifat  politis  ketimbang  keagamaan.  Da- 
lam beberapa  contoh,  motivasi  awal 
bisa  saja  bersifat  religius,  tetapi  kemu- 
dian  segera  beralih  menjadi  sangat 
politis.  Berbagai  perkembangan  politik 
di  Asia  Tenggara,  khususnya  di  Indo- 
nesia setelah  Perang  Dunia  II  meru- 
pakan  faktor-faktor  penting  dalam  mun- 
culnya  jenis  radikalisme  baru  di  anta- 
ra kaum  Muslim.  Merasa  dikecewakan 
oleh  kebijakan  militer  Indonesia  ten- 
tang  rasionalisasi  kelompok-kelompok 
paramiliter  setelah  kemerdekaan  In- 
donesia tanggal  17  Agustus  1945,  Kar- 
tosuwirjo  mengatasnamakan  Islam  me- 
lakukan  pemberontakan  terhadap  peme- 
rintah.  Peristiwa  ini  merupakan  asal 
terbentuknya  Dar  al-Islam  (DI  atau  Ne- 
gara  Islam)  atau  Negara  Islam  Indo- 
nesia (Nil)  dan  Tentera  Islam  Indone- 
sia (Til)  yang  bertujuan  untuk  memben- 
tuk  negara  Islam,  dawlah  al-Islamiyah, 
di  Indonesia.  Walaupun  gerakan  pem- 
berontakan tersebut  telah  menyebar  ke 
Sulawesi  Selatan  dan  Aceh  pada  tahun 
1950-an,  tetapi  gerakan  tersebut  gagal 
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mendapatkan  dukungan  dari  mayori- 
tas  Muslim  Indonesia,  yang  setelah 
perjuangan  berat  melawan  penjajahan 
Jepang  pada  akhimya  menerima  Pan- 
casila  (lima  sila)  sebagai  ideologi  na- 
sional.  Sebagai  akibatnya,  tentara  Indo- 
nesia dapat  menghancurkan  gerakan 
radikal  ini. 

Ide  untuk  mendirikan  negara  Islam 
(dawlah  al-Islamiyyah)  merupakan  salah 
satu  isu  penting  yang  kadang  menghi- 
lang  dan  kadang  muncul  di  antara  ke- 
lompok-kelompok  Muslim  tertentu  di 
Indonesia.  Beberapa  kelompok  yang  ter- 
golong  dalam  kategori  moderat,  seperti 
Partai  Masjumi  di  bawah  kepemimpin- 
ari  Mohammad  Natsir  contohnya,  ju- 
ga  berusaha  untuk  mengubah  Indone- 
sia menjadi  dawlah  al-lslamiyyah.  Pen- 
ting  untuk  dicatat  bahwa  upaya-upa- 
ya  tersebut  dilakukan  melalui  cara-cara 
yang  legal  dan  konstitusional,  secara 
spesifik,  melalui  parlemen.  Tetapi  me- 
reka  gagal  untuk  mewujudkan  ide  ter- 
sebut, terutama  karena  partai-partai  Is- 
lam yang  ada  terlibat  dalam.  perseli- 
sihan  dan  konflik  di  antara  mereka  sen- 
diri  dan  karena  itu  gagal  untuk  mem- 
peroleh  mayoritas  dalam  pemilihan  na- 
sional  tahun  1955,  juga  kedudukan  di 
parlemen. 

Penting  untuk  diingat  bahwa-  de- 
ngan kegagalan  tersebut,  para  pemim- 
pin  Islam  moderat  tidak  mengandal- 
kan  pada  cara-cara  yang  ilegal,  seperti 
pemberontakan  bersenjata,  imtuk  men- 
traiisformasikan  Indonesia  menjadi  ne- 
gara Islam.  Secara  kontras,  terdapat  ke- 
cenderungan  yang  semakin  meningkat 
di  antara  mereka  untuk  menerima  Pan- 


casila  sebagai  re.alitas  politik  yang  fi- 
nal. Pada  saat  yang  bersamaan,  seba- 
liknya,  ada  individu  dan  kelompok 
Muslim  yang  tetap  mempertahankan 
ide  imtuk  mendirikan  negara  Islam  In- 
donesia agar  tetap  hidup.  Kelompok 
masyarakat  ini  dapat  beroperasi  baik 
secara  sembimyi  {underground)  maupun 
secara  terbuka,  tergantung  kepada  si- 
tuasi  politik  pada  waktu  itu,  untuk  men- 
capai  tujuannya.  Mereka  juga  mung- 
kin  saja  bekerja  sama  dengan  elemen- 
elemen  tertentu  dari  militer  yang  me- 
rasa  tidak  puas  atau  dengan  kelom- 
pok radikal  lainnya  yang  sebenamya 
tidak  sejalan  secara  ideologi  dengan 
mereka;  kerja  sama  yang  aneh  ini  da- 
pat dikatakan  sebagai  "perkawinan  un- 
tuk keuntungan"  atau  dalam  konteks 
Islam  sebagai  ''nikah  mut'ah".  Karena 
itu,  setiap  pihak  harus  berhati-hati  da- 
lam analisis  dan  perspektifnya  ten- 
tang  kelompok-kelompok  radikal;  bebe- 
rapa di  antara  mereka  mungkin  saja 
sungguh-sungguh,  dimotivasi  teruta- 
ma oleh  alasan  keagamaan,  tetapi  bebe- 
rapa lairmya  bisa  saja  merupakan  ra- 
dikal "bentukan"  yang  didukung  oleh 
individu-individu  dan  kelompok-kelom- 
pok masyarakat  tertentu  untuk  kepen- 
tingan  politiknya  secara  sepihak. 

Rezim  Orde  Baru  Soeharto  setidak- 
nya  dalam  periode  1970-an  dan  1980- 
an  bukanlah  merupakan  konteks  yang 
bagus  dalam  kaitarmya  dengan  kekuat- 
an-kekuatan  politik  Muslim  secara 
umum.  Ada  berbagai  kecurigaan  dan 
sikap  permusuhan  antara  satu  dengan 
yang  lain.  Presiden  Soeharto  mengam- 
bil  kebijakan  yang  keras  terhadap  se- 
tiap ekspresi  dari  ekstremisme  Islam. 


GERAKAN  ISLAM  MILITAN  PI  ASIA  TENGGARA  (Azra) 


99 


Tetapi  pada  saat  yang  bersamaan, 
ada  keyakinan  yang  luas  bahwa  bebe- 
rapa  jenderal  militer  seperti  Ali  Moer- 
topo  dan  Benny  Moerdani  merekrut 
mantan  DI/TII  untuk  membentuk  "ko- 
mando  Jihad",  yang  melakukan  kegiatan- 
kegiatan  subversif  dalam  rangka  men- 
diskreditkan  Islam  dan  Muslim  (Ausop 
2003). 

KELOMPOK  RADIKAL  MUSLIM 
KONTEMPORER 

Jatuhnya  Presiden  Soeharto  dari 
tampuk  kekuasaannya  selama  lebih  da- 
ri tiga  dekade  telah  membangunkan 
kaum  Muslim  radikal  yang  "tertidur". 
Adanya  eforia  atas  demokrasi  yang 
baru  muncul  dan  penghapusan  UU 
anti-subversi  oleh  Presiden  B.J.  Habibie 
telah  memberikan  dasar  yang  sangat 
baik  bagi  kaum  radikal  untuk  meng- 
ekspresikan  wacana  dan  kegiatan-ke- 
giatan  ekstrem  dan  radikal  mereka  da- 
lam tindakan  yang  lebih  nyata.  Tidak 
adanya  penegakan  hukum  akibat  dari 
demoralisasi  polisi  dan  militer  (TNI) 
telah  menciptakan  semacam  kekosong- 
an  legal  yang  pada  gilirannya  diguna- 
kan  oleh  kelompok-kelompok  radikal 
untuk  menentukan  hukum  di  tangan 
mereka.  Hal  ini  tentu  saja  berbeda  de- 
ngan  yang  terjadi  di  negara-negara 
Asia  Tenggara  lainnya  seperti  Malay- 
sia dan  Singapura  yang  memiliki  un- 
dang-undang,  seperti  ISA  yang  bisa 
digunakan  untuk  menghadapi  pening- 
katan  radikalisme  dan  terorisme.  Seba- 
liknya,  baru  setelah  terjadi  peristiwa 
Bom  Bali  pada  tanggal  12  Oktober 
2002,  parlemen  dan  pemerintah  Indo- 


nesia menerapkan  undang-undang  (UU 
anti-terorisme)  yang  menentang  tindak- 
an-tindakan  radikal  dan  terorisme 
-yang  pada  akhirnya-  seolah  mene- 
kan  kelompok  radikal  agar  tetap  ber- 
ada  pada  posisi  yang  rendah. 

Beberapa  kelompok  radikal  yang 
penting  harus  dimasukkan  dalam  hi- 
tungan  ini.  Mereka  adalah  Lasykar 
Jihad  (LJ),  dibentuk  oleh  Forum  Ko- 
munikasi  Ahlussunah  Wa  al-Jamaah 
(FKAWJ)  di  bawah  kepemimpinan  Ja'far 
Umar  Thalib;  Front  Pembela  Islam  (FPI) 
yang  dipimpin  oleh  Habib  Rizq  Shihab; 
Majelis  Mujahidin  Indonesia  (MMI) 
yang  dipimpin  oleh  Abu  Bakar  Baasyir; 
Jamaah  Ikhwan  al-Muslimin  Indonesia 
(J AMI)  yang  dipimpin  oleh  Habib  Hu- 
sein  al-Habsyi;  dan  Hizb  al-Tahrir  In- 
donesia (HTI)  (Bamualim  dkk.,  2001; 
Azra,  2003;  dan  Farianie  dkk.,  2002). 

Jelas  bahwa  kelompok-kelompok  ra- 
dikal ini  bersifat  independen  dan  ti- 
dak memiliki  keterkaitan  dengan  or- 
ganisasi  yang  sudah  mapan  seperti 
Nahdlatul  Ulama  (NU),  Muhammadi- 
yah,  dan  sebagainya;  ataupun  berafi- 
liasi  dengan  partai-partai  politik  Is- 
lam. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  se- 
mua  kelompok  radikal  ini  tidak  mem- 
_percayai  organisasi  Muslim  lain  yang^ 
sudah  mapan,  baik  yang  memiliki  ka- 
rakter  sosial-agama  dan  politik.  Hal 
ini  terutama  karena  di  dalam  pandang- 
an  kelompok-kelompok  radikal  terse- 
but,  organisasi-organisasi  Muslim  yang 
sudah  mapan  terlalu  akomodatif  dan 
kompromistis  dalam  sikap  politik  dan 
keagamaannya  terhadap  realitas  poli- 
tik dan  keagamaan  Indonesia.  Perta- 
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rungan  politik  dan  konflik  di  antara 
kelompok-kelompok  politik  yang  terpe- 
cah-pecah  seperti  halnya  di  antara  ke- 
lompok  pro  dan  anti-status  quo  juga 
melibatkan  orang-orang  dalam  ling- 
karan  militer  Indonesia  (TNI)  sesaat 
setelah  kejatuhan  Soeharto,  memberi- 
kan  insentif  bagi  kaum  radikal  untuk 
menempatkan  dirinya. 

Penulis  berpendapat  bahwa  setidak- 
tidaknya  ada  dua  kategori  dari  kelom- 
pok  radikal  ini;  kelompok  pertama  ada- 
lah  kelompok  radikal  yang  secara  men- 
dasar  berbasis  lokal  (home-grown);  ter- 
masuk  dalam  kelompok  ini  adalah 
Lasykar  Jihad,  FPI,  dan  kelompok-ke- 
lompok lain  yang  lebih  kecil.  Kelom- 
pok kedua  adalah  kelompok  yang  ber- 
afiliasi  Timur  Tengah  atau  memiliki 
orientasi  tertentu  (oriented  groups),  se- 
perti JAMI  -yang  berasal  dari  al-Ikhan 
al-ivluslimun  di  Mesir-  dan  Hibz  al- 
Tahrir  yang  pada  awalnya  didirikan 
di  Yordania  oleh  Syaikh  Taqi  al-Din 
Nabhani  pada  tahun  1950-an.  Di  sam- 
ping  perbedaan  tersebut,  semua  ke- 
lompok radikal  ini  memiliki  orientasi 
ideologi  Timur  Tengah  yang  sangat 
kuat,  yang  mereka  yakini  sebagai  pan- 
dangan  dunia  yang  paling  mumi.  Ka- 
rena  itu,  dalam  konteks  wawasan  ke- 
agamaan,  mereka  mendukung  ideologi 
Salafisme  radikal;  dan  dalam  konteks 
pandangan  politik,  mereka  merupakan 
penganut  ideologi  khilafatisme  yang 
salah  satu  tujuan  utamanya  adalah 
berdLrinya  satu  khilafah  (caliphate)  yang 
imiversal  untuk  semua  Muslim  di  dunia. 

Walaupun  kelompok-kelompok  radi- 
kal ini  bertujuan  untuk  mendirikan 


suatu  dawlah  Islamiyah  untuk  khilafah 
di  kawasan  ini,  mereka  sangat  berbe- 
da  dengan  gerakan  DI/NII  sebelum- 
nya  yang  ada  di  Indonesia.  Seiring 
dengan  konflik  dan  perpecahan  yang 
terjadi  di  antara  mantan  anggota  DI/NII 
yang  merupakan  akibat  dari  operasi 
intelijen  Indonesia  seperti  yang  telah 
disebutkan  di  atas,  kelompok-kelompok 
radikal  yang  ada  saat  ini  cenderung 
beroperasi  secara  independen  dari  ke- 
lompok yang  sebelumnya  (Ausop  2003). 

Melihat  pada  keseluruhan  fenome- 
na  radikalisme  di  antara  kaum  Muslim 
di  Asia  Tenggara  atau  Indonesia  seca- 
ra khusus,  jelas  bahwa  terdapal  sejarah 
yang  panjang  dan  kompleks.  Sejarah 
radikalisme  di  antara  kelompok-kelom- 
pok Muslim  tertentu,  lebih  lanjut  me- 
nunjukkan  bahwa  ada  banyak  faktor 
yang  berperan  untuk  menciptakan  ke- 
cenderungan  tersebut.  Ada  kecenderung- 
an  yang  kuat  bahwa  motif  dari  radikal- 
isme mereka  lebih  bersifat  politis  ketim- 
bang  religius.  Ada  dugaan  pula  bahwa 
radikalisme  mereka  memiliki  keterkait- 
an  dengan  kerusakan  sistem  politik  dan 
sosial  secara  keseluruhan.  Tidak  ada- 
nya  penegakan  hukum  jelas  merupa- 
kan faktor  penting  bagi  kaum  radikal 
untuk  mengambil  alih  hukum  ke  da- 
lam tangan  mereka  dengan  mengatas- 
namakan  Islam. 

BLESSING  IN  DISGUISE? 

Tindakan  pengemboman  oleh  teroris 
di  Legian,  Bali,  pada  bulan  Oktober 
2002  merupakan  tragedi  kemanusiaan 
untuk  Indonesia  saat  ini.  Sesungguh- 
nya,  pengeboman  tersebut  merefleksi- 
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kan  tahap  baru  bagi  kekerasan  dan  te- 
ror  di  negeri  ini.  Hal  ini  tidak  hanya 
bisa  dilihat  dari  sejumlah  besar  kor- 
ban  yang  jatuh,  tetapi  juga  dari  peng- 
gunaan  senjata  mematikan  oleh  para 
teroris  untuk  menciptakan  dampak  psi- 
kologis  yang  besar  baik  secara  domes- 
tik  maupun  intemasional.  Lebih  buruk 
lagi,  ada  dugaan  bahwa  salah  satu 
pelaku  adalah  pelaku  bom  bunuh  diri, 
yang  mengingatkan  pada  pelaku  bom 
bunuh  diri  Palestina.  Bagi  masyarakat 
Indonesia  merupakan  suatu  hal  yang 
sulit  untuk  dihadapi  bahwa  individu- 
individu  tertentu  di  antara  mereka 
menjadi  sedemikian  kejam  dan  tidak 
berperikemanusiaan. 

Tetapi  saat  ini,  setelah  penyelidikan 
polisi  secara  intensif,  pengeboman  Bali 
untuk  beberapa  alasan  dapat  menjadi 
suatu  "berkah  secara  kebetulan"  {bless- 
ing in  disguise).  Pertama,  kepolisian  tidak 
hanya  bisa  menangkap  para  pelaku 
pengeboman,  tetapi  juga  mengungkap 
bukti  baru  mengenai  jaringan  radikal 
di  Indonesia  dan  Asia  Tenggara  seca- 
ra umum.  Pengungkapan  jaringan  ter- 
sebut  menjadi  penting  untuk  menya- 
takan  fakta  bahwa  jaringan  kaum  ra- 
dikal telah  berjalan  di  Asia  Tenggara, 
atau  di  Indonesia  khususnya,  dalam 
beberapa  tahun  terakhir  untuk  menca- 
pai  tujuannya,  yang  paling  utama  ada- 
lah "Negara  Islam  Nusantara"  yang 
akan  terdiri  atas  Indonesia,  Malaysia, 
Brunei  Darussalam,  Singapura  dan  ke- 
mimgkinan  juga  wilayah  Muslim  di  Fi- 
lipina  Selatan. 

Banyak  pujian  seharusnya  diberi- 
kan  kepada  kepolisian  yang  telah  be- 


kerja  tanpa  mengenai  lelah  imtuk  meng- 
investigasi  kasus  tersebut  dan  telah  ber- 
hasil  untuk  membongkar  keterkaitan 
antara  satu  pelaku  dengan  pelaku  lain- 
nya.  Setelah  serangkaian  pengeboman 
yang  tidak  terungkap  sejak  jatuhnya 
Presiden  Soeharto  dari  kekuasaan  pada 
tahun  1998,  saat  ini  polisi  dengan  ban- 
tuan  mitra  dari  Australia  contohnya 
telah  mampu  mengungkap  keterkaitan 
antara  pengemboman  di  Bali  dan  se- 
rangkaian pengeboman  setidaknya  se- 
lama  dua  tahun  terakhir. 

Kedua,  terungkapnya  jaringan  kaum 
radikal  oleh  pihak  kepolisian  dengan 
sangat  meyakinkan  telah  meredam  pan- 
dangan  dari  pihak-pihak  yang  skeptis, 
yaitu  mereka  yang  sejak  ledakan  di 
Bali  telah  berpendapat  bahwa  penge- 
boman tersebut  merupakan  rencana  AS 
atau  pihak  Barat  untuk  mendiskredit- 
kan  Islam  dan  menghancurkan  citra 
kaum  Muslim  di  negeri  ini.  Pihak-pihak 
yang  skeptis  ini,  beberapa  di  antaranya 
para  pemimpin  Muslim  utama  yang 
percaya  dengan  teori  konspirasi  terse- 
but bahkan  telah  menuduh  pemerin- 
tahan  Presiden  Megawati  sedemikian 
tunduk  menyerah  kepada  tekanan  dan 
keinginan  dari  Presiden  AS  Bush  se- 
cara khusus. 

Terungkapnya  jaringan  kaum  ra- 
dikal tersebut  saat  ini  menunjukkan 
bahwa  teori  konspirasi  tersebut  tidak 
benar.  Pemyataan-pernyataan  yang  di- 
berikan  oleh  Amrozi,  Imam  Samudra 
dan  kawan-kawannya  yang  terlibat  da- 
lam peristiwa  di  Bali  dan  pengebom- 
an lainnya  memperjelas  bahwa  penge- 
boman tersebut  dimotivasi  oleh  radi- 


1^2  

kalisme  mumi  dan  kebencian  terhadap 
AS  dan  kekuatan-kekuatan  Barat  lain- 
nya.  Adanya  kenyataan  bahwa  para 
pelaku  tidak  menunjukkan  penyesalan 
atas  tewasnya  korban  yang  tidak  ber- 
salah  semakin  memperkuat  bahwa  me- 
reka  termotivasi  oleh  ideologi  kekeras- 
an  mereka  sendiri  ketimbang  oleh  hal 
lain. 

Ketiga,  terungkapnya  jaringan  radi- 
kal  tersebut  nxenunjukkan  fakta  bahwa 
secara  nyata,  kaum  teroris  memang  be- 
nar-benar  ada  di  Indonesia,  dalam  hal 
ini  berasal  dari  kaum  Muslim,  yang 
menggunakan  cara  kekerasan  untuk 
mencapai  tujuan.  Sebelum  pengimgkap- 
an  oleh  pihak  kepolisian,  ada  keeng- 
ganan  dari  para  pemimpin  Islam  di  In- 
donesia untuk  mengakui  bahwa  ada 
kelompok  teroris  di  antara  kaum  Mus- 
lim Indonesia  yang  telah  menyalahgu- 
nakan  ajaran  Islam  untuk  membenar- 
kan  kegiatan  teroris  mereka.  Pada  da- 
samya  beberapa  pemimpin  Muslim  te- 
lah mengeluarkan  pemyataan  yang  da- 
pat  menciptakan  kesan  yang  salah 
kepada  publik  secara  umum  sehingga 
tidak  hanya  membela  kaum  radikal, 
tetapi  juga  memaklumi  tindakan  te- 
roris dan  kekerasan. 


KESIMPULAN 

Ini  merupakan  waktu  yang  tepat 
bagi  para  pemimpin  Muslim  di  Asia 
Tenggara,  di  mana  mayoritas  dari  me- 
reka adalah  kaum  moderat,  untuk  se- 
cara sungguh-sungguh  mengakui  bah- 
wa ada  masalah  serius  tentang  radi- 
kalisme  di  antara  individu  dan  ke- 
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lompok  Muslim  tertentu.  Masalah  ini 
hams  secara  adil  dihadapi  oleh  pemim- 
pin Muslim  moderat  bersama-sama 
dengan  pihak  penegak  hukum  demi 
kepentingan  citra  Islam  sebagai  agama 
yang  cinta  damai  dan  Muslim  Asia 
Tenggara  sebagai  "masyarakat  Islam 
dengan  wajah  yang  tersenyum".  Masa- 
lah kaum  radikal  ini  dapat  dilihat  pa- 
da  dua  tingkat:  Pertama,  penyalahguna- 
an  dan  manipulasi  doktrin  Islam  ter- 
tentu untuk  membenarkan  radikalis- 
me  dan  terorisme.  Penyalahgunaan  ter- 
sebut muncul  dari  interpretasi  Islam  se- 
cara literal.  Masalah  kedua  adalah  peng- 
gunaan  kekerasan  dan  terorisme  yang 
secara  meyakinkan  bertentangan  de- 
ngan Islam. 

Karena  itu,  adalah  saatnya  bagi  pa- 
ra pemimpin  Muslim  moderat  untuk 
mengatakan  secara  jelas  dan  keras 
bahwa  interpretasi  literal  terhadap  Is- 
lam hanya  akan  mengarah  pada  eks- 
tremisme  yang  tidak  dapat  diterima 
oleh  Islam,  dan  Islam  tidak  dapat  me- 
maklumi, bahkan  membenarkan  segala 
bentuk  tindakan  kekerasan  dan  teroris. 
Tidak  ada  alasan  apa  pun  bagi  kaum 
Muslim  imtuk  melakukan  kegiatan  yang 
dapat  melukai  atau  membunuh  orang 
lain,  Muslim  maupun  non-Muslim.  Ke- 
bencian dan  kekecewaan  apa  pim  y<mg 
dirasakan  oleh  individu  dan  kelompok 
Muslim  tidak  dapat  dan  tidak  seharus- 
nya  membenarkan  tindakan  yang  tidak 
berperikemanusiaan. 

Lebih  jauh,  para  pemimpin  Islam 
moderat  tidak  boleh  dikacaukan  dengan 
klaim  dan  pernyataan  dari  kaum  .radi- 
kal. Kaum  radikal  menjadi  buruk  tidak 
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hanya  karena  menyalahgunakan  dok- 
trin  Islam  untuk  tujuan  sepihak  mere- 
ka,  tetapi  juga  memanipulasi  senti- 
men  kaum  Muslim  melalui  penyalah- 
gunaan  dan  manipulasi  media  massa, 
khususnya  televisi.  Klaim  bahwa  pe- 
nangkapan  para  pemimpin  radikal  ter- 
tentu  merupakan  tekanan  terhadap  Is- 
lam dan  kaum  ulairia  merupakan  hal 
yang  menyesatkan.  Sama  halnya,  klaim 
bahwa  penyelidikan  polisi  di  Indone- 
sia terhadap  pesantren-pesantren  ter- 
tentu  dalam  rangka  mencari  para  pe- 
laku  pengeboman  merupakan  langkah 
awal  permusuhan  dan  kecurigaan  ter- 
hadap seluruh  pesantren,  merupakan 
hal  yang  lebih  menyesatkan  lagi. 

Identifikasi  pemimpin-pemimpin  dan 
kelompok-kelompok  radikal  dengan  Is- 
lam dan  ulama  lagi-lagi  menyesatkan. 
Sesungguhnya,  kaum  radikal  hanya 
merupakan  bagian  kecil  dari  "lautan" 
Muslim  moderat  yang  dari  jumlahnya 
yang  sedemikian  besar  dapat  dipan- 
dang  sebagai  perwakilan  dari  Islam  di 
Asia  Tenggara  yang  memiliki  karakter 
damai.  Karena  itu,  kaum  moderat  ha- 
ms berhati-hati  untuk  tidak  menduktmg 
kesan  apa  pun  yang  dapat  mengarah 
pada  identifikasi  kaum  radikal  dengan 
Islam  dan  Muslim  secara  luas. 

Sebagian  orang  berpendapat  bahwa 
sikap  defensif  dari  para  pemimpin 
Muslim  tertentu,  khususnya  di  Indo- 
nesia, berawal  dari  adanya  trauma  ter- 
hadap rekayasa  politik  dan  tekanan 
yang  diberikan  oleh  pihak  polisi  dan 
militer  terhadap  kaum  Muslim  sela- 
ma  periode  Soeharto.  Pendapat  ini, 
penulis  yakini,  terlihat  tidak  relevan 
dengan  situasi  politik  saat  ini.  Tidak 


ada  bukti  bahwa  pemerintahan  Mega- 
wati Soekarnoputri  bersikap  memu- 
suhi  Islam  dan  umat  Muslim.  Presi- 
den  Megawati  justru  terlihat  bersikap 
hati-hati  dalam  masalah  umat  Mus- 
lim jika  dibandingkan,  misalnya,  de- 
ngan Presiden  Abdurrahman  Wahid. 
Dengan  menyadari  kekurangannya  da- 
lam masalah  Islam,  Presiden  Mega- 
wati berusaha  membatasi  diri  untuk 
tidak  mengeluarkan  pernyataan-per- 
nyataan  atau  kebijakan-kebijakan  yang 
dapat  memicu  pertentangan  dari  umat 
Muslim  secara  umum. 

Tentu  saja  ada  banyak  kritik  yang 
dilonlarkan  terhadap  Presiden  Mega- 
wati Soekarnoputri  yang  dilihat  sa- 
ngat  enggan  dan  tidak  tegas  dalam 
mengambil  kebijakan  yang  keras  da- 
lam menghadapi  kaum  radikal,  karena 
beliau  khawatir  -tampaknya-  terhadap 
kemungkinan  reaksi  keras  dari  umat 
Muslim.  Sepertinya  beliau  tidak  menya- 
dari bahwa  para  pemimpin  dan  or- 
ganisasi  Muslim  moderat  sangat  ber- 
sedia  bersama-sama  dalam  barisan  un- 
tuk menentang  ekstremisme  dan  radi- 
kalisme  agama.  Ini  jelas  terlihat  da- 
lam pernyataan  Hasyim  Muzadi  (Ke- 
tua  Umum  Nahdlatul  Ulama/NU)  dan 
Syafii  Maarif  (Ketua  Umum  Muham- 
madiyah)  bahwa  sejak  Tragedi  11  Sep- 
tember 2001  di  AS,  kaum  Islam  "di  In- 
donesia tidak  dapat  menerima  sega- 
la  bentuk  ekstremisme  agama.  Lebih 
jauh  lagi,  dua  organisasi  Muslim  ter- 
besar,  mewakili  70  juta  umat  Muslim  di 
Indonesia,  telah  mencapai  kesepakat- 
an  untuk  menangani  radikalisme  aga- 
ma melalui  berbagai  program  dan  kebi- 
jakan mereka. 
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Bagi  aparat  kepolisiar\,  saat  ini  tin- 
dakan  pelanggaran  hak  asasi  manu- 
sia  menjadi  semakin  sulit  untuk  dila- 
kukan  seperti  di  masa  lalu.  Tumbang- 
nya  rezim  otoriter  dan  bangkitnya  de- 
mokrasi  di  Indonesia  telah  mendorong 
kepolisian  untuk  menjadi  lebih  sen- 
sitif  terhadap  isu  hak  asasi  manusia 
dan  perlindungan  terhadap  hak-hak 
para  tersangka  pelaku  tindak  keke- 
rasan  dan  terorisme.  Tetapi  hal  ini  ti- 
dak bermaksud  imtuk  menyatakan  bah- 
wa  polisi  bebas  dari  tindakan  opresif 
dan  insensitivitas.  Karena  itu,  meru- 
pakan  tanggung  jawab  publik  untuk 
mengontrol  dan  mengawasi  polisi  de- 
ngan  ketat  dalam  melakukan  tugas 
penyelidikan,  bukan  hanya  untuk  men- 
cegah  kemungkinan  kekeliruan  dan  ke- 
salahan  penanganan  yang  dilakukan 
terhadap  para  pelaku  kriminal,  tetapi 
juga  untuk  membangun  prosedur  yang 
dapat  dipercaya  dan  sesuai  dengan 
proses  hukum  yang  ada. 

Selanjutnya,  para  pemimpin  Muslim 
moderat  di  samping  mengawasi  upa- 
ya  kepolisian  untuk  mengadili  para 
tersangka  pelaku  tindak  kekerasan  dan 
teroris,  juga  harus  mendukung  polisi 
dalam  penyelidikan.  Penulis  berpen- 
dapat  bahwa  salah  satu  akar  penyebab 
utama  dari  kekerasan  dan  terorisme 
yang  terjadi  saat  ini  di  Indonesia  ada- 
lah  tidak  adanya  penegakan  hukum 
dan  lebih  buruk  lagi,  kekebalan  hu- 
kum. Adanya  kenyataan  tentang  ^idak 
adanya  penegakan  hukum  dan  tin- 
dakan tegas  dari  pihak  kepolisian  te- 
lah dijadikan  alasan  utama  bagi  se- 
bagian  kelompok  radikal  untuk  me- 
nentukan  hukum  secara  sepihak  me- 


lalui  berbagai  tindakan  yang  melang- 
gar  hukum  seperti  penggerebekan  ter- 
hadap diskotik,  klab  malam,  dan  tem- 
pat-tempat  lain  yang  dianggap  seba- 
gai  tempat  penyakit  masyarakat. 

Di  atas  semuanya,  masa  depan  Is- 
lam di  Asia  Tenggara  yang  moderat 
dan  damai  banyak  ditentukan  oleh 
sikap  yang  adil,  objektif,  pro-aktif  dari 
kaum  mayoritas  yang  moderat  untuk 
merespons  setiap  perkembangan  di 
antara  umat  Muslim  di  kawasan.  Sikap 
yang  reaksioner  dan  defensif  tidak 
akan  membantu  dalam  upaya  untuk 
menunjukkan  pada  dimia  bahwa  Islam 
adalah  agama  yang  damai  dan  umat 
Muslim  adalah  masyarakat  yang  cin- 
ta  damai.  Lagi-lagi,  ini  merupakan 
waktu  bagi  kaum  moderat  agar  lebih 
asertif  memimpin  untuk  mengembali- 
kan  karakter  perdamaian  bagi  Islam 
di  Asia  Tenggara. 
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Militer  dan  Pemilu  2004 


Una  A.  Alexandra  dan  Andi  Widjajanto 


Menjelang  dilaksanakannya  Pemilu  2004,  berbagai  kalangan  mengemuka- 
kan  sejumlah  kekhawatiran  mengenai  kemungkinan  gangguan  keamanan  vanst 
muncul  selama  proses  pesta  demokrasi  itu  berlangsung.  Spekulasi  yan/ber- 
kembang  terutama  adalah  kemungkinan  turunnya  militer  jika  ternyata  proses 
pemilu  "berdarah-darah".  Tulisan  ini  berusaha  membahas  masalah  tersebut  de- 
ngan melthat  kerawanan  yang  mungkin  dihadapi  selama  proses  pemilu  peran 
TNI  dalam  pemilu,  latar  belakang  keterlibatan  TNI  dalam  politik,  dan  rekomen- 
dasi  bagaimana  menangkal  kemungkinan  intervensi  TNI  tersebut. 


PENDAHULUAN 

TAHUN  2004  ini  merupakan 
tahun  yang  krusial  dalam  se- 
jarah  demokrasi  di  Indonesia. 
Pada   tahun  ini,  bangsa  Indonesia 
akan  melangsungkan  suatu  pemilihan 
umum  yang  berbeda  dengan  yang 
pernah  dilakukan  pada  masa-masa 
sebelumnya.  Pemilu  tahun  2004  ini 
akan  melalui  tiga  tahapan  besar,  yaitu 
pemilu  untuk  memilih  anggota  legis- 
latif,  pemilu  untuk  memilih  presiden 
dan  wakil  presiden  secara  langsung, 
dan  pemilu  presiden  dan  wapres  ta- 
hap  II  jika  pemilu  tahap  I  tidak  meng- 
hasilkan  terpiiihnya  pasangan  presi- 
den dan  wapres  secara  langsung.  Sis- 
tem yang  digunakan  pun  mengalami 
perubahan  yang  cukup  signifikan.  Pe- 
milu untuk  memilih  anggota  legislatif 
menggunakan  sistem  proporsional  ter- 
buka  yang  tidak  hanya  mewajibkan 
pemilih  untuk  mencoblos  tanda  gam- 
bar  partai,  tetapi  juga  nama  caleg 


yang  dipilih.  Sedangkan  untuk  pemi- 
lu presiden  dan  wapres  mengguna- 
kan sistem  yang  benar-benar  baru 
yaitu  popular  vote,  biikan  dengan  sis- 
tem electoral  college  seperti  sebelumnya. 

Adanya  penerapan  sistem  pemilu 
yang  baru  tersebut  menimbulkan  ber- 
bagai spekulasi  tentang  bagaimana  pro- 
ses pemilihan  umimi  ini  akan  berlang- 
sung. Pernyataan-pernyataan  khusus- 
nya  tentang  berbagai  kerawanan  atau 
kemungkinan  gangguan  keamanan  di- 
keluarkan  oleh  berbagai  kalangan  ma- 
syarakat,  baik  oleh  elite-elite  politik, 
pengamat  politik,  bahkan  elite-elite 
militer. 

Berkaitan  dengan  hal  itu,  tulisan 
ini  berusaha  untuk  melihat:  Pertama, 
skenario-skenario  keamanan  yang  mung- 
kin terjadi  selama  proses  pemilihan 
umum  2004  berlangsung.  Kedua,  peran 
TNI  dalam  proses  pemilihan  umum 
tersebut,  baik  dalam  keterlibatan  TNI 
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berkaitan  dengan  hak  memilih  dan  di- 
pilih  maupun  peran  TNI  dalam  penga- 
manan  pemilihan  umum.  Akhimya  pa- 
da  bagian  ketiga  berusaha  dijelaskan 
tentang  image  TNI  sebagai  tentara  po- 
litik  yarig  melatarbelakangi  kecurigaan 
terhadap  kemungkinan  intervensi  TNI 
dalam  pemilu  dan  rekomendasi  bagai- 
mana  menangkal  kemungkinan  tersebut. 

SKENARIO-SKENARIO  KE- 
AMANAN  PEMILIHAN  UMUM 
2004 

Jika  kita  meUhat  tahapan  proses  pe- 
milu 2004  dari  awal  hingga  akhir,  ham- 
pir  di  seluruh  titik  kegiatan  memiliki 
kerawanan  tersendiri.  Proses  Pemilu 
2004  dari  awal  hingga  akhir  dapat 
dilihat  pada  Tabel  1. 

Secara  umum,  ada  sembilan  kate- 
gori  kegiatan  yang  rawan  terhadap 
ancaman  gangguan  keamanan.  Per- 
tama,  pada  setiap  pengumuman  ba- 
sil verifikasi  oleh  KPU,  mulai  dari  ba- 
sil verifikasi  partai  politik  (parpol) 
yang  lulus  menjadi  peserta  pemilu 
(8  Desember  2003),  calon  legislatif 
(caleg)  (2-12  Januari  2004),  hingga 
hasil  verifikasi  capres/wapres  yang 
berhak  dipilih  dalam  pemilu  (19  Mei 
2004).  Ketegangan  dapat  dilihat  ke- 
tika  KPU  mengumumkan  hanya  24 
parpol  yang  berhasil  lolos  verifikasi 
menjadi  peserta  pemilu.  Sebagian  be- 
sar  parpol  yang  tidak  lolos  terse- 
but mengajukan  protes  keras  dan 
gugatan  terhadap  KPU. 

Selanjutnya,  berbagai  protes  juga 
diajukan  oleh  parpol  sebagai  insti- 


tusi  maupun  dari  perseorangan  caleg 
yang  namanya  tidak  berhasil  lolos 
verifikasi  caleg  karena  tidak  meme- 
nuhi  persyaratan  administrasi,  seper- 
ti  fotokopi  ijazah  yang  dilegalisir,  ke- 
terangan  berkelakuan  baik  dari  ke- 
polisian,  keterangan  bahwa  yang  ber- 
sangkutan  sehat/ tidak  terganggu  ji- 
wanya,  tidak  sedang  menjalani  dak- 
waan  hukum,  memiliki  persetujuan 
dari  pimpinan  parpol,  dan  sebagai- 
nya.  Seperti  yang  diperkirakan,  ber- 
bagai protes  muncul  ketika  sebagian 
besar  caleg  tidak  memenuhi  persya- 
ratan adminsitratif  tersebut.  Bahkan 
ada  satu  parpol  yang  semua  caleg- 
nya  belum  melengkapi  salah  satu 
atau  beberapa  persyaratan  adminis- 
tratif.  Protes  yang  diajukan  oleh  par- 
pol umumnya  adalah  sulitnya  per- 
syaratan administratif  yang  harus  di- 
penuhi,  misalnya  melampirkan  foto- 
kopi ijazah  lulus  perguruan  tinggi 
yang  sudah  dilegalisir  padahal  ca- 
leg yang  bersangkutan  sebelumnya 
menempuh  pendidikan  di  luar  ne- 
geri.  Melihat  pada  kedua  masalah 
di  atas,  sangat  mungkin  pengumum- 
an hasil  verifikasi  capres/wapres  ju- 
ga akan  mengundang  berbagai  pro- 
tes baik  dari  parpol  yang  mengaju- 
kan maupim  dari  capres/wapres  yang 
bersangkutan  karena  ada  bakal  capres/ 
wapres  yang  gugur. 

Kedua,  tahap  pengajuan  daftar  ca- 
leg ke  KPU  (22-29  Desember  2003). 
Pada  tahap  ini,  justru  kerawanan 
yang  terjadi  adalah  terjadinya  kon- 
flik  internal  di  dalam  masing-ma- 
sing  parpol.  Di  berbagai  media  da- 
pat   dilihat    bahwa    hampir  setiap 
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Tabel  1 


SEMBILAN  UTIK  RAWAN  PEMILU  2004 


No.        Periode  Titik  Rawan 
Pemilu 

1.  8  Desember  2003 
2-12Januari  2004 
19Mei2004 

2.  22-29  Desember  2003 


llMaret-1  AprU2004 
ljuni-ljuli2004 
14-16  September  2004 


2-4  April  2004 
2-4  Juli  2004 

5  April  2004 

5  Juli  2004 

20  September  2004 


5. 


27Januari2004 
21-28  April  2004 
29-30  April  2004 
11-17  Mei  2004 
5-12  Oktober  2004 


20JuU2004 


Titik  Rawan  Pemilu 


8.      September  2004 


20  Oktober  2004 


Protes  atau  gugatan  karena  ketidakpuasan  atas 
hasil  verifikasi  parpol,  caleg,  dan  capres/wapres 
yang  akan  dipilih  dalam  pemilu. 

Konflik  internal  partai  dalam  menentukan  daftar 
calon  legislatif  yang  akan  diajukan;  protes  dari 
pimpinan  cabang  terhadap  pimpinan  pusat  partai. 

Pelanggaran-pelanggaran  pada  masa  kampanye 
baik  kampanye  pemilu  legislatif  maupun  pemilu 
presiden  I  dan  pemilu  presiden  II;  ketidaktegasan 
panwaslu  dalam  menindak  pelanggaran  tersebut 
sehingga  berakibat  pada  tindakan  balasan. 

Kampanye  terselubung  dan  "serangan  fajar"  selama 
masa  tenang. 

Kemungkinan  gangguan  keamanan  pada  saat 
pemunguitan  suara  dan  proses  penghitimgan  suara 
di  TPS  untuk  pemilu  legislatif  serta  pemilu  presi- 
den I  dan  n. 

Protes  dan  gugatan  akibat  ketidakpuasan  terha- 
dap penetapan  hasil  oleh  KPU  mulai  dari  Daftar 
Calon  Tetap  (DCT),  jumlah  kursi  parpol,  calon 
terpilih  DPR/DPD,  dan  presiden/capres  terpilih 
tahap  II.  Pada  penetapan  hasil  pemilu  harus  di- 
waspadai  jika  deadline  penghitungan  suara  habis 
atau  hasil  penghitungan  suara  dianggap  tidak  sah. 

Dugaan  kecurangan  jika  presiden  terpilih  lang- 
simg  yang  memunculkan  protes. 
Jika  harus  melaksanakan  pemilu  tahap  II,  gugatan 
dan  protes  dari  para  capres/wapres  yang  tidak 
terpilih  dan  massa  pendukungnya. 

Sidang  Umum  MPR  yang  masih  akan  diwarnai 
oleh  berbagai  protes  akibat  ketidakpuasan  terha- 
dap hasil  pemilu. 

Deadline  proses  pemilu  habis  sedangkan  masa 
mandat  Presiden  Megawati  telah  habis  sehingga 
terjadi  kekosongan  kekuasaan. 


Sumber.  Diolah  dari  Kompas,  16  Desember  2003. 
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hari  terjadi  berbagai  aksi  protes  dari 
dewan  pimpinan  cabang  karena  na- 
ma  caleg  yang  diajukan  ke  dewan 
pimpinan  pusat  partai  kemudian  di- 
gantikan  dengan  nama  lain  yang 
sama  sekali  tidak  dikenal  oleh  ang- 
gota  cabang  parpol  yang  bersang- 
kutan.  Selain  itu,  penempatan  urut- 
an  nama  calon  yang  diajukan  juga 
mengundang  berbagai  protes  kare- 
na tidak  diletakkan  di  urutan  atas 
("nomor  jadi")  oleh  dewan  pimpin- 
an parpol  di  tingkat  pusat.  Pada 
umumnya  anggota  parpol  yang  ti- 
dak puas  melakukan  pembakaran  at- 
ribut  parpol  dan  menyatakan  akan 
memindahkan  suaranya  ke  parpol 
lain  karena  merasa  aspirasi  mereka 
tidak  diakomodir  oleh  pimpinan  par- 
pol di  tingkat  pusat. 

Ketiga,  masa  kampanye,  mulai 
dari  kampanye  untuk  pemungutan 
suara  legislatif  (11  Maret  -  1  April 
2004),  pemungutan  suara  untuk  pe- 
milu  langsung  presiden/wapres  (1 
Juni  -  1  Juli  2004),  hingga  kampanye 
pemilu  langsung  presiden/wapres 
tahap  II  (14  -  16  September  2004)  jika 
presiden  tidak  terpilih  secara  lang- 
sung pada  pemilu  tahap  I.  Kete- 
gangan  sudah  mulai  terasa  ketika 
pada  pertengahan  Januari  2004  Pa- 
nitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu) 
sudah  menemukan  indikasi  adanya 
tindakan-tindakan  yang  mengarah 
pada  pelanggaran  pencurian  start 
kampanye  oleh  parpol  tertentu  yang 
dilakukan  dengan  menyelenggarakan 
gerak  jalan  bersama.  Kerawanan  yang 
sangat  dikhawatirkan  muncul  pada 
masa  kampanye  ini  antara  lain  ben- 


trokan  antarmassa  parpol;  protes- 
protes  antarparpol  karena  pembagi- 
an  jadwal  yang  dianggap  tidak  adil 
dan  tuduhan  menggunakan  fasilitas 
negara  untuk  kampanye  oleh  par- 
pol tertentu;  serta  ketegasan  pihak- 
pihak  berwenang  dalam  hal  pene- 
rapan  sanksi  hukum/administratif 
terhadap  pelanggar  aturan  kampa- 
nye. Ketidaktegasan  aparat  penegak 
hukum  maupun  panwaslu  dalam 
memberikan  sanksi  kepada  anggota/ 
parpol  yang  melanggar  aturan  main 
kampanye  akan  mengundang  protes 
dan  tindakan  balasan  yang  dapat 
menyebabkan  kekacauan. 

Keempat,  tahap  masa  tenang  men- 
jelang  hari  pemungutan  suara  dilak- 
sanakan,  mulai  dari  masa  tenang 
menjelang  pemilu  legislatif  (2-4  April 
2004)  dan  menjelang  pemilu  presi- 
den/wapres langsung  (2-4  Juli  2004). 
Setidaknya  ada  dua  titik  rawan  pa- 
da masa  kampanye  ini,  yaitu  ke- 
mungkinan  masih  adanya  kampanye 
secara  terselubung  dan  "serangan 
fajar".  Serangan  fajar  yang  dimak- 
sud  adalah  adanya  kemimgkinan  par- 
pol atau  caleg  tertentu  yang  secara 
sengaja  membagi-bagikan  uang  atau 
bahan  makanan  kepada  masyarakat 
dengan  disertai  "pesan"  untuk  men- 
coblos  nama  tertentiT  pada  hari  pe- 
mimgutan  suara. 

Kelima,  tahap  pemungutan  suara, 
mulai  dari  pemungutan  suara  untuk 
memilih  anggota  legislatif  (5  April 
2004),  pemungutan  suara  untuk  me- 
milih pasangan  presiden  dan  wa- 
pres  tahap  I  (5  Juli  2004),  dan  ta- 
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hap  II  (20  September  2004)  jika  pe- 
mungutan  suara  presiden  tahap  I 
ternyata  tidak  menghasilkan  pasang- 
an  presiden  dan  wapres  yang  terpi- 
lih  secara  langsung.  Berbagai  gang- 
guan  keamanan  pada  tahap  ini  sa- 
ngat  mungkin  muncul,  baik  kemung- 
kinan  ancaman  keamanan  terhadap 
jalannya  proses  pemungutan  sua- 
ra di  berbagai  TPS  maupun  pro- 
ses penghitungan  suara  setelah  itu 
yang  memakan  waktu  cukup  lama. 

Keenam,  pada  setiap  kegiatan  pe- 
netapan hasil,  mulai  dari  penetapan 
Daftar  Calon  Tetap  (DCT)  (27  Ja- 
nuari  2004),  penetapan  hasil  pemi- 
lu  nasional  (21-28  April  2004),  pe- 
netapan kursi  parpol  (29-30  April 
2004),  penetapan  calon  terpilih  DPR/ 
DPRD/DPD  (11-17  Mei  2004),  dan 
penetapan  dan  pengumuman  pemi- 
lu  presiden  tahap  II  (5-12  Oktober 
2004).  Dalam  hal  penetapan  DCT, 
walaupun  KPU  memberikan  tenggat 
waktu  2  minggu  untuk  memenuhi 
persyaratan  administratif  tersebut,  ma- 
sih  saja  muncul  kemungkinan  bah- 
wa  ada  caleg-caleg  yang  belum  me- 
lengkapi   persyaratan    tersebut  se- 
hingga  akhirnya  tidak  lolos  verifi- 
kasi.  Hal  ini  akan  mengundang  pro- 
tes-protes  dengan  berbagai  aliasan. 
DCT  yang  diiimumkan  pun  sangat 
mungkin  mengundang  resistensi  da- 
ri masyarakat  karena  kemungkinan 
banyak  caleg  yang  "bermasalah"  te- 
tap akan  lolos   karena  dicalonkan 
oleh  parpol  dan  telah  memenuhi  per- 
syaratan administratif.  Berkaitan  de- 
ngan hal  itu,  akhir-akhir  ini  kalang- 
an  LSM  mencanangkan  suatu  gerak- 


an  yang  dikenal  dengan  istilah  "Ge- 
rakan  Anti  Politisi  Busuk".  Gerakan 
ini  bertujuan  untuk  mengkampanye- 
kan  kepada  masyarakat  agar  jangan 
mendukung  pencalonan  dan  memi- 
lih  politisi  yang  "bermasalah".  Krite- 
ria  yang  diajukan  antara  lain  ada- 
lah  melakukan  tindak  pidana  ko- 
rupsi,  kejahatan  HAM,  kejahatan  ru- 
mah  tangga,  perusakan  lingkungan 
hidup,  dan  pengguna  narkoba. 

Pada  masa  penetapan  hasil  pe- 
milu   nasional    (21-28   April  2004) 
ada  beberapa  titik  rawan  yang  ha- 
rus  diwaspadai:  (a)  jika  batas  wak- 
tu   penghitungan  suara  gagal  dipe- 
nuhi  sehingga  menimbulkan  kere- 
sahan  dan  dapat  mengganggu  tahap- 
an  selanjutnya  karena  hasil  pemilu 
belum  diketahui;  (b)  jika  hasil  pe- 
milu dianggap  tidak  sah  dleh  par- 
pol dan  calon  DPD  terter»tu  kare- 
na mencurigai  adanya  kecurangan 
dalam  proses  penghitungan  suara. 
Jika  hal  ini   terjadi,  kemungkinan 
yang  terjadi  adalah  penggunaan  me- 
kanisme  pengajuan  gugatan  kepada 
Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Masalah 
berikutnya  muncul  jika  ternyata  MK 
tidak  dapat  memutuskan  gugatan- 
gugatan  yang  diajukan  secara  cepat. 

Masalah  juga  akan  muncul  pada 
saat  penetapan  kursi  parpol  di  DPR, 
DPRD  I,  dan  DPRD  II  berlangsung 
(29-30  April  2004).  Berdasarkan  ha- 
sil pemilu  nasional  selanjutnya  di- 
tetapkan  jumlah  kursi  legislatif  ba- 
gi  parpol  berdasarkan  jumlah  suara 
yang  diperoleh.  Kemungkinan  protes 
dari  parpol  sangat  besar  yang  ber- 
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sumber  dari  ketidakpuasan  peroleh- 
an  jumlah  kursi  di  DPR.  Protes  ter- 
sebut  berkaitan  dengan  keabsahan 
hasil  penghitungan  suara  yang  ber- 
lanjut  dengan  gugatan  ke  MK.  Jika 
MK  memutuskan  hasil  penghitungan 
suara  memang  tidak  sah,  maka  pe- 
mungutan  suara  harus  diulang.  Jika 
MK  memutuskan  bahwa  hasil  peng- 
hitungan suara  yang  sudah  dilaku- 
kan  adalah  sah,  maka  tahapan  pe- 
milu  selanjutnya  akan  dilakukan.  Te- 
tapi  hal  ini  tentu  saja  akan  me- 
mendam  ketidakpuasan  dari  pihak- 
pihak  yang  gugatannya  ditolak  tersebut. 

Pada  saat  penetapan  calon  ter- 
pilih  DPR/DPRD/DPD  (11-17  Mei 
2004).  Pada  tahap  ini,  titik  rawan 
yang  harus  diwaspadai  lagi-lagi 
adalah  berlanjutnya  ketidakpuasan 
baik  dari  caleg  maupun  parpol  yang 
mengajukan  caleg  tertentu  yang  ti- 
dak terpilih  sehingga  menimbulkan 
gugatan  dan  bahkan  pengerahan 
massa  untuk  menciptakan  kekacau- 
an.  Demikian  pula  halnya  pada  saat 
penetapan  dan  pengumuman  hasil 
pemilu  presiden  tahap  II  jika  pemi- 
lu  presiden  tahap  I  tidak  mengha- 
silkan  calon  presiden  dan  wapres 
terpilih.  Berbagai  protes  dan  gugat- 
an akan  bermunculan  akibat  ketidak- 
puasan  terhadap  hasil  pemilu"  ter- 
sebut yang  diajukan  ke  MK. 

Ketujuh,  pada  saat  penghitungan 
dan  pengumuman  hasil  pemilu  pre- 
siden tahap  I  (20  Juli  2004).  Pada 
tahap  ini  ada  beberapa  titik  rawan 
yang  mungkin  muncul:  (a)  adanya 
dugaan  kecurangan  yang  dilakukan 


jika  presiden  terpilih  langsung,  yaitu 
jika  capres  memperoleh  50  persen  + 
1  suara  dari  jumlah  suara  dalam 
pemilu  presiden/wapres  dan  20  per- 
sen suara  di  setiap  provinsi  yang 
tersebar  di  lebih  dari  setengah  jum- 
lah provinsi  di  Indonesia;  (b)  jika 
tidak  ada  satu  pun  capres  yang  me- 
menuhi  persyaratan  tersebut,  maka 
pemilu  presiden  tahap  II  akan  di- 
lakukan. Pesertanya  adalah  pasang- 
an  capres  dan  wapres  yang  mem- 
peroleh suara  terbanyak  pertama  dan 
kedua.  Proses  ini  dikhawatirkan  be- 
lum  tentu  berlangsung  mulus  karena 
akan  diwarnai  oleh  protes  dan  gu- 
gatan pasangan  capres  dan  wapres 
yang  kalah  suara  dan  ketidakpuas- 
an dari  massa  pendukung  capres  dan 
wapres. 

Kedelapan,  yaitu  sidang  Majelis 
Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dan 
pelantikan  anggota  MPR  baru  pada 
bulan  September  2004.  Pada  Sidang 
MPR  ini  akan  dilakukan  dua  hal:  (a) 
laporan  pertanggungjawaban  presi- 
den kepada  MPR;  (b)  pelantikan  MPR 
baru  (anggota  DPR  ditambah  DPD). 
Penetapan  dan  pengumuman  hasil 
pemilu  presiden  tahap  II  kemungkin- 
an  masih  akan  diwarnai  dengan 
protes  dan  gugatan  yang  diajukan 
ke  MK  oleh  pihak-pihak  yang  me- 
rasa  tidak  puas  dengan  hasil  pemilu 
tersebut. 

Pada  tahap  yang  paling  akhir,  ke- 
sembilan,  yaitu  pelantikan  pasang- 
an presiden  dan  wakil  presiden  ter- 
pilih yang  baru  (20  Oktober  2004). 
Kerawanan  muncul  jika  deadline  yang 
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ditentukan  terlewati  sedangkan  man- 
dat  yang  dimiliki  oleh  Presiden  Me- 
gawati telah  habis.  Jika  kondisi  ini 
terjadi,  maka  akan  tercipta  kekosong- 
an  kekuasaan  yang  sangat  mung- 
kin  diwarnai  oleh  kekacauan  kare- 
na  adanya  berbagai  protes  dan  ung- 
kapan  ketidakpuasan  yang  mungkin 
saja  mengambil  wujud  kekerasan  pa- 
da  titik  yang  paling  ekstrem.  Speku- 
lasi  yang  muncul  jika  kondisi  ini 
yang  tercipta  adalah  pengambilalih- 
an  kekuasaan  oleh  pihak  militer  ka- 
rena  menilai  sipil  telah  gagal  me- 
larigsungkan  proses  demokrasi  tan- 
pa  mengancam  stabilitas  keamanan. 

PERAN  TNI  DALAM  PEMILU 
2004 

Setelah  melihat  kemungkinan-ke- 
mungkinan  yang  terjadi  selama  pro- 
ses pemilu  2004  berlangsung,  maka 
pertanyaan  yang  muncul  adalah  ba- 
gaimana  peran  militer,  dalam  hal  ini 
TNI,  sebagai  salah  satu  komponen 
penting  bangsa?  Uraian  tentang  pe- 
ran militer  iiu  akan  dibagi  dua:  Perta- 
ma,  akan  dibahas  tentang  peran  mili- 
ter dalam  pemilu  berkaitan  dengan 
hak  memilih  dan  dipilih.  Kedua,  akan 
diuraikan  tentang  peran  militer  dalam 
upaya  pengamanan  pemilu. 

Hak  Memilih  dan  Dipilih  bagi 
Militer 

Pada  masa  Orde  Baru,  militer  me- 
miliki  peran  yang  besar  di  dalam 
politik.  Sebagai  pengejawantahan  da- 


ri  doktrin  dwifungsi  ABRI,  selain 
fungsi  pertahanan,  ABRI  juga  memi- 
liki  fungsi  sosial  politik.  Proses  mi- 
literisasi  berlangsung  selama  masa 
Orde  Baru,  misalnya,  ditandai  de- 
ngan pelibatan  anggota  ABRI  di  ling- 
kungan  birokrasi  sipil  dengan  per- 
sentase  jumlah  personil  ABRI  di 
jabatan  tinggi  birokrasi  sipil  adalah 
sebagai  berikut:  29  persen  di  tahun 
1966,  71  persen  di  tahun  1971,  dan 
89  persen  di  tahun  1980  (Kristiadi, 
1996).  Hadar  (2000)  bahkan  menang- 
kap  terjadinya  proses  militerisasi  si- 
pil di  Indonesia  yang  mirip  dengan 
situasi  masyarakat  Jerman  di  bawah 
ideologi  fasisme  di  masa  Nazi-Hitler. 
Tetapi  dalam  perkembangannya,  khu- 
susnya  setelah  paruh  kedua  dekade 
•  1990-an,  keterlibatan  institusi  militer 
di  dalam  politik  mulai  menurun. 

Berdasarkan  UU  No.  12  Tahim  2003 
tentang  pemilihan  umum  anggota 
DPR,  DPD,  dan  DPRD  dijelaskan  ten- 
tang hak  memilih  dan  dipilih  bagi 
anggota  militer.  Pada  pasal  64,  ca- 
lon  anggota  Dewan  Perwakilan  Dae- 
rah  (DPD)  yang  merupakan  bagian 
dari  MPR  dari  anggota  TNI  harus 
mengundurkan  diri  sebagai  anggo- 
ta TNI.  Selanjutnya,  berdasarkan  UU 
No  23  Tahun  2003  tentang  pemilih- 
an umum  presiden  dan  wakil  pre- 
siden pada  pasal  27(f)  dinyatakan 
bahwa  diperlukan  surat  pernyata- 
an  pengunduran  diri  bagi  calon  pre- 
siden/wapres  yang  berasal  dari  ang- 
gota TNI. 

Pada  bulan  Juni  2002,  terjadi  kon- 
troversi  tentang  salah  satu  pasal  da- 
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lam  RUU  Pemilu  mengenai  hak  me- 
milih  bagi  anggota  TNI  dan  Polri. 
Dalam  draft  rancangan  UU  Pemilu 
pasal  93(2)  disebutkan  bahwa  "ang- 
gota Tentara  Nasional  Indonesia  dan 
Polisi  Republik  Indonesia  mempu- 
nyai  hak  memilih."  Hal  ini  diajukan 
karena  dihapuskannya  Fraksi  TNI/ 
Polri  yang  menampung  wakil-wakil 
dari  TNI/Polri  yang  ditunjuk  untuk 
duduk  di  MPR/DPR.  Dalam  hal  ini, 
pihak  TNI  menyatakan  akan  mem- 
perhitungkan  untung-rugi  pemberian 
hak  politik  tersebut,  walaupun  ada 
yang  langsung  menyatakan  bahwa 
hal  tersebut  merupakan  kemajuan 
dalam  demokrasi  karena  sebelum- 
nya  hak  pilih  anggota  TNI  telah  di- 
kebiri  {Koran  Tempo,  Jimi  2002). 

Tetapi  adanya  tekanan  untuk  me- 
misahkan  TNI/Polri  dari  keterlibat- 
an  dalam  politik  akhirnya  mendo- 
rong  dihapuskannya  pasal  kontro- 
versial  tersebut.  Berdasarkan  UU  No. 
12  Tahun  2003  pasal  145  ditegaskan 
bahwa  dalam  pemilu  2004,  anggota 
TNI  tidak  menggunakan  hak  memi- 
lihnya. 

TNI  dan  Pengamanan  Pemilu 
2004 

Berdasarkan  UU  Pemilu  No.  12/ 
2003,  pada  pasal  124  dinyatakan 
bahwa  anggota  panitia  pengawas  pe- 
milu berasal  dari  unsur  kepolisian 
negara,  kejaksaan,  perguruan  tinggi, 
tokoh  masyarakat,  dan  pers.  Selain 
itu  berdasarkan  UU  No.  2/2002  ten- 
tang  Kepolisian  RI  pasal  14  dinya- 
takan bahwa  salah  satu  tugas  ke- 


polisian adalah  memelihara  keter- 
tiban  dan  menjamin  keamanan  umum. 
Jika  dilihat  dari  aturan  dalam  kedua 
UU  tersebut  jelas  bahwa  gangguan 
keamanan  pada  tingkat  domestik 
khususnya  berkaitan  dengan  peng- 
amanan selama  proses  pemilu  ber- 
langsung  berada  di  bawah  wewe- 
nang  kepoUsian. 

Tetapi  dalam  perkembangannya, 
petinggi-petinggi  militer  mulai  menge- 
luarkan  pernyataan-pernyataan  yang 
mengindikasikan  adanya  keterlibat- 
an  militer  di  dalam  pengamanan 
pemilu.  Pada  tanggal  11  November 
2003,  Panglima  TNI  Jenderal  En- 
driartono  Sutarto  berdasarkan  data 
intelijen  yang  diperoleh  menyatakan 
kepada  Komisi  I  DPR  bahwa  {Kom- 
pas,  12  November  2003): 

1.  Ada  upaya  penggagalan  pemilu 
melalui  sabotase  agar  aturan  per- 
undang-undangan  yang  berkaitan 
dengan  pemilu  tidak  selesai  pa- 
da waktunya.  Dengan  begitu,  pe- 
milu tidak  bisa  dilaksanakan. 

2.  Sabotase  terhadap  peraturan  yang 
sudah  disahkan  yang  dilakukan 
dengan  mengajukan  judicial  review 
(uji  materiil)  kepada  Mahkamah 
Konstitusi  (MK).  Apabila  peratur- 
an perundang-undangan  itu  di- 
revisi,  diperkirakan  akan  tidak  cu- 
kup  waktu  lagi  karena  pemilu  su- 
dah semakin  dekat. 

3.  Kemungkinan  adanya  benturan-ben- 
turan  antarmassa  parpol. 

4.  Praktek  politik  uang  yang  bukan 
lagi  ditujukan  kepada  pemilih  te- 
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tapi  pada  petugas  penghitung  sua- 
ra  dengan  harapan  bisa  memaksa 
agar  pemilu  diulang. 

Peristiwa  berikutnya  adalah  ke- 
tika  KSAD  Jenderal  Ryamizard  Rya- 
cudu  dalam  amanatnya  pada  upa- 
cara  Had  Juang  Kartika  di  Jakarta 
tanggal  22  Desember  2003  (Kompas, 
23-12-2003)  menyatakan  bahwa  jika 
pesta  demokrasi  yang  terwujud  ke 
dalam  pemilu  2004  itu  "berdarah- 
darah"  akibat  benturan  antaranak 
bangsa  demi  ambisi  kelompok-ke- 
lompok  tertentu,  maka  TNI  AD  akan 
"turun  tangan". 

Adanya  pemyataan-pemyataan  yang 
dikeluarkan  oleh  para  petinggi  mili- 
ter  ini  kemudian  mei\gui\dang  kon- 
troversi.  Apakah  TNI  berhak  untuk 
"turun  tangan"  jika  memang  terjadi 
bentrokan  dalam  proses  pemilu?  Ji- 
ka pertanyaan  besar  ini  diturunkan, 
maka  setidaknya  akan  terbagi  men- 
jadi  dua  pertanyaan.  Pertatna,  seba- 
gai  alat  pertahanan  negara,  otoritas 
mana  yang  seharusnya  berwenang 
untuk  mengerahkan  kekuatan  militer? 
Kedua,  jika  militer  benar-benar  digu- 
nakan,  sejauh  mana  batas-batas  keter- 
libatan  militer  tersebut? 

Untuk  menjawab  pertanyaan  pe- 
rtama,  mengacu  pada  UU  No  3/2002 
tentang  Pertahanan  Negara,  pada  pa- 
sal  14(1)  dinyatakan  bahwa  presi- 
den  berwenang  dan  bertanggung  ja- 
wab  atas  pengerahan  kekuatan  TNI. 
Pasal  ini  jelas  menunjukkan  bahwa 
otoritas  sipil,  dalam  hal  ini  presiden 
yang  berhak  untuk  menggunakan  mi- 


liter, termasuk  untuk  memutuskan  se- 
belumnya  apakah  penggimaan  kekuat- 
an militer  memang  benar-benar  di- 
butuhkan  untuk  mengatasi  kondisi 
yang  ada.  Karena  itu,  pemyataan  bah- 
wa militer  akan  turun  tangan  jika 
kondisi  "berdarah-darah"  tidak  se- 
harusnya dikeluarkan  oleh  pihak  mi- 
liter yang  menurut  UU  tidak  boleh 
masuk  ke  wilayah  poHtik.  Seperti  di- 
kemukakan  oleh  Edy  Prasetyono,  pe- 
ngamat  politik  CSIS,  pernyataan  po- 
litik  seperti  itu  seharusnya  keluar 
dari  otoritas  politik  yang  mengguna- 
kan tentara  sebagai  aparatnya,  bu- 
kan  oleh  tentara  itu  sendiri  {Kompas, 
23-12-2003). 

Selanjutnya  untuk  menjawab  per- 
tanyaan kedua,  dapat  juga  dilihat 
dari  UU  No.  3/2002  tentang  Per- 
tahanan Negara.  Pada  pasal  10(3) 
dinyatakan  bahwa  salah  satu  tugas 
TNI  adalah  melaksanakan  operasi 
militer  selain  perang.  Jika  dilihat 
pada  bagian  penjelasan  UU,  ope- 
rasi militer  selain  perang  tersebut 
mencakup   perbantuan   kepada  po- 
lisi  dalam  rangka  tugas  keamanan 
dan  ketertiban  masyarakat.  Operasi 
militer  selain  perang  tersebut  dilaku- 
kan  berdasarkan  permintaan  dan/ 
atau  peraturan  perundang-undangan. 
Aturan  ini  s-esuai  dengan  UU  No. 
2/2002  tentang  kepolisian  RI.  Pada 
pasal  41(1)  dinyatakan  bahwa  da- 
lam rangka  melaksanakan  tugas  ke- 
amanan, Kepolisian  Negara  RI  da- 
pat  meminta  bantuan  TNI  yang  di- 
atur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan 
Pemerintah.  Berdasarkan  UU  terse- 
but jelas  bahwa  peran  TNI  merupa- 
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kan  perbantuan  terhadap  institusi 
kepolisian  yang  memegang  kewe- 
nangan  penuh  untuk  menjaga  ke- 
tertiban  masyarakat  jika  ternyata  ter- 
jadi  konflik-konflik  sebagai  ekses  dari 
penyelenggaraan  pemilu. 

Kekhawatiran  pihak  militer  ten- 
tang  kemungkinan  terjadinya  bentrok- 
an  di  tingkat  massa  tidak  boleh  di- 
abaikan.  Bagaimanapun  juga,  kepen- 
tingan  pihak  militer,  dalam  hal  ini 
TNI  sangat  jelas  yaitu  tentara  tidak 
ingin  keutuhan  dan  stabilitas  negara 
terancam  akibat  dari  kegagalan  pe- 
laksanaan  pemilu.  Hal  ini  jelas  ter- 
tulis  di  dalam  UU  No.  3/2002  ten- 
tang  Pertahanan  Negara  pasal  4  bah- 
wa  tujuan  pertahanan  negara  ada- 
lah  menjaga  dan  melindungi  kedau- 
latan  negara,  keutuhan  wilayah  Ne- 
gara Kesatuan  Republik  Indonesia, 
dan  keselamatan  segenap  bangsa  da- 
ri segala  bentuk  ancaman.  TNI  me- 
rupakan  komponen  utama  dalam  sis- 
tem  pertahanan  negara,  karena  itu 
TNI  tentu  punya  kepentingan  untuk 
menjaga  keutuhan  bangsa  dan  ne- 
gara RI.  Tetapi,  ruang  lingkup  titik 
rawan  Pemilu  2004  adalah  wila- 
yah domestik,  sehingga  wewenang 
untuk  menjamin  terciptanya  ketertib- 
an  masyarakat  merupakan  tugas  da- 
ri kepolisian.  Jika  tenyata  kondisi 
yang  ada  ternyata  tidak  mampu  di- 
atasi  oleh  aparat  kepolisian,  maka 
otoritas  politik  sipil  dapat  menge- 
rahkan  TNI  untuk  melakukan  tugas 
perbantuan  kepada  Polri.  Inisiatif 
dan  pertimbangan  mutlak  berasal 
dari  otoritas  sipil,  dalam  hal  ini 
presiden  sebagai  pemegang  kekuasa- 


an  tertinggi  atas  angkatan  bersen- 
jata.  Jika  inisiatif  tersebut  muncul  da- 
ri pihak  militer,  maka  kecurigaan  bah- 
wa  TNI  akan  ikut  campur  tangan  da- 
lam politik,  khususnya  kemungkin- 
an pihak  militer  melakukan  kudeta 
menjadi  semakin  kuat. 

TNI  sebagai  Tentara  Politik 

Kecurigaan  tentang  kemungkinan 
ikut  campur  tangannya  TNI  dalam 
proses  Pemilu  2004  merupakan  in- 
dikasi  bahwa  banyak  pihak  yang 
memandang  TNI  belum  sepenuhnya 
lepas  dari  karakter  tentara  politik. 
Tentara  politik  ini  merupakan  anti- 
tesis  dari  konsep  Huntington  (1957) 
tentang  non-political  professional  milit- 
ary. Non-political  professional  military 
ini  menempatkan  diri  sebagai  abdi 
negara  yang  ditugaskan  untuk  mem- 
pertahankan  negara  tanpa  berupaya 
untuk  mengembangkan  sejarah,  ideo- 
logi,  dan  landasan  moral  dari  evo- 
lusi  negara.  Abdi  negara  ini  lalu 
mengembangkan  misi  teknis  opera- 
sional  berupa  penggunaan  kekuat- 
an  bersenjata  untuk  mempertahan- 
kan  kedaulatan  politik  dan  teritorial 
negara  di  bawah  kendali  otoritas  po- 
litik sipil  yang  sah. 

Sebagai  tentara  politik,  TNI  me- 
miliki  karakter  inti  yang  dipopuler- 
kan  oleh  Finer  (1962)  dan  Janowitz 
(1964  dan  1977),  yaitu:  miUter  secara 
sistematis  mengembangkan  keterkait- 
an  yang  erat  dengan  sejarah  perkem- 
bangan  bangsa  serta  arah  evolusi 
negara.  Hal  ini  dilakukan  dengan 
mengkombinasikan  birthright  principle 


dan  competence  principle  (Koonings  and 
Kruijt,  2002:  19-21). 

Birthright  principle  didasarkan  pada 
suatu  intepretasi  sejarah  bahwa  mi- 
liter  berperan  besar  dalam  sejarah 
pembentukan  bangsa  dan  telah  mela- 
kukan  pengorbanan  tidak  terhingga 
untuk  membentuk  dan  mempertahan- 
kan  negara.  Intepretasi  sejarah  ini  da- 
pat  bersumber  dari  empat  situasi  his- 
toris.  Pertama,  tentara  yang  berperan 
besar   dalam   pembentukan  negara 
baru  dari  suatu  negara  yang  telah 
runtuh.  Tentara  Turki  masa  Kemal 
Ataturk  (1917-1938)  dan  Tentara  Kuo- 
mmtang  Cina-Taiwan  (1949)  meru- 
pakan  contoh   dari   situasi  sejarah 
ini.   Kedua,   tentara   yang  dibentuk 
oleh  suatu  pemerintahan  setelah  in- 
stitusi  nasional  dan  ideologi  negara 
berhasil  dirumuskan.  Tentara-tentara 
yang  masuk  dalam  kategori  Jano- 
witz's   post-liberation   armies  adalah 
Tentara  Korea  Selatan,  dan  tentara- 
tentara  bekas  negara  kolonial  Inggris 
dan  Perancis  di  Afrika.  Ketiga,  ten- 
tara yang  terbentuk  dalam  proses 
perlawanan  milisi  rakyat  untuk  mem- 
perjuangkan  kemerdekaan  melawan 
negara  kolonial.  Tentara-tentara  Al- 
jazair,  Burma,  dan  Indonesia  dapat 
dimasukkan  dalam  kategori  ini.  Ter-_ 
akhir,  tentara  yang  berperan  besar 
dalam  aksi  revolusi  dalam  negara, 
baik  yang  berhasil  mempertahankan 
rezim  pemerintahan  lama,  maupun 
yang  berhasil  menghancurkan  rezim 
lama  serta  membentuk  rezim  baru. 
Tentara   Pembebasan   Rakyat  Cina, 
Tentara  Kuba  masa  Castro,  Sandi- 
nista  Nicaragua,  Tentara  Etiopia  ma- 


sa Mengistu,  Tentara  Burma  masa 
Ne  Win,  dan  ABRI  masa  Soeharto 
(1965)  terbentuk  sebagai  tentara  po- 
litik  karena  adanya  situasi  revolusi  iiu. 

Competence  principle  didasarkan  pa- 
da  ide  bahwa  militer  merupakan  in- 
stihisi  terbaik  yang  dimiliki  negara  un- 
tuk mempertahankan  dan  mencapai 
kepentingan  nasional  bangsa.  Peni- 
laian  mihter  sebagai  institusi  terbaik 
ini  didasarkan  pada  beberapa  faktor 
seperti:  struktur  komando  yang  pa- 
du,  efisiensi  kerja,  dan  kendali  yang 
efektif  pada  penggunaan  instrumen 
kekerasan.  Satu  faktor  lagi  yang  men- 
dasari  penilaian  ini  adalah  ketidak- 
mampuan  institusi  sipil  untuk  me- 
ngelola  negara  ditandai  dengan  me- 
rebaknya  berbagai  krisis  nasional  se- 
perti runtuhnya  legitimasi  pemerin- 
tah,  ketidakmampuan  pemerintah  un- 
tuk memerintah,  munculnya  masa- 
lah  sosial-ekonomi  akut,  serta  mun- 
culnya empat  tipe  konflik-konflik  in- 
ternal (kerusuhan  sosial,  konflik  ko- 
munal,  separatisme,  dan  terorisme 
domestik). 

Untuk  Indonesia,  TNI  menjelma 
menjadi  tentara  politik  dengan  meng- 
kombinasikan  birthright  principle  dan 
competence  principle.  Perpaduan  an- 
tara  kedua  prinsip  tersebut  dilaku- 
kan  dalam  tiga  tahap:  - 

1.  Militer  Indonesia  berkonSentrasi 
untuk  mengedepankan  birthright 
principle  terutama  dengan:  (a)  meng- 
identifikasi  diri  sebagai  aktor  yang 
berperan  penting  dalam  perjuang- 
an  kemerdekaan;  dan  (b)  mendu- 
kung  penuh  kebijakan  nasionalis- 
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tik  pemerintah  vintuk  meredam  ge- 
rakan-gerakan  separatis  serta  upa- 
ya  untuk  mewujudkan  kedaulatan 
tentorial  Indonesia.  Di  tahap  per- 
tama  ini,  perjuangan  merebut  ke- 
merdekaan  serta  integrasi  nasional 
merupakan  dua  konstruksi  waca- 
na  yang  dipergunakan  untuk  mem- 
perkuat  birthright  principle.  Waca- 
na  ini  berusaha  untuk  memben- 
tuk  pemahaman  bahwa  ABRI  me- 
rupakan suatu  entitas  yang  lahir 
dengan  sendirinya  {self-creating  entity) 
dan  memiliki  kemanunggalan  de- 
ngan rakyat  (Widjajanto,  2000). 

2.  Militer  Indonesia  menjelma  men- 
jadi  penjaga  sekaligus  penyelamat 
banga  {the  guardian  and  the  savior 
of  the  nation).  Hal  ini  dilakukan 
dengan  menempatkan  militer  In- 
donesia sebagai  pelindung  Panca- 
sila.  Penempatan  ini  mulai  dirin- 
tis  oleh  Nasution  melalui  peru- 
musan  doktrin  dwifungsi  di  tahun 
1950-an  dan  mendapat  kulminasi- 
nya  dalam  penumpasan  pemberon- 
takan  PKI  tahun  1965. 

3.  Birthright  principle  dipadukan  de- 
ngan competence  principle  dengan 
menempatkan  militer  Indonesia  se- 
bagai satu-satunya  aktor  yang  mam- 
pu  menegakkan  integritas  bangsa 
sekaligus  menjadi  motor  pemba- 
ngunan  nasional.  Perpaduan  ini 
dilakukan  dengan  memperkenalkan 
strategi  pembangunan  politik-eko- 
nomi  yang  menggabungkan  tahap- 
an  pertumbuhan  lima  tahunan 
yang  diperkenalkan  oleh  Rostov/ 
dengan  strategi  stabilisasi  politik- 


keamanan  yang  diungkapkan  oleh 
Huntington  (Nordholt,  2002:  143). 
Kombinasi  model  Rostow-Hunting- 
ton  ini  menghasilkan  strategi  pem- 
bangunan terencana  jangka  pan- 
jang  yang  menempatkan  stabilitas 
politik  keamanan  sebagai  prasya- 
rat  utama  pembangunan  ekonomi. 
Strategi  ini  menempatkan  ABRI  di 
titik  sentral  pembangunan  rmsional. 

Reformasi  militer  yang  digulirkan 
sejak  1998  belum  berhasil  menghi- 
langkan  karakter  TNI  sebagai  tentara 
politik.  Indikator  yang  dapat  dipergu- 
nakan untuk  menilai  ketidakberhasil- 
an  ini  adalah:  Pertama,  pemerintah  be- 
lum berhasil  menyusun  regulasi-regu- 
lasi  politik  yang  lengkap  yang  diper- 
lukan  untuk  melakukan  redefifiisi  pe- 
ran  dan  keterlibatan  TNI  dalam  kon- 
teks  trai\sisi  demokrasi. 

Perumusan  kem.bali  peran  dan  po- 
sisi  TNI  di  tengah  arus  reformasi 
dan  transisi  demokrasi  merupakan 
sebuah  keharusan  dan  kewajiban  po- 
litik. Perumusan  tersebut  mencakup 
perubahan  dan  penyesuaian  dalam 
hal  penataan  hubungan  sipil-mili- 
ter,  rekonstruksi  sejarah,  paradig- 
ma  pertahanan,  penataan  organisasi 
dan  instrumen  hukum.  Dalam  kon- 
teks  itu,  salah  satu  agenda  mende- 
sak  yang  harus  segera  dituntaskan 
adalah  menyangkut  penyusunan  lan- 
dasan  dan  kerangka  hukum  yang 
mengatur  peran  dan  posisi  TNI. 

Perubahan  paradigma  TNI  sejak 
Juni  1998  tentang  redefinisi,  reposi- 
si,  dan  reaktualisasi  peran  TNI  da- 
lam kehidupan  bangsa  menuntut  ada- 
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nya  langkah-langkah  perubahan  inter- 
nal yang  konsisten,  bertahap  dan  ber- 
kesinambungan.  Langkah-langkah  ini 
diperlukan  untuk  menindaklanjuti  pe- 
misahan  TNI  dan  Polri  dan  pengha- 
pusan  dwifungsi  ABRI  menyebabkan 
doktrin  Perjuangan  TNI-ABRI  Catur 
Darma  Eka  Karma  (CADEK)  1988  dan 
Doktrin  Penampilan  TNI  ABRI  "Sad 
Daya  Dwi  Bakti"  (SDDB)  1994  tidak 
relevan  dengan  jati  diri  dan  peran 
TNI  masa  kini  dan  masa  depan.  Oleh 
karenanya,  pengaturan  tentang  ke- 
wenangan  TNI  perlu  dituangkan  da- 
lam  regulasi-regulasi  politik  yang  di- 
rumuskan  oleh  negara.  Minimal,  ada 
empat  kelompok  regulasi  politik  yang 
perlu  dibuat,  yaitu:  (a)  regulasi  ten- 
tang kebijakan  pertahanan  nasional; 
(b)  regulasi  tentang  institusi  dan  pra- 
jurit  TNI;  (c)  regulasi  tentang  sum- 
ber  daya  pertahanan;  dan  (d)  regu- 
lasi tentang  prosedur  pengerahan  TNI 
(Widjajanto,  2002). 

Indikator  kedua  adalah  bahwa 
TNI-AD  masih  memiliki  struktur  ke- 
wilayahan  yang  pararel  dengan 
struktur  birokrasi  sipil.  TNI-AD  saat 
ini  masil  memiliki  struktur  perma- 
nen  yang  memiliki  otonomi  dan 
ruang  gerak  yang  luas  dan  menem- 
patkan  struktur  tersebut  pararel  de- 
ngan struktur  pemerintahan  sipil 
(KODAM-BABINSA).  Strukhir  KODAM- 
BABINSA  ini  diperkuat  dengan  me- 
ngembangkan  beragam  operasi  teri- 
torial  untuk  mengantisipasi  tidak  ha- 
nya  ancaman  yang  berdimensi  mi- 
liter  dan  eksternal  namun  juga  an- 
caman-ancaman  dari  dimensi  non- 
militer  dan  internal.  Ditinjau  dari 


sudut  pandang  .hubungan  sipil-mi- 
liter  yang  demokratis,  struktur  dan 
operasi  teritorial  yang  dikembang- 
kan  tersebut  tidak  memungkinkan 
otoritas  sipil  untuk  melakukan  kon- 
trol  terhadap  institusi  militer.  Struk- 
tur ini  memungkin  TNI-AD  untuk 
melakukan  penetrasi  yang  dalam  ter- 
hadap beragam  kewenangan  yang 
dimiliki  oleh  otoritas  sipil.  Pemerin- 
tah  Indonesia  mengelola  hubungan 
sipil-militer  dengan  mekanisme  ad 
hoc,  dan  memberikan  keleluasan 
yang  terlalu  besar  bagi  militer  un- 
tuk menentukan  sendiri  kebijakan 
pertahanan  dan  keamanan  negara, 
yang  kemudian  meluas  ke  bidang- 
bidang  lainnya. 

MENANGKAL  INTERVENSI  TEN- 
TARA POLITIK  DALAM  PEMILU 
2004 

TNI  sebagai  tentara  politik  ma- 
sih memiliki  karakter  ideologis  yang 
memungkinkan  terjadinya  intervensi 
TNI  dalam  Pemilu  2004.  Karakter 
ideologis  ini  ditopang  oleh  keber- 
adaan  struktur  kewilayahan  TNI-AD 
dan  diperlemah  oleh  tidak  lengkap- 
nya  regulasi-regulasi  politik  yang 
mengatur  tataran  kewenangan  TNI. 
Kemungkinan  intervensi  TNI  dalam 
Pemilu  2004  bisa  diperkirakan  de- 
ngan mempelari  beberapa  kasus  di 
negara  lain.  Kasus-kasus  yang  di- 
angkat  dalam  tulisan  ini  adalah  Pa- 
kistan, Lebanon,  dan  Aljazair. 

Di  Pakistan,  pada  10  Oktober  2002, 
tiga  tahun  setelah  kudeta  militer  ti- 
dak berdarah,  Jenderal  Perves  Mus- 
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harraf  mengadakan  pemilu  yang  di- 
manipulasi  oleh  Angkatan  Bersenjata 
Pakistan  dengan  tiga  tujuan:  (a)  me- 
nekan  kelompok  oposisi  sipil;  (b) 
menjamin  kesuksesan  Grand  National 
Alliance  yang  didukung  militer;  (c) 
memperkuat  basis  institusional  bagi 
kendali  militer  ke  politik  nasional 
(Shah,  2003). 

Manipulasi  hasil  Pemilu  ini  akan 
sulit  dilakukan  oleh  TNI  mengi- 
ngat  pemerintah  telah  membentuk 
sistem  dan  mekanisme  pemilu  baru 
yang  secara  normatif  memungkin- 
kan  Komisi  Pemilihan  Umum  dan 
Panitia  Pengawas  Pemilu  bekerja  se- 
cara mandiri  tanpa  adanya  kemung- 
kiimn  intervensi  dari  aktor  lain. 

Di  Lebanon  dalam  dekade  1980- 
an,  faksionalisasi  politik  domestik 
menimbulkan  konflik  internal.  Kon- 
flik  ini  m.uncul  saat  terjadi  ketidak- 
siapan  struktur  sosial  negara  un- 
tuk  mengantisipasi  dinamika  proses 
demokratisasi.  Kaplan  (2000)  melihat 
ketidaksiapan  ini  cenderung  terjadi 
saat  ada  upaya  eksternal  dan  inter- 
nal untuk  mempercepat  proses  de- 
mokratisasi. Mansfied  and  Snyder 
(1995)  menemukan  bahwa:  (a)  pro- 
ses demokratisasi  cenderung  terjadi 
pada  tahap  awal  proses  pembentuk- 
an  negara  bangsa;  dan  (b)  proses 
ini  lebih  berasosiasi  perang  dari- 
pada  perdamaian.  Proses  demokrati- 
sasi di  Lebanon  tidak  stabil  karena: 
(a)  ledakan  partisipasi  rakyat  tidak 
mampu  dikelola  oleh  institusi  politik 
yang  ada;  dan  (b)  ketidakmampuan 
negara  untuk  menerapkan  prinsip 
good  governance.  Ketidakstabilan  po- 


litik yang  muncul  dalam  beberapa 
kali  usaha  pemerintah  Lebanon  un- 
tuk mengadakan  pemilu  mendorong 
militer  Lebanon  untuk  membatalkan 
proses  pemilu  dan  membentuk  rezim 
politik  yang  pro-militer. 

Kekhawatiran  TNI  tentang  go- 
yahnya  stabilitas  nasional  menjelang 
dan  saat  pemilu  digelar  sudah  diung- 
kapkan  oleh  Panglima  TNI  dan  KSAD. 
Kekhawatiran  ini  memberi  legitimasi 
bagi  TNI  untuk  mempersiapkan  ber- 
bagai  contingency  plan.  Ini  merupa- 
kan  ciri  khusus  tentara  politik  yang 
merasa  masa  depan  bangsa-negara 
bergantung  dari  kemamp-ian  militer 
untuk  bereaksi  secara  cepat  di  situasi- 
situasi  krisis. 

Kecenderungan  TNI  untuk  mem- 
persiapkan langkah-langkah  darurat 
iika  Pemilu  "berdarah-darah"  per- 
lu  diimbangi  dengan  ketegasan  pre- 
siden  untuk  menempatkan  seluruh 
kekuatan  TNI  di  bawah  pengawas- 
an  efektif  presiden  dibantu  oleh 
menteri  pertahanan.  Presiden  harus 
membuat  suatu  Keputusan  Presiden 
tentang  Pengerahan  Kekuatan  TNI 
selama  pemilu  yang  merupakan  pen- 
jabaran  lebih  rinci  dari  pasal  14 
UU  No.  3/2002  tentang  Pengerah- 
an Kekuatan  TNI.  Dalam  Keputus- 
an Presiden  ini,  presiden  secara  te- 
gas  menyatakan  bahwa  dalam  pro- 
ses Pemilu  2004,  "setelah  menda- 
pat  persetujuan  DPR,  hanya  Presi- 
den yang  berwenang  untuk  menge- 
rahkan  kekuatan  TNI".  Dengan  demi- 
kian,  akan  ada  suatu  landasan  legal- 
formal  yang  cukup   untuk  menilai 
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legalitas  dad  pergerakan  pasukan 
TNI  selama  proses  Pemilu  2004. 

Kemungkinan  lain  dari  interven- 
si  tentara  politik  terjadi  di  Aljazair 
(1992)  saat  militer  Aljazair  meno- 
lak  dan  membatalkan  hasil  Pemilu 
yang  diperkirakan  akan  memberikan 
kemenangan  kepada  Islamic  Salvation 
Front  (Bouandel  and  Zoubir,  1998) 
yang  berniat  membentuk  Republik 
Islam  Alajazair.  Tindakan  unilateral 
militer  Aljazair  ini  menimbulkan  ke- 
rusuhan  sosial  terburuk  dalam  seja- 
rah  Aljazair  yang  mengakibatkan  ja- 
tuhnya  lebih  dari  85.000  korban  tewas. 

Intervensi  unilateral  TNI  terha- 
dap  hasil  pemilu  bisa  dicegah  de- 
ngan  adanya  ketegasan  presiden  un- 
tuk  secara  eksplisit  memerintahkan 
TNI  untuk  tidak  terlibat  dalam  pro- 
ses Pemilu  2004  dan  memerintah- 
kan TNI  untuk  menerima  hasil  Pe- 
milu 2004  sesuai  dengan  penetap- 
an  pemerintah.  Perintah  presiden  ini 
bisa  diberikan  dalam  bentuk  Kepu- 
tusan  Presiden  agar  ada  penyebar- 
luasan  informasi  kepada  publik  se- 
kaligus  kemungkinan  adanya  pro- 
ses pertanggungjawaban  politik  pre- 
siden tentang  ada  tidaknya  keterli- 
batan  TNI  dalam  Pemilu  2004.  Ten- 
tunya,  perintah  ini  harus  didukung 
oleh  suatu  performance  legitimacy  dari 
pemerintah  untuk  dapat  melakukan 
Pemilu  2004  dengan  baik. 
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DOKUMEN 


Hubungan  ASEAN-Jepang  dan 
Kerja  Sama  Keamanan  Asia  Pasifik 

Faustinus  Andrea 


PENDAHULUAN 

PERTEMUAN   Puncak  ASEAN- 
Jepang  {Commemorative  Summit) 
yang  berlangsung  di  Tokyo,  Je- 
pang Desember  2003  guna  memperi- 
ngati  hubungan  ASEAN-Jepang  ke-30 
tahun,  antara  lain  mengeluarkan  dua 
dokumen  penting,  yaitu  dokumen  me- 
ngenai  deklarasi  kerja  sama  ASEAN- 
Jepang  dengan  judul  Tokyo  Declaration 
for  a  Dynamic  and  Enduring  ASEAN-Japan 
Partnership  in  the  New  Millenium,  dan  do- 
kumen mengenai  kesediaan  Jepang  un- 
tuk  menjadi  bagian  dari  Treaty  of  Amity 
and  Cooperation  (TAC).  Pertemuan  itu  ju- 
ga  membahas  kerja  sama  pembangun- 
an  dan  sosial  budaya  ASEAN-Jepang 
dan  persetujuan  Perdagangan  Bebas 
secara  bilateral  antara  Jepang-Filipina, 
Jepang-Malaysia  dan  Jepang-Thailand. 

Pertemuan  puncak  ini  bukan  hanya 
kelanjutan  pertemuan  puncak  ASEAN+3 
di  Bali  Oktober  2003,  di  mana  Jepang 
merupakan  salah  satu  mitra  strategis 
ASEAN+3,  tetapi  juga  merupakan  pun- 
cak dari  pertemuan-pertemuan  ASEAN- 
Jepang  sebelumnya.  Di  antaranya,  per- 
temuan Initiative  for  Development  in  East 
Asia  (IDEA)  dan  Comprehensive  Economic 
Partnership  (CEP)  yang  ditetapkan  pa- 
da  November  2002.  Tujuan  pertemuan- 
pertemuan  itu  adalah  untuk  memperluas 


perdagangan  dan  mendorong  pertum- 
buhan  ekonomi  ASEAN-Jepang  di  ma- 
sa  mendatang.  Saat  ini  Jepang  merupa- 
kan negara  terbesar  kedua  setelah  Ame- 
rika  Serikat,  yang  menjalin  kerja  sama 
di  bidang  perdagangan  dan  investasi 
dengan  ASEAN.  Total  perdagangan  ke- 
dua pihak  senilai  US$99,2  milyar  atau 
14,2  persen  dari  total  perdagangan 
ASEAN. 

Kontribusi  Jepang  telah  memberikan 
banyak  kemajuan  bagi  peningkatan  hu- 
bungan dan  perkembangan  di  ASEAN. 
Upaya  untuk  meningkatkan  hubungan 
di  bidang  investasi  dan  perdagangan, 
misalnya,  dilakukan  dengan  cara  men- 
dorong permintaan  dalam  negerinya 
dan  memberikan  akses  pasar  yang  le- 
bih  besar  bagi  produk-produk  ASEAN 
dan  mendorong  para  investor  Jepang 
untuk  mengambil  manfaat  dari  AFTA, 
AICO,  dan  AIA  guna  meningkatkan 
hubui\gan  industri  ASEAN-Jepang. 

Pertemuan  Puncak  ASEAN-Jepang 
mempunyai  makna  bagi  kepentingan 
domestik  dan  regional  Jepang,  khusus- 
nya  ASEAN.  Kepentingan  domestik  Je- 
pang adalah  melanjutkan  program-pro- 
gram pembaruan  struktural  di  bidang 
ekonomi  pada  tingkat  regional.  Semen- 
tara  itu,  PM  Thailand  Thaksin  Shina- 
watra  mendukung  visi  Koizumi  ten- 
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tang  kerangka  kerja  sama  ekonomi  se- 
cara  komprehensif  antara  ASEAN-Je- 
pang  yang  memprioritaskan  kesepa- 
katan-kesepakatan  perdagangan  bebas 
sebagai  upaya  Jepang  untuk  mengejar 
ketertinggalannya  dari  Cina.  Dalam 
pertemuannya  dengan  Presiden  Mega- 
wati Soekarnoputri,  Koizumi  mengu- 
sulkan  perluasan  kerja  sama  ekonomi 
dalam  sebuah  kerangka  kemitraan  yang 
komprehensif  antara  ASEAN  dengan 
Jepang,  Cina,  Korea  Selatan  serta  Aus- 
tralia dan  Selandia  Baru.  Usui  Koi- 
zumi didukung  oleh  Presiden  Mega- 
wati dan  PM  Thailand  Thaksin  Shina- 
watra.  Di  Singapura,  Koizumi  dan  PM 
Singapura  Goh  Chok  Tong  menanda- 
tangani  perjanjian  tentang  Free  Trade 
Area  (FTA). 

Tidak  seperti  Cina,  Jepang  belum 
menetapkan  kerangka  waktu  tentang 
perampungan  kerja  sama  dengan  ASEAN 
dengan  alasan  bahwa  hal  ini  bukan 
merupakan  tugas  yang  ringan.  Salah 
satu  sebabnya  adalah  karena  kehadir- 
an  Cina  di  ASEAN.  Untuk  itu,  pening- 
katan  kerja  sama  ASEAN-Jepang  dalam 
rangka  memperkuat  kemitraan  ekonomi 
secara  luas,  tidak  hanya  di  bidang 
perdagangan  dan  investasi  — tetapi 
mencakup  pula  ilmu  pengetahuan  dan 
teknologi,  pembangunan  sumber  daya 
manusia  (SDM),  dan  turisme —  men- 
jadi  semakin  penting  untuk  "bertin- 
dak  bersama  dan  maju  bersama"  ber- 
dasarkan  konsep  kerja  sama  ASEAN- 
Jepang. 

Di  bidang  keajpjanan,  penandata- 
nganan  TAC  oleh  Jepang  mempunyai 
nilai  strategis  bagi  kawasan.  Seperti 
halnya  Cina  dan  India  yang  telah  le- 
bih  dulu  menandatangani  TAC  pada 
KTT  ASEAN  ke-9  di  Bali  Oktober  2003, 
penandatanganan  TAC  oleh'  Jepang 
berarti  bahwa  Jepang  harus  mema- 
tuhi  prinsip-prinsip  yang  tertuang  da- 
lam TAC.  TAC  antara  lain  berisi  ten- 
tang   saling    menghargai  kedaulatan 


negara  satu  sama  lain,  tidak  saling 
menyerang,  mengupayakan  cara-cara 
damai  dalam  mengatasi  sengketa  ka- 
wasan maupun  antarkawasan  dan 
mengupayakan  kerja  sama  yang  efek- 
tif.  Di  samping  itu  TAC  juga  merupa- 
kan panduan  untuk  melangsungkan 
kehidupan  yang  damai  satu  sama  laiix. 

Sebagaimana  yang  dikatakan  juru 
bicara  Departemen  Luar  Negeri  RI 
Marty  Natalegawa,  keputusan  Jepang 
menandatangani  TAC  mempunyai  nilai 
historis  bagi  keberhasilan  diplomasi 
Indonesia  dan  ASEAN  dalam  menca- 
pai  cita-cita  kawasan  Asia  yang  lebih 
stabil.  Penandatanganan  TAC  oleh  Je- 
pang dapat  dinilai  sebagai  pengakuan 
politik  dan  kepercayaan  hubungan  ke- 
dua  belah  pihak  serta  dukungan  Je- 
pang terhadap  ASEAN  atas  peran  uta- 
ma  di  Forum  Regional  ASEAN  (ARE). 
Penandatanganan  ini  juga  merupakan 
dukungan  Jepang  terhadap  Bali  Concord 
II  sebagai  kebijakan  untuk  mencapai 
komunitas  ASEAN  berdasarkan  kerja 
sama  politik,  ekonomi  dan  sosial  bu- 
daya. 

Dengan  hubungan  ASEAN-Jepang 
yang  semakin  intensif,  diharapkan 
ASEAN  dapat  melakukan  peran  regio- 
nalnya  di  kawasan.  Peran  ASEAN  di 
sini  tetap  sebagai  pemegang  kemudi 
dalam  pengelolaan  ASEAN+3.  Secara 
demikian,  kemitraan  ASEAN  dan  Je- 
pang diharapkan  menjadi  salah  satu 
faktor  stabUitas  keamanan  di  kawasan. 

Melalui  ,  pertemuan  dua  hari  di 
Bali,  sekitar  26  pejabat  senior  negara 
Asia  Pasifik  mempertegas  komitmen 
mereka  untuk  melawan  terorisme.  Se- 
rangkaian  aksi  terorisme  di  Asia  Teng- 
gara  telah  mendorong  para  pemim- 
pin  ASEAN  untuk  meningkatkan  kerja 
sama  antara  mereka.  Untuk  itu  mereka 
sepakat  membangun  kerangka  hukum 
secara  nasional  yang  memungkinkan 
untuk  menghadapi  kegiatan  terorisme 
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dan  meningkatkan  kerja  sama  di  an- 
tara  lembaga  penegakan  hukum,  mem- 
perkuat  capacity  building  yang  sesuai 
dengan  12  konvensi  Perserikatan  Bang- 
sa-Bangsa  tentang  terorisme. 

Usui  Indonesia  tentang  pembentuk- 
an  pasukan  penjaga  perdamaian  re- 
gional — ASEAN-PKF—  merupakan  salah 
satu  implementasi  rencana  aksi  pem- 
bentukan  Komunitas  Keamanan  ASEAN 
(ASC)  yang  akan  didirikan  pada  tahun 
2012  menjadi  tema  penting  pertemuan 
informal  Menteri  Luar  Negeri  ASEAN. 
ASC  merupakan  salah  satu  dari  tiga 
komponen  Deklarasi  ASEAN  Concord  U 
atau  yang  dikenal  sebagai  Bali  Concord 
II  telah  ditandatangani  di  Bali  pada 
Oktober  2003.  Pembentukan  ASEAN- 
PKF  ditujukan  ilntuk  menyelesaikan 
konflik  negara-negara  anggota,  baik  se- 
cara  komprehensif  maupun  secara  da- 
mai.  Pembicaraan  ASEAN-PKF  selan- 
jutnya  akan  dilakukan  pada  pertemu- 
an tingkat  menteri  ASEAN  di  Jakarta 
pada  Juni  2004  dan  Konferensi  Ting- 
kat Tinggi  ASEAN  ke-10  di  Laos,  No- 
vember 2004. 

Meski  pengertian  ASC  belum  dije- 
laskan  secara  tuntas,  setidak-tidak- 
nya  ASC  memiliki  cakupan  yang  lebih 
luas.  Bukan  saja  meliputi  kerja  sama 
militer,  tetapi  meliputi  aspek-aspek 
lain  seperti  kerja  sama  untuk  mencip- 
takan  aturan-aturan  dalam  berinter- 
aksi  dan  menetapkan  mekanisme  pe- 
nyelesaian  sengketa  antarnegara  ang- 
gota ASEAN.  Pada  dasarnya  gagasan 
ASC  sudah  memiliki  infrastruktur  di 
dalam  organisasi  ASEAN  itu  sendiri 
dan  kerja  sama  politik  dan  keamanan 
akan  dibangun  lebih  komprehensif,  me- 
liputi mekanisme  yang  memungkinkan 
para  anggota  ASEAN  memiliki  tang- 
gung  jawab  yang  sama  dalam  mengha- 
dapi  ancaman-ancaman  keamanan  dan 
kestabilan  kawasan,  khususnya  kejahat- 
an  transnasional,  terorisme  dan  gerak- 
an  separatisme.  Dalam  konsep  terse- 


but  akan  didirikan  sebuah  pusat  un- 
tuk memerangi  terorisme,  pelatihan  pa- 
sukan pemelihara  peidamaian,  pusat 
kerja  sama  untuk  isu-isu  non-konven- 
sional,  dan  pertemuan  secara  teratur 
antara  polisi  dan  menteri  pertahanan 
ASEAN. 

Ringkasan  peristiwa  edisi  ini  akan 
n\enyajikan  berita  tentang  Pertemuan 
Puncak  Para  Pemimpin  ASEAN-Jepang 
yang  untuk  pertama  kalinya  dilakukan 
di  luar  negara  ASEAN,  pertemuan 
CSCAP,  Pertemuan  Tingkat  Menteri  ne- 
gara-negara Asia  Pasifik  tentang  anti- 
terorisme,  hubungan  ASEAN-PBB  dan 
Pertemuan  Informal  Menteri  Luar  Ne- 
geri ASEAN. 

L  KTT  ASEAN-JEPANG 

Pertemuan  Puncak  Para  Kepala  Ne- 
gara ASEAN-Jepang  atau  KTT  ASEAN- 
Jepang  {ASEAN-Japan  Commemorative 
Summit)  berlangsung  di  Tokyo,  Jepang 
tanggal  11-12  Desember  2003  dihadiri 
oleh  Presiden  RI  Megawati  Soekarno- 
putri.  Sultan  Brunei  Darussalam  Has- 
sanal  Bolkiah,  PM  Thailand  Thaksin 
Shinawatra,  PM  Malaysia  Abdullah 
Ahmad  Badawi,  PM  Singapura  Goh 
Chok  Tong,  Presiden  Filipina  Gloria 
Macapagal  Arroyo,  PM  Vietnam  Phan 
Van  Khai,  PM  Laos  Bounhang  Vora- 
chith,  PM  Kamboja  Hun  Sen,  PM  Myan- 
mar  Khin  Nyunt  dan  PM  Jepang  Ju- 
nichiro Koizumi. 

KTT  ASEAN-Jepang  yang  didahu- 
lui  dengan  Pertemuan  Pejabat  Tinggi 
(Senior  Official  Meeting/SOM)  dan  Perte- 
muan Tingkat  Menteri  ASEAN-Jepang, 
mempunyai  arti  penting  jika  dikaitkan 
dengan  langkah  ASEAN  untuk  "me- 
maksa"  Jepang  menandatangani  Trak- 
tat  Hubungan  Baik  dan  Kerja  Sama 
{Treaty  of  Amity  and  Cooperation-! AC). 
Langkah  itu  bukan  sekadar  keinginan 
ASEAN  sebagai  organisasi  regional,  te- 
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tapi  juga  suatu  langkah  maju  yang 
strategis  di  dalam  membangun  komu- 
nitas  negara-negara    secara  regional. 

Pengembangan  perdagangan  ASEAN- 
Jepang  dan  kerja  sama  keamanan  re- 
gional merupakan  kesepakatan  penting 
yang  disetujui  oleh  10  pemimpin  ne- 
gara  ASEAN.  Di  bidang  perdagangan, 
Jepang  naenilai  ASEAN  sebagai  mitra 
dagang  yang  dapat  meningkatkan  pa- 
mor  ekonomi  dan  politik  Jepang  di  ka- 
wasan.  Disamping  itu  ASEAN  di  pan- 
dang  sebagai  kunci  bagi  pertumbuhan 
ekonomi  dan  tujuan  investasi  aliran 
bantuan  Jepang.  Jepang  adalah  mitra 
dagang  dan  sumber  investasi  terbesar 
kedua  bagi  ASEAN  setelah  Amerika  Se- 
rikat.  Perdagangan  ASEAN  dengan  Je- 
pang diperkirakan  bernilai  US$122,9 
milyar  tahun  2002.  Jepang  memasok  60 
persen  dari  total  bantuan  pemerintah- 
an  dimia  di  tahun  2001. 

Sedangkan  dalam  konteks  hubung- 
an  Indonesia  dan  Jepang,  kedua  ne- 
gara  sepakat  membentuk  forum  kon- 
sultasi  di  bidang  politik  dan  keaman- 
an dan  di  masa  depan  forum  ini  da- 
pat  diperluas  antara  ASEAN  dan  Je- 
pang. Meski  sebelumnya  pernah  ada 
forum  konsultasi  informal  di  bidang  po- 
litik dan  keamanan  antara  Indonesia 
dan  Jepang,  forum  konsultasi  kali  ini 
sangat  berbeda  dari  sebelumnya.  Ga- 
gasan  membentuk  forum  konsultasi  itu, 
muncul  dari  proses  yang  terjadi  di 
ASEAN,  yaitu  gagasan  Indonesia  un- 
tuk  mengembangkan  Komunitas  Ke- 
amanan ASEAN  (ASC),  yang  semata- 
mata  tidak  hanya  membahas  masalah 
komunitas  keamanan  dalam  arti  militer, 
melainkan  konsultasi  politik-keamanan 
secara  komprehensif,  seperti  misalnya 
tuntunan  bagi  penyelesaian  konflik  se- 
cara damai,  menghindari  perang  dan 
sebagainya  {Kompas,  12-12-2003). 

PM  Jepang  Junichiro  Koizumi  se- 
usai   penutupan  KTT  ASEAN-Jepang 


mengatakan  kepada  para  wartawan  me- 
ngenai: 

•  Kesediaan  Jepang  menandatangani 
TAG  memperkuat  kesungguhan  Je- 
pang untuk  tetap  bekerja  sama  de- 
ngan ASEAN  di  masa  mendatang. 

•  Jepang  memberi  bantuan  pemba- 
ngunan  kawasan  ASEAN,  untuk  ka- 
wasan  Sungai  Mekong  (Thailand, 
Vietnam,  Kamboja)  sebesar  US$1,5 
juta  dalam  jangka  waktu  tiga  tahim. 

•  Jepang  bersedia  memperkuat  kerja 
sama  dengan  ASEAN  dalam  mena- 
ngani  persoalan-persoalan  transna- 
sional,  seperti  masalah  terorisme  dan 
masalah  keamanan. 

•  Komitmen  Jepang  untuk  memban- 
tu  meningkctkan  sumber  daya  ma- 
nusia  ASEAN  diwujudkan  dalam 
bentuk  bantuan  sebesar  US$1,5  mi- 
liar dalam  kurun  waktu  tiga  tahun 
dalam  bentuk  program  pertukaran 
yang  melibatkan  40.000  orang. 

Presiden  Indonesia  Megawati  Soekar- 
noputri  mengatakan  bahwa  pertemuan 
puncak  ASEAN-Jepang  semakin  mem- 
pererat  hubungan  ASEAN-Jepang  di 
bidang  politik,  ekonomi  dan  sosial  bu- 
daya  selama  30  tahun.  Demikian  juga 
hubungan  diplomatik  antara  Indone- 
sia-Jepang.  Di  bidang  keamanan,  hu- 
bungan itu  kini  semakin  meningkat 
atas  permintaan  Indonesia  untuk  me- 
minta  kepada  Jepang  maupun  negara- 
negara  ASEAN  dalam  mengatasi  ma- 
salah penyelundupan  orang,  kayu,  uang 
dan  obat-obat  terlarang  maupun  ma- 
salah bajak  laut  di  Semenanjung  Ma- 
laka  (Kompas,  13-12-2003). 

Deklarasi  Tokyo  bagi  kemitraan 
ASEAN-Jepang  yang  Dinamis  dan  Aba- 
di  dalam  Milenium  Baru  (Tokyo  Declara- 
tion for  a  Dynamic  and  Enduring  ASEAN- 
Japan  Partnership  in  the  New  Millenium) 
antara  lain  berisi  (Kompas,  13-12-2003): 
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•  Prinsip  dan  nilai-nilai  hubungan 
ASEAN-Jepang,  strategi  bersama  un- 
tuk  aksi  di  bidang  kerja  sama  eko- 
nomi  dan  keuangan,  konsolidasi  dan 
landasan  untuk  pembangunan  eko- 
nomi  dan  kesejahteraan,  serta  kemi- 
traan  dan  kerja  sama  keamanan  dan 
politik. 

•  Fasilitas  bagi  peningkatan  sumber 
daya  manusia,  kerja  sama  sosial  bu- 
daya,  mempererat  kerja  sama  Asia 
Timur  untuk  Masyarakat  Asia  Timur 
{East  Asian  Community)  dan  kerja  sama 
dalam  menangaiu  isu  global. 

Penandatanganan  Deklarasi  Tokyo 
oleh  10  kepala  negara/pemerintahan 
ASEAN  dan  Perdana  Menteri  Jepang 
diikuti  dengan  penandatanganan 
ASEAN-Japan  Action  Plan,  merupakan 
rencana  aksi  untuk  mengimplementasi- 
kan  Deklarasi  Tokyo.  Rencana  aksi  itu 
antara  lain  di  bidang  keuangan  dan  mo- 
neter,  kepabeanan,  kerja  sama  dalam 
peningkatan  sumber  daya  manusia, 
usaha  kecil  dan  menengah,  industri  oto- 
motif,  transportasi,  pariwisata,  serta 
teknologi  komunikasi  dan  informasi 
{Kompas,  13-12-2003). 


11.  KONFERENSI  DEWAN  KERJA 
SAMA  KEAMANAN  ASIA  PASIFIK 
(CSCAP) 

Konferensi  Dewan  Kerja  Sama  Ke- 
amanan Asia  Pasifik  (CSCAP)  ke-10 
berlangsung  di  Jakarta  tanggal  8-9  De- 
sember  2003  antara  lain  membahas  ma- 
salah  terorisme  internasional  dan  upa- 
ya  membangun  pusat  kajian  kontra- 
terorisme.  Trans  National  Crime  Center 
(TNCC)  di  Jakarta.  Gagasan  TNCC 
ini  datang  dari  Indonesia  dan  Aus- 
tralia. Pusat  kajian  kontra-terorisme 
bertujuan  untuk  menelaah  penyebab 
dan  akar  terorisme,  pelatihan  kontra- 
terorisme,  dan  penanganan  pasca  te- 
rorisme. Selain  aparat  keamanan  Indo- 


nesia dan  Australia,  aparat  keamanan 
negara  lain  boleh  menggunakan  pusat 
kajian  itu.  Kurangnya  informasi  dan 
belum  adanya  kerja  sama  khusus  pe- 
nanggulangan  kejahatan  transnasional 
di  kawasan  Asia  Pasifik,  dapat  menjadi 
kendala  pengungkapan  kasus  terorisme 
dan  kejahatan  transnasional  lainnya. 
Oleh  karena  itu  melalui  pusat  koordi- 
nasi  itu,  kegiatan  lembaga  kepolisian 
di  masing-masing  negara  anggota  akan 
lebih  mudah  memberikan  informasi. 
Di  samping  itu,  TNCC  juga  berfungsi 
menangani  tujuh  kejahatan  transna- 
sional lainnya,  di  antaranya  kejahatan 
narkotika,  pembajakan  kapal  laut,  per- 
dagangan  manusia,  perdagangan  sen- 
jata,  pencucian  uang,  cyber  crime  dan 
kejahatan  ekonomi  internasional.  Se- 
lain masalah  terorisme,  CSCAP  juga 
membahas  masalah  keamanan  inter- 
nasional lainnya,  seperti  masalah  Irak. 

Hadir  dalam  konferensi  itu  antara 
lain  Menteri  Luar  Negeri  Indonesia 
Hassan  Wirajuda,  Menteri  Luar  Negeri 
Australia  Alexander  Downer,  mantan 
Menteri  Luar  Negeri  Thailand  Surin 
Pitsuwan,  Dubes  AS  untuk  Indonesia 
Ralp  L  Boyce,  pejabat  pemerintah  da- 
lam kapasitas  pribadi,  intelektual  dan 
10  lembaga  pengkajian  masalah  stra- 
tegis  internasional  dari  ASEAN,  Aus- 
tralia, Kanada,  Korea  Selatan,  Cina,  Je- 
pang dan  Amerika  Serikat. 

Menlu  Indonesia  Hassan  Wirajuda 
mengatakan  dalam  konferensi  itu  bah- 
wa  {Kompas,  9-12-2003): 

•  Indonesia  menegaskan  sudah  saat- 
nya  Amerika  Serikat  kembali  meng- 
gunakan kebijakan  politik  yang  me- 
nyelaraskan  antara  kekuatan  mili- 
ter  dan  pengendalian  moral,  teru- 
tama  untuk  mencegah  terulangnya 
kasus  Irak  dan  untuk  menghadapi 
terorisme.  Sebab,  perang  melawan 
terorisme  sebenarnya  perjuangan  me- 
menangkan  hati  dan  pikiran  masya- 
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rakat  yang  lebih  mfemerlukan  sikap 
bijaksana,  bukan  smart  bomb. 

•  Penanganan  masalah  Irak  tidak  dili- 
hat  secara  tersendiri,  iiamun  harus 
dalam  konteks  secara  menyeluruh. 
Penanganan  masalah  itu  juga  akan 
mempengaruhi  pnyelesaian  masalah 
Palestina  dan  upaya  memerangi  te- 
rorisme. 

Menlu  Australia  Alexander  Downer 
mengatakan  bahwa  tidak  ada  satu  ne- 
gara  di  dunia  yang  bisa  memerangi 
terorisme  secara  sendirian,  terutama 
menghadapi  terorisme  yang  mampu 
membuat  jaringan  secara  global.  Se- 
lain  itu  terorisme  tidak  cukup  hanya 
dihadapi  dengan  hukum  dan  pasuk- 
an  keamanan.  Namun,  harus  diimbangi 
dengan  upaya  mencegah  menyebarnya 
gagasan  dan  tindakan  terorisme. 

Berkaitan  dengan  keputusan  Aus- 
tralia untuk  ikut  serta  dalam  Program 
Pertahanan  Rudal  (Missile  Developtment 
Program)  yang  diprakarsai  Amerika 
Serikat,  Alexander  Downer  mengatakan 
bahwa  Indonesia  tidak  perlu  khawatir 
soal  sistem  pertahanan  yang  ditujukan 
untuk  alasan  defensif  dan  keikutserta- 
an  Australia  hanya  sebatas  riset  dan 
penyertaan  sistem  radar. 

Namun  demikian,  keputusan  Aus- 
tralia untuk  ikut  program  itu,  menu- 
rut  Menlu  Hassan  Wirajuda,  bisa  me- 
macu  perlombaan  senjata  (arm  race)  di 
Asia  Pasifik.  Pihak  yang  memiliki  ke- 
mampuan  misil  antarbenua  akan  me- 
ngembangkan  kemampuan  menghadapi 
rudal  penangkal  jenis  baru.  Di  tengah 
dunia  sedang  melakukan  upaya  per- 
lucutan  senjata  nuklir,  senjata  biologi, 
dan  kimia,  krisis  nuklir  Korea  Utara, 
program  pertahanan  rudal  yang  di- 
kembangkan  Australia  tidak  kondusif 
{Kompas,  9-12-2003). 

Pada  kesempatan  yang  sama  da- 
lam konferensi  CSCAP  itu,  Azyumar- 


di  Azra,  Rektor  Universitas  Islam  Ne- 
geri  (UIN)  Jakarta,  mengatakan  bahwa 
{Kompas,  10-12-2003): 

•  Dalam  menangani  radikalisme  Mus- 
lim di  Indonesia,  Amerika  Serikat 
dan  negara-negara  Barat  lainnya 
harus  berhati-hati  sebab  membesar- 
besarkan  ancaman  dari  kelompok- 
kelompok  radikalisme  Muslim  itu  ha- 
nya akan  memberi  publisitas  yang 
mereka  inginkan.  Apalagi  jumlah 
mereka  sangat  kecil  dan  tidak  men- 
dapat  dukungan  maupun  simpati 
dari  mayoritas  Muslim  di  Indonesia. 

•  Reaksi  yang  berlebihan  dari  Ame- 
rika Serikat  tentang  kelompok-ke- 
lompok  radikal  Muslim  di  Indonesia 
hanya  akan  menimbulkan  perasaan 
tak  senang  kepada  Amerika  Serikat 
di  antara  kaum  Muslim  Indonesia. 

•  Keberadaan  kelompok-kelompok  Mus- 
lim radikal,  garis  keras,  miUtan  atau 
bahkan  "fundamentalis"  di  Indone- 
sia, bukanlah  hal  baru.  Pada  masa 
pemerintahan  Soekarno  maupun  Soe- 
harto  kelompok  ini  sudah  ada,  bah- 
kan mereka  berusaha  mendirikan 
sebuah  negara  Islam  di  Indonesia 
dan  mengganti  ideologi  Pancasila 
sebagai  dasar  negara.  Padahal  ideo- 
logi Pancasila  telah  diterima  baik 
oleh  para  pemimpin  Islam  nasio- 
nalis  maupun  nasionalis  sekuler. 

•  Pada  jaman  pemerintahan  Soeharto, 
beberapa  kelompok  radikal  diperki- 
rakan  terbentuk  sebagai  hasil  reka- 
yasa  jenderal-jenderal  tentara  ter- 
tentu,  dengan  tujuan  mendikredit- 
kan  Islam.  Namun,  usaha-usahck  yang 
dilakukan  oleh  kelompok-kelompok 
mereka  selalu  menemui  kegagalan. 
Bukan  saja  karena  tindakan-tindak- 
an  represif  tentara  Indonesia  sen- 
diri,  tetapi  juga  karena  mereka  ga- 
gal  mendapat  dukungan  dari  arus 
kaum  Muslim  mayoritas. 
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•  Kejatuhan  Soeharto  setalah  berkua- 
sa  lebih  dari  tiga  dekade,  yang  di- 
ikuti  liberalisasi  politik,  melahirkan 
kelompok-kelompok  radikal  Muslim 
yang  banyak  di  antara  mereka  me- 
rupakan  organisasi  baru,  yang  se- 
beliunnya  tidak  dikenal. 

CSCAP  yang  dibentuk  pada  8  Juni 
1993  merupakan  lembaga  kajian  stra- 
tegis  non-pemerintaTi  yang  mempu- 
nyai  tujuan  memberikan  sumbangan 
pemikiran  untuk  menumbuhkan  saling 
percaya  dan  memperkuat  keamanan 
regional  dengan  melalui  dialog,  kon- 
sultasi  dan  kerja  sama.  Seperti  juga 
ASEAN-ISIS,  CSCAP  merupakan  di- 
plomasi  jalur  kedua  yang  terdiri  dari 
intelektual,  analis,  dan  pejabat  peme- 
rintah  dalam  kapasitas  pribadi,  men- 
jadi  bagian  terpadu  dari  proses  ASEAN 
Regional  Forum  (ARF)  dan  menyediakan 
mitra  formalnya  dengan  rekomendasi 
kebijakan.  Semua  ini  memberikan  dasar 
untuk  kerja  sama  keamanan  melaui 
promosi  kebiasaan  dialog  dalam  men- 
dekati  isu  keamanan  negara  di  ka- 
wasan.  Ini  berarti  ARF  lebih  diarahkan 
pada  pengembangan  rasa  saling  per- 
caya dan  diplomasi  preventif.  CSCAP 
telah  tercatat  dalam  sejarah  sebagai 
forum  informal  tetap  yang  paling  kom- 
prehensif  menyangkut  masalah-masa- 
lah  keamanan  di  Asia  Pasifik.  Di  sam- 
ping  melakukan  pendekatan  tidak  res- 
mi  mengenai  masalah-masalah  yang 
akan  dibahas  dalam  ARF,  CSCAP  ju- 
ga berupaya  mencari  pemecahan  ter- 
hadap  masalah-masalah  yang  saat 
ini  dianggap  terlalu  sensitif  untuk  di- 
bahas dalam  ARF. 

CSCAP  pada  dasarnya  meniru  cara- 
cara  dialog  yang  dilakukan  oleh  pa- 
ra pengusaha  dan  pakar  ekonomi  da- 
lam kerangka  Pacific  Economic  Cooper- 
ation Council  (PECC)  sejak  tahun  1970- 
an.  Seperti  halnya  diskusi-diskusi  da- 
lam PECC  dimaksudkan  untuk  mem- 
berikan saran  kepada  pemerintah  ne- 


gara-negara  di  Asia  Pasifik  mengenai 
kebijakan  perdagangan,  CSCAP  akan 
membantu  mencari  pemecahan  bagi  fo- 
rum-forum resmi  seperti  ASEAN-PMC, 
SOM  dan  ARF  mengenai  masalah-ma- 
salah keamanan.  Pembentukan  komisi 
nasional  dan  kelompok-kelompok  kerja 
CSCAP  serupa  dengan  PECC.  CSCAP 
diresmikan  pembentukannya  di  Kua- 
la Lumpur  pada  bulan  Juni  1993,  dan 
terdiri  atas  10  lembaga  pengkajian 
masalah-masalah  strategis  internasio- 
nal  yang  terkemuka  dari  negara-ne- 
gara  ASEAN,  Australia,  Kanada,  Ko- 
rea Selatan,  Jepang,  Amerika  Serikat, 
Cina  dan  negara-negara  laiimya. 

CSCAP  telah  membentuk  Empat  Ke- 
lompok  Kerja  yang  akan  menangani 
masalah-masalah  kerja  sama  kelautan, 
kerja  sama  keamanan  Pasifik  Utara, 
peningkatan  saling  percaya  (CBM)  dan 
transparansi,  serta  masalah  keaman- 
an bersama  secara  luas.  Dibanding- 
kan  dengan  masalah-masalah  yang 
jauh  lebih  terbatas  yang  sedang  diba- 
has oleh  Kelompok-Kelompok  Kerja 
ARF,  CSCAP  membuat  suatu  dasar 
pengkajian  sebagai  bahan  bagi  dialog- 
dialog  ARF  selanjutnya.  Pada  tahun 
1997,  kelompok  kerja  CSCAP  menge- 
nai masalah  keamanan  bersama  seca- 
ra luas,  yang  diketuai  oleh  Selandia 
Baru  dan  Malaysia,  telah  memperluas 
bidang  pengkajiannya  ke  arah  dimen- 
si  ekonomi  dari  keamanan;  kelompok 
kerja  mengenai  maritim,  yang  diketuai 
oleh  Australia  dan  Indonesia,  telah 
menyusun.  buku  berjudul  "Maritime 
Guidelines  for  Regional  Military  Cooper- 
ation". Kelompok  kerja  keamanan  di 
Pasifik  Utara,  yang  diketuai  oleh  Ka- 
nada dan  Jepang,  berhasil  membujuk 
Korea  Utara  untuk  mengirim  wakil- 
nya.  Kelompok  kerja  CBM,  yang  di- 
ketuai oleh  Amerika  Serikat  dan  Si- 
ngapura,  telah  mengkaji  prospek  pem- 
bentukan Oganisasi  Energi  Atom  Asia 
Pasifik    guna    mendorong  keamanan 
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dan  non-proliferasi  senjata  nuklir  ser- 
ta  menyusun  panduan  bagi  pemben- 
tukan  Asian  Arms  Register  sebagai  pe- 
rangkat  transparansi. 


III.  PERTEMUAN  TINGKAT  MEN- 
TERI  ASIA  PASIFIK  TENTANG 
ANTI  TERORISME 

Pertemuan  Tingkat  Menteri  Asia 
Pasifik  tentang  anti-terorisme  {Bali  Re- 
gional Ministerial  Meeting  on  Counter- 
Terrorism)  berlangsung  di  Nusa  Dua, 
Bali  4-5  Februari  2004  dihadiri  oleh 
250  delegasi  dari  26  negara  dengan  14 
menteri  dan  Jaksa  Agung  Amerika  Se- 
rikat  John  Ashcroft.  Pertemuan  dipim- 
pin  oleh  Ketua  Bersama  Indonesia 
dan  Australia,  Menteri  Luar  Negeri  In- 
donesia Hassan  Wirajuda  dan  Menteri 
Luar  Negeri  Alexander  Downer.  Hadir 
dalam  pertemuan  itu  juga,  Presiden 
Rumania  Ion  Iliescu. 

Dalam  pembukaan  pertemuan  itu 
Presiden  Megawati  Soekarnoputri  me- 
ngatakan  bahwa  {Kompas,  5-2-2004): 

•  Sepahit  apa  pun  akibat  yang  ditim- 
bulkan  oleh  satu  tindakan  terorisme 
tidak  akan  menyurutkan  tekad  dan 
langkah  Indonesia  untuk  mengha- 
dapi  ancaman  terhadap  umat  ma- 
nusia  dan  peradaban. 

•  Indonesia  tidak  pernah  ragu  untuk 
mengejar,  menangkap,  memeriksa  dan 
mengadili  para  pelaku  teror. 

•  Keberhasilan  aparat  kepolisian  In- 
donesia dalam  menangkap  para  pe- 
laku teror  tidak  lepas  dari  bantuan 
negara-negara  sahabat  seperti  Aus- 
tralia, Jepang,  Amerika  Serikat  dan 
Jerman. 

•  Indonesia  dan  Australia  mempra- 
karsai  pembentukan  Pusat  Kerja  Sa- 
ma  Penegakan  Hukum  dilengkapi 


dengan  laboratgrium  forensik  dan 
pelatihan  antiteror  bagi  seluruh  apa- 
rat negara  Asia  Pasifik.  Di  samping 
itu,  pertemuan  regional  soal  pence- 
gahan  dan  penanganan  tindak  te- 
rorisme, penyelundupan  manusia, 
imigran  gelap,  pencucian  uang,  dan 
tindak  kejahatan  laiimya. 

•  Tugas  bersama  untuk  mewujudkan, 
memperluas  dan  mengefektifkan  ko- 
mitmen  dalam  kerja  sama  tersebut 
memerlukan  mekanisme  dan  prosedur 
kerja  sama  pertukaran  informasi  in- 
telijen  yang  akurat,  cepat  dan  efektif 
dalam  menembus  jaringan  terorisme 
yang  dibangun  secara  rapi  dan  ter- 
tutup. 

Kesepakatan  yang  tertuang  dalam 
Pemyataan  Ketua  Bersama  Tingkat  Men- 
teri Asia  Pasifik  tentang  anti-terorisme 
antara  lain  {Kompas,  6-2-2004): 

•  Sepakat  mengembangkan  sistem 
pendistribusian  informasi  yang  lebih 
efektif  di  kawasan.  Langkah  ini  ditu- 
jukan  untuk  mendapatkan  gambaran 
yang  lebih  lengkap  tentang  kegiatan, 
sumber  dana,  dukungan  dan  fondasi 
jaringan  terorisme  di  kawasan,  dan 
kemungkinan  mereka  terkait  dengan 
kejahatan  transnasional. 

•  Sepakat  membangun  kerangka  hukum 
secara  nasional  yang  memungkinkan 
untuk  menghadapi  kegiatan  terorisme. 

•  Sepakat  memperkuat  pembentukan 
kerangka  hukum,  meningkatkan  kerja 
sama  di  antara  lembaga  penegakan 
hukum,  memperkokoh  capacity  build- 
ing selaras  dengan  12  Konvensi  PBB 
tentang  terorisme. 

•  Kampanye  melawan  terorisme  hanya 
bisa  dimenangkan  melalui  cara  yang 
komprehensif,  terukur  dan  seimbang 
sesuai  dengan  tujuan  dan  prinsip- 
prinsip   Piagam  PBB. 
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•  Sepakat  meningkatkan  upaya  mene- 
kan  pendanaan  jaringan  terorisme, 
meningkatkan  aturan  keamanan  per- 
batasan,  terutama  memerangi  teror- 
isme udara  dan  laut. 

•  Sepakat  dibentuknya  dua  kelompok 
kerja  ad  hoc  bidang  kerangka  hu- 
kum  dan  penegakan  hukum. 

•  Kelompok  kerja  bidang  kerangka  hu- 
kum diberi  tugas  utama  melakukan 
identifikasi  berbagai  bidang  guna 
mengembangkan  bantuan  kerja  sama. 

•  Kelompok  kerja  bidang  penegakan 
hukum  dimaksudkan  sebagai  wa- 
hana  berbagai  pengalaman  opera- 
sional,  memformulasikan  model  prak- 
tek  terbaik,  dan  mengembangkan  da- 
ta inf ormasi  yang  lebih  efektif .  Ke- 
dua  kelompok  kerja  itu  berkewajib- 
an  melaporkan  hasil  kerja  mereka 
kepada  para  menteri. 

•  Para  Menteri  menyambut  baik  pen- 
dirian  Pusat  Kerja  Sama  Penegak- 
an Hukum  Indonesia  {Indonesia  Center 
for  Law  Enforcement  Cooperation /ICLEC). 
Namun,  untuk  itu  diperlukan  kerja 
sama  dengan  lembaga  serupa  yang 
sudah  ada,  seperti  Pusat  Kontra- 
Terorisme  Asia  Tenggara  di  Malay- 
sia dan  Akademi  Penegakan  Hukum 
Intemasional  di  Thailand. 

•  Sepakat  meningkatkan  bantuan  imtuk 
negara  berkembang  dan  negara  ke- 
pulauan  kecil  dalam  meningkatkan 
kemampuan  mereka  memenuhi  tun- 
tutan  intemasional  sesuai  dengan 
resolusi  dan  konvensi  PBB  tentang 
terorisme. 

•  Para  Menteri  menegaskan  kembali 
komitmennya  untuk  memperkuat  ker- 
ja sama  dan  koordinasi  regional  di 
antara  berbagai  badan  yang  relevan 
dalam  memberantas  terorisme. 

Sementara  itu  Menteri  Kehakiman 
dan  Hak  Azasi  Manusia,  Yusril  Ihza 


Mahendra,  dan  Kapolri  Jenderal  Dai 
Bachtiar  yang  juga  menghadiri  perte- 
muan  itu,  menyampaikan  kekecewaan 
mendalam  soal  sikap  Singapura.  Dise- 
butkan,  Singapura  tidak  beritikad  baik 
terhadap   Indonesia   sehubungan  de- 
ngan sikap  mereka  yang  tidak  mau 
menandatangani  perjanjian  ekstradisi 
dengan  Indonesia.  Padahal,  perjanjian 
esktradisi  juga  merupakan  salah  satu 
kerangka  hukum  yang  efektif  untuk 
memberantas  terorisme  dan  kejahatan 
ekonomi.   Indonesia   sudah  membuat 
perjanjian  ekstradisi  dengan  Australia, 
Malaysia  dan  Hongkong,  yang  sistem 
hukumnya    sama    dengan  Singapura 
(sistem  Commonwealth).  Sikap  tidak  ko- 
operatifnya  Singapura  itu  juga  ditun- 
jukkan  ketika  Indonesia  meminta  data 
perbankan  untuk  mengetahui  berapa 
uang  dari  Indonesia  yang  masuk  ke 
bank-bank  di  Singapura.  Keberatan  Si- 
ngapura ini  lebih  disebabkan  oleh  ka- 
rena  mereka  sebetulnya  melindimgi  pa- 
ra "penjahat"  Indonesia  yang  bersem- 
bimyi  di  negara  itu  {Kompas,  6-2-2004). 


IV.  KONFERENSI  ASEAN-PBB  KE-4 

Konferensi  ASEAN-PBB  ke-4  berlang- 
sung  di  Jakarta  tanggal  23-25  Februari 
2004  dengan  tema  penghindaran  kon- 
flik,  resolusi  konflik  dan  perdamaian 
Asia  Tenggara  dihadiri  oleh  para  pe- 
jabat  negara-negara  ASEAN,  wakil 
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  para 
akademisi  dari  negara-negara  ASEAN. 

Menteri  Luar  Negeri  Indonesia  Has- 
san Wirajuda  mengatakan  pada  pem- 
bukaan  konferensi  itu  (SCTV  Liputan  6, 
24-2-2004)  bahwa: 

•  Sudah  saatnya  ASEAN  membentuk 
pasukan  penjaga  perdamaian  ASEAN 
{ASEAN  Peace  Keeping  Force/PKF)  dan 
pembentukan  institusi  sebagai  fasili- 
tator  penyelesaian  koi\flik. 
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•  Pembentukan  pasukan  perdamaian 
antara  lain  bertujuan  untuk  mengu- 
rangi  intervensi  pihak  ketiga  dalam 
hal  penciptaan  perdamaian,  terma- 
suk  penyelesaian  konflik.Selama  ini 
intervensi  pihak  ketiga  di  kawasan 
Asia  Tenggara  disebabkan  karena 
negara-negara  ASEAN  tidak  siap 
untuk  menciptakan  perdamaian  dan 
keamanan  serta  mengatasi  konflik 
daerah. 

•  Melalui  rencana  aksi  Komunitas  Ke- 
amanan ASEAN  (ASC)  dengan  ber- 
bagai  perangkat  tanggung  jawab  ke- 
amanan secara  regional,  diharap- 
kan  tercipta  penghindaran  konflik 
dan  penyelesaian  konflik  serta  per- 
damaian pasca  konflik. 

•  Rencana  pembentukan  ASEAN-PKF 
merupakan  konsep  dari  salah  satu 
elemen  rencana  kerja  yang  diran- 
cang  oleh  Indonesia  berkaitan  de- 
ngan ide  ASC. 

•  Ada  suatu  kebutuhan  untuk  mem- 
bangun  stand  by  arrangement  di  saat 
ada  negara  ASEAN  memerlukan  pa- 
sukan keamanan  bersama,  seperti  ke- 
tika  Indonesia  meminta  negara 
ASEAN,  yaitu  Filipina  dan  Thailand 
untuk  ambil  bagian  dalam  Tim  Pe- 
mantau  Kesepakatan  Gencatan  Sen- 
jata  dengan  Gerakan  Aceh  Merdeka 
(GAM)  tahun  2002. 

•  Rencana  kerja  ASC  yang  disusun 
oleh  Indonesia  akan  dibahas  ber- 
sama  dengan  rencana  kerja  sosial 
budaya  yang  sedang  dibuat  oleh 
Filipina  dalam  pertemuan  tingkat 
Menteri  ASEAN  di  Jakarta  Juni  2004 
dan  akan  direkomendasikan  pada 
Konferensi  Tingkat  Tinggi  di  Laos, 
November  2004. 

Asisten  Administrasi  dan  Direktur 
Pencegahan  dan  Pemulihan  Krisis 
Badan  Program  Pembangunan  PBB 
(UNDP)  Julia  Taft  mengatakan  dalam 


konferensi  itu  (Sinar  Harapan,  24-2-2004) 
bahwa: 

•  PBB  menyambut  baik  setiap  usul- 
an  ASEAN  dalam  mewujudkan  ke- 
amanan di  kawasan,  termasuk  ga- 
gasan  pembentukan  ASEAN-PKF, 

•  Kini  saatnya  bagi  PBB  dan  ASEAN 
untuk  melakukan  kerja  sama  yang 
lebih  khusus  mengenai  keamanan 
di  kawasan. 

Asisten  Sekjen  PBB  bidang  Politik 
Danilo  Tuerk  mengatakan  di  Jakarta 
seusai  konferensi  bahwa  perdebatan 
tentang  pembentukan  ASEAN-PKF  ti- 
dak akan  menyurutkan  gagasan  itu, 
yang  oleh  PBB  disambut  baik.  Ga- 
gasan ASEAN-PKF  merupakan  salah 
satu  bentuk  keinginan  sebuah  kelom- 
pok  negara  dalam  upaya  mempererat 
dan  memelihara  perdamaian  secara 
multilateral.  Untuk  itu  PBB  akan  mem- 
berikan  bantuan  bagi  ASEAN-PKF  {Kom- 
pas  Cyber  Media,  26-2-2004). 

Sementara  itu  staf  peneliti  Hu- 
bungan  Internasional  CSIS,  Rizal  Suk- 
ma  mengatakan  (Kompas  Cyber  Media, 
25-2-2004)  bahwa: 

•  Rencana  pembentukan  ASEAN-PKF 
sebagai  hal  yang  realistis,  baik  da- 
ri segi  teknis  dengan  time  frame 
pembentukannya  pada  tahun  2012 
maupun  dari  segi  kepentingan,  di 
saat  sebuah  negara  ASEAN  terjadi 
konflik. 

•  Pembentukan  ASEAN-PKF  sesuai 
dengan  kebutuhan  ASEAN"~dalam 
upaya  mewujudkan  kawasan  yang 
integral  di  bidang  ekonomi,  keaman- 
an, sosial  dan  budaya  yang  dica- 
nangkan  pada  2020. 

•  Konflik  di  Timor  Timur  pada  ta- 
hun 1999  sebagai  salah  satu  con- 
toh  bahwa  keberadaan  ASEAN- 
PKF  sangat  diperlukan  sehingga  ti- 
dak perlu  mendatangkan  pihak  ke- 


DOKUMEN:  ASEAN-JEPANG  &  KEAMANAN  ASIA  PASIFIK  (Andrea) 


131 


tiga  jika  di  sebuah  negara  ASEAN 
terjadi  konflik. 

•  ASEAN  memiliki  waktu  iintuk  mem- 
persiapkan  pembentukan  ASEAN- 
PKF.  Ada  tiga  tahap  proses  yang 
diperlukan:  Tahap  pertama,  pem- 
bentukan pusat  penjaga  perdamai- 
an  nasional  masing-masing  negara 
ASEAN.  Tahap  kedua,  kerja  sama  an- 
tara  pusat-pusat  penjaga  perdamai- 
an  nasional  itu  yang  dikoordinir 
oleh  sebuah  pusat  pelatihan.  Tahap 
ketiga,  membuat  pasukan  perdamai- 
an  ASEAN. 

•  Masalah  pendanaan  ASEAN-PKF 
akah  ditentukan  setelah  adanya  ke- 
sepakatan  diplomatik  di  antara  ne- 
gara-negara  ASEAN  tentang  pem- 
bentukan PKF. 

Meski  gagasan  ASEAN-PKF  men- 
dapat  dukungan  dari  beberapa  ka- 
langan,  Thailand  menolak  usulan  ter- 
sebut.  Menteri  Luar  Negeri  Thailand 
Surakiat  Sathiratai  mengatakan  bahwa 
saat  ini  tidak  ada  konflik  internasio- 
nal  yang  terjadi  di  kawasan  dan  ji- 
kalau  terjadi  konflik  masing-masing 
negara  ASEAN  bisa  langsung  mengi- 
rim  pasukan  mereka.  Adanya  kekhawa- 
tiran  tentang  pembentukan  ASEAN- 
PKF  akan  merusak  satu  sendi  tradi- 
sional  ASEAN  tentang  prinsip  non- 
intervensi  dalam  urusan  dalam  nege- 
ri satu  dengan  lainnya,  diyakini  oleh 
banyak  kalangan  di  Thailand  untuk 
melakukan  protes  (Kompas  Cyber  Media, 
24-2-2004). 


V.  PERTEMUAN  INFORMAL  MEN- 
TERI LUAR  NEGERI  ASEAN 

Pertemuan  Informal  Para  Menteri 
Luar  Negeri  ASEAN  berlangsung  di 
Halong  Bay,  Vietnam  tanggal  3-5  Ma- 
ret  2004  yang  didahului  oleh  Perte- 
muan Pejabat  Tinggi  (SOM)  ASEAN  di 


Jakarta  tanggal  20  Februari  2004  an- 
tara lain  membicarakan  masalah  Ko- 
mimitas  Keamanan  ASEAN  (ASC),  Pem- 
bentukan Pasukan  Penjaga  Perdamai- 
an  Regional  (ASEAN-PKF),  Isu-isu  Ke- 
amanan Kawasan,  Ancaman  Terorisme 
Global,  Krisis  Semenanjung  Korea,  Ma- 
salah Taiwan,  Traktat  Nonagresi,  Per- 
janjian  Ekstradisi,  Pembentukan  Pia- 
gam  ASEAN  {ASEAN  Charter  of  Rights 
and  Obligation  of  Peoples)  dan  Komisi 
Hak  Azasi  Manusia  ASEAN. 

Hadir  dalam  pertemuan  itu  Menlu 
Hassan  Wirajuda,  Menlu  Singapura 
S.  Jayakumar,  Menlu  Thailand  Sura- 
kiart  Suthirathai,  Menlu  Malaysia 
Syed  Hamid  Syed  Albar,  Menlu  Filipina 
Delia  Albert,  Menlu  Brunei  Darussa- 
1am  Mohamad  Bclkiah,  Menlu  Viet- 
nam Nguyen  Dy  Nien,  Menlu  Laos 
Somsavat  Lengsavad,  Menlu  Kamboja 
Hor  Namhong  dan  Menlu  Myanmar 
Win  Aung. 

Dalam  pertemuan  tersebut  pemba- 
hasan  masalah  pasukan  penjaga  per- 
damaian  regional  (ASEAN-PKF)  men- 
jadi  isu  yang  cukup  hangat  dibica- 
rakan.  Meski  sifat  pertemuan  sangat 
informal,  namun  pembicaraan  menge- 
nai  ide  ASEAN-PKF  usulan  Indone- 
sia itu,  ditolak  Singapura  dan  Thai- 
land. Sementara  negara-negara  lain- 
nya seperti  Malaysia,  Filipina,  Bru- 
nei Darussalam,  Vietnam,  Laos,  Kam- 
boja dan  Myanmar  tidak  menanggapi 
masalah  ASEAN-PKF.  Menlu  Singa- 
pura S.  Jayakumar  mengatakan  bah- 
wa pembahasan  peran  pasukan  per- 
damaian^  regional  dalam  lingkup 
ASEAN  kurang  tepat,  sebab  ASEAN 
bukanlah  organisasi  keamanan  atau 
organisasi  pertahanan.  Saat  ini  tidak- 
lah  tepat  untuk  membahas  pemben- 
tukan pasukan  penjaga  perdamaian. 
Sedangkan  Menlu  Thailand  Surakiart 
Sathiratai  mengatakan  bahwa  pembi- 
caraan pembentukan  pasukan  penjaga 
perdamaian  perlu  dibicarakan  secara 
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rinci.  Selanjutnya  ia  mengatakan,  pem- 
bentukan  pasukan  penjaga  perdamai- 
an  di  kawasan  ASEAN  akan  berten- 
tangan  dengan  prinsip  non-interference 
ASEAN  {Kompas,  5-3-2004). 

Pembicaraan  sejumlah  masalah  ke- 
pentingan  bersama  lainnya  mencakup 
pemecahan  masalah  sekitar  pertikaian 
Uni  Eropa  atas  Myanmar  sehubung- 
an  rencana  berlangsungnya  Pertemu- 
an  Asia  Eropa  (ASEM)  di  Hanoi,  Viet- 
nam bulan  Oktober  2004.  ASEAN 
menginginkan  anggota  barunya,  yaitu 
Kamboja,  Laos  dan  Myanmar,  dilibat- 
kan  dalam  pertemuan  puncak  dua 
tahunan  itu  sebagai  imbalan  atas  par- 
tisipasi  dari  10  negara  calon  Uni 
Eropa.  Namun  demikian,  keikutserta- 
an  Myanmar  dalam  ASEM  bagi  Uni 


Eropa  tidak  bisa  diterima,  kecuali  si- 
tuasi  hak  azasi  manusia  di  Myan- 
mar segera  cepat  diperbaiki  {Kompas, 
6-3-2004). 

Para  Menlu  ASEAN  juga  memba- 
has  masalah  kondisi  Irak  yang  te- 
rus  memburuk,  krisis  nuklir  di  Korea 
Utara  dan  ketegangan  antara  peme- 
rintah  Cina  dengan  Taiwan  sehu- 
bungan  dengan  rencana  penyeleng- 
garaan  referendum  di  Taiwan  pada 
20  Maret  2004.  Dalam  hal  ini,  ne- 
gara-negara  ASEAN  memiliki  kepen- 
tingan  untuk  memelihara  perdamai- 
an  dan  stabilitas  di  Selat  Taiwan 
dan  menegaskan  kembali  bahwa  ne- 
gara-negara  ASEAN  tetap  mengakui 
pada  kebijakan  satu  Cina  — one  China 
policy —  {Media  Indonesia,  6-3-2004). 


VOL  MM  Nat 

2003  "jj"^ 

Indonesia 
Quarter 

KVHW  W  tCOMJMIC  OtVaOC.MfAT 
ti  hNlkla-^ 

V       "          '"t  -  • 

or  ret  M             '  , 

a  MMaM»Oa<«li«IW*H.«Kl 

ISSN  0304-21 70 

Annual  Subscriptions: 
Indonesia  Rp  90.000,00;  Asia  Pacific  & 
Australia  US$100.00;  Europe  &  Africa 
US$125.00;  USA,  Canada  &  Central 
America  US$150.00;  South  America  & 
Others  US$175.00 


The  Indonesian  Quarterly 

The  Indonesian  Quarterly  is  a  journal  of  policy  oriented 
Studies  published  by  the  Centre  for  Strategic  and  Inter- 
national Studies  (CSIS),  Jakarta,  since  1972.  It  is  a  me- 
dium for  Indonesian  views  on  national,  regional  and 
global  problems. 

Each  issue  contains 
a  Current  Events; 

□  Review  of  Political  Development; 

□  Review  of  Ecoriomic  Development,  and  - " 

□  Articles  on  Contemporary  Issues  and  Problems  of 
Indonesia  and  ASEAN  Region 

Address  all  correspondence,  permission  requests,  books  for  review 
and  subscription  to 

The  Indonesian  Quarterly 

CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
Jl.  Tanah  Abang  111/23-27,  Jalarta  101 60,  Indonesia 
Tel:  (62-21)  3865532,  Fax:  (62-21)  3809641;  3847517 
E-mail:  csis®csis.or.id 


PARA  PENULIS 


A.AhsinThohari.  ,        „  u  i 

Mahasiswa  Program  Pascasarjana  (S2)  Ilmu  Hukum  Program  Studi  Hukum 
Tata  Negara  Universitas  Ir\donesia,  Jakarta. 

AndiWidjajanto. 

Staf  Pengajar  Jurusar\  Hubimgan  Intemasiorial,  FISIP-UI,  Jakarta. 

Anton  Djawamaku.  _  t  * 

Staf  Perxeliti  pada  Departemen  Politik  dan  Perubahan  Sosial,  CSIS,  Jakarta. 

Azyumardi  Azra. 

Rektor  UIN  Syarif  Hidayatullah,  Jakarta. 
Faustinxis  Andrea. 

Staf  Peneliti  pada  Departemen  Hubungan  Intemasional,  CSIS,  Jakarta. 

Gregoritis  Sahdan.  . 
Staf  Pengajar  pada  Sekolah  Tinggi  Pembangunan  Masyarakat  Desa  APMD, 
Yogyakarta;  Direktur  Kajian  Politik  dan  Pembangunan  Kawasan  pada  Center  for 
Humanity  and  Civilization  (CHOICES),  Yogyakarta. 

Landry  Hary  o  Subianto. 

Staf  Peneliti  pada  Departemen  Hubungan  Interr^^sipnal,  CSIS,  Jakarta. 
Lina  A.  Alexandra. 

Staf  Peneliti  pada  Departemen  Hubungan  Intemasional,  CSIS,  Jakarta. 
M.Sudibjo. 

Staf  Peneliti  pada  Departemen  Politik  dan  Perubahan  Sosial,  CSIS,  Jakarta. 

I  MelyCaballero- Anthony. 

Assistant  Professor,  Institute  of  Defense  and  Strategic  Studies  (IDSS)  Nanyang 
Technological  University,  Singapura. 


TENGARA  ORDE  BARU 
Kisah  Harry  Tjan  Silalahi 


SuL'fl.lrfntlilt't 


TENGARA 


Penulis:  J.B.  Soedannaiita 

Penerbit:  PT  Toko  Gunung  Agung  Tbk, 
Jakarta 


ORDE  BARU 


-Kisah  Harry  Tjan  Silalnh 


Dalam  masa  Orde  Baru  di  bawah  kepemim- 
pinan  Soeharto,  ada  sejumlah  tanda-tanda, 
dan  peristiwa  yang  mewarnai  kehidupan 
masyarakat  hingga  kini.  Meski  era  Orde 
Baru  telah  berlalu  namun  orde  itu  telah 
membentuk  banyak  paradoks  yang  perlu 
dikaji.  "Tentang  Orde  Baru  ini  memang 
saya  turut  mengalami  dan  menyertai,"  kata 
Harry  Tjan  Silalahi,  yang  terlahir  sebagai 
orang  Indonesia,  dan  yang  karena  ketokohannya,  mengungkap  banyak  hal  yang 
patut  diamati  karena  telah  menjadi  bagian  dari  sejarah  bangsa  ini. 

Buku  ini  tidak  sekadar  merupakan  potongan-potongan  kisah  namun  lebih  meng- 
ungkapkan  buah  pemikiran  dan  gagasan  yang  selama  ini  diperjuangkan  oleh 
Harry  Tjan  Silalahi,  dengan  latar  belakang  budaya  tempat  ia  hidup.  Buku  ini  terdiri 
dari  15  bab  yang  oleh  penulis  dikelompokkan  dalam  9  tema:  asal-usul,  lingkup 
pergaulan,  formasi  pendidikan  pribadi,  kesadaran  akan  historisitas,  pengalaman  ber- 
budaya,  pandangan  kemasyarakatan,  religi  dan  keyakinan  hidup,  dunia  keija,  dan 
visi  ke  masa  depan. 

Tiga  bab  yang  mengungkap  kesadaran  akan  historisitas,  yaitu  bab  "Bung  Karno 
Tokoh  Kharismatis",  "Tragedi  Gestapu",  dan  "Soeharto  Sang  Jenderal  Besar"  me- 
ngandung  banyak  hal  yang  sekarang  menjadi  percakapan  ulang  di  masyarakat.  Ber- 
bagai  ulasan  peristiwa  diungkap  dalam  bab  "Tengara  Orde  Baru",  antara  lain  ten- 
tang Konsensus  Nasional,  Penataan  Bidang  Ekonomi,  Kunjungan  Paus  Paulus  VI, 
Massa  Mcngambang.  dan_.Asas  Tunggal,  Kasus -Kartika  dan  Pertamina,  Masalah. 
NKK,  dan  Pemerintatian  yang  Rasional.  Pandangan  kemasyarakatan,  religi  dan 
pengalaman  budaya  yang  banyak  mengandung  nilai-nilai  kemanusiaan  terdapat 
dalam  bab  "Pembauran",  "Orang  Beragama  dalam  Negara",  dan  "Wayang  itu  Bayang- 
bayang".  Dua  bab  terakhir,  yaitu  "Masa  Depan  Reformasi"  dan  "Awal  Rekonsiliasi?" 
merupakan  pilihan  yang  patut  dipertimbangkan  di  tengah-tengah  banyaknya  kesim- 
pangsiuran  di  masyarakat  saat  ini. 
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